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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengalisis konstruksi kedudukan
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini, menemukan
kelemahan-kelemahan dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
sistem ketatanegaraan saat ini, dan menemukan jawaban atas upaya yang
seharusnya dilakukan ke depan untuk merekontruksi secara ideal kedudukan
Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pancasila.

Beberapa teori yang terangkum dalam kerangka pemikiran penelitian yaitu
Teori Keadilan berdasarkan Pancasila Sebagai Grand Theory, Teori Hukum
Progresif Sebagai Middle Theory, dan Teori Pemisahan Kekuasaan sebagai Applied
Theory:. Penchinian i mengunakan metode 4 ataranya Metode paradigma
constrai fivivm denman memperimbangkan bahwa hokom adalah reglitas sosial,
Metode pendelalan  socie fepal fssearch vang merapakan  kyjian yang
“memadukan” kajian hukume dokicmal denpan kajian social, jenis penelitian
deskriptiy amafiviy vntnk menssambarkan kondisi‘realitas saat ini, rerdahulu dan
kedepan kemudian mengkaii dan mensanalisis secara komperhensif.

TTasil penchigan in i peralel dan b ssrmpolkan bahawa (1) KPR merupakan
salah saticorgan kekuwasaan kehakinan sebaga pelab sang penvelidikan, penyidikan,
penuntutan- dan pelakasana punisan pencadilan dalam perkkara wndak pidana
korupsi, adansa penecasan KI'K adalah lembaca nepara dalam mmpun kekuasaan
cksekutif harys mampy monempatkan din padyg pesist yang objektif dalam
melakukan [umgsi dham s pokokoyn 025 Kedidukan KPR secara vinidis lembaga
negara rumpun eksekolif vang bergnplikasi jtha KPK dapat di jadikan objek Hak
Angleer oleh DIPR[0 3erm adanva kedudiikan Dewan Penpgawas vang salah satu
kewenangannyy makm memben wama bam wang antard lain adanva proses izin
dalam Perrvadapan, penggeledahan, dan; wlan pensitaan, yang wajih di la<ukan KPK
kepada Dewan Pengwwas vang akan bemmplibasi pada masalah intervensi,
kepentinzan politils rtentn terhadap KI'K vane masuk melalui Dewan Pengawas.
(3) Fekenstmks repulasi ddeal kedundukan KIS dalam sisrem ketatanegaraan
berbasis nilai keadilan Maucasila, KK scbagar badan khusos menjalankan fungsi
kekusiguan kehabiman di hidang pencazahan dan penindakan tindak pidana korupsi
yang trierdekn, mdeperidend dam tidak boleh eendapat comque amgam dard eksekutif
maupuit legislatil. Scsuar dengai nilai-tilai Panicasila yaitu dcadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia, dimana relevansinyakekuasaan KPK harus diposisikan
sesuai dengan upaya mewujudkan keadilan dengan dukungan kedudukan KPK
yang ideal dalam sistem ketatanegaraan. Makaregulasi rekonstruksi hukum secara
ideal harus dengan melakukan perubahanbeberapa pasal yaitu Pasal 3, Pasal 21,
Pasal 30, dan Pasal 37 B Ayat 1 b, dalam Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang
KPK. Sehingga kedudukan KPKmeski dalam rumpun eksekutif akan tetapi dalam
menjalankan tugas pokoknya berada pada kekuasaan Yudikatif yang bersifat
mandiri dan merdeka.

Kata kunci : Kedududukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mandiri
dan merdeka, Nilai-Nilai Keadilan Pancasila.



ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the construction of the position of
the Corruption Evadication Commission in the current state administration system,
find the weaknesses and position of the Corruption EradicationCommission in the
current state administration system, and find answers to the efforts that should be
made in the future to ideally reconstruct the position of the Corruption Eradication
Commission. based on Pancasila.

Several theories are summarized in the research framework, namely the
Theory of Justice based on Pancasila as the Grand Theory, Progressive Legal
Theory as the Middle Theory, and the Theory of Separation of Powers as the
Appliced Theoae Thiv viuch: pves methods ineheding the consmrnerivive paradigm
methewd Fy ey ideving ot fve & a socil realitg, the socio legal vesearchapproach
method wiycli ix o véndy Shoi “integrrcies " docieiiad fesrod siudies wink social studies,
a type af waeivticad desoripfive Fexearcli i desorifbe corvend, posd ond present
condirionsrealing. in the fivere ond then peview and anal)ce commrehersively.

Fhe resls of thiv stedi were abrained aid i wos coneluded thar (1) the KPK
is ome of Mg arguey of fuelicin weee oy e evecwioe af fivestigations,
Invesiigsalitiity, ekt coned Dmplemeniadion o enaed disciviany i corruption
cases, It 18 i awsersiond o S SR is s picme B live b Bi Uie exccutive power
cluster phat Wlest o alde 1o place MeliEaives in an elyecnive pasition in carrying
out thelr main fumetiony el dnes. (21 The jyeidical poyition of the Corruption
Eradicaiion Copuriges o o sieie fosrimrion of dhe gvecutive fumilv, which has
implicedisets §f e Crtativn Eraaficarion Uivastities con be e the object of
the Right of faguery v she PR NP aid (e exisrence of e position ofthe
Supervivory Hugred e of g poaars ofwliich & ereavimgle oiing g new color,
inclugding the exisfence of @ permil provess @ Frefapping. veorchies, and/or or
confiscelicn, whdeh fhe KUK i aditred i clee ger e Supervisary oo which will
have fmpleceriin i iiervenlion saney, et polificod interesés owards the
KPK thai chler thvips the Supervisory Homa, (3 Reconstruciion of the ideal
regubitor) posiion for rfw APK W @ consiitiriohdl fuistom bosed on Pancasila
values of frstice, g RPE s o sl ey caresime oud i functions of judicial
power i the field af preveniion avcl prosesndioa of coimviced aeie of coreuption that
are jiee, independent and' mdy noi receive incerjerencejiom ine executive or
legislature. In accordance with Pancasila values, namely social justice for all
Indonesian people, where the relevance of the KPK's power must be positioned in
accordance with efforts to realize justice with the support ofthe ideal KPK position
in the state administration system. Therefore, ideally, legal reconstruction
regulations should amend several articles, namely Article 3, Article 21, Article 30,
and Article 37 B Paragraph 1 b, in Law No. 19 of 2019 concerning the KPK. So
that the position of the KPK, even though it is in the executive group, in carrying
out its main tasks is in the judiciary which is independent and independent.

Keywords: The position of the Corruption Eradication Commission (KPK),
Independent and independence, Pancasila Values of Justice.
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RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK

INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Semenjak Negara Indonesia didirikan, arah dan cara pandang
sebagai Negara hukum menjadi prioritas utama dalam menjadikannya
sebriagai landasan bemegara. Naniun elap saja dalam perjalanan sejarah,
ltonsepsi untuk berlandaskan beeara hukum banyak terced=ral utamanya
dan perilakm para pimpinan Neeara kita pasca kepamimpinan pendiri
banizsa (M anelier Fuadheos),

TH antara Cakia yonchs yang dapat kita temuokan Tandasan Negara
hulowrr adalaly Undang-tndang Dasar Regara Republik Indenesia Tahun
1945 Dalam Undana-Undang Dasar Nesara Kepublik Indenssia Tahun
1917 'asal 1 Avat (3 dinyatakan baless Mosara Indoncsia adalah negara
hukum. Lndang-Undane asar hcuars Bepublik Indonesia  tersebut
meenjelashan tenlany posisi dan peran steateis Indonesia schagai Negara
vk mnerniliki Bentol dan hedmolatan erciviloan Negara bulon

Cita-oita Moowara akom digrahkan pada pringip-prinsap dan tujuan
kuscpahteraan mpgsvarmbat  secars gunens,  bukan - hanyy keinginan
penerdpkan aluran-aloian yang eriulis vang elah disepakan bersama.
Dralam - Negara Kessjabieraan,  sécara wius o dapal  dengan mudah
rerindentifikas) densan menpacu pada pembukaan Undang-Uindang Dasar
Megara Republik Indenecsia Tahun 1943,

Wlustm (gsebol dapat dilileal dengan voudale herdasarkan isi 12ks naskah
pernbheuam sehuen herrkol

“Kemudian dangada ook membestok soatn pemeriniah negara
lndonesia vanse melindongi sepanap bangsa lndonesia dan seluruh tumpah
darah Indencsia dan untok memagukan kesgpahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan  bangsa, dan  ikut melaksanakan  Ketertidan  dunia  yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada :

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sangat relevan sekali jika kita mengutip konsep Negara
Kesejahteraan ini yang disampaikan Esping-Andersen sebagaimana
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dikutip oleh Darmawan Triwibowo,!: “Negara Kesejahteraan bukanlahsatu
konsep dengan pendekatan baku. Negara Kesejahteraan lebih sering
ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang
disediakan oleh negara (c.q pemerintah) kepada warganya, sepertipelayanan
pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga kedua-
nya (Negara Kesejahteraan dan Kebijakan Sosial) sering diidentikkan. Hal
itu tidaklah tepat karena kebijakan sosial tidak mempunyai hubungan
berimplikasi dengan Negara Kesejahteraan. Kebi- jakan sosial bisa
diterapkan tanpa keberadaan Negara Kesejahteraan, tapi sebaliknya Negara
Kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung
keberadaannya.”

Tercapainva Negara Koesqjahteraan sesual amanat konstiwusi tersebut

hams dimulal dengan dijalankanonya hukum dengan baik dengan melakukan
ajurin-ajaran kepastiian hubkom, FEepastian hubom iewlunva dapat terwujud
dengzan bk apabhila setinp Teshags dapat memainban peran dan posisinya
sesual denpan vans seharnsnya.
Dalam mevwuiudkan Nepara Kesejahreraan, kita mengepal gjaran frias
pefidien schasal landazan  dusar menjalgnkan Moaara, dmas politica
margpakan e bl schugh pomerintalaa berdagtat hams dipisahkan
antata dua arau tebih hesatuan kual vana bebas, mencenal saw orang atau
kelompok mendapatkan hussa vann terlalu banyak, Pemizahan kekuasaan
metupakan svam cara pemisihan dalam rubuh pemenineaban apgar tidak ada
pensalaheymaan kekywspan ot lemalanf ekl dam vudikatif.?

Sidah saiu leinbies Neparn vang mesil ik persoadan 1ekait peran,
tugas dan angsung jawab secara yundis masib menjadi perdebatan
ewenangannva dalam tecr pemisahan kekmasaan adalah lembaga Komisi
I'cmberantasan kompsy (BPE) Komist emberantasan  korupsi/KPK
sihag lembaws Mewsra mempunya peram siategs dalam hal penegakan
hodewn frdab pocama feorupst. Namoan dalam grakiiknyas Tembaga Komisi
Pemberantagsan Korupsi, masih-belom menampakhan hasil vang signifikan
dalam menjalonkan petannya selama i

Jika kita manut dan sl konstitusi kit posisi komisi Pemberantasan

Eorupst dalam Undang-Undane Thasar Nogarg Bepublik Tadonesia Tahun
1945 udak dijelaskan sama sckali. Hanya saja dalam ketentuan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke
4 (empat) Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan (3)
dijelaskan sebagai berikut :
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.

hlm 8.

! Darmawan Triwibowo, 2006, Mimpi Negara Negara Kesejahteraan, LP3ES, Jakarta,

’Pemisahan  Kekuasaan, diunduh pada 12 Desember 2014 pada situs

http://id.wikipedia.org
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(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang.
Untuk menjabarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dibuatlah Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 menjelaskan bahwa :
(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta
Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasan kehakiman.

(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyelidikan dan penyidikan;
h. penuntutan;
. pelaksanaan putmsan;
d. pembenian jasa hukum; dan
e penyelesmian senekela di Do geeendilm.

{3 Ketentuan mengenai badan-hadan lan vang [ungsinya berkaitan
denpan kekuasaan kehakiman diater dalam undang-undang.

Lyalam penjzlasannva, Undang-Undang Memor 45 lahun 2009
tentayg Kekvasaan Kehakiman mengartikan istilah dac ©badan-badan lain”
talamn Pasal 38 Aval (1) cdingataksn mitarn Tan kepaelisian, Kejaksaan,
cbvokenl, dian Ternbisa pemisymabitan dan kouisi pernbeaniasan korupsi
di antaranya: Mepgrot Undana-Undang Neomer 30 Tahun 2002, Komisi
Pemberantzsan Kompsi (KPR schagat lambaga pemberantas korupsi yang
kyar bukgn Bergda i Tuar sistomketatane saraa, retapi justry ditempatkan
secary vurndi il dalasy sistens ketatmcgaraam Larosa pilar penegak hukum
Indenesia berada dibawah kekoasaan kehakicvan menvanzkut proses dan
tahapan dalam peradifan dan bagisn dage passip ohech and balences
autard kekvasaan cksckutifdan vudikanf Ada pemubaban kedndukan dan
poranan KPK  dalgm strukrur ketatangearaan Indoncsia menyrat Undang-
Uncang Mormon T9Taban 2018 fengang Komisi Pemberantasan Korupsi
Pasal 2, Komisi Pemberntasan Tindak Pidaia Korwpsi vang selanjutnya
disebur komisi Pemberantasan Kompsi adalah lembapa negara dalam
mmpun keknasaan sksekbunf vane melaksanakan mpas pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesual dengan Undang-Undang.
Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian dan
Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun
eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan
manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan
manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang
KomisiPemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari
pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan
perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan
alasan apapun.

A fortiriori, menurut Bruce Ackerman secara tegas mengatakan,
kelahiran komisi negara independen sebagai bentuk penolakan terhadap
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model pemisahan Amerika Serikat.> Argumentasi Ackerman tersebut
seakan menegaskan logika latar belakang kelahiran komisi negara
independen adalah konsekuensi dari transisi menuju demokrasi yang terjadi
dibeberapa belahan dunia. Kelahiran komisi-komisi negara ini,baik yang
bersifat independen maupun yang sebatas lembaga eksekutif, sekali lagi
adalah bentuk ketidak mampuan gagasan trias politica dalam
menghentikan rezim otoriter yang sempat muncul* bahkan dalam
perkembangan ketatanegaraan melahirkan tirani dan otoritarianismemodel
yang baru in casu, perilaku korupsi disuatu negara.

Argumentasi tersebut, tirani dan otoritarianisme perilaku korupsi
disuatu negara seakan menegaskan bahwa lahirnya lembaga independen tidak
terlepus damt untnk memperhaks kinerja leribaga schehimmva yang gagal
malawan tirani dan otoritarianisme @ caw, kurang maksimalnya lembaga
kejoksnan dan kepolisian veng mieialankan tueas dan (ungs: pernberantasan
tindak pidana Loropsi, ™amur, daliasn kimnerueova tdak mendapa: hasil yang
memuazkan atan bersda dalsn kehobrokan kinerja. Maka dan itu lahirlah
lembaga bam vang pembentukannig berdasaskan Undang-Lindang Nomor 30
Tahun 2002 jo Undangz-Dhdang Somog 19 Tithom 2019 Tentang Komisi
Fernberantasan Tindak Pidana Kornpa v ik im meneruskan kincgja lembaga
sebeluminea untuk ek ellsen cdan elekil dalam menjawad kekurang
rriaslesierel iy i ke peroberantesag Coodule pideugr kuewgsi.

Kemis emberantasan Kompst dalam "asal * Ludang - Undang

Mommor 30 Tahum 2002 jelas didhindokkan dafam lembagn viang bersifat
mdependen, eg b pula dakam enipat poisan Moehlkamab Konstitusi yakni
(1 2-010- 019 PLL- V2000, 122 LU 2007 473000 11 )-
VILA201  SPUULEZUT 0 vaneg  menchacdukkan jnes Komisi
Pembemntasan Kompst schagal Tombagy newars andependen, Kehadiran
lumbagn anhi kergpsi <8 Todonesia fidek bergalim molos, melawan
honapirast jahal amara koroptor, polilikes dan penvelengeara negara.
Menurul catatan Indonesia Cooupuan Watch (10W ) bahwa berbagai
beomok pelomahan dan serangan balik rerhadap K I'k dilakukan, beberapa
digntaranya adalah adaniva wacana pembubamn Eomisi ['cmberantasan
Komywi KPR, reven Thideng-Undamg - Komisi Pemberantasan
Fonupsi/ PR, Sudiciad Neview (150 Materit Undine-Tndang Komisi
Pemberantasan Korupsi/KPK ke Mahkamah Konstitusi, kriminalisasi dan
rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK, Pengepungan kantor KPK,
penyerobotan kasus yang ditangani KPK, memblokade anggaran
pembangunan gedung KPK, dan intervensi langsung dalam forum rapat
kerja DPR dan KPK.’

Senada dengan hal tersebut di atas sebagai contoh di negara
Singapura sebagai negara dengan tingkat indeks persepsi korupsi tertinggi

3 Vide, Bruce Ackerman dalam Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK (Malang: Intrans
Publishing, 2016), hlm 52.

4 Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 52.

5 Febridiansyah, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta, Yayasan Obor
Indonesia, 2014), hlm. 443



di Asia saja masih memiliki badan antikorupsi, Corrupt Practices
Investigation Bureau (CPIB) yang dibentuk sejak 1952 atau lembaga anti
korupsi di negara Hongkong, yang memiliki [ACC (Independen
Commission Against Corruption), yang berdiri sejak 1974. Meskipun
Singapura dan Hongkong memiliki Kepolisian dan Kejaksaan, tapi
pemerintah Singapura dan Hongkong sadar bahwa penanganan korupsi
harus dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang tidak berafiliasi
dengan lembaga lain. Lain hal pada Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang memiliki lembaga anti korupsi yang bernama KPK (Komisi
pemberantasan Korupsi) berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun
2002, yang pada saat ini memiliki warna dan nuansa baru dengan muculnya
Undang-Undang Momor 1% Tahun 2009 schagaimana perubahan atas
Unclamy - Thngdange Nowmar 30 Tahun 2002 wniang Komisi Pemberantasan
Eomapsi, yang horwaal dari sedames pulusan Mahkammuah Konsiitusi a quo,
secara vis o vis denzan Ledudukan Kemia Pemberantasan Korpsi (KPK)
pada putnsan Mahkamah Konstoest lanmya v cosg, Pansan Mo. 36/PUU-
NA2017Y dan Putgsan Boo A0dPUL-XVE2007, justry menempatkan
lembaan andi rasuah tersebur, pada nonpon ekackytit schagaimana Pasa 3
Unelano-Unedan g Mod 159 tabon 20 10

Pada sant ini di beibagar zoaca dalam relfogmiasi lkonsitusi mulai
mengadapst penpaturan mesgenat Lembage pemra independen di dalam
komstitust bary antard lain penchinan Jofe ) dckermons, yany juga terdapat
¥ | nemara vang moencantum kan dedepencea apercie v i drlam konstitusinya,
dari &1 nepary tersabng, ndak kurang didepec 245 lembaga napara independen
vt loneswne deselalhan di dadaos onstioes di einpat benun, Alrika, Eropa,
Amerika, dan Asia” Dan cskplikasi urman antaca cita-cim dan fakta a quo,
e detnibaum, pendis roengan g wesren dan gere (mendesak) untuk
melakulam penelition dan kajian lehib danjol erkail weniang kedudukan dan
poaizl KPE pasca potsan MahlamehKenstiuse dan lahirmya Undang-
Lundane tomer 19 Labhog 2019 sebasalinand penibahan aras Undang -
Lindang Momar 30 Tahyn 2002 fentang Komagt Pombergntasin Korupsi,
vamy mendugdukkan KPKschami lembasma clesckuf s kelembagaan
vang Implikasenvadialaran va adalah dapac dijadikan oljek hak angket
oleht DPFR R,

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat
sebuah penelitian berjudul “Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi
Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”. Penelitian yang dilakukan,
diharapkan mampu menjadi sarana penguatan KPK dalam sistem
ketatanegaraan dan dalam mewujudkan kapasitas KPK dalam
menghadirkan keadilan di Negara Republik Indonesia.

¢ Vide, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada ratio decidendi, Nomor 3.20
pada Putusan No. 36/PUU-XV/2017.

7 Zainal Arifin Mochtar, halaman 26 dan Denny Indrayana, Jangan bunuh KPK (Malang:
Intrans Publishing, 2016), hlm. 53
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Fokus Studi dan Permasalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, untuk

memperjelas posisi Ideal Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, peneliti

ingin fokus dalam penelitian nantinya diarahkan pada pokokpermasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini?

2. Bagaimana kelemahan-kelemahan kedudukan Komisi Pemberantasan
Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini ?

3. Bagaimana regulasi rekontruksi ideal kedudukan Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indenesia berdasarlan Pancasila?

Tujuan Penelitian Disertasi

I Dholak mengetdes dan mengbizs kensiruks kedudokan Komisi
Permberaniasan korupsi dalam sistem kelaanemaaan saat in.

2. Lnmk mengalisis dan mepenmkan  kelemahan-kelzmahan  dan

kedudukan  Komisi  Pemberantazan Korupsi  dalam sistem

tatamemaragn. shat im

Untnk mmuemmalvas sevle menosgkan qawaban ainy upaya yang

suharustiva dilakokan ke depan ontuk meehomiiuks) secara ideal

kedudulkon Kemeal Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pancasila.

tad

Kegsunaan Penelitian Disertasi

Manlaat Teorels

a. Diharapkan dapat menjadi sumber mjukan bagi penelitian yang akan
darang wntuk menemukan oo bam kedudukan kcmisil'cmberantasan
Kompsi dalam sistem  kotatanegaraan  saar ini dalam mewujudkan
Lendilum dalmm sistern peradilan i ndonesia hendasakan Fancasila;

. Diharephkan dapal menjadi swnber tujuloan hag perguroan tinggi dalam
mengajadan  kepada  mahasiswa  terkaic  kedndnkan  Komisi
Pemberantasan  Kompst dalam  sistem ketatanesaraan  saat  ini
berdasarkan Pancasila dalam sistem peradilan di Indonesia;

c. Diharapkan dapat menjadi upaya untuk melakukan pengkajian secara
eksplisit  terkait materi-meteri pembangunan hukum secara
kelembagaan yang selama ini acapkali mengalami dilema akibat
ketidakpastian dan penyesuaian secara kelembagaan.

Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah baik
eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menempatkan kembali arah dan
posisi yang seharusnya terhadap konstitusi di Indonesia;

b. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan terhadap
persiapan amandement kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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c. Diharapkan hasil penelitian nantinya dapat memperjelas posisi, peran
dan kedudukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem
ketatanegaraan saat ini berdasarkan Pancasila dalam sistem peradilan di
Indonesia.

5. Kerangka Konseptual

Menurut M. Solly Lubis, bahwa kerangka konseptual merupakan
kontruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi
dan dorongan konseptualisasi dari bacaan dan tinjauan pustaka®.
Perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan
Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Fomisi Pemberantazan Korupsi dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupst vang sclanjumya dischut homisi Pemberantasan
Korupsi adalah lembaga negard dalam rumpun kckuasaan edvekutif yang
melaksarikan  logas pencemhm dan pemberantasan Timlak  Pidana
Komupsi sesupd dengan Undang-Undang  ind. Menwul  fungsinya,
kadudukan EPK disetarakan dengan Kepeolisian dan Kejaksaan dimana
Kepalisian dan Eejaksaan termazuk dalam mampun eksekutif. KPK juga
masth -hersifat independon b Tobas dom kekpgsaign manapun. Dalam
ketweniuan i wing dimaksad s denwan "kekogssaan remapan” - adalah
kehuatan vang dopal mespenparubl  tupas o dan wewenang Komisi
Pemberantasan Koraps atod arzezota komist secata individual dari pihak
chaghunt wgdikaut, bewslanf, pihak-pihak lam yang workait dengan
porkars tindak pidung Lorupsr, atan keadaan dame sifussi ataupun dengan
alasan apsagirl.

G. Kerangka 'l'eori
1. Teori Keadilan berdasarkan Pancasila Sebagai Grand Theory

Pigkursus artara hukum dan keadilan selalu diarahkan pada upaya
uniuk menemkan keduanea pada sehoab subsisiens dalam Negara.
Dalam sila kelitia Poncasila, vadin “Kealilan sosial bagi selaruh rakyat
Indonzzia . Adapun hukum vane adil bagi bangsa Indonesia juga harus
mencerminkan oilat-noifal vang rerkandung dalam ancasila den Undang-
Undang Dasar 1945.

Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hanya saja,
berbeda dengan nilai kepastian hukum yang lebih bersifat umum, nilai
keadilan ini lebih bersifat personal atau individual kasuistik’. Bangunan
keadilan di antaranya telah tertuang dalam pemikiran teori keadilan yang
salah satunya digagas oleh Aristoteles. Aristoteles memandang keadilan
dalam dua bentuk yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan
distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan,
dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam
masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis,

8 M.Solly Lubis, Filsafat Hukum dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 80.
® Sidharta, 2006, Moralitas Profesi Hukumsuatau Tawaran Kerangka Berfikir, Refika
Aditama, Bandung, him 80
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jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusikekayaan

dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai degan

nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat!°.

Dalam Islam sendiri, keadilan sangat menjadi perhatian serius
untuk diwujudkan. Baik dalam ranah sosial, hukum dan ekonomi, keadilan
adalah pondasi utama yang menjadi faktor ketaqwaan seorang muslim. Al-
Qur'an menggunakan term (al-'Adl) dan (al-Qisht) untuk pengertian
keadilan. Dilihat dari akar katanya, term al- "Ad! terdiri dari huruf ‘ain, dal
dan /am. Maksud yang terkandung didalamnya ada dua macam, yaitu lurus
dan bengkok. Makna ini bertolak belakang antara satu dan lainnya. Intinya
inlah persamaan atau al-mrvgwed'!

Savyid Curhh menafsickan keadilan bersifat sealad vang berarti
muhipud keadilan yang memesluruh diambon semna manusia, bukan
kewdilan dinntarn sesase kawm sslimin dan lethadap ahlh kitab saja.
leadilan mempakan hak sepap mamsia mukmin ataupun lafir, teman
aranpun lawan. erano, bedoulit putih ataupun berkulit hitam orang arab
HEAUPUN TN frt (mom arah 1

Heberaps avar Al Quran yang menvatikin tentang kewajiban
]h.:rleﬂnkl.[ sedt] chiamtararien dabmn Grerean A 0l SWT:

J. Katakanlah, " Tuhianka  weeiierniabka menjalanl.an  al-gisth

ikceadilan)™ (Suratal-A taf T 297;

Sesummeuhnva Allgh memerntahkan bedaky adil den berbuat thsan

Thebajiloan | {Sural al-Mahls 1 6: )

2 Besuncoubnva Allah elah menyweah kamo menvampaikan amanat
kepada vang barhak menenmanyva dan (menyunzh kamu apabila
menstapkan bukvm diantars manusia supava kamu menetapkan
dengan adil) Sesimzzuloyn Allah membert pongsjaran vang sebaik-
sehathnya kopadamu Sesunguwahmea Allah adalah aha Mendengar
lagi Maha Melihat. {surat al-Msad: 385

-3

Z 'Teori Hukum Progresif Sebaoni Mididfe Tieory

Salah sam penvebab kemandepan vane reyjadi di dalam dunia
hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal
positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol
yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya
pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun
pada peristiwa hukumnya.!*> Positivisme inilah yang seharusnya
ditinggalkan jika kita ngin menjalankan konsep Negara hukum secara

9Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspek tif Historis, Nuansa dan
Nusamedia, Bandung, hlm 25
""" Abi al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyya, 1979, (Selanjutnya disebut Ibn Faris)
Mu’jam Magqayis al-Lughah, Juz V, t.tp : Dar al-Fikr, hlm. 246.
12 Sayyid Quthb, 1412 H/1992 M, Fi Zhilal al-Qur an, Jilid 1I, Kairo : Dar al-Syuruq,
Cet. XVII, hlm. 690.
13 Sabian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm, 219
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utuh dan Negara hukum secara utuh harus menjalankan sistem hukumnya
dengan baik.

Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo menyatakan, tidak mudah
untuk mengubah perilaku hukum bangsa Indonesia yang pernah dijajah
menjadi bangsa yang merdeka, karena waktu lima puluh lima Tahun belum
cukup untuk melakukan perubahan secara sempurna'*

Dalam catatan pemikiran Satjipto Rahardjo mengatakan: baik
faktor, peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan,
sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan
manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks
hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri,
melainkan notuk mannsia, khusvsaya kebahapiaan manusia.

Posisl manusia dalﬂm hukum progresif sangat ditempatkan pada
pisist yang senbral Dalwm bl dni hokomn it bukean merapakan suatu
mstwst van g ahbsolod dan Bal melainkan sanal bereanumg pada manusia
melihat dan menzaunakannva. Manusiatah vang merupakan penentu dan
bukan hutamm. Menghadaplan manusia kepaca hukum mendorong kita
melakykgn piliban vane rumit, tetapi paca hakikatya teon-teorl hukum
vamy wiha borgkar pada ket ua falotor fersebor Semakin suqty teort bergeser
ke Jaklor holum, semokin meszanopap hokom sesmw yvang mutlak,
otonom dar linal. Semakin beécpeser ke manusia, semakin tecrl itu ingin
memberikan mans kepada fakror mannszia'®

hMonyrut Satppto Hahardia, Pencegkan hukum progresif adalah
mefjalaiikan hukmn Gidak hanya seliedar kav-katin hitam-putih  dari
peratuian (accofdisg fo e feiien), anelainkan menurul semangat dan
makna lebib dalam e vers eaning) darl undans-unclang asau hukum.
Penceakan hukum tidak bhonya kecerdasan intelekmial, melain<an dengan
keverdasan spanitpal, Dengan Lata lain, penceakan hukom yang dilakukan
demgan | pennle deterrmast,  enpali, ledikasi, komitmen terhadap
penderitaan banpsa dan diserar kebecaman untull mencan jalan lain dari
pada vang biasa clilakoka.

[ .chih fanjur Safipte Kahardjo memahami hukum progresif dengan
tidak hamwvp memghamn hokom schagn msntos wang muotlpksecara final,
melainkan sangat ditentukan olel kerampuannya untukinengabdi kepada
manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu
berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang
secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada
tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas

14 Satjipto Rahardjo, 1996, Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan

dan Rekstrukturisasi Global, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 12-
13 Nopember, hlm. 3.

15 Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan

Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him. ix

16 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,

Sinar Grafika, Jakarta, hlm 39

17" Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta

Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii
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kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan,
kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat
“hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the
making).'®

3. Teori Pemisahan Kekuasaan sebagai Applied Theory

Dalam sistem politik di dunia, dikenal adanya ajaran Trias politica.
Ajaran Trias politica dimotori oleh pemikir Inggris yaitu John Locke dan
pemikir Prancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajaran tersebut:

a. Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-
undang;

h. Badan Eksekuuf. vaitu badan vane heruaas melaksanalian undang-
undangz;

¢. Badan Yudikanf yaity badan wang bertugas mengawasi pelaksanaan
Uneanp-undame, rnemeitkaa dan Tr|¢11gulli!ir|:-.-|u“'.

Ditijan  dari  aspek  pemisahan  kekoasaannya,  organisasi
premerinah dapat diban doa,  walin @ pemisahan kelwitana secara
horizontal didasackan atas sifar migas yane berbada-beda jenisnya yang
menimbulkan borbagar macam lembaga i dalam susm pegara, dan
perisaban kokpasaim  sccara worukel menimgl Bneka) pemerintahan,
melahivkan huhunean anima el dan daeah diadam sistern desentralisasi
dan dekonsentrasi ™.

Pemisahan. kekmasaan  dalam babaza Indonesia  merupakan
tegemahan dan bynysep acpocaiian of pescee-berdazarkan teori trias
e e menirl, prancamzan honstesgue, s dipisabkan Qe dibedakan
secara strukiweal dalam oroan-oroan nepara yane idak saling mencampuri
dan uruzan croan negara lainnya.

Palam sistem penizahan kekuasaan Giovanni Sartori membagi
gistem  pemerintahan  menjadi - figa kafegoni o Presdentialism,
precrficwrrieiur ikt dasemi-Mresiceniadisat. Timly Asshidiigie dan Sri
Soetnantil juga menzesndokan o varissi sislem pemeriniahan, yaitu
siztam pemersntahan Presiclensial (Frevichentiof sisiens). sistemparlementer
{pordiamnerary sivien). dan sistem pemenntahan campuran (wixed sistem
atau Ayorid' sisiem)™ .

Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan badan

18 Faisal, 2010, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.
72

19 Mohammad Mahfud, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm
165

20 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, cet. Ke- 5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Jakarta, hlm.171

2Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta
hlm 15

22Galdi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi
Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, him. 24-25
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perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggung jawaban
para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus
memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen
yang berarti bahwa setiap kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak
boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen®.

Jimly Asshiddigie mengemukakan bahwa selain pemisahan
kekuasaan dapat diartikan secara materil dan formil, pemisahan kekuasaan
dapat bersifat horizontal dan pemisahan kekuasaan bersifat vertikal.
Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-
pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga- lembaga
negara yang sederajat dan saling mengimbangi (check and balances).
Sedangkan pembagian kekvasaan barsifat vertikal dalam arm perwujudan
kckugasaan itu dibagkan secara vormkal kebawah kepadalembaga-lembaga
Hngzei newars di el lenhas peoeyrm kedalatan tabova)

7. Keranghka Pemikican Diseriast

Lindane-Lonidange Dasar Megara Ropublik Tndonesia Tahun 1945
hasil amandemen kg4 (ompat) Bah T Kekogsaan Kohakiman Pasal 24
metyalakan hahwa
1. Kekuasane kehakoman dilahokan oleh sebuah MMahkamah Agung dan

lain-lain badan Lebakiman menwmt wndanz-codang.
2. Susunan dan kekwasaan badan-badan kehakiman it diatur dengan
unclam - imidang.

Kutertuam abas Undame-Tindame tersehul salah satunya dijabarkan
dalam Undana-Undang Nomor 48 Tahun 2009 entang Kekuasaan
lehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 4% Tahun 2009 tentang
Koekvasaan Echakiman Pasal 38 menjelaskan bahwa -
i1 Sclaim Mahkamah Awune dan badan peradilan i bawghnya serta

Mabkanah Konstites, tendapad badan-badan lain vang fungsinya
berloaitan denpan kekuasan kehakimeas.
{21 Funpsi vang berkaitan dengan keknasaan kehakiman sebagaimana
dimaksnd pada avat (1) meliputi:
a. penyelidikan dan penyidikan;
b. penuntutan;
c. pelaksanaan putusan;
d. pemberian jasa hukum; dan
e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
(3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
Dalam penjelasannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

23 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.cit., him. 172
2 Jimly Asshiddigie, 2004, Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan
dalam UUD 1945, FH UII Press, hlm. 35
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tentang Kekuasaan Kehakiman mengartikan istilah dari “badan-badan
lain” dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan antara lain kepolisian,
Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan dan komisi
pemberantasan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas
korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru
ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena pilar
penegak hukum Indonesia berada dibawah kekuasaan kehakiman
menyangkut proses dan tahapan dalam peradilan dan bagian dari prinsip
check and balences antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ada
perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan
Indonzzia menumit Undang-Undang Memor 19 Talin 2019 tentang
Komist Pemberantasan Kongpst Pasal 3, KomisiPomberandasan Tindak
Piclaria Kornpsi yang selanjuines disehul Komisi Pemboranlasan Korupsi
adatah lembapa nesara dalam rwopun kekuasaan  eksequtif  yang
melaksanakan moeas pencecahan dan pemberantazan lindak Pidana
Kompsi  sesual - dengan Lndang-Undang ini. Menurut  fungsinya,
kedudukyr KPE disetarakan dongan Kenohisign dan Kgjaksaan dimana
Kepethisian dan Rejaksaan eomasok dakam oumpon eksekalil. KPK juga
masih begsibal sndependen dan Debas dan kekeasaan manapun. Dalam
karenman i vane dimaksud denpan "kelogasaan manapun" adalah
kzkuaman wang  dapat mempoogamihn mgas - dao wewenang Komisi
Pemberaniasan Korupsi abacmeeota komis secara individuel dari pihak
eloselutil, vwlikanl, legisladl, pilak-pihak bwen wanz lekait dengan
parkora nndalk pidana komipst. atan Leadaan dan sitnaszi atanpun dengan
alasan apapuan.

Tentunva, adanya indepencenst komisi pemberantasan korupsi
harys dijamin oleh Newary dan diabadilen dalam Konstitgsi atau hukum
newary, T wdalab bugaes el pemermGih iy lembaga lain untuk
menzhonmad dan meagzamad independens: KPE. Pengaturan komisi
pemberantasan kooupsi dalam Undana-Undang Dasar jconstitation) suatu
nerara bulemlah mermpakan bal wang baru. penelitian Jokn £ Ackerman,
viug juea lecdapal 81 pesurs vany mencantumkun iedeendes agencies di
dalam konstitusinya, dart 81 nogara tersebut, tidak Xuramg didapat 248
lembaga negara independen yang langsung disebutkan di dalam konstitusi di
empat benua; Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia.?

Untuk permasalahan kesatu, konstruksi kedudukan komisi
pemberantasan korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini dianalisis
dengan teori keadilan, permasalahan kedua atas kelemahan-kelemahan
konstruksi KPK dalam sistem ketatanegaraan saat ini dianalisis dengan
teori hukum progresif dan teori keadilan. Sedangkan untuk permasalahan
ketiga, rekonstruksi ideal kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan
yang berbasis Pancasila dianalisis denga teori pembagian kekuasaan.

5 Zainal Arifin Mochtar, halaman 26 dan Denny Indrayana, Jangan bunuh KPK
(Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 53
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Skema 1.1
Kerangka Pemikiran Disertasi

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

—> Penguatan KPK Republik Indonesia

Bl

Dilema penguatan sebagai berikut ;

o Kedudukan KPK lembaga eksekutif yang berada di ruang lingkup yudikatif.

o {(PK 1eba)ga negara rumpun eksekutif berpeluang KPK menjadi objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat
DPR- RI).

o Pengawapsar KPK cleh Newar Pepanmas Komish Pemberanfiosan Komns, & disarapaikan kenadda Presiden Republik
e dan mncy Aoreakdan kil kxwlok cbans g i pe s Fansy Ao am bidangkode etik
b e Dol seeeanrs o, ok ko Bal o s o | Dbl shisali o cabor,

: kawsrmb s dadnkon B= 2 dalicn Sistern - .
4 PRI T TR TR TR | i _kl Teors Hukum Prugremf
keler miliy 1-keler piliary s Lo b PK adaliar 7 A %,
3 RT3 B Aty T L et T ;l Teori keadlilan ]
Regu e wkizmsbiak s wlaal kodo Lok an K1Y= Sl
E clnban s #m ks alamest v | Teors Pemisalinn lkekuasaan

Eekuretriket Ieal Medwiuka i KPR D laim Sisrem Retaranccarian
Rapuhlik Tedapesia Bordasaizan Pancasila

A

&  MWetode Penclitian

a. Paradisma Fenelitian

Penelitt menppunakan paradicma penelitl terrarilc mengangkatnya
densan paradigme e, Diipilihnwg  paradigma
corstrweddveyme  dongan  mompertimbangkan  behwe hkakam  adalah
realitas sosial, maka kebenarannya tergantung bagaimana masyarakat
melakukan interpretasi. Selain itu melalui paradigm constructivism
peneliti ingin melakukan telaah secara objektif terkait data-data yang
secara akurat, kemudian dikonstruksikan melalui konsep hukum yang
tinggal diuji lagi kekuatannya.

b. Motode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan adalah socio legal research.
Kajian socio legal research merupakan kajian yang “memadukan”
kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial. Perpaduan ini dilandasi
oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang
hampa. Aturan hukum bekerja di ruang yang penuh dengan sistem
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nilai, kepentingan yang dapat dominan, tidak netral. Oleh karena itu di
dalam kajian socio legal research dilakukan studi tekstual terhadap
Pasal-Pasal dalam peraturan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis
secara tajam apakah aturan-aturan itu di dalam masyarakat dapat
mewujudkan keadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan di dalam
masyarakat.

¢. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian
deskripsi analitis merupakan penelitian yang berupaya untuk
menggambarkan kondisi/realitas baik saat ini maupun terdahulu dari
penelidan vang dilakuokan kemudian menakajinva dan menpanalisisnya
secara komperhensif.

e Sumbier D Penelilian
1. Sumber date primer vaitn dala vang diperoleh lanpgsung melalui
sumber di lapangan penelivian. Soamber daia prireer memungkinkan
peneliti mencmulkan datachazil peanelinan secara orenrik darisumber
vang diparcava.

2, Surnbordata sekomder waiin swnber dals yame melipnli hashan hukum
primer, balian hukomosekurnider e bahan hukom  lertier yang
kesemuanya  dapat  ditemukan  melalol peraturan perundang-
undanean. bak-arta, malis tlisan. koran, majalah dan sumber data
fertylis Baninyg yvane diperoleh dan heal studi pustaka, studi
dokeimentasi dam < ludi asip,

e, Tehmilk Pengumpulan Lt
1. Metode Pengumpulan Data Pamer dengan cara Observasi dan
WHWHNCAT .
2. Vetode Pengumpulan Dada Sebunder dengin carapengzuapulan data
selennder dirmataakan uniok menelaali data vang berkaitan dengan
hal-hal atau vanabel dalam rekaman, baik sambar, susra, tulisan,

transknp buku. surat kabar, majalah, prasast. notulzn, rapat, agenda
dan sebagainya.

f. Analisis Data
Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam
analisis secara kualitatif, peneliti diharapkan menganalisisnya dengan
mengkombinasikan setiap permasalahan yang ada dalam KPK dengan
mengaitkan tuntutan nilai keadilan yang diharapkan.
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem
Ketatanegaraan

1. Konstruksi Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini
dalam Sistem Ketatanegaraan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa
kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dalin Pasal 24 1emsebut, dapal ditegaskan hahw o kekuasaan kehakiman
merupakan kekwasaan yang merdeka vang dalam hal ini merupakan
parmmjudan dan bentuk penwelanosaraan sistam peradilan. Di dalam
Lndang-Londang Momer 19 Taln 2019 jo Undang-Llndane Nomor 30
Tahn 20082 tentame Komisi Pemborantasan Tindak Pidana Karupsi dalam
Paxal 3 dumecan jelas menemamekan jiks Komist Pomhermitasan Tindak
Pidana Karupsi iz selaijutiya disebol Lomizi Pemberantasan Korupsi
adalab lembang  nesara dalam  mmpono keluasaan  eksecutif  yang
mclaksinakan togas penecgahan  dan pemborantasan. lindak Pidana
Kompsi  Menumt  funesingg, kedudukan KPE dhsetarakan  dengan
Kepalisian aan Eejaksaan dimama Kepolisian dan Kejaksaan termasuk
dalam mmpun eksckudt EPE josa masilt barsitat independen dan bebas
dari kgkpasaan mangpun. Tralam ketoefusn imeagnyg dimaksud dengan
"Lekugsgan mamapun” adalab kekpatan cang dapat nll:mT:r:.ngaruhi tugas
dan wewenan g Komisi Pemberanasan Korapsialaw angaota kemisi secara
individual dari pihal eksekali [, yedekanl, legislatil, pihali-phak lain yang
terkair dengan perkara tindak pidana kerupsi. awan keadaan dan situasi
ataupun dengay alasan apapun

Boermgkal dard pemikivan dersebot, maka swlah jelas bahwa
hekunsiem KPE merupakian merpakan bagian esensial darl bentuk
kalouasaan kekuasaan vang merdeka unmk menveleananarakan peradilan
pund menesakkan hukom dan keachlan. Keknazaon-kekunasaan badan-
badan tersebut menjadi bagran dart kekuasaan yudikacir’

Hal tersebut kemudian ditegaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
amandemen ke 4 (empat) Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat
(2) dan (3) yang dijelaskan sebagai berikut :

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkunganperadilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuahMahkamah
Konstitusi;

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang.

Dalam ketentuan selanjutnya disebutkan terkait kedudukan KPK
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dan lembaga-lembaga tersebut yaitu dalam Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38

menjelaskan bahwa :

(4) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta
Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasan kehakiman;

(5) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelidikan dan penyidikan;

b. penuntutan;

c. pelaksanaan putsan;

d. pomberian jasa hukunt dan

¢ penyvelesman sengketa i huar pengadilan

(61 Keteniwm mengena dan-Tadnn Tain vang fungsimen berkaitan
dengan kehuasaan kehalimian diatue dalam andang-undang.

Dalam penjelasan 1'asal 3 chikarakan bahwa dianrara Ketentuan
mengenai badan-badan lain vane funesinva berkzairan dengan kekuasaan
kechakiman dingur dalam unilane-ymdyng i andimpmyva adalah Komisi
Pernbuerarmiasan Trodak Pidana Korupst (£ PE p eanganernilild tugas dan
kewenangan sebapaunana aval (2] di a@as khoses untek tindak pidana
Lorupai. Keteptuan dalary Lodane-Ladang Momiar 48 ‘Jahun 2009
tentang Kokypsaan kehakiman Pasal 35 ersehot menunsvaratkan bahwa,

KPR ada o Baweah nagm gam pchks i datam sstom permsahan kekuasaan.

Kedudukan  Komisi Pembeianiasar horepsi dalam lembaga

vudikauit dalam sistem pemisahan kekuasaan yang selara dengan

kepolisian, dan Kejaksaan, meompakan bentk lain dan B’k yang secara

nidak langsung menjadi bentuk lembaga Nogara yang borfungsi melakukan

premasa, penccrahan dan pemberaniesan indak pidana korupsi serta
pelaksanaan dan menaadih terhadap tidak pidana korupsi.

Dalam bab memnimbana sebapaimana Undang-Uncdang Nomor 19
T'ahun 2074 rentang Fomisi Pemberantazan Kompsi dinvarakan sebagai
bartkut :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adif, makmur, dan
sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang
bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak
pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-
masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan
kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;

c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan
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pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dansinergis
tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasimanusia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sesuai dengan uraian di atas, jelas bahwa Komisi Pemberantasan
Korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara,
khususnya di pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan,
Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri
atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil
ketua merangkap anggota bertanggung jawab kepada publik dan
menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden
Indonasia, Dewan Perwakilan Rakoeat, dan Badan Temeriksa Keuangan. 28

2. Pertaruban  Kedudulkan Kemizi Pemberantnsan Korupsi Dalam
Sigtem Ketatanezaraan
Eowenangan Komisi Pembermfasan Forupsi ddalam pencegahan
dan pemberaniasan Wndak pidana korepsi merupakan posisi penting dan
stralepiz dalam  mengosung  sistem  peradilan yanp bermartabat  di
Indoncsig. B1'E dalam memalankan tugas dan fungsinya menduduki peran
senteal dalam menjadikan pemerintahan dan sistam peradilan oersih serta
herweibmven dulum poerkara Ko,

Cerleg Bl ini, Satjipto Rahardjo meongeip ucapan Taverne,
“Benkan pada save penciak hukom (jaksa den hakim) vang baik, maka
dengan peraturan vang buruk sckalipun sava biza membuar putusan yang
haik™ Menmuamakan perlaka (manusia’ danpals peratnan perundang-
sl seha 0k olak parsdigme peneilem hdoorn | alom membawa
kita wnuk memabami ok sebapat proses dan proveek Lemanusiaan.?’

Dizini kemudian, tansuns jawab dare KIPPK sanpat penting.
heskipun aturan bukum termulis dibugs sedemikian rupa, skan tetapi para
polaksana . pemsrintahan - dan aparat peneak  hukum tdak mampu
menjalaikan [ungsinya atag bahlat malah wilibar penyimpangan, maka
dak aleart rustahil hukoi tidal akan maksimal sama sehali.

Dyisinl penulis perln menesaskan pula apa vang cisampaikan oleh
Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum dalam masyarakat
Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin
kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum
diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai ‘“‘sarana
pembaharuan masyarakat”/”law as a tool of sosial engeneering” atau
“sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

26 Tentang KPK, di unduh pada 12 september 2022, https://jdih.kpk.go.id/jdih/produk-
hukum/80063

27 Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik
Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, him. 74
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Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat”
didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban
dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang
diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung
dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum
dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai
alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan
manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan®®.
Dalam paham sosiologi hukum, yang dikembangkan oleh aliran
Pragmatic legal Realism yang dipelopori antara lain oleh Roscoe Pound
memiliki keyakinan bahwa hukum adalah a tool of sosial engineering atau
alat pembaman masvarakat atan menumit Mechtar Kusumaatmaja sarana
porubalian masvarakat, dalam keneks perubahan hykom di Indonesia
harus diaralikam Lo janghaan sang 1ebih Twas vang berorion tasipada:

n. Peruhahan hukom melalvd perstiran pemunidangan vang lebih
bercivikan  sikap hidup serm karakter banpsa Indonesia, tanpa
mengabakan nula-neda: noiversal Mamizia sebaga warga dunia,
sechinaeag kedopan akan fogadi toansfermas hokom yany lebih bersifat
Trdimesism (miempuny i sepetanghat arakier bungzsy yang positif);

b Perubahan Hukom Gares membimbing hangsa [ndonesia menjadi
Bangsa sang macdin, benmartabal dan wihormal diesaiz pergaulan
antarbangsa, karena hufom bisa dijadikan sebagal sarana mencapai
majusn bangs s vang efpln e

Melihin perencanamn vang bail, perobaha hukum  diarabhkan
sesudl dencan konsep pembangzusan hulkum di [ndonesia, yang menurut

Maochitar Kosuwmaatnaja harus dilakubkan denpan jalan:

1. Peninskatan dan pepveinpusaaan pembinaan hulwm nasicnal dengan
antara latn meneadakan pembaman, kodifikas serm unifikasi hukum
di hidang-bidany ferenty dengan jalan memperhatikan kesadaran
hukum masyarakat:

2 Menertiblan funosi fembaga Dodont mgnunel puopsasinya masing-

MHAsina]

Pzninekatan kemampuan dan kewibawaan penesak hukoum;

4. Memupuk kesadaran hukum masyarakat serta membina sikap para
penguasa dan para pejabat pemerintah/negara ke arah komitmen yang
kuat dalam penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap
harkat dan martabat manusia®’.

Sedangkan dalam ketentuan terhadap kewenangan KPK secara

i

2 Mochtar Kusumaatmadja, 1995, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum
Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, him. 13.

2% [lhami Bisri, 2005, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum
di Indonesia, Rajagrafindo Indonesia hlm 126.

3% Tlhami Bisri, ibid, hlm 126.
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normatif dalam melakukan pembangunan hukum di Indonesia selain
dalam Pasal — Pasal, kewenangan KPK dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pula peraturang perundangan
menguatkan melalui beberapa peraturan yang secara tidak langsung
berfungsi menguatkan peran dan fungsi KPK seperti halnya dalam hal
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantara ketentuan
tersebut sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi
Pemberantazan Eompsi.

Peramaran Komisi Pemberantasan Ecrups Bepublik Indonesia Nomor
A Tahun 2020 Tentang Bengana Stravcwis Komisi Pemberantasan
Komapsi Tahyn 2020-20024

Perawuan Presiden Repoblik [ndonesia MNomor 102 Tahun 2020
Tentang  Pelaksanaan  Sepervizi Peniberastasan Tindak  Pidana
konpsi.

Eewenangan KI°E wwrsebor di amas menjadi kewajiban mutlakyang
harus dhigalamban meskipun sedikil hanyak masile perly diko-eksi untuk
memperkunt KPE vane selamn mm masth menjacdi Tembagn Negara yang
belum maksimal alam melabokan peacesaban dan penepakan hukum
dalam nndak piclana kompsis Menjadi motansan kemudian KPK untuk
menghimdit adamey funomoens e iod corrpdan hak T berbetuk
pervalabisunian wowerimgan uniak mendapatkan keanlungan, ataupun
penvalahigunaan wewenanoan akibat dar wkanal penouasa.

Dieharapkan kita kembali pada koensepsl letibaga pensgak hukum
vang schenarnya  dengan  mencmpatkan Hokum  scbagal  sarana
pembaharuan masyvarakar {Dow ds e fad nf Susiad Fogineiering). Artinya
hubum  berujuan tercminnyr heterhiban, kepasian hukum, dan rasa
Leadilan masyatakal ' loilalh yang sejaisya hares ada dalam orientasi
tubul KPE.

Funesi acdanva kebuasaan k1K vang bebas nilah vang menjadi
dambaan akan hadirnya sistem cieck and' datunce yang diharapkan
menjadi daya dukung sistem ketatanegaraan yang baik. Adanya upaya
meluruskan keadilan berdasarkan Pancasila tersebut merupakan tantangan
yang berat yang harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum KPK,
dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak
hukum utamanya dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi.

1 |

e

31 E Saefullah Wiradipradja, 1989, Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum
Pengangkutan Udara Internasional Dan nasional, Liberty,Y ogyakarta, hlm.17.
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B. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi DalamSistem
Ketatanegaraan

1. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam
Perspektif Filosofis

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 disebutkan bahwa :
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemamysigan vanyg adil dan horadab, persatuan Tndoneag, dan kemkyatan yang
dipimpin aleh hikmat kelijaksanaan dalam permusyaw aralansperwakilan,
seria dengan mewujudkan suatn  Leadilan sosial  bazi selursh  rakyat
Indenesia."

Lindang-Undang  Pasar MNegara Bopublik Indoncsia 1ahun 1945
merupakan hentuk  Jeknrs cdam alaran owang cdhimuaksicdkan dalam
menyelenuuarakan Megira, Dalun ketenioen Dnidaeg-1Indang Desar Negara
Republily Indonesia ‘Labon 1945 Pasal ¥ avat(2) dan (3) dinyatalian bahwa :

21 Kedaularan berada ditanean rakveac dan dilaksanakan wmeonmt Undang
Undany Tazar;
(31 Nopara Tndencsia adalah newars hakom

Iinsip dasar vone adn dalam ketemtuan avat (23 serdak-tidaknya
memposisikan Undang-Undange Dasar scbasal prinsiyp dasar atay pegangan
bu.;nn,:g&lr:—:l TTal 1 secars ik Bmusme jugs menegaskan bahwa ketentuan
yuiln alvmani-atuam i Baecah Tnedan =0 Indan £ Drasiar Megna RepohlikIndonesia
Tahun 1945 tidak boleh berenwanpan dengan prinzip dasar pokok vang terdapat
dalam Undang-Undang Dasar Megaca Republile lndonesia Talon 1945.

Lindang-Lndang Dasar Negsm Bepublik Indonesia Lahun 945 dalam
Pasal | guar (2} juga menceazkan tentang pransip Megara hukem. Negara
Irlomesia tidak dijalankan desgan pennlah keluasaan, akan etapl disini
diperiegas arah pembentokan dan dijalanlan Megara berdasarkan kekuasaan
hulanm dan Undang-Undane Dasar Republilk Inconesia Tabun 1945 merupakan
prinsip dasar norma fiukum tercinggi.

Berbeda dengan Negara yang berlandaskan pada kekuasaan, adil atau
tidak adil diasumsikan atas kekuasaan yang dijalankan melalui perintah
penguasa. Adil menurut penguasa tentunya belum tentu adil bagi rakyat.
Keadilan versi penguasa inilah yang saat ini banyak diperdebatkan untuk
diterapkan. Berbeda dengan keadilan berdasarkan pada ketentuan hukum,
keadilan disandarkan pada Peraturan perudang-undangan yang berlaku dan
merupakan telah menjadi kesepakatan.

Nilai adil yang diharapkan dari sudut pandang konstitusi inilah yang
kemudian menjadi harapan masyarakat. Istilah keadilan jika diterapkan
tentunya memerlukan posisi chek and balance yang jelas dalam penerapannya.
Bukan hanya sekedar retorika belaka. Oleh karena itu Moutesque mengilhami
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prinsip dengan lahirnya pemisahan kekuasaan.

Lahirnya pemisahan bukan sekedar istilah untuk membagi kekuasaan
yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Indonesia dikenal dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi yang
diharapkan adalah proses dan produk dari sebuah kekuasaan yang bukan hanya
dihasilkan dari satu element kekuasaan saja, akan tetepi juga dihasilkan dari
pola yang bersinergi dalam artian eksekutif sebagai produk pembuatan
kebijakan pemerintah, legislative sebagai mesin yang bersifat melakukan
pengawasan penerapan kebijakan secara umum dan yudikatif melakukan
pengawasan dalam bidang hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
mempertaaas posisi darl keluasaan masing-masing kakuasaan rersebut dengan
mencantumkan dalam  ketentvan Pasal-Pasal vang dapar penclitt uraikan
sehrg berkul
1 Kekwnsian ekselulil dalam UTTFRT 1945

a. Presiden Repoblik  Iudenssia memezang kekoasaan  Pemerintahan
meenurul Dadang-Uadang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19435 i azal 4 avat (11

o Dalam melabokan kewapbaonva Presiden dibantu olch satu orang
Wkl Prosicden {Pasal 4yt (24

e Presides berhalh mengajukan rancangan Undanp-undanz  kepada
Dewran Perwakilan Bakyat (1azal 5 avat (1);

d Prosiden menotaphan Perstoman Pemenntsh gmtuk menjalankan
Undam ge-andian & sebacaniann meslin g {Pasal 5 aynl {250

e. Presides mienvawban keadaan balaya. Svaral-syarar dan akibatnya
keadaan babava clitetaplian cleppan Undang vndans (1'asal 12);

f I'residen dibantu oleh Mentzri-menten neeara {Pasal 177;

o, Mdenteri-menten it dianskat dan dibechentikan olch Presiden (Pasal

|7,

e Setinp menter membidag argsan weriesdn dalian pemeriniahan (Pasal
17%

. Dan lain-lam

2. Kelmasaan lsoislant dalam U UL NEL 1945

a. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membenctuk Undang-
undang (Pasal 20 ayat (1));

b. Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20
ayat (2));

c. Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan
bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu(Pasal 20 ayat (3));

d. Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah
disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang (Pasal 20 ayat (4));

e. Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari
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semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan
undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib
diundangkan (Pasal 20 ayat (5));

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan (Pasal 20A ayat (1));

Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-
Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan
pendapat.(Pasal 20A ayat (2));

Selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar
ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak
mengajukan pertanyaan. menyampaikan nsul dan pendapar, serta hak
imunitas. (Pasal 2004 avar (341

Keteniwan lehili Tanjul lentang hak Thewsn Perwakilan Rakvat dan hak
anggobn Dewin Perwakilan Balkyal diann dalwn arilang-undang.(Pasal
204 ayval {4}

Dyan lain-lasa.

3. EKelasaan vudikanf dalam UL Ly WL 1992

il.

i

f.

Eckuasaan kchakiman mempakan kekvasaan yang merdeka untuk
meenvelenpoarakan peradilan gona menezakkan hokwm dan keadilan
(1'azal 21 avarili;

kekuasaan kebakiman difalukan oleh scbuab Mahkamah Agung dan
bwedam prevanlilan vame herada 0 bascbmea dalam lingloungzan peradilan
v, Hngkunean peradifan agama. lingkongan peradilan militer,
lingkunean peradilan tata usaha nepara, dan oleh sebnah Mahkamah
K emstituse ( Pasal 24 avar {218

Wiphlamah Apune berwenana menwadih pada ingkat kasasi, meguji
peraturan perumdang-undanezan h bawah  umdang-undang  terhadap
vndang-mmedmy, Qe wempuorent ceewonamg laimnys vmg diberikan
uleh undang-undmz (Pasal 240 aval ¢ 1);

Komisi Yudizial  Dewsitar mandisi vang bessenang mengusulkan
penzanpkaran hakim aomnp dan mempunyai wewenang lain dalam
raneka menjaea dan menseakkan kehommaran, keluburan mactabat, serta
perilaku hakim. (Pasal Z4B ayat (i jj;

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C ayat (1));

dan lain-lain

Selain atas uraian kewenangan kekuasaan yang ada dalam ketentuan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga terdapat
kewenangan lain yang sifatnya saling mendukung antara ketiga kekuasaan di
atas dalam menjalankan pemerintahan. Semisal hubungan dalam menjalankan
atau membuat perundang-undangan yaitu antara eksekutif dan legilsatif .
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Hubungan yang saling bersinergi antara lembaga Negara tersebut yang
disebut dengan istilah chek and balance. Sifat dan karakteristik chek and
balance bukan menjatuhkan, akan tetapi melengkapi kebutuhan atas
kekosongan bentuk kebijakan yang setidak-tidaknya belum mampu
dilaksanakan oleh kekuasaan salah satu sistem kekuasaan.

Cara pandang yang saling bersinergi dalam pelaksanaan chek and
balance disini yang kemudian dipertegas dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Bab IV
tentang arah kebijakan hukum sebagai berikut :

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk
terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi
hukaum dan tegaknva negara mknm;

2. Menara sistom hukowm oasional vang menyeluruh dan terpadu dengan
mengikwi  dan menghonwai fdoon pgama dan hukom adat  serta
meetnpetbihara penmdang-undarngm searisan kolonial dim hukum nasional
vane diskriminacf, ermasuk ketidakadilan cendsr dankendalizesuaiannya
denean tnmtan reformaz melalnl prosram legislasi;

3. Menepaklkan bubum secara konsisten unmk l2bih menjamin kepastian
hgkegane, kandilane dant kebenaran, sopremast hokgm, serisn menghargai hak
ASALL BIANWSIA;

4_ Melanjurkan ratifikaszi kenvensi intarnasional, tematama vang berkaitan
densan hak asasl mannsia sesval dengan kebumhban dan kepentingan bangsa
chalary Beniode pncbimgz-imcdim e

5. Menmgkallonrt mlezeilas roal das Leprofesionadan apartt penegakhukum,
rermasuls Fepolisian Mesara Republik Indenesia. unmk menumbuhkan
lepercayaan masyarakat dencan meningkatkan kesejahtaraan. dukungan
sarang dan prasamng hukgm, pendidikan serta penggwasan vang efektif]

6  Mowujuilkan lembaga pomdilan yang mandin dan hebas dar pengaruh
prenaues dan pilhak manapun

7 Mengembangkan  perstursm perundang-undangsn vang mendukung
kegiatn perekomomine daln menchadegn era perdapanaan bebas tanpa
rerupilan kepentnean nasiomnal,

8. Menvelenpgarakan proses peracilon secara cepat. mudah, murah dan
terbuka, serta bebas  Korupsi, kofusi, dan nepotismme dengan tetap
menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran;

9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan
perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam
seluruh aspek kehidupan,;

10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukumdan
hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Dalam konteks tatanan sejarah, jelas kekuasaan Komisi Pemberantasan
Korupsi Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Ketidak mandirian KPK akan
mengakibatkan ketidak jelasan tujuan yang akan dicapai nantinya. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Kekuasaan
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Kehakiman Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Badan-badan lain yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-
undang. Kekuasaan dari badan-badan yang menjadi kekuasaan kehakiman
dipertegas dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Disini kemudian menjadikan kita sadar bahwa apa saja yang dijalankan
oleh KPK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan lembaga
kehakiman harus dijalankan dengan merdeka tidak terintervensi dengan
kepentingan apapun. Namun dalam ketentuan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
menvatakan pada Pasal 3 Eomisi Pemberantasan Kompsi adalsh lembaga
neizard dalam mompun kekuasaan Sefvednd™ yang dalam melaksanakan tugas
dan wewentangnya bersilal independen dan hebas dari pengaih kekuasaan
n]i-l“i-]]_lllll.

Kemntuan atas posizl dan peran di atas vane dalam hal ini masuk pada
reql kekmazaan pemerinah vaim lembaga ekselmiif pacda sam sisi dsn yudikatif
pada sisi lain, tentumyy menjadi pertanyasn atas independensi dari Komisi
Pembergntagan Koraps dalpm bal meliloghean pencgakyn hukum, sertadengan
adanya KPK merupakan lambapa ekeekolil sebagaimana i alas yang dapat
berekses dapat dijadikan objek halanpket olel Dewean PerwalilanRakyat (DPR
- B11. Hal vang disvarnckan sebcnamya secara idealnva Komist Pemberantasan

K omipsi mergpakan bagian dan pendokuny kekugsaam kehakiman yang dalam
hal ing yutikan P hokan kelowisame pemierintabeaban yang dalam hal ind eksekutif.

Cralam pandangan imom di negara wanagnm ada yang disebut sebagai
isrilah lembags pendukine arau dikepal dengen . stilah “euxiliary state’s
boddies™, Fungsi lembags pencukune ol sebenarnwa adalah melakukan
dukeumezn penuh ferhadap twjuan vane dhibarapkan oleh soaty organ utama
Nograra dalam meminhaiban eleb i i

Dralam pandangan penohis KPK meospakan lebil tepal sebagai organ
pencukune  kebuazaan  vuodiketf  dibandingkan ekselunf  Namun
kecenderungan vang ada KK 1cbih disnalogikan jnstitusi pang mendukung
fimgsi-fynust dan pelaksanaan cksckotf, Heranghkar dsn sintlgh kemudian
peneliti menggaris bawahi baliwa secara {flosolis dengan mencimpatkan KPK
ke eksekutif bertentangan dengan norma tertinggi kita yaitu Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan KPK yang merupakan bagian
dari kekusaan kehakiman atau yang menjadi bagian dari lembaga pendukung
yudikatif.

Hal inilah yang kemudian melatar belakangi sosok Menurut John S.T.
Quah salah satu di antara enam prasyarat yang harus dipenuhi oleh lembaga
pemberantas korupsi (Anti-Corruption Agencies) agar menjadi lembaga yang
efektif adalah there must be comprehensive anti-corruption legislation,
mengingat besarnya pengaruh kualitas instrumen hukum terhadap efektivitas
KPK, maka salah satu strategi menghadapi serangan balik koruptor atau untuk
mewujudkan sistem ketatanegaraan, dimungkinkan KPK menjalankan tugas
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dan fungsinya sebagai penyelenggara negara dengan baik dan benar adalah
mendesain instrumen hukum yang baik bagi KPK. Semakin lemah instrumen
hukumnya maka semakin rentan KPK untuk terkena corruptor fight back.
Sebaliknya, semakin kuat instrumen hukumnya, maka KPK pun semakin kebal
terhadap serangan balik koruptor dan maksimal dalam menjalankan
kewgenangannya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Paling tidak, ada
dua langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan kualitas instrumen
hukum bagi KPK, sehingga KPK tidak mudah untuk terkena corruptor fight
back melalui jalur hukum. Kedua langkah tersebut yakni:

a. Menjadikan KPK Sebagai Organ Konstitusi Pembentukan lembaga

antikorupsi tentu harus didasarkan pada peraturan perundangan.

EPE dianggap paling ideal dibanding lembapa sojenis di negara

lain. Ada beberapa alasan kenapa KPK harus masuk ko dalam konstitusi:

Farenn KPK bukan bamian dan organ kimslitnsi, maka dengan begitu
bl dican alagion etk anengupi Undang-Undang KPK ke
Mahkamah Konsomsi. Misalikan saja acda pemohon judicial review
vang memparsoallan lepalitas kalembagaan K1Y vane mengatakan
bahwy pasal 2, 3 dan 20 TIT EFK begentingm dengan Pasal 1 ayat
LTI | s sz vegniasom lemtam g pmnsip negars. hukum. Selain
i ada juca pesiohon vang memperseatkan pemlienankewenangan
hepacda  KPK  wotuk  melebokas  penvelidikan, penyidikan  dan
penuaritan adalab tidak sah karcns menrmbulkan keticak pastian
hukeum sebagaim ang dischut dalwn pasal 2510 syt (14 UL, danmasih
hanvak tunialadr yaie laeya. lika saja KPR masuk orgenkonstitusi
rmaka eorrupod fiehl Back melalod jedicial review biza direcam, karena
Jelacnva kechchokan K1MK di Eonsnnsi,

MMemgakhin perdebatan vane mencihis menyatakan hahwa KPK adalah
lembaga sementars (b Tal ami smngal penhing guna melawan
huauya seranoad lecislas kepada KPR melalu usulan revisiUndang-
Lnclang EME. intervenst palitk amopun Hak Ancker vang di miliki
leeizlanf, vansg salah sum poainnya adalah menyatakan KPK sebagai
lgmbaga ad-hoe dan hargs dibuharkan setelsh 12 tghun beroperasi.
Denpan mesjadi organ kedistivest, kediglokan KPR sehagailembaga
permanen lebih terjamin, karena jika ingin mempersoalkan eksistensi
KPK hanya bisa dilakukan melaui amandemen UUD yang prosedurnya
sangat sulit.

b. Imunitas Terbatas bagi Pimpinan dan Pegawai KPK

Bagaikan lagu lama yang tak pernah berhenti berbunyi, itulah

kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK. Denny Indrayana
mengatakan, begitu mudahnya dan rentannya pimpinan dan pegawai KPK
dikriminalisasi, khususnya ketika memproses tersangka yang juga aparat
penegak hukum. Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum yang lebih
baik harus diberikan agar KPK bisa bekerja dengan lebih tenang, sambil
memastikan bahwa sistem itu tidak dimanfaatkan sebagai perlindungan
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bagi oknum KPK yang memang problematik. Untuk itu di dalam Undang-
Undang KPK perlu dirumuskan sistem perlindungan yang memberikan
imunitas (sementara) kepada pimpinan dan pegawai KPK selama menjabat
dan menjalankan tugasnya. Pemberian hak imunitas kepada pejabat negara
yang sedang melaksanakan tugasnya bukanlah hal asing di Indonesia. Pasal
224 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur bahwa,
“Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan
maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang
berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.” Bahkan Undang-
Undang Lingkungan Hidup pasal 66 juga memberikan imunitas dengan
mengamr, “Senap arang yange mempernangkan hak atas linglkungan hidup
viang hink dam schat udak dapat. dinmtut secara pidana magpun digugat
secara perkale T Cleh kavena iln, moelihal smezal heralnyea ugas yang
diemban dalam memberantas korupsi oi Tanah Air, seharusnya menjadi
wajar bagl punpigany KPR oowmk juga mendapatkan perlindungan dari
mazalah hukum sclama menjalankan tagasnya. “amun, tenfu saja hak
rmynitay kopade pimpengn KPE tidak taopa batas karena yang
riverriuriadinkan adalah Tal imonlas semeilara tan terhatas. 11ak imunitas
anpa batas akas menparah pada onpanitas, ak dapat disentuh hukum
fnnronescedie), hal cepertl jnl sente tidak boleh repjach. Karepnanya, tetap
hams ada barasan. agar hak wnunitas o tidak kelimmdimanfzatkan oleh
penjitial. Teherapa Batasm yanye wmume adadabe delam masy jabatannya
el Bl resjalanban Tungsi dan wesw enangn s dan lidak beilaku dalam
hal tertanglap @ngan malakukan nodal piclana berat, apalazi korupsi.
Denpan adanva hal di atas maka KK clalam hal menjalankan fungsi dan
wewsnanenya akan secara maksunal.

. Kelemaban EKedudukon Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam
Perspektil ¥uridiy

Ketentwan dabam Thndame-Todane Memor 48 Tahon 2009 tentang
Keluasaan Kehakiman ennyes sangal paradok dengan keleniuan lainyang
diantaranva ketentuan yvang pengatur tentang KPK. Sebapar salah satu
badan-badan yang menjalankan fungsi kehakiman, KK semestinya berada
murni pada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif disini yaitu lembaga
yang berfungsi melakukan pengawasan dalam bidang hukum yang
diantaranya kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial.

Namun jika kita merujuk pada ketentuan yang lain yaitu Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi posisi dan kedudukan KPK berada pada lembaga eksekutif
(menerapkan atau melaksanakan undang-undang). Secara tegas, posisi dan
kedudukan KPK yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam Pasal 3 dengan jelas
menerangkan jika Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara
dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan
dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditinjau dari ketentuan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwakedudukan KPK
berada pada eksekutif dan yudikatif. Kedua instrument hukum tersebut yaitu
Undang-Undang Republik Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang
Momaor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantazan Tindak Pidana
Forupsi dan Undang-Tndang Nemor 48 Tahyn 2007 wntanye Kekuasaan
Kehakirman secwn sahomorupekean  sama-sama kelenluan yang  tidak
berenanpan dengan Undang Dazar epara Republikindonesia Tahun 1945
I*azal 24 avar {2} yvane menvamkan Susinan dan keknazaon badan-badan
kchakiman im diamor demean Undang-undang.

Ungdang-Tndang Bepublikl ndonesin Memor 19 Tahun 2019 jo
Thnddang-Endans Nomor 30 Tahon 2002 fonmng Kamisi Pemberantasan
Tindak Pidara Earaps dan Undang-1Undang MNamor 48 Tahun 2009 tentang
Keluasaan Kehakisan meropahan benlok dan sebual undang- undang
vane kednanva jika lita merupnk pada kercntuan Undang-Undang Republik
mdongsig  Semor - 120 Tahm 2011 teetang - Fembentukan  Peraturan
Perundang=tndangan memiliks kedwdulan vang sioa, Kedudukan yang
zama tersebut termang dalam Pasal 7 avac {11

Berdasarkan hierartd perandane undanean di aras. anrara Undang-
Undang Republik lndeoesia Lodans-Undang komar 1% Tahun 2019 jo
Talanu-Tindune Bomar 30 Talum 20082 fentsmg Kamisi Pemberantasan
Tirulak Pilares Fonupst dan Tnibang-TTdmee Momuor 48 Tahun 2009 tentang
Keluazaan Kehakiman memiliki keduduban yanz sama dalam hierarki
PPeraturan  Perundage-undangan:  Sehinppa atas  kedudelan yang sama
terzchut  tentunva mdak terdapar sifar saling mendahului atau  lebih
dikedepankan antara Undanyg Repubhlk ndemngsia Undang-TTndang Nomor
19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nowor 38 Talwun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedudukan KPK secara yuridis yang bersifat campuran (mix
position)/lembaga eksekutif yang bagian dari yudikatif berimplikasi pada
masalah yang peneliti analisa sebagai berikut :

. Intervensi kepentingan politik terhadap KPK

Secara tegas, posisi dan kedudukan KPK yang disebutkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam Pasal 3 dengan jelas
menerangkan jika Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga
negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan
ketentuan di atas, jika kita kaji Posisi KPK, sebagai lembaga negara yang
masuk dalam rumpun eksekutif, yang akan berekses akan dapat dijadikan
objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hak Angket dalam sebuah ketatanegaraan Indonesia, yakni
merupakan salah satu dari hak DPR RI untuk menyelidiki masalah
pelaksanaannya dianggap sudah menyimpang dari kesepakatan antara
pemerintah dengan DPR sesuai dengan ketentuan UUD. Pengertian Hak
Angket - menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud
dengan Anpkerialah penvelidikan oleh lembaga porerakilan rakvat terhadap
kogiatan pemenntah. Hak Angker menupakan salah satu hak kontrol DPR
lerhadap kebijakean ehsekutil, Mepind Undang-T ndang Momar 22 Tahun
2003 tenang Suvsunae dan Ketligdkan Majelis Permsyaeomatan Rakyat,
Dewan Perwakilan Walkvat Dewan Perwakilan Draerah dan Dewan
Perrakilan Kaksiat Daesreh, *asal 27 hak anaket adalabhhak DPR untuk
melakukan penvelichkan tethadap kebipskan pemerintah vang penting dan
strateas serty berdgmpak 1as pada kehidupin bermasyarakat Jdan bernegara
vantg diduga bertentanoan dengan peraiuran perundano-iidangan. Adapun
Filoeoli dasar daei |1ak Anglel DPR adalal sebagai instrumen checks and
Arfemces dalam sistem dentokras presidenstal. Hal tarsebut mengandung
arts hatke amekegr hanyy ditojukan bam lembags clesclomf i baweh presiden.

Sebacmmann hal wratan penahs dealis sde dos pandangan tentang
hal tersebul, adanvan erpeidapal jika P merapakan lermasok objek Hak
Anpler dap- DPR dan ada wvang barpenclapar. sebaliknva, di antaranya
Manran. Hakim  konstmesi Mamwarar Siabasn selakw Alli Pemerintah
neenilai hak ankel PR jugs mencakup KPE meski lembagy antirasuah
tersehul merupakem Tewmbawe madependen, Raremn secarn lekstual, KPK
acdalah lembaga vang melaksanakan widang-undang. ™lidaklah  dapat
dijadikan landazan untuk menyatakan hak anelet DPE udak meliputi KPK
sobingal lembais independent. Karcna scoara tokstual, jolas bahwa KPK
adalah organ (lembam) vang melaksanakan imdang-undany, Pengaturan
yang dianggap bersifat kumulatil’ dalam kata dan/atau kebijakan pemerintah
tidak dapat ditafsirkan bahwa hak angket hanya ditujukan kepada
pemerintah dengan kebijakan yang berkaitan dengan hal penting, strategis,
dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang
dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Bebeda dengan pandangan Mantan Hakim Konstitusi Maruar
Siahaan, Refly Harun berpendapat lebih komplek mulai dari memaparkan
dari sisi sejarah, keberadaan hak angket bermula dari hak untuk
menginvestigasi (right to investigate) dan memeriksa penyalahgunaan
kewenangan, dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam
administrasi pemerintahan, yang kemudian disebut right to impeachment.
Berdasarkan aspek sejarahnya tersebut, lanjutnya, dapat disimpulkan
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keberadaan hak angket dalam sistem parlementer dipergunakan untuk
memakzulkan pejabat negara karena melakukan pelanggaran jabatan.
Sedangkan dalam konteks sistem presidensial Indonesia, Refly menyebut
keberadaan hak angket diperuntukkan bagi Pemerintah dalam kerangka
sistem check and balances yang juga dapat berujung kepada pemakzulan
khusus terhadap kepala pemerintahan (presiden). Ia menilai tidak tepat jika
hak angket dilakukan terhadap lembaga independen seperti KPK. Apalagi
KPK bukanlah pelaksana kekuasaan pemerintahan.

Dengan demikian, pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK
merupakan tindakan yang melanggar batasan penggunaan hak anget
(limitation of power constitutional boundary) sebagaimana diatur dalam
ketenman Pasal 79 ayat (3) Undang-LUndang Momor 17 Tahun 2014 beserta
penjclasannya. Korena secard - kelombagaan, KIPE bukanlah pelaksana
ek pomerinlabm feeecafive power), melninkan lernbaga negara
negara var hersilal independen, sebagmmima disehallom dalam Pasal 3
Lndanp-Undanp Momar 1% Tahon 2019 tentans Fomisi [*emberantasan
lindak IMidana Kompsi.

Bahwa spat ind vany terjadi dengan adanya dua pendapat tersebut di
atus Tahkamah Eonsttesr dglam perimbanzannya dalagm memutus perkara
petmahanan 3ePUL-X V20T, 3T PULT-XV 20T, 400PLIL- XV/2017, dan
AT PULLRNV20TT. Yang pada pokokayn jika KPK merupalan objek Hak
Angker, Dengan dasar tmlah vang menpakibatkan adanya perubahan
Lindang-Undang K FE yang kedog denggn fabimeea Lndgnie- Lndang Nomor
|9 Tadw 20019 wehpan KPE vang merubah dan-omemboal warna baru di
lembaza ant fompst ni {KPKY yane pada pololnya i ataranya adalah
mensranelan jika KPK mempakan lembaga nepara vane masuk dalam
rumpun Elkackytif,

Trengan sy hal b atas penulis berharap FPE masth bersifat
imdepeniden ddan hobas dem kekoesaan pomm, Balam keleniuan ini yang
dimabsud dengan "kekuasaan naapun” adalali kekualan vang dapat
mempenzamhl wiga: dan wewenane Komisi Pembearanazan Korupsi atau
anugots kemist seears individual dae pihak cksckutf, vudikatif, legislatif,
prhak-mhak tomn vang workeat dengan perkeara mndak pidana korupsi, atau
keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Profesionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam proses pemilihan pimpinan KPK, dan Dewan Pengawas KPK
harus diminimalisir atau antisipasi akan adanya politik kepentingan dalam
memilih pimpinan KPK, dan Dewan Pengawas KPK, semua proses harus di
awasi/pantau oleh segala elemen masyrakat, baik Akademisi, Praktisi
ataupun pihak-pihak lain, serta proses seleksi pegawai KPK. Seperti yang
yang dikatakan oleh Munir Fuady bahwa teori delegasi vis avis dengan teori
non delegasi (non delegation docktrin). Menurut teori non delegasi ini,
pendelegasian kewenangan, seperti kewenangan legislatif yang oleh
parlemen didelegasikan ke badan/lembaga lain, termasuk kelembaga
administrasi pemerintahan ini banyak mengandung kelemahan,
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sehingga seyogyanya tidak dapat dibenarkan. Kelemahan sistem delegasi
kewenangan tersebut diantaranya pendelegasian tersebut bisa menimbulkan
kesewenang-wenangan berhubung tidak ketatnya pemilihan anggota dari
pihak yang didelegasikan kewenangan tersebut.

Hadirnya kesewenang-wenangan dalam pemilihan Pimpinan KPK dan
Dewan Pengawas KPK

Dalam hal ini peneliti bukan mengambil asumsi bahwa dengan
adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 30 ayat yang
pada pokokuva menvatakan bahwa  pimpinan KK diangkat  dan
diberhentikan elch Presiden meskipun melalui sclekei olech panitia seleksi
vung henlasarkan kepubisan Prosiden dam el proses pemilihan di
Diepan Perwakilan Bakyal Repoblik foodonesia menimbulkan Lesewenang-
wenangan, adanva potenst terjadinya kesewenanp-wenanzan sangat
rerbuka lebar. Apabila Presiden tidak renintervensi oleh kepentingan politik
vaity mempriontaskan amamat kopentingan masyarakat, maka calon
pimpingn KPE sung terpilih merupakan hasikdam sosek vang professional.

Begitu nga dengan proses pemilihan Kewa dan Anggota Dewan
Penaawas KPR sebapa mana wieang dalam Pasal 37 A-L undang- Undang

Nomer 1% tahon 2012 teantan: KPKE dan Peratoran Pemenntsh Republik

Inclamgsin Momor4 Faghun 2020 Pentang Fata € ara Penganyekatan Ketua

Dhen Angeota Dewan Pengawas Komisi Pemberaniasan Tindak Pidana

Formpsl, pokoknya menvatakan babwea Kema dan Anppota Dewan
I*=npawas KPK diangkat dan diberhentikan ofeh [fresiden meskipun melalui
solekst eleh pamtin soleks vane berdgsarkan keputusan Presiden dan
melaln persetujuan Dewan Peraakilan Rakyat Bepublik Tnidonesia. Hal
tersebul menimbullanadanya potens wrfadinga lesewenang-wenangan
santzal lethuka lebar sebapgaimana penwlis wrailan weniagz pemilihan
punpinan KM o atas.

Hal terschut distay dapar f minannaliir jika Presiden berlaku
objoktf dan tidak meneteryens, Mamum gkan menjadi kondis sebaliknya
apabila  Presiden  terlalu  terintervensi  kepentingan — politik — partai
pengusungnya, bahkan Presiden Ilebih cenderung ingin menjaga
kepentingan-kepentingan kelanggengan kekuasaannya. Hal inilah yang
tentunya sangat bertentangan atas prinsip-prinsip kepentingan dari
masyarakat yang seharusnya diprioritaskan.

. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam
Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Sosilogis

Sebagai institusi yang memiliki kedudukan yang mendua, sejarah
KPK tidak terlepas dari kondisi yang selayaknya tidak perlu terjadi dalam

32 Munir fuady, Ibid., hlm 121
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sistem ketatanegaraan Republik dalam hal penegakan hukum terutamapada
perkara tindak pidana korupsi. Mulai dari adirnya penyimpangan kekuasaan
yang mengindikasikan implikasi dari KPK yang memiliki tempat kurang
konsisten dalam ketatanegaraan telah membuktikan KPK kurang maksimal
dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Mulai dari berbagai
kasus yang terjadi pada pimpinan KPK dan pegawai KPK yang dapat
membuktikan selama ini bahwa KPK menghadapi persoalan yang dihadapi

KPK dalam penegakan hukum akibat intervensi bayang-bayang kekuasaan

eksekutif diantaranya indikasi kriminalisasi pimpinan dan pegawai KPK.

Apa yang penulis ulas sekilas adalah kendala penegakan hukum
kususnya perkara tindak pidana korupsi dari pimpinan dan pegawai KPK
marnpakan bentmk lain dan #fvasy vang barani menentang ams. Haltersebut
sohagaimana dikemukakan oleh Lotd Acton “kckvasaan ity mempunyai
kecorlermmgan uriuk slisslahyunakan (power dendh o corrpt)”, maka
unik mencegah ademya kemungkingn penvalahgonam kekussaan itulah
konsttal atan Undang-tindang Dasar disusun dan diretaplken. Dengan
perkataan lan konstims: meanoamr pambatasan kelmasaan dalam negara®.

Upava adanva indikas kriminalisgsi pads pamn Pimpinan dan

Pogpwar KPKE wng pernah fernjadh merppakan humtyt addanya perkara

kotupsi sanpesedang i taggant. Meski jika Lita Bertikis positif hal itu

e hujukkan sualu beatok eksiaiensi KPR dalac seenjalankan lungsi pokok

dan keweneannva tehadap schuall peneeakan bukum di bidang <orupsi dan

chksistenst wistem - Poradilan yame sesunggubnvg. Peradilan sendiri
riveripakan derivasi dart kata adi], yang diartikan sebaiai lidak memihak,
ddal:  berar =ebelah, atanpun keseimbanpan, dan secara keseluruhan
peradilan dalan: lal ol adalsh menunjukan kepada snam pros=s vaitu proses
itk mengiptakan atae mowagudkan keadilan, Prdang, yane dalam ilmu
koo pacdime focimmans sciendgfic iy fuw) dinrfikan schagai hukuman,
sanlai. dan ataw pendeciaag wanz diberilan, vanz dapal mengganggu
keberadaan sike manpun phisilis dasi crang vang eclena pidana itu.*

Dvlam hal ini terdapat beberapa masalah pokok delam aspek
sogiologis vang menjadi lasar belakang kedudukan K 'k dalam menjalankan
tuEas Jan fumgsimeg yang sangat ndak ofcknt, Thantara kondis itu sebagai
berikut ;

1. Seorang Pimpinan KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden
Republik Indonesia, proses pengusulan calon pimpinan KPK dari hasil
panitia seleksi yang selanjutnya Presiden menetapkan calon terpilih
(Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

33 Dahlan Thaib, 2000, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty,
Yogyakarta, hlm. 18

3% Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni
Bandung, him.437
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Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengakibatkan balas
budi, pimpinan KPK adanya balas budi dan cerderung patuh terhadap
sosok yang memilih dan mengusulkan;

2. Sosok pimpinan KPK sebagai pimpinan KPK balas budi dan cerderung
patuh terhadap sosok yang memilih dan mengusulkan berimplikasi
terhadap peran KPK yang dalam hal ini merupakan lembaga yang
dipimpinnya;

3. Kompetisi seleksi untuk menjadi Pimpinan KPK akan lebih mudah
dijalani ketika sesorang calon Pimpinan KPK berlatar belakang adanya
kedekatan dengan partai politik pemenang pemilu Presiden dan wakil
Presiden. Hal ini mamungkinkan tarjadinyva paran dan fonpesi KPK akan
dikendalikan dua pthak vaitu parma politik dan sosok Presiden;

4, Somok pirnpinan lerhnge dan KPR adalal | (a0 orang, dan 4 orang
wakil vang helkege kalekil kahigeal memungkikan cibmm KPK kurang
maksumal karens akan rentan di penpanahs dan rerimtimidasi oleh pihak-
pihak vang memilikl lkepentingan. Macda point ini  penulis mencoba
menchudukan Valfrode Pareto yang menyatakan bahwa pada dasarnya
myniaig betindak gtes dnsar perasage sentimyendl atag berdasarkan
intsUnk, wetapi kemudiang mereka herusaha enjelaskan perbuatannya itu
dengan berdasackan kepada teor-teon vangsebanamya tdak logis™.

Meskyun demikian vane menjodi oilac posinf dalan kedudukan
KPK di bwwah ngynaan cksclom® adelah KPR gkan 1ebith mudah
betkamdinasi dengom penerintal lerkail penunbatan masalah-masalah yang
berkaian despan kepentingan Megara, Alkan 1etapd persoalannya sifatdari
ltoordinasi dalam pandancan pep=biti tidak pailn EPK hams di bawah
naungzan ekaekutif. Pesisi Kb veng di bawah naungan keknasasn yudikatif
sebenarmea juaa bsa amtuk melakukan koordingss weiladap hal- hal penting

e memlesak wrkail Lepentimgam Negwn, TTal ani mengngat dengan

mendasachan siztem penyisahan kehuasaan yans terpisah dan merdeka untuk

menjalankon kewenanpannya akan t2@pl @ap saling membantu dalam
menjalankan poran fungsi dan wzas pokoeknvy.

4. Abuse Of Power atas Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi saat
ini
Abuse of power (penyalahgunaan wewenang) pada prinsipnya
dilatarbelakangi oleh posisi lembaga negara yang bergantung dengan
individu-individu yang ada di dalamnya. Semakin baik sumber daya
manusianya, maka semakin baik pula lembaga tersebut. Begitu juga
sebaliknya. Menurut salah saorang Advokat Nimerodi Gulo,
penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan sangat membahayakan
sekali tatanan hukum dalam sebuah negara’®.

35 Munir fuadi, 2010, lo’cit., hlm 120
3¢ Wawancara dengan Dr.Nimerodi Gulo, SH., MH advokat/pengacara Lembaga Study
dan Bantuan hukum TERATAI, Akademisi di UKSW, 28 November 2022.
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Harus diingat bahwa secara filosofis hukum itu ada justru karena kita
tidak boleh percaya begitu saja (husnudzan) semangat orang, melainkan
harus curiga (suudzan) bahwa orang meskipun secara pribadi baik, jika
berkuasa akan cenderung korup karena diseret untuk korup oleh lingkungan
kekuasaannya. Dalam kasus Indonesia, kita mempunyai Presiden Soekarno
dan Presiden Soeharto yang secara pribadi sangat baik penuh integritas
dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa. Namun, ketika berkuasa di bawah
Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yang sangat
otoriter dan dengan kekuasaannya menciptakan kekerasan-kekerasan
politik. Sikap otoriter atau korupsi penguasa ini terjadi berdasar hukum besi
politik yang didalilkan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup
dan kckuasaan yang absolut kecenderungan kompnya absolut pula fo
corree, absodite power ceomgy afsaae) Oleh schab o, termasuk
lomslitusi sebagai hokuom lerimgeg dalam suain Wewarn, harus mengatur
sistemn  dengan  kewal dan kokoh  menponeal  dan meminimalisasi
kecenderunszan panpussa. Adtinya bhukam 1o hams dibuat berdasar
kecurigaan atay prasanska tidak baik bahwasiapsa pun yang akar cenderung
korup schingea pengaturannyy di dalpm kengtitust juga harus ketat dan
leoleoh T3 clalany gama o sebenamya kilaedak modak dilarang suudzan
sebaby dalil agamanya mengatahan, Ciestdas prasaspla itu karena
dariprasoneia ftw felele ™ ine barartd bahwa ada sebaaian prazangka yang
ndak jelek yang dalam hal int. dapat disebnt contohowa dalam membuat
leomistitust vl Derrns bBerprasamaloy bahwa stagee pun yany hekuasa akan
cenderun s ]mrup'-"-"

Dalam ketenwan Undang-Uindasg Repuldik [wdonesia Undang-
Lindans Meomor 19 Iabun 2019 reotang Pemobahan Kedua atas Undang-
Lindane Nomer 30 labun 2002 tentang Komisl Pemberantasan Tindak
Piduna Konpst Pimpinan EPK lipilih oleh Tiewsn Perecakilan Rakyat
Republik Bedonesan  Dendisarkan calon angimede vang dinsulkan oleh
Preziden Republik Indonesa, proses penpusulan calen pumpiaar KPK dari
hastl paniva seleksi vang selanjutnea Preaiden menetapkan calon terpilih
(Fasal 30 Undane-Lindang Momor 19 Tahun 20049 tentang Pemibahan Kedua
atas Lndang-Undang Namor 30 Tahon 2002 rentang Komis Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan KPX merupakan lembaga negara dalam rumpun
eksekutif, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jika secara
hierarki Pimpinan KPK di bawah Presiden sedangkan Presiden sendiri lahir
atas latar belakang politik, serta yang melakukan pemilihan adalah DPR RI
yang juga latar belakang politik maka tidak bisa dipungkiri dan
dimungkinkan setiap keputusan Pimpinan KPK sedikit banyak akan
diwarnai kepentingan partai politik.

Dalam kajian yang sudah di ulas penulis di atas Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun
kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan undang-undang,

37 Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hlm 143-144
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yang mana pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian
kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya korupsi melalui
upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran sertamasyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untukmenghindari Abuse
of power (penyalahgunaan wewenang) KPK diawasi oleh beberapa pihak.
Pengawasan legislatif kepada KPK dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), pengawasan eksekutif oleh Presiden Republik Indonesia,
pengawasan internal oleh Direktorat Pengawasan Internal, pengawasan
publik oleh Deputi Pengaduan Masyarakat, dan pengawasan media oleh
jurnalis, tetapi pasca adanya revisi kedua dari undang-undang KPK
szbagaimana Undang-LUndang Momor 13 malmn 2019 tenrang perubahan
kodua atas KPE mongamanafkan jika terdapat perubahan pengawasan
chsternal  yang dulunyva dilakokan oleh Eomile Tiik, dinhsh menjadi
dilakubkan clel Dawan Pepgawas. Dewan Pengawas debenwk sebagai upaya
pemerintah  menshindan  ketidakepercavaon masyaralat dan  untuk
menciprakan sistem tranzarans dalam upaya pemberantasan korupsi.
Rabes addipun kedpdukan 0 Thewsan Pongaway Komisi
Pembergnason. Tindgk Pidiny Forups schpgmmyng 1werfuang dalam
Ladang-Undang Moesce 19 Tahone 2009 tenang Perubahan Kedua atas
Undang-lndang Moinor 20 Tabien 2007 tenwagz koomisi Pemberantasan
I'indak Pidana Komps: Pasal 37 A sampal densan Pasal 37 . serta secara
khisyus fertany d algm Porgmeesm Pemenntah Bepublik Ingdonesia Nomor 4
Tt 2020 lentang Tuin Cwa Pengangloalan Keta dan Anpgota Dewan
Irengawas Komise [*emberantazan Tindak [Mdana Kompsi. Peraturan
Komisi Pemberantasan Eomupsl Republik Indonesia somer 7 Tahun 2020
tentang Orggmisgn dun Taty Kega Komig Pemberntasan Korupsi untuk
menhindam almyy sikeap pensympaoeam atay penyulah @unasmwewenang
plell KPK yang di Lonwol olel Dewan Pesgawas sebagaimana di atas
pencawasan eksekutif oleh Presiden Republile Indonesia dan Pengawasan
legislanf kepada KB hamslah dilaboskan olch Dewan 'erwakilan Rakyat
(PR dafam menjalankan funisinyg vang seavai dengan amana: Konstitusi.
[Tl itn heramgkal i adarnen Istlah kepula negaa simbolik dipakai
sejalan dengan pengertan e Rule of'Law yang mencgaskan bahwa yang
sesungguhnya memimpin dalam suatu negara bukanlah orang,melainkan
hukum itu sendiri. Dengan demikian, kepala negara yang sesungguhnya
adalah konstitusi, bukan pribadi manusia yang kebetulan menduduki jabatan
sebagai kepala negara. Lagipula, pembedaan istilah kepala negara dan
kepala pemerintahan itu sendiri sudah seharusnya dipahami sebagai sesuatu
yang hanya relevan dalam lingkungan sistem pemerintahan parlementer
dengan latar belakang sejarah kerajaan (monarki). Dalam monarki
konstitusional yang menganut sistem parlementer, jelas dipisahkan antara
Raja atau Ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala
pemerintahan. Dalam sistem republik
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seperti di Amerika Serikat, kedudukan Raja itulah yang digantikan oleh
konstitusi. Karena sistem republik, apalagi yang menganut sistem
pemerintahan Presidensiil seperti di Indonesia, tidak perlu dikembangkan
adanya pengertian mengenai kedudukan kepala negara, karena fungsi
kepala negara itu sendiri secara simbolik terlembagakan dalam Undang-
Undang Dasar sebagai naskah konstitusi yang bersifat tertulis®.

Adanya konstitusi yang tegas inilah kemudian memungkinkan pola
penghindaran terjadinya abuse of power (penyalahgunaan wewenang) oleh
aparat penegak hukum®’. Semakin jelas dan kuat serta tegas sebuah
konstitusi dalam menjelaskan kedudukan KPK dan mendudukkan KPK
dalam ketatanegaraan, maka semakin jelas pula KPK dalam menjalankan
mpeas dan fungsi sebagal lembaga negara vang indepencent dalam
menjalankan pencgakan hukom.

C. Regulasi Rokontruksi Tdeal Kedudoukan Komisi Pembe rantasan Korupsi
Dalam Sisvem Ketatanegaraan Republik Indonesia Dalam Mewujudkan
Keadilan

1. Rekonstroksi kedudukan Komizi Femberantasan Korupsi menurut
Pancasila sila he-5 dan menurul Tindang-Tindang Dasar Negara
Republik Tondonesiu 1545

Pralam Pimeasie setiap sila Pancasila telah mencmyskan tontang posisi
dari newara kita vane memilikl ddeolig schbagai negam yange beipondasikan
lima pular sila. Sila-sila teesebor vang dijabarkan dalam mok hadimah Undang-
Undang Dasar MNeaara Repoblile [ndonesia ahun 19435 st Ketnhanan Yang
Maha Esa, hemanusiaan yvang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan
Kerakwaran vanyg dipimpin aleh hikmat kobijaksanaan dalam permusyawaratan
atii prerwakilan, serla dengan vl an suatn Keadilan sosial tagi seluruh
takval [ndomnesiin.

Dalam sila ke lima sebagai salah sam pilar berhans<a direpaskanadanya
peran nntuk mewundkan suam keadilan sosial bagt selumb rakyal Indonesia.
Keadilan sosial diartikan sangat kompleks. Diantara pengertian keadilan sosial
adalah upaya mewajibkan dijalankannya sebuah negara melalui instrument
sebuah sistem pemerintahan yang mampu menjalankan sistem adil dan beradab
bagi seluruh masyarakat indonesia.

Prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila tentunya tidak
bisa dikesampingkan. Hal tersebut mengingat Pancasila merupakan falsafah
sekaligus sumber hukum segala kebijakan yang menjadi rujukan
penyelenggara negara. Disinilah kelemahan kita, bahwa ketika di ranah

38 Jimly Asshiddigie, 2006, ibid., him 31
3 Wawancara dengan Muhnur Setyahaprabu,S.H.M.H., Advokat&aktivis Lembaga
Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup dan Anti Korupsi, 28 November 2022.
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operasional, meskipun kita mengklaim pancasialis sekalipun, kita bisa berbeda

dan bahkan berlawanan®.

Pada sisi lain, kontruksi yang di bangun dalam sila Pancasila yaitu sila
ke lima adalah bagaimana mewujudkan tatanan sistem pemerintahan yang
terfokus pada bangunan tipologi sistem negara dengan menyandarkan sebuah
tema-tema kekuasaan, diarahkan untuk kemajuan bangsa. Tipologi adanya
kekuasaan yang demikian inilah yang kemudian diharapkan dalam setiap
posisi, peran serta kedudukan lembaga-lembaga negara dalam mewujudkan
tatanan kekuasaannya.

Disadari atau tidak, pola yang terbangun dalam setiap lembaga negara
dalam menjalankan fungsi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selam
ini hanva dititikrekankan pada kvatuva penganah aliran positivisme hukum
yang meonumip mang-ruang pombacaan ulang avas kondisioatas tipologi
hehwihan ressvarakar wwerhadap mnsalah-rmasalab hukom, Pada sisi lain,
adamnyie walak ekspliitsi negar-negars kekwaaam yane terlokma hanya pada
klgim perintah peneuaza menjade sumbul vans pada akhirnva menjadikan
nepara ada pada posist vane karane netral dalam menjabarkan peran keadilan
sosiainyy

Perly kimamwg kitg monengolk pemikitan demiskrasi dalam sebuah
nepara: Dalam o [eoee B Maye, demokeasi didasaci oleh sila-nilai yang
pasitil dan menaageoi e wisur-unsw moeal univerzal, yang tergermin dalam :
1. I*envelesaian perselisiharn derean damai dan melembaga,

2 enjamin terselenwawrakannyi perubahan secors damgn dalam suatu
rivasyeralont vang sedimg berhah

3. Menvelengoarakan precaanlian pimpinan secard 1ealur,

4. Membatast pemnakaian kekerazan sampal mininmn.

5. Mengalom serta  menpangeap waar adanva keanckaragmman  dalam
masyarakat. yang tereernun dalam keanckaragaman pendapat. kepentingan
serta tingkah lakn, danMenjamin tegaknva keadilan

6 FKomizi Pembemntasin Korupysi sendim seeam konstitust stau dalam
Undang-t dang Dasar Megara Republik Didonesia Taliun 1925 memang
tidak disebuflan sama selali posisi dan kedodulan sentralnya dalam
mewnindkan Keachlan sostal bagr seluruh raloear Inconesia. Akan tetapi
secara tdak langsung, posisi dan kedudukan KPK ada atau berada pada
kekuasaan kehakiman, yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ada dalam Pasal 24. Dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 merupakan kekuasaan
menegakkan hukum, sedangkan Undang-Undang kehakiman merupakan
kekuasaan kehakiman yang menjabarkan tentang kekuasaan mengadili**.

40 Sulastomo, 2014, Cita-Cita Negara Pancasila, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him 5

4 JJ. Von SCHMID, 1979, Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum Abad
Kesembilanbelas (judul asli het denken over staat en recht in de negentiende eeuw), Pembangunan
dan Erlangga Kramat, Jakarta, hlm 39

42 Wawancara Dr. Nimereodi Gulo S.H., M.H. advokat/pengacara Lembaga Study dan
Bantuan hukum TERATAI, Dosen di UKSW, 28 November 2022.
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7. Citra dan kekuatan keadilan yang terdapat dalam KPK, sesuai dengan
amanat Pancasila sila ke-lima yang pertama kali harus di bangun melalui
upaya memberikan KPK kedudukan KPK secara ideal. Adanya kedudukan
KPK secara ideal, secara tidak langsung mengindikasikan bahwa lembaga
KPK harus mampu menempatkan sifat lembaga yang tidak memihak dalam
menjalankan peran dan fungsinya.

8. Upaya menekankan kedudukan KPK yang ideal sesuai amanat sila kelima
Pancasila sebagai bentuk wisdom local. Diharapkan, melalui adanya ruh
wisdom local yaitu sila kelima Pancasila terhadap posisi kedudukan KPK
diantaranya dalam bidang, tindakan pencegahan tindak pidana korupsi,
supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan melaksanakan putusan
hakim/pengadilan vang mamilikl kakmatan hmknm retap sesuaidengan Pasal
& Undang-Undang Momer 1% Lahun 2019 tentang PerubahanKedua atas
TTalane - ndang Nomee 30 Tabion 2002 teniamge Komisi Pemberantasan
Tindak Pidena Eorupsi menjadilom KPR dalam menjalankan fungsinya
densan bak dalam mewnjudlkan penesakanhulum vanp mengedepankan
ntlai-nilal keadilan dalam parlara kompst.

Adanyy kedodukan kedudukan KPE vangmerupakan cksskutif yang
tusss dan Fungsinya masuk delam mmah yudiksnf dan pmilah vang kemudian
mempungkinkan KPR tidak  akan omampo o memiliki kepasian dalam
mewujudkan cia atau wejoan. G Radbruch, Einleheong indie Rechtswissefl
Schatt, Sturtgart, 1961 menyatakan. babwa scavatu vang dibuat pasti memiliki
cita ata tguam - Jads, hieym diboat pun ada tujuaenys. Fujyan ini yang ingin
divenjudleam mariwsie. Tojuan holor yang wnmg ada g, vai o
1. keadilan uniok kesennbangan,

2. kepastian noml: ketepatan:

3. kemanfaaran otk kebahagiaan®

Berangkat dan aspek-aspck di atas. secara filosofis posisi keadilan yang
nantinyvd  tercemin dalam kotennugn penmding-undangan vang  berlaku,
memungkinkan lembaga KPE  hares ssemnainkan peran secara pasti
kedpdukannyin pada kekoasaan vadilotil’ vang wandisi wnpa pengaruh
manapun sebasal bagion dan cisrem peradilan. Beskipun demikian, posisi
yvang wmutlak darl K" sebagar bagian dan lembaza wndikatif tidak
tengesampingkan peran KPK dalam sistemn ketatanegaraan untuk menjadi
lembaga yang tetap berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal penegakan
hukum tindak pidana korupsi, seperti halnya yang dijelaskan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat (3) Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan
Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang
melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sesuai dengan Undang-Undang.

43 Muhammad Erwin, 2013, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Cetakan
Ke 3, Rajawali Jakarta, hlm 123
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2. Kedudukan Lembaga Negara serumpun dengan KPK di negara Malaysia,
Singapura, Hongkong dan Amerika Serikat dan KPK Sekarang.
Dalam kebijakan penyidikan berkaitan dengan penuntutan, peran KPK
dikelompokkan ke dalam dua sistem yang dianut oleh berbagai negara yaitu :
a. Mandatory Prosecutorial Sistem. Pada sistem ini lembaga sejenis KPK
dalam menangani perkara hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sudahada
dan tidak terhadap hal-hal yang di luar yang sudah ditentukan(kecuali dalam
keadaan-keadaan tertentu) contohnya negara China, Thailand, india dan
Srilangka

b. Discretionary Prosecutorial Sistem. Pada sistem ini Lembaga sejenis KPK
dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dan bisa mengambil berbagai
tindakan dalam pensyelesman kasus keruspl. Dalam hal ini Lembaga sejenis
BB sclaian mepertimbangkan alat-alar bukn juga mempenimbangkan
faktor-faktor  yang melatarbelakang  fojadimva sutan tingdak  pidana,
kehijuakan IJLL‘tmlik"".

koomisi Pemberatasan Korapsi Republile [ndonesia mengzanut kedua
siatem di ams vaite masuk ke dalam kelompak smondodion ) prosecuiorialsistem
dan efiserevion provecnroriod yisten dalam penanpanan perkara rindak pidana
khusus (kasus kervpsil Kedudukan EPE di Indonesia sepati inimerupakan
benule Tommnlase vang hoerngoan anink memesiskan posisi dan peran KPK
daleom - pencepaban i peswimdakon Godak podana kirupsi agar  sesuai
semestiva, Adapon lenibapa-lembaga pepara yang sequnpun dan memiliki
funpst dan kewenanean pokok dalam rindak pidana kompsi di nesara lain, yang
sepert KPE di Tndomasg yamg b antarang;

1. Negara Malavsia

Jika kita melihat lombaga sejemis komisi Pemberantasan Korupsi
(KPR ) di negara Malavaig pemenntghan di newars Malavsiapun mengatur
cukup Lepas mengenai pemberanisan koraps, yang bermuola sejak tahun
1961 Malava vang kemwdian  Derkembang menjadi Malaysia, telah
mempunyal Undans-Undana ann kooapsi, yane pertama Undang-Undang
tabun 1941 vang bemama 'reventon Of Compnon Act atan Akta Pencegah
Rasuah Nomor 57, kemudian diterbitkan lagi Emergency Essential Powers
Ordinace Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk Badan Pencegah Rasuah
(BPR) berdasarkan Anti Coruption Agency Act tahun 1982. Kemudain
berlaku Anti Coruption Act tahun 1997 yang selanjutnya disingkat ACA
yang merupakan penggabungan ketiga Undang-Undang dan ordonasi
tersebut yang sekarang berlaku Mayasian Anti Coruption Commision
Tahun 2009 (ACT 694). Malaysia memiliki Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia yang disebut Badan Anti Korupsi Malaysia dengan
kewenangan melakukan penyelidikan, pemeriksaaan dan penggeledahan
kasus berindikasi tindak pidana korupsi.

4 Marwan Effendi, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari perspektif hukum,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him 86-87
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Malaysia dengan budaya Melayu dipengaruhi oleh agama islam
yang sangat kuat serta ketaatan menjalankan agama tersebut menjadi salah
satu penyebab berkurangnya angka kejahatan di Negara itu. Dalam rangka
membangun Negara modern yang bebas anti korupsi, sejak Tahun 1961,
Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai
Undang-Undang Pencegah Rasuah Nomor 587. Kemudian keluar lagi
Emergancy (Essential Powers Ordinance) Nomor 22 Tahun 1970, lalu
dibentuk BPR ( Badan Pencegah Rasuah) berdasarkan Anti Coruption
Agency Act Tahun 1982. Sekarang berlaku Anti Coruption Act Tahun 1997,
selanjutya disingkat ACA, yang menggabung ketiga Undang- Undang dan
ordonasi tersebut. (Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di
Berbagal Megara. 2008, pp. 39-39) Sumbanjava Pencepahan Rasuah
Malavain (SPRMD atan Malgva Anh Coruptiom Comission (MACC)
meerupakan lemhbaga i kovapsi e didivikan pada 1967 engan nama
Badan Rasuah (BPE). Selanjutnya pada | Januar 2009 melalui pengesahan
MACC Act 2009 maka Badan Pencepah asuah (BIYIR) resini berganti
nama menjadi SPEM gty MACT dongan kewenangan vang diperkuat.
Drngan ity oz, Undang-Uhndane Bodan Peneegah Basysh 1982 telah
iz dediean Hodane=lTndangs Komisi Adn korapsi Malaysia 2009 (Akta
SPRM 20097 dan Bemisi Anl KorupsiMalaesia muolai heroperasi secara
remﬂﬁpada 1 Janmari 200% barsama pepesakan Ladang-lUndang SPRM
RAHie 8

enyryt lombasy Tramspareney Intematongl (1] indek persepsi
lorupst corrupion peiceplons index (CPL sepap tahun mengeluarkan
laporan hovopai elobal dard 28 Negara di kawasan Asia Pasililk, sebagaian
besamyad mendapat pernpkat vane hunk Delapan belas negarn mendapat
skor di baweak -0 dan selumuhova MWbskor. Mol (45 berart terkorup dan 100
burarti paling bersih b ketabn babwa Tnileks Pemsepsi Bowpst (IPK)
Troclomesi ok advom 2020, Todomesia neenempali perimgle ke 102 darn 180
nezara denpan skor CPLAT Shortecebur menomun Lga pom dac tahun 2019
vane berada oo skar 40 dan raneking 85 Hasil survel 'ransparency
mrernational (1T Frmemanjukan bahwa Indoncsia masih banyak togjadi tindak
picdang korypst dibandmakan dengan negara Malaysia yang menempati
peringkat ke 57 dari 180 negara dengan skor CPL 51 yang jauli mengalami
keberhasilan dalam pemberantasan korupsi dengan Negara Indonesia.*¢

Meskipun demikian, pemeberantasan korupsi di Malaysiadilakukan
dengan segala dan cara, represif yang keras, tegas, dibarengi preventif dan
hubungan masyarakat yang sangat intensif, dan didukung dari pemerintah
disertai dengan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas.
tidak kurang pentingnya adalah tersedianya anggaran yang sangat memadai
untuk menunjang semua kegiatan operasional dari

4 Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 september 2022,
https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page_id=75&articleid=235. Dan
https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page id=75&articleid=414

46 Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, 12 September 2022.
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SPRM Malaysia. Peraturan (Anti Coruption Act) pun lengkap, walaupun
hanya dengan satu Undang-Undang telah mampu mencakup semua hal
dengan rumusan delik yang jelas, sangat keras, dan di jalankan SPRM
Malaysia dengan konsisten. Permasalahanya, SPRM Malaysia dalam
pemeberantasan  korupsi di  Malaysia masih belum independen
(independensinya masih belum tegas), karena SPRM Malaysia masih
berada di bawah administrasi kantor Perdana Menteri Malaysia.*’

SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia mempunyai maksud dan
tujuan yang sama untuk memberantas korupsi di negara masing-masing,
perbedaan kewenangan SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia yang
paling menonjol adalah dalam melakukan penyelidikanya, SPRM Malaysia
dalam penvelidikanya perkara kerupsi di lakuvkan oleh Divisi Intelejen
dibawah ketua pengaruh oporast, sedangkan EPK Indencsia tidakada Divisi
meejen vang langsung mengadaban penyelidikan kelgpurgan, KPK
Inidimesia dalam penyelidikan perkaa koropsi dilakukam oleh Direktorat
penvelidikan di bawah Deputt Bidanp Penindakan wans sifatnya untuk
menvelidiki kasus-kasns adanya laporan pengaduan korupsi jadi lembaga
EPK Tndencsia Justmy lebih independent i bandingkan 5PRM Malaysia
viane mclakukyn penyelilixanys b bawsho kekuagngn pordana menteri
Malaysia. Menurat SPRM Malaysia seinng dengan perkembznganwaktu
Meaara Malavaia vang beiaal menerapkan alueas hukumnya dalam
memberantas komps: dengan kowenanean dan tugas yane koat,sehingga
memydahkam kingng SPRA dalam pemberantasan fndak pidana korupsi.

Kewenmigan Kelemhagian - Sorihanjava Pespcegshin  Rasuah
Malavata (SPRM) dalam  Memberanias  Kejahalan [Korupsi di Negara
Malavsiz dioatr dalom Alma 099 Swubanjava Pencepahan Kasuah 2009
vane mamilikl kewengan secara umnm antara lain:

“I. mimerma dan memimbangkan apa-apa adoan ntany pelakuan
kesaluhan di bawah Akle i thn menviasyl mana-mana aduan itu
sehagnimuna yange dilikivkan prakik oleh Kelur Pesurchjaya atau
e Al-eiw i

2. menzesan dan menyviasat
w. apa-apa kesalahan vang disvalo de baweah Ala mm:

b. apa-upa percubaan  yang disyaki untuk melakukan apa-apa
kesalahan di bawah Akta ini; dan

c. apa-apa komplot yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan
di bawah Akta ini;

3. Meneliti amalan, sistem dan tatacara badan awam untuk memudahkan
penemuan kesalahan di bawah Akta ini dan untuk menghasilkan kajian
semula amalan, sistem atau tatacara itu yang pada pendapat Ketua
Pesuruhjaya mungkin membawa kepada rasuah;

4. Mengarahkan, menasihati dan membantu mana-mana orang, atas
permintaan orang itu, tentang cara bagaimana rasuah dapat

47 Tbid.
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dihapuskan oleh orang itu;

5. Menasihati ketua badan-badan awam tentang apa-apa perubahan dalam
amalan, sistem atau tatacara yang sesuai dengan penunaian berkesan
kewajipan badan awam itu sebagaimana yang difikirkan perlu oleh
Ketua Pesuruhjaya untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya
rasuah;

6. Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah; dan

7. Mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam
memerangi rasuah.”*®

Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga Anti Korupsi (KPK)
Indonesia dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
Malavsia dalam Pemberantasan Eompsl di anraraova Pemberantasan
koorups i Malaysia dilakukan dengan sceala daya dan cam represif yang
bewrs, legas, disorid dengan sistermn preveniil dan huhoangan masyarakat
wimg sarizal intensil, didukonge dengan pelitical will vang prima dari
pemerintah disertal denpan sumber dava manusia vanp professional dan
benntesritas. 'amerinrabh membernkan angparan vang sangat memadai
wntuk menymjanye somus kewatan aperasional dun SPRM Malaysia dan
peraturan (Ant Coruption Agt] pim kengkap, yang mencakup semua hal
dengan urtosan delilo vang jelas, sanoat keeas, dan dijalankan oleh SPRM
Malavsia denpan konsisten, Unuwok lembana penpawas, lembapa i ada pada
divisi kennpeulaan dan prefesicualisme wvang [ivist i terdic dard tiga
cabang Manajemen Cghanye. vaitu Cabang 1aiphn, Cabanyg Integritas dan
Cabang Kepatuhan . Peran whuna bagiar ini adalah unbk menegakkan
samua araban peraniran dan proseclural dan unnek memastikan kepatuhan
c2rma adanya kode etil: wang menjadi agar setlap perandn asar mematuhinya,
APEM Malaysia dan KPE - Indonegae mempunea maksud dan fujuan yang
satna itk metmberantas keropst dan dalmn ketatancgyaramn KPR Indonesia
dengan SPRM Malayvsia sama-sama masubh di somipun ehskutif, SPRM
Malavsia dalam pemeberantasan kovapsi di Malaysia di bawah administrasi
kantor 'erdana Mentert Malayvsia sceam ndak langsung dapar di katakan
SPRM Malavsia belum sepenuhnya independen (independensinya masih
baeliarn LG&{EIHF.'I?

Kewenagan SPRM Malaysia yang paling menonjol adalah dalam
melakukan penyelidikanya, pada SPRM Malaysia terdapat divisi inteligen
di bawah Ketua Pengarah Operasi, sedangkan KPK Indonesia tidak ada
divisi inteligen yang langsung mengadakan penyelidikan ke lapangan,
penyelidikan perkara korupsi di KPK dilakukan oleh Direktorat
Penyelidikan di bawah Deputi Bidang Penindakan yang sifatnya untuk
menyelidiki kasus-kasus adanya laporan pengaduan korupsi.

Adapun perjalanan SPRM Malaysia dalam proses penegakan hukum
khusunya tindak pidana korupsi, SPRM Malaysia tetap berpegang

48 Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 september 2022,
https://www.sprm.gov.my/admin/file/sprm/assets/pdf/penguatkuasaan/akta-694-bm.pdf.

49 Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 september 2022,
https://www.sprm.gov.my/index.php?id=2 1 &page id=75&articleid=414.
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teguh pada dua  asas yang utama yaitu prinsip pengasingan kuasa
(Saparation of power) dan keluguran undang-undang (rule of law).

Negara Singapura

Singapura Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)didirikan
pada 1952. Sebagai lembaga tertua dalam bidang anti-korupsi, prestasi
CPIB tidak diragukan lagi. Skor IPK Singapura berdasarkan Transparency
International sejak 2012 — 2018 berada di dalam ranking 10 besar dunia
dengan skor kisaran 84 — 87. Terakhir, pada tahun 2018, Singapura
menempati urutan ketiga dunia, dengan IPK 84.43 CPIB diatur di dalam
Chapter 211 Ordinance 3% of 1840 on Prevention of Cormupron Act 1960
mezkipun telah dichinkan pada 1452, CPIB berdasarkan Chapter 241
diberikan hewenangan  penmdaken  sepertd penanghkapan,  investigasi,
mernerimahkan pemeriksgan ki bankie (Seeeker 'y Sk sepeti buku kas
clly, menonmpulkan informasi, dan penyitaazan.™

CIlB mempunyal kewenapsan untuk melaksanalkan investigasi

crhadap korupst o borbagzai sckeor, haik sgkror publik magpun sektor
sversta, twrm sk pemeaat nogen, mihiter, Porsdilan, Pademen serta bagian
dari kemiatan indusic dag Bisnis. Kewenangan CPIE dalan pemberantasan
korupst dif sekior publik dan swasia lecsebut barlujuain wniuk mewujudkan
pemienintaban vang bersth dan memastikon akovias ekonomi yang sehat,
Sclain borwenang dalam penindakan, CPIB juza mempynya fungsi dan
wewetang ddam udong pendidikan dan program pencesalan di sektor
publile dan swas@a, Bicekior CPEB ditunjuk olel Presiden, vang berasal dari
pecawal CPLB. Selain Dirskror, Presiden juga memanjuk Deputi Direktur,
Asisten Lirektur dan invesugator spesial =

Kenumat Soh Kee Hean, Dircktur CPLIB. C'1'1B berada di bawah
Perdany Mentend dan - memborikan laporan kepada Perdana Menteri.
Idependens lermbags dapal terjrz karena tidak ada lembagapemerintahan
lain dapal mempenpeiubd pesecakan dag investigasi CPIB. Independesi
CI'1B diperkvar denpan amaudemen Konsutuzl Sinpapura pada 1991,
Arrele 22G vang membenkan kewepanean pada Diekrur CPIB untuk
menginvestigasi menterl dan birokrat senior tanpa farus mendapatkan
persetujuan dari Perdana Menteri jika telah mendapatkanpersetujuan dari
Presiden Terpilih. Artinya, CPIB dapat menginvestigasi Perdana Menteri
jika telah mendapatkan izin dari Presiden Terpilih.>?

50 Corruption Index Perception 2018: Score Timeseries Since 2012,

https://www.transparency.org/cpi2018 di unduh pada 30 November 2022 dan Part [IVPrevention
of Corruption Act (Chapter 241) Ordinance 39 of 1960 Singapore.

1 Ibid.
52 Vincent Lim, “An Overview of Singapore’s Anti-Corruption Strategy and The Role of

the CPIB in Fighting Corruption”, Resource Material Series No. 104, 20th UNAFEI UNCAC
Training Programme Cisiting Experts Papers, diunduh melalui
https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS No104/No104 18 VE Lim_1.pdf pada 30
November 2022 him. 96
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Sistem pengawasan yang dibangun CPIB tidak terlalu menonjol, Selain
laporan kepada Perdana Menteri, di dalam internal lembaga CPIB terdapat
internal audit untuk akuntabilitas dana publik.

Menurut hemat penulis, sistem pengawasan yang ‘tidak terlalu’
ketat dari lembaga tertentu, menekankan independensi lembaga anti-
korupsi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. CPIB menekankan
pada dukungan publik yang dianggap sebagai elemen vital dalam
pemberantasan korupsi. Untuk meraih dukungan publik tersebut, CPIB
membangun sistem yang aksesibel untuk publik seperti kemudahan publik
untuk menyampaikan komplain. Singapura merupakan negara dengan
political will yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Selain dukungan
publik vanpg tinggi scjak awal peditced will pemberancasan korupsi
dibangun oleh Lo kouan ¥ ow pada 1959 ketika People s Action Parti (PAP)
masuk ke pomerintahan, Misi PAP da awal  yakni membentuk
perneriniahan yang meritkvatik, Gdak koup, dan nembenandas korupsi dari
berbapai level masvarakat.

3. Negara Monegkong

Hong Kong faedependand Cranmiveion  dinss Corrnpiion (ICAC)
cdidisihan 1974, ICAC @ewhinn dmi kornisioner, Depuii Romisioner, dan
pesawaiipejalat Laicer ] vange dinmjuk. Komisioner dikenirol oleh Chief
Excerive dan beranggungiawal uomk mensariblkan dan administrasi
Komisi, Kelembagaan 1CAC tordin dar Kopmsioner, Deput Komisioner
e Prgawen TCAL Kewenangan wnnig dinaliki 7OAC herkenaan dengan
imvestimsl varle peaanghapen, o penuninlan,  pengeinran {search) dan
penvicaan, ' Selain wvestizasi. 1CAC jupa mempunyai tugas dalam
pencesahan dan pendidikan **

Sistem  pensawasan terhadap LCAC, salah  satinva mengenai
keuangan  Angmmran belgngs IEAC dugukan kepla Cfief Mrecutive setiap
aver] lhum ampgaran . melaperkanmen kepeda (e recutive di setiap
akhir tahun anggaran. Dalam penpelalaan keuansannya, 10ALC diaudit oleh
Direkiuer Avdit vans berwenang untk meneakses akun 1A serta dapat
mominta infammasi dan penjelaszan atas pengelalaannya | aporan tahunan
ICAC diserahkan kepada Chief Executive di akhir tahun mengenai aktivitas
ICAC dan oleh Chief Executive diteruskan kepada Legislative Council.
Kinerja Prestasi pemberantasan korupsi ICAC ini didukung dengan kultur
dan political will yang baik dari masyarakat dan pemerintah Hong Kong.
Hong Kong mempunyai kultur zero tolerance of corruption dan mendukung
penuh upaya pemberantasan korupsi, yang dibuktikandengan Annual Survey
2013 yang mengungkapkan sebesar 80,7% masyarakat menyatakan korupsi
tidak dapat ditolerir. Selain itu, Hong Kong berhasil mengkondisikan
pemerintahan yang bersih melalui

53 Cap. 204 Independent Commission Against Corruption Ordinance, Hongkong.
54 Thomas Chan, “Corruption Prevention — The Hong Kong Experience”, Resource
Material Series No. 56 113th International Training Course Visiting Experts Papers, hlm. 367
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investigasi korupsi ICAC serta promosi atas Code of Conduct serta
Declaration of Conflict of Interest Guidelines yang diadopsi oleh berbagai
departemen dalam pemerintahan.

4. Amerika Serikat (USA)

Dalam menagani kasus korupsi Amerika Serikat (USA) tidak
memeliki lembaga khusus seperti KPK di Indonesia, namun melibatkan
beberapa institusi. Ada empat institusi yang berperan dalam pemberantasan
korupsi yang antara lain:

a. Bagian Integritas Publik Devisi Kriminal Departemen Kehakiman (ke

PublicInresrine Secvion of Deparowenr of Justee s Crismina! Division).

A, RKantor Eoka Pomennmah (Cfce COF Governmient Frbios ),

. Tiro Tnvestigas Federal (8 velerad Hurezw of Trvesiiscim).

i, Dewan Tspekuo Tendeal antok degritas dan Chsiensi ( aoacil of

dmspecror Ceeneralon figesvine and Bxficicney CH0lEL

Deparremen kehakuman meropakan  lermbapa  urama  dalam
malakukan kematan poraharantasan korups yangg di miliki alih pemerintah
foderal, Tralam menjalankan funosinya ferdapat ynit khusys di bawah
depariemen kahakiman yaibo hagian inteprias publik yange di bentuk sejak
tahan 1876, wiit ersebul di bentuk selazal bagian dari Devisi Peradilan
Pidana vomak tgjuan menskon=clidadikan aneenng jawab koordinasional
upawd pemorntgh o federsl dalam melaswan komopsi i semua tingkat
permerintaban. Bagio Intrepritas Poblik menslike fungss antek mengawasi
mermerang- korapsi mielabul penundan. pejabat pablik. Lnit in memiliki
vundiksl Blsklusif aas dugaan penvimipangan pidana pada bagian dari
hakim federal dan jusga mengawast penvelidikan nastonal, penuntutan dan
pengacard,  Sementars it vang memehkl  teeas  penyelidikan dan
penvidikem  adalah T Tonvestgesi Federal @080 ederaf Bureau  of
fvesiieoiions. Becara strubwg FBL berlangeing javab kepada Departemen
Keehakiman Amenka (UNA) dalam  menjalankan  funpsinya  FBI
menggunakan intelijen untuk melindung engarag dan ancaman mengadili
mgrgks yang molagnggar hukum, Salab sato dan sepyluh tuefas FBI adalah
memnerangi korupsi pubdlik, di semua tingkatan.

Dewan Inspektur Jendral untuk Integritas dan Efisiensi (Council of
Inspector General on Integrity and Efficiency CIGIE) di dirikan sebagai
inttitas yang independen dalan struktur eksekutif berdasarkan undang-
undang Reformasi Inspentur Jederal. Pada tahun 2008 CIGIE memiliki
tugas antara lain:

- Mengembangkan rencana terkoordianasi kegiatan pemerintah yang
membahas masalah ini dan mempromosikan ekononmi dan efisiensi
dalam program federal dan operasi, termasuk pemeriksaan antar entitas,
penyidikan, pemeriksaan, dan evaluasi program dan proyek untuk
menangani secara evisien dan efektif dengan masalah-masalah

55 Anti — Coruption Authorities in the United States of Amerika, bit.ly/12D3d19, di unduh
pada 29 November 2022.



yang menyangkit, penipuan, yang ,melibehi kemampuan atau

yuridiksi lemabga perorangan atau badan.

Mengembangkjan  kebijakan yang akan membantu dalam

pemeliharaan personil Inspektur Jendral.

Memelihara situs internet dan sistem elektronik lainnya, untuk
kepentingan semua inpektur Jederal.

Mengelola pelatihan profisional auditor, penyidik, pengawas,
evaluator, dan personil lainnya dari berbagai kantor Inspektur Jendral.

Kantor Etika Etika Pemerintah (Office Of Government

Ethics).Awalnya di dirikan sebagai bagian dari Kantor Menejemen

Personalia  (officeof Personel Management) Dalam perkembangan
aelanjutnya OWSE! Office OF Crovesmment Exficy menjadi lembaga terpisah
pada cktober 1985, OGE di pimpin scorang Dirckoor yang dinmjuk dalam

Jemgha weakin lrne o dalarn moengalanban misimya OG T bagi menjadi

4 cdevisi andara bain:

1.

[

L]

Kantor Bantuan lnemasional dan loisiatif Pemerintahan (OIAGI/The
Chfice OF Inrermariveal Avvisrance amd Genverrenee fRitigtives) yang
borugas . menkoordimgziban dubgngan OOGFE twrhadap  upaya
penerintygh federal dalam cmpromosiken cthka intemational dan
premram ante karupss, OLAGEH jupa mengkoordinasikhan inissiatif tata
helala yons bail, (poed corporaid Oovernonceidi kanlor pemerintah,
Rantor Kisul Jenderal dan Kebijakan Hukvm (OGC &L The office of
Creiavert cmmowed wndd Ferol Policy] wang  bomgnuuing jawab
metmbarnoun dan mernehbata keseagaman - ketangka hukum  etika
pemiiniah bagio pdegaaai pemeiiahan. Lot ini mengembangkan
propram- kebijakan dan reonlast etika. menrjemahkan hukum, dan
regulasl.  mengasistensi  implemenrasi kebijikan  hucum, dan
muerchomrendasikan porobaban dalam kenflik kepemiingan  dan
'|'!l'_"'|':'||lI.TI-I]|.

Lantar Prooram badan (CAP«OIhee Apeacy Program) bertanggung
Javwnh untnk memantau dan menvedialian bahan-bahan pendidikandan
pelatilan.
kantor - Administras) dan menegemen Informasi (OALM/Office of
Administration and’ fnjormarion managemenrj menyedikan dukungan
penting untuk semua program operasi OGE.

Dengan adanya uraian di atas Amerika Serikat tidak memiliki

lembaga khusus yang menangani tindak pidana korupsi yang sejenis dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.
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Secara garis besar ada Desain Sistem Pengawasan dan Kedudukan
Lembaga Anti-Korupsi dari Negara-Negara di atas.

No | Negara Sistem Pengawasan dan Kedudukan
1. Indonesia Publik, DPR, Presiden dan Dewan Pengawas.
Malaysia Administrasi  kantor  Perdana = Menteri
Malaysia.
3. Singapura Perdana Menteri, internal audit.
4. Hongkong Chief Executive, Direktur Audit.

Kowenangan Komizn Pomberantasan Kormpsi (KPK)  Dalam
Membernlas Kowpsi i Negara Indonesia adalah lembage negara yang
bersilal independen dan berkaitan dengan keluasaan kehakiman, tetapi tidak
berada dibawah keloasazan kehakiman. etelah acdanva Undang-Undang
Mo l® ‘lahun 201% teneans EDPK wang bam di harapkan KI'K mampu
mengelinimas koraps secara konseprual dan sistematis,

3. Roekonstruoksi Ideal Kedodokan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam
Undang-Undong Moemor 19 Tahun 201Y tentang Pernbahan Kedua atas
Undang-Undaug Nomor 30 Tnbun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak TMidana Kervpsi Repoblik Tndonesia berdasarkan Tancasila

Heakonstmksl dalam perspektif filosofis atau serine disebut nilai-nilai,
penehiti dekuatkan pada schush pendekatan subjekifrdealis yane didasarkan
padln pumitkizm yane hersilal scoodeisre-slevedipmens (pemikiran  yang
memiliki mesk aldupun lujoan yang bersilal membangun). Pendekatan yang
biersilat subyekul-idealis ing divandar aleh Laraktenstile szbazai bericut
1. Ecbenaran dilihat dan perspekaf ideology, konscp aman prinsip-prinsip
rertentu. dalam art sosuaty biza dikatakan benar apabila 14 scsual dengan
pedenlosy, Joomsep lerted i atan mnsip ferken .

Selihatkan wilai-nilad masvarakal abw nilad-nilai vang hersilat komunal

sopertl ideclogy, dan bukan nilai personal.

3. Bersifat humanis dalam arti mengedepankan kepentingan kemanusiaan
sehingga pertimbangan-pertimbangan extra-legal tidak akan terpisahkan
dalam pembentukan keputusan hokum.

4. Bersifat development-reformist, dalam arti pendekatan ini lebih bermakna
perubahan atau membangun suatu kesadaran tertentu.

5. Transenden, dalam arti analisis-analisis terhadap realitas menyangkut hal-
hal di luar practical experience.

6. Bertujuan untuk memperbaharuai atau merekayasa kehidupan atau
masyarakat agar sesuai dengan ide-ide atau prinsip-prinsip tertentu®.

Pendekatan filosofis inilah yang kemudian dapat dikaji melalui

b2

56 Adji Samekto, 2008, justice not for all kritik terhadap hukum modern dalam perspektif
studi hukum kritis, Y ogyakarta, Gentha Press, hlm 102
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preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dinyatakan bahwa : Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan
yangdipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penmusyawararan:perwakilan,
sertz dengan mewpudban suatn Keadilan sosial hagi seluruh rakys Indonesia.
Puomhubann alan prearbule Tndamge-Tndanyg Disar Megara Republik
Indemesia Tahun 19435 di aws secara jelas menyatakan adanva perlindungan
keadilan melalul sarana bukom vane dijabarkan baik dalam Undang-undang
dazar sendin seonisal Pasal 1 avat 3 sontang Beegars hukom dan juga ketentuan
peratyran lainnya, Jiky kits hubimagankan dengan semanueat chek and balance
vang dijalankan dalwn peesisabon kebuasaon dalam pemerinahan republic
Indonesia, maka werdapal materi pakok vang dapat penelid t2mukan sebagai
berikul

1. IMinsip MNegara hokom tidak bisa disaqudkan dengan seodii oleh satu
lembyga Nesara (cksekotify,  akan wetapn perlo kesingmbyngan  dalam
beibamai biding. Kessambongen vant - dimaksnad dalam hal ini adalah
adanyva funesr maksimal dalam ketatan sgaraan yang menpelekiifkan upaya
caling memberikan masukan sehinsea nantinya apa vang dijalankan dapat
berdangsung secard efekof. Ueranoinilah vang kemudian dijalankan oleh
ternbaga-Tembaga Meeara laon can voadikant dan Tesitaur

2 Tulist ketplamegaramm nogaif kil senmghali kebuasaan dijalan<an dengan
sistemn  heberabawn, Kekerabatan yang dimaksud adalah Letika terjadi
permazalaban  maka penvelesaionnya tdak epas. sehinsza kemudian
menimbulkan problemanks vang bedeelaniutan (erus mencrus). Kita ambil
sajg dalam praktik korgps kelust dan nepotisme:, Adanyy penyimpangan
dalamn bentuk prakek korupst kolusi dan nepotisie tersebut merupakan
bentuk lain dari materi pokok dalam pembukaan Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kurang dihadirkan secara
maksimal.

3. Dalam menjalankan kekuasaan Negara, terdapat unsur ketokohan dalam
ketatanegaraan kita. Unsur ketokohan tersebut merupakan bentuk lain dari
warisan orde baru zaman Suharto yang menempatkan Soeharto ketika itu
mampu memaksakan kekuasaan eksekutif ke dalam kekuasaan legislatif dan
yudikatif meskipun dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur demikian. Hal inilah
kemudian menjadikan unsur ketokohan menjadi bentuk tradisi yang
acapkali ada. Unsur ketokohan yang sudah tidak pas digunakan pada sebuah
Negara demokrasi Indonesia memungkinkan terjadinya
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penyimpangan dalam menjalankan kewenangan yang nantinya akan
berlaku. Maka watak inilah yang ingin dirubah melalui adanya posisi
kedudukan KPK dengan menempatkan 5 orang ketua yang secara kolektif
kologial mampu bersinergi dan secara bersama-sama membangun KPK
dalam menegakkan hukum.

Beberapa materi pokok tersebut di atas yang nantinya akan memperkuat
posisi KPK utamanya melalui sistem peradilan yang bersih dan berwibawa dan
perkara tindak pidana korupsi. Jika ditinjau dalam literatur Islam prinsip
peradilan bebas dalam nomokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan
tujuan hukum Islam, jiwa Alquran dan Sunnah. Dalam melaksanakan prinsip
peradilan bebas hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena
leekmazaan kehakiman vang berada ada ditanzannya adalah suam amanah dari
rakwvar kepadanya vang waiib 13 pelihara dengan scbhaik-bailknya. Sebelum ia
munelaplean proiusam haknn wapih boermpsyvwacarahengan para koluganya agar
daprat chivapan st puowsan ving seadil-adiloya, Pulusan vang wdil merupakan
tujuan utama dare kekuasaan kehakiman vang habas ™.

Hal inilah swang sehamsnva dibacickan dalam funps: dan kekuasaan

KPK dalam sistern peradilan, Untuk mempericuat adanva anasir-anasir dalil
filosofis dalam rekomsiglst deal kedodokan KPE-dalam sistom ketatanegaraan
meaka sudah sepaniasnya hita menenpek pada kedudukan KPE dalam kacamata
' GETET

I*ada prakrikoys, panguaran EPR dalan ksdudukannya memang sudah
semestingg mengacy - pads kedudukan pang smers pada kebutuhan
meew i wilkan sstem keadifan, O7eh kavena i pevihind adarsa Lkedudukan KPK
dalam sislem hetnateparaan secara ideal hasos menempatkan KPR bukan lagi
menjadi produk kepentinaan politik akan terapl kebijalian vanp oleh KPK
berdasarkan kedudukannys vang diambil mempakan nerma-norma ideal dari
kebutuhan amtuk mesagudban funesi pemimfutan vang diamanagikan dalam
uncbang-vmcdane sesogt dengem Lebatdan dam aneamal maseaabal,

Kritk atas upaya menjalonkan kebuasaan KPR ersebut diarahkan
menpinaat aelama i KPE belom  benar-benar secara aplikatif dalam
menjalankan kekunsaan kehakiman utamanya yang digrahkan dalam melakukan
penckan hykym d porkary korups, Hal tersehut dhjelaskan Iebihrined oleh Dr.
Nimerodi Gulo, SH.,M.H. dalaim wawancara dengan peneliti yang menjabarkan
bahwa kekuasaan penegakan hukum terdiri dari kekuasaan dalam penyidikan
diantaranya oleh kepolisian, kekuasaan penuntutan yang dilakukan oleh
kejaksaan, kekuasaan mengadili dilakukan oleh pengadilan dan selanjutnya
kekuasaan eksekusi yang diantaranya dilakukan oleh kejaksaan sedangkan KPK
merangkap itu semua kecuali kekuasaan mengadili.*®

57 Muhammad tahir azhary, 2003, Negara hukum suatu studi prinsip-prinsipnya dilihat dari
segi hukum islam, implementasinya pada periode Negara madinah dan masa kini, Kencana, Jakarta,
hlm 146

8 Wawancara dengan Dr. Nimrodi Gulo, SH.MH, 30 November 2022 di Kantor LSBH
Teratai,
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Skema.1
Kekuasaan Kehakiman Dalam Pasal 24 UUD 1945
Dalam Menjalankan Penegakan Hukum

Kekuasaan Penegakan Hukum Dijalankan Secara Bebas dan Merdeka

[ — )

Kekuasaan Penyidikan Kekuasaan Penuntutan Kekuasaan Mengadili

¥

Kekuasaan Eksekusi

Bordasarkan gambar di aras, nampak 1clas bahwa konsmmuksi kekuasaan
kehakiman morupakan konsep dan pelaksaan kekussaan pengakan hukum.
Adimya kebuasaan penesikan ko secar Gdak langsoang menjaudi bentuk lain
kekuasaon yang dijalankan secara belas vang merdeka vang lidak hanya
dijalankan olsh lembapa peradilan. alan tetape mulai dan  penyidikan,
penunturan dan juea aksalasl.

Tialam catatan peneeakan hykom, sebogh negary yange baik adalah
mengerminkan kedaolatan rakoyal, Earens kehivndak indivadn harus tunduk
dengan kehendal, ainum (vefonie pegerade). Kehendak wium vang dimaksud
aleh  Rousscoau  scaunggubnya  adalah bebendak  nilar-mlan yang  ada
dirnasvanakal opmdas mmonmyn, kosena defam badisi . Risesseau negara
kedanlatan valoyad e lungsi untak melestartkan keadaan asli nanusia itu
sendivi. Mamun dalam pelitil koatemparer saat ol makna keherdak umum
dipleserkan menjadi mavoritas dan minorias sehinpea lapislatif dalam
membyat atyran perundang-undangan selaly mengmmalkan voting, voting
digneeap schasar jalan tormudab ontuk menyelesmkan sustu pormasalahan.
Dralmn pelitile boderes, woling peupalian casa- leenindah dalam mengusung
Lepentingan palongat-solonoan eitenle vang mendudohi kursi perwakilan
rakyat, karena dengan voting bukan il pengetabnan vane digupakan tetapi
kepandaian lobi merayu, jadi saneat disayangkan kebijakan-kzbijakan yang
tnuncul suat ind adulal hasil lobi-lobi politik bukan dilakirken lewat ideologi®®.

Dalam sudut kacamata sosilogis, memang sudah sepatutnya hukum
harus mampu menjadi bentuk lain dari upaya menyinergikan kebutuhan atas
keadilan dan penegakan hukum. Hukum harus bersifat tegas melalui norma-
norma tertulisnya untuk mengapresiasikan bentuk dari keterlibatannya dalam
penegakan hukum.

Dalam pandangan terhadap hal tersebut, Roscoe Pound berpendapat
bahwa hukum itu berfungsi untuk menjamin keterpaduan sosial dan perubahan
tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang meliputi:
1. Kepentingan-kepentingan individual (kepentingan-kepentingan privat dan

warga negara selaku perseorangan);

9 Muhtar Said, 2013, Politik Hukkum Tan Malaka, Thafa Media, Semarang, hlm 139
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2. kepentingan-kepentingan sosial (yang timbul dan kondisi-kondisi umum
kehidupan social);

3. kepentingan-kepentingan publik (khususnya kepentingan kepentingan
Negara)®.

Sejatinya posisi KPK juga harus menjadi faktor penting yang mampu
menyeimbangkan kekuasaanya yang berda ditengah-tengah antara eksekutif,
legislatif dan yudikatif. Peran KPK yang demikian sangat penting sekali
mengingat KPK dalam kedudukan ketatanegaraan bukan hanya simbolis
lembaga negara saja, akan tetapi juga menjadi lembaga negara yang memiliki
faktor penentu terhadap kekuasaan penegakan hukum yang hal ini tentunya
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan
kedanlatan terhadap rakoear.

kcnstruks vang dibangun alch Boscoe Pound terscbur juga dikuatkan
olch  Sagiptor  Rabsmdj, Dalwm waimien pernikiran Saljiplo Rahardjo
meengatakan. btk Taklor, peranme ronsia, maupon mssysaabkal, ditampilkan
kecdepan, sehinzpa hokom  lebih tampel sebasar medan perpalatan dan
peguangan manusia. Holann dan bekeganya mkm sevopvanyva dilihat dalam
kemgeks hukpra e seodim,. Hukome fidak ada untik din dan keperluannya
senilin, mglaimkam uniyk manusia, khososnyg kohahagaam manpsia ¢

Apa vans disampaikan Boscoe Pound dan Sagipte Rahacdjo di atas,
sevidal-tidalrnya merapalan benwk dan pandangan ideal sebual negara hukum
yane sucdiah bamng  past  dikonsepsikan menscdepankan  aspek-aspek
kepentingan btk secarg mdivicoal gosial magpun - kepentingsn poblik. KPK
dalam  menjalafhan Tungsinva Gdek Bolel memnsgeraklon kepentingan
individual saja, akan welapt jusa keperdingan sosial dan kependingan publik
hamis menjadi priceitas ueama dafam menjalankan wujued keadilan dan
ketermuban dalam masvarakat.

Herdasarkan vmanam di ot sekonstrkss nila wdeal kedodu<an Komisi
Pemberanlasan Forupsi dalamm se=lem ketalmegaraan Repuhlic Indonesia
berbasis nidar keadilan Pancasila adalal,  KPK sebagai badan khusus

menjalankan fnpai kebuasaan kshakiman i bidang penvidikan, penuntutan,
dan pelaksana putusan vang merdeka. independant dan tidak boelch mendapat
campur tanaan dan chksckunt dan lewstant dalam menjalankan kedudukannya.

Melalui uratan pertimbangan rekonstruksi kedudukan KPK  dalam
sistem ketaatnegaraan sesuai dengan aspek keadilan di atas, beberapa
rekomendasi atas perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang KPK yang ditawarkan sebagai berikut :

Tabel 1.
Regulasi Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

No Sebelumnya Kelemahan Perubahan
1 | Pasal 3 a. KPK sebagai lembaga negara di | Pasal 3
Komisi Pemberantasan rumpun eksekutif mengakibatkan | Komisi Pemberantasan

60 Muhtar said, 2013, /bid., hlm 237-238
6! Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan

Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him. ix
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Korupsi adalah lembaga
negara dalam rumpun
kekuasaan eksekutif yang
dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan
manapun.

KPK dapat di jadikan objek Angket
oleh DPR.

. Terdapat pertanggung jawaban secara

tidak langsung KPK kepada presiden
sebagai Eksekutif sehingga hal ini
akan menyulitkan ruang gerak dari
KPK dalam melaksanakan penegakan
hukum dalam bidang Pencegahan dan
penindakan tindak pidana korusi.

. Memungkinkan terdapat intervensi

dari kekuatan politik dan kepentingan
polittk tertentu atas kases-kasus
vanyg ditangan olch KK

Korupsi adalah lembaga

negara dalam rumpun
kekuasaan Eksekutif yang

dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya adalah lembaga
negara dalam rumpun
kekuasaan  Yudikatif  yang
bersifat independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan
manapun.

Pasal 37 B Ayar | b L¥ewran
Pengawas bertujs:
memberikan izin afan tidak
memberikan 1£ITI
Penyadapan,penp el edahan,
dan/atau penyitaan;

cKedndukan Drewan envawas lebih

supcnor dan Mmpinan k1K dalam

mujalankan [umesi pencunkim
bk dapal. menghambal - proses
kineria KPE dalam  Denndakan

Pepcesaban undak pidana Lompsi,

»Ketentoan dalam - pasal sebclimnya

memumakinkoan TN wergk
prenezakan huliom KPE dihatasi olel
kEzknesaan terienm sehng A
i fadikan KPR tidak seaploaah tdak
Tis rnengalamban g dan gk
denpar hail..

I'azal 37B Ayat 1 b
Haruslah di hapus.

Pasal 30

(1) Pimpinan Komisi
Pemberantasan Kurupsi
sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 21 ayat{1}
huruf a dipilih oleh
Dewan Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia  berdasarkan
calon anggota yang
diusulkan oleh Presiden
Republik Indonesia.

Pazal 30 rersebut . moemen gkinksm
Pimpingn  KPE  yvang  mompaka
prenegak b wisur lakar helakang
seprang Pitmpian KPR jika diplih
aleh DPE BL akan memunskian
dipiflih mefafui kompromi-Kompromi
kepentingan politik sehingga akan
menjadikan kekuasaan KPK tidak
independent dalam  menjalankan
fungsinya.

Paszal 3

{11 Pimginan Komisi
Pemberantasan Korupsi
seliigaimana dimaksud
clalam Pasal 21 ayat (1) huruf
a dipilih oleh panitiaseleksi
yang terdiri dari Unsur
Yudikatif,Pemerintah,
Akademisi dan Masyarakat.

(2) Untuk melancarkan
pemilihan dan penentuan
calon Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi,
Pemerintah membentuk
panitia seleksi yang bertugas
melaksanakan ketentuan
yang diatur dalam Undang-
Undang ini.
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(3) Keanggotaan panitia seleksi
sebagaimana dimaksud pada
ayat(2) terdiri atas unsur

Yudikatif, pemerintah,
Akademisi dan unsur
masyarakat.

(4) Setelah terbentuk, panitia
seleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3)
mengumumkan penerimaan
calon.

{51 Pendaftaran calon dilakukan
dalam waktu 14 (empatbelas)
hari kerja  secara  terus

T ErETUS.

(4} I"anitia seleksi
mengumumkan kepada
misvarakat untuk
mendapatkan tanggapan
tertvadap nama calon
sehagaimana dimaksud pada
avat (4).

| /] Tanpgapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6)
disampaikan kepada panitia
zzleksi paling lambat 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal
¢dhymmumkan.

21 Panina seleksi

mengtapkanan nama calon
I"impinan yang lolos seleksi.
1 Itanitia seleksi memilih dan
alaw menetapkan 5 (lima)
caion pimpian dan memilih
ketua dan wakil ketua
dan/atau jabatan yang di
butuhkan paling lambat 3

bulan.
(10) Panitia Seleksi
menyampaikan hasil

pemilihan  panitia seleksi
kepada Presiden Republik
Indonesia.  Dan  Dewan
Perwakilan Rakyat

(11) Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia
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Pasal 21
(1) Komisi  Pemberantazan

Korupsi terdiri atay:

a. Dewan Pongaras
yang  beijumlal 5
(lima) orang,

b. Pimpinan
Pemberantazan
Korupsi ¥unyg terdiri
dari 5 (lirna) cnamy
Anggota Komisi
Pemberantasan
Korupsi;

c. Pegawai
Pemberantasan
Korupsi.

Komisl

Komisi

il

Ecihydukan Tlewan Penwoway KPE
plenbyn o Duar susuman grgimi s
KPEK dan harus beesifal independent
dan berdiel seadiri

Eeodudukan Dowan Pengawss K1k
menwngat - kedudubkanyy  haruskah
sehimding denzan lembiags KPR dan

sanhriva cmenjalarkan aegas o dan
T e jawabnya secara
tndependent selungea Diawan

Pengawas dibentuk mefafui sebuan
instrument Undang-Undang

merekomendasi calon
terpilih yang disampaikan
oleh panitia seleksi kepada
Presiden Republik Indonesia
paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak tanggal
di terimanya laporan panitia
seleksi kepada DPR untuk
disahkan  oleh  Presiden
Republik Indonesia selaku
Kepala Negara
b 121 P'residen Republik Indonesia
wi]ib  menetapkan calon
terpilih - paling lambat 30
{uza puluh) hari  kerja
rerhimng  sejak  tanggal
direrimanya surat
rckomendasi pimpinan
Txxwan Perwakilan Rakyat
Republik nIndonesia.
1371 di hapus

Pasal 21
(11 Kenust Pemberantasan

K orupsi terdiri atas:

#. Tizwan Penasehat;

k. Pimpinan Komisi
Pemberantasan ~ Korupsi
¥ang terdiri dari 5 (lima)
omng  Anggota Komisi
Prmberantasan Korupsi;

¢, Prgawai Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Model rekonstruksi ideal KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun
2019 tentang KPK sangat penting sekali sebagai upaya dan bentuk
menempatkan KPK pada posisi ideal sebagai pengakan hukum dalam ranah
kekuasaan kehakiman. Rekonstruksi tersebut penting mengingat selama ini
KPK membutuhkan fungsi penguatan atas kedudukannya dan sebagai bentuk
upaya KPK menjalankan fungsi kekuasaan penegakan hukum dalam bidang
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pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan rekonstruksi di atas, kesimpulan rekonstruksi atas
penelitian terkait kedudukan ideal KPK dalam system ketatanegaraan republic
Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila dapat dilihat berdasarkan table

sebagai berikut :

Tabel 2

Rekonstruksi Ideal KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan

No Perihal Uraian
1 Dasar Kekonstruksi - Wisdom local Pancasila dan UL D 1945
- Wisdom inmermasiomal praktik kedudukan lembaga
serunpun KPK di negaa Malaysia, Hongkong dan
STILGA L
2 Tueon vang cdignmakruniak | Teori keadilan herdasarkan Pancasila, Trias Politica
Rokonstrykst . pdan teor hokum progres f
3 Paradigm g Bokonstmalks E onsmikavisme.  waity  merckonstruksi  kedudukan
EPE yang barbasis nilal keadilan Pancasila
4 | 'lTujuan Bekensmmalsl | Upava menempathan secara ideal afas kedudukan KPK
dalam sistzm ketaranczaraan Eepublik Indonesia yaitu
| kekugsaan KPR schagai bagian cari kekuasaan
kehakiman vansg [nenjalankan fungsi  penegakan
hukum dalam perkara kompei.
5 BoomesLintlest milaa aedenl Uiy menemipatlom KPR dalun sistem ketatanegara
kedudukam KPP denpan selagni Badan khisos vangmenjalankanamanat
Lndane-Lindane Dasar bezara Republik Indonesia
tabun - 1943 dan berfunesi melaknkan pencegahan dan
pemndakan tindak mdana koryps
vime mamgdivt, mdepenilent dan tidak di intervensi oleh
kehuassan ehaekulil maupun lepislative
6 Rokomstrubes Ungdang- Pasal 3

Ui ncrnon T4 1l

2019 tentang KPK

Koomisi Pemberantasan [Korupst achlah lembaga negara
dalam rumpun kekuasaan Eksekutif yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah lembaga
negara dalam rumpun kekuasaan Yudikatif yang
bersifat independen dan bebas dari pengaruhkekuasaan
manapun.

Pasal 37 B Ayat 1 b

Dewan Pengawas bertugas:  memberikan izin atau
tidak memberikan izin Penyadapan,penggeledahan,
dan/atau penyitaan;

haruslah di hapus;

Ix




2)

kY

8)

9)

Pasal 30

(1) Pimpinan ~ Komisi ~ Pemberantasan ~ Korupsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf a dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri dari
Unsur Yudikatif, Pemerintah, Akademisi dan
Masyarakat.

Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon
Pimpinan  Komisi = Pemberantasan  Korupsi,
Pemerintah membentuk panitia seleksi yang
bortygas melaksamaksn ketentuan yang diatur dalam
Lndang-1ndang imni.

Keanggotaan panitia scloksi scbagaimana dimaksud
pacda wyml{23  lendin wims unsur  Yudikatif,
perreainiah Alkademisi dan unsur masyarakat.

setelah terbentuk.  pamitia seleksi sebagaimana
dimaksud pada avat (3] mengymumkan penerimaan
calem,

I*endaftaran calom dilakskan dalam waktu 14(empat
heelas) b kgrga secsma 1oms menerus.

Papiva seleks mengumumkan kepada masyarakat
untuk mendapatkan tangpapan -erhadap nama calon
sgbasaimans dimaksud pada wat (4).

Tarprmagian  sebawimana dinaksud pada ayat (6)
disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1
{satu) bulan terhitune sejak tanggal diumumkan.

Panitia seleksi menetapkanan nama calon Pimpinan
yang lolos seleksi.

Panitia seleksi memilih dan atau menetapkan 5
(lima) calon pimpian dan memilih ketua dan wakil
ketua dan/atau jabatan yang di butuhkan paling
lambat 3 bulan.

10) Panitia Seleksi menyampoaikan hasil pemilihan

panitia seleksi kepada Presiden Republik Indonesia.
Dan Dewan Perwakilan Rakyat
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11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
merekomendasi calon terpilih yang disampaikan
oleh panitia seleksi kepada Presiden Republik
Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak tanggal di terimanya laporan panitia seleksi
kepada DPR untuk disahkan oleh Presiden Republik
Indonesia selaku Kepala Negara

12) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan
calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) harikerja
terhitung  sejak  tanggal diterimanya  surat
rekomendast pimpinan Tlewsn Perwakilan Rakyat
Republik [ndonesia.

1% di hapus

I*azal 21
i 1) Komist Pemberanrasan K orupst terdiri atas:

A, Thownn Pemaschat;

b Pimpinan Eamis Pomberantasan Korupsi Yang
terditi dase 5 {lima) orang Anggota Komisi
Pemlarantasan Korpsi;

c. Pegaveai Bomisi Pemberansan Korupsi.

T=muan

| KPK merupakan salah satn organ kekuasaan
kehakiman  yamg  menjalimlkan fungsi  dalam
melakokan pensgakan hukum. Kedudukan KPK
vans diawanatkan LU ne 1% mhun 2019 tentang
EUE adalah menjalakan funes pencegahan dan
panindakan tndak pidana kongpsi. Disatu sisi KPK
diposisikan sebagai kekuasaan penegakan hukum
(kekuasaan kehakiman) akan tetapi pada sisi lain di
posisikan sebagai pengacara (organ pemerintahyang
dalam hal ini adalah eksekutif) disini menjadi
tantangan  yang  berarti  terhadap  masalah
penyalahgunaan wewenang (abouse of power)
maupun dalam bentuk lain yaitu judicial corruption.
Oleh karena itulah posisi KPK harus mampu
menempatkan diri pada posisi yang objektif sebagai
lembaga negara yang mampu menjadi kekuasaan
organ negara dalam penegakan hukum sekaligus
mampu menjadi organ eksekutif dalam melakukan
tugas dan wewenangnya.
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2. Kedudukan KPK secara yuridis yang bersifat

campuran (mix position) dengan ditambah
kecenderungan kekuasaanya tunduk pada eksekutif
berimplikasi pada masalah intervensi kepentingan
politik terhadap KPK, Profesionalitas KPK. selain
itu, kelemahan kedudukan KPK selama ini yang
diantaranya termuat dalam  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang
KPK adalah tidak efektifnya proses chek and
balance yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk
konteol atan pengawasan lerhadap lembaga negara
lain. Pada sisi lain, keduduhzn Dewan Pengawas
zebanal vane masuk dalam stmiltur organiusasi KPK
memitikl feeo! power (keluassan hukum) superior
vt selam mimgawysi kinerja pimpinan KPK dan
Poewawai KPK juga memiliki kewengan  terkait
memberi pzin ataw udak memberi izin,penyadapan,
pengledahar dan pepyitaan vang di lakukan oleh
KAk dalam menjalakan tugas dan kewenangannya.

Fokomstryksi mibgr ddeal kedidukan KPK dalam
svarem kerataneraraan Eepublik Indonesia berbasis
nifal keadilan 'ancasila adalah KPK sebagai badan
khusis menjalankan fumegs Lekaasaan kehakiman di
hidung pencecahan dun penindakan tindak pidana
lovapai vang merdeka; independent dan tidak boleh
mepdapat campur wnpan dari eksekutif maupun
le@izlanf dalam menjalankan kedudukannya. Selain
i opntyk menaeatkan  rckonstruksi  nilai, maka
releomstruksi hukum secaa ideal harus dijalankan
derigan melakukan perubaban beberapa pasal yaitu
Pazal 3, I'asal 21, Pazal 20, dan Pasal 37 B Ayat 1 b,
dafam Undang-Undang No {9 tahun 2019.Sehingga
kedudukan KPK meski di bawah naungan eksekutif
akan tetapi dalam menjalankan fungsi pokoknya
berada pada kekuasaan kehakiman yang

bersifat mandiri dan merdeka.

Perlu dipahami dalam hal ini adanya perubahan paradigmatik dalam
penguatan KPK yang peneliti tawarkan di dasarkan pada upaya metode
penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang

progresif sebagai berikut :
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a. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat
permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan
dengan melihat case by case.

b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan
(rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap
berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka
pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya

c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan Negara
keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini®.

Hal yang peneliti tawarkan di atas, merupakan bentuk mendudukannya
kedudukan keknazaan KK vang sebaik-baiknya. ET'K bukan lagi hanya berdiri
padd ranah kckuasaan ckschunf, akan teram kedudukan KK scsual dengan
leyreel spriedd kemstilusi dam ol dan agenda relompasi vang menempatkan
leyrinfadif frecvy (hebounsnan takyal sang dijalankan olel DPR) bukan eksekutif
hemny (kekmazaan vane sepenchnyva beracda pada elisekuut sepenti vang pernah
terjach pada masa ovde lama dan ovde bam).

Tde dasar untuk menemparkan konstitgst dan kekuaszaan rakyat dalam
perabahan Lndane-TUndane Momer 19 Tahgn 20009 fentane K PK merupakan
esertsl untuk mencir makna sesungechoya erhadap kedudukan KPK secara
peopresil. Menvrur Satjipte Rahasdie, Penepakan hokum poopresif adalah
menjalankan bukum tudak hanva sckedar kota-kata hitam-putih dari peraturan
(carivarefivs der thie ferters . mglainloan menamr somansst dan makny lebih dalam
(For very gueainy b da T undang-undieng ata Hakwn Petepakan hokum tidak
hanya kecerdasan inrelekimal. mealainkan densan kecerdasan spirincal. Dengan
kata lain. penepakan hulaim vang dilakukan dangan panuh dererminasi, empati,
dechkas, kamatren terhadep pend crizaan hangsa dan disorty keberanian untuk
mencan jalan Tain daripads vang hissa ditakuolem =

Tetbesla dengam KPR vane herada & negara kit FEepublik Indonesia
saal ini yang menempackan posizi ataw peran seatral dari KPPK supaya kuat
hanyva memntikwekankan pada vpava kelmasaan rakoar melalni DPR. Dalam
upaya penguatin KPE entunva bak vang dilakukar olch Presiden, DPR dan
Drzwan Penegwas KPR rormasuk ji,|5;-:| rakvar harus menagadi Faloor penentu
kualitas kejaksaan nantinya.

Semangat memahami hukum progresif dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang KPK, merupakan semangat dalam memahami hukum
dengan tidak hanya memahaminya sebagai institusi yang mutlak secara final,
melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada
manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada
dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus
menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat
kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi
ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan

62 Ahmad Rifai, 2010, Opcit., hlm 93
6 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta
Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii
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III.

A.

lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a

process, law in the making).%*

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK,
peneliti mencoba mendasarkan pada apa yang disampaikan oleh Parson sebagai
dasarnya, dengan menawarkan gagasan yaitu agar sistem hukum dapatberfungsi
secara baik, maka ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebihdahulu:

a. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi pentaatan kepada aturan-
aturan);

b. Masalah interpretasi (yang akan menyangkut soal penetapan hak dan
kewajiban subjek, melalui proses penerapan aturan tertentu);

c. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapanya dan siapa
VALE mManerapkannya);

d. Masglah vunidiksi (monctapkan garis kewenangan wvang  harus kuasa
menggakkan norma hukwm, dan golongan apa vang hendak diatur oleh
peranghat norma i

Tema polok vorge disamparkan olel Parson di ams sangal mendukung
proées bagl proses penzuatan kejaksaan yang idealnya bukan hanya perubahan
Undang-Undang atan nonma ermalis. akan tetapl juga pensuatan paradigmatik
schingza menjadi pendukuns scmanszar hunkum kenka menjalanksn Undang-
Uil bemtams kel nasaan KPR Proses (ersehutien{unys smies ) membutuhkan
devya chuboungg serm pihake dadarn meroalisasikannyva.

FEML'TLP
Kmirllplllﬂ r

Berdasarkan  hasil  penclinan  wang  dilakuksn  dapat  diperoleh
Kesimprlan atas hasi] peneliman sehaga ekl
1. Komisi Permbeaniasan Esoupsi (KPR} merupakan salah satu organ
kekvasaan  kehakuman wvanp menjalankan  fongsi dalam  melakukan
penepalan kum. Posis kekuasaan K I'K dalam roang lingknp <ehakiman,
difalankan soegra manchn dan merndeka, hal tersebur digmanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Tndonesiadiantaranya dalam Pasal
24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
dalam sistem ketatanegaraan KPK dalam menjalankan fungsinya diarahkan
sebagai pelaksana penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelakasana
putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan
amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi ,

72

64 Faisal, 2010, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.

5 Othe Salman dan Anton F Susanto, 2005, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan

Dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, him 155
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adanya penegasan dalam Undang-Undang tersebut, yang menegaskan
bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah
lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan
tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan
Undang-Undang. Kedudukan KPK yang bersifat campuran (mix position)
yaitu antara kekuasaan penegakan hukum dan sebagai pengacara (organ
pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif) menjadi tantangan yang
berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (abouse of power)
maupun dalam bentuk lain yaitu judicial corruption. Oleh karena itulah
posisi KPK harus mampu menempatkan diri pada posisi yang objektif
sebagai lembaga negara yang mampu menjadi kekuasaan organ negara
dalam pencgakan hukum sekalisis mampu menjadi organ cksckutifdalam
mclakukan fungsi dan fugas pekoknya dalsm pencegahan dan penindakan
timlak pidana korupsi

. Kedudukae Komisi Pemberantasan Kecupsi (KPK) secara varidis yang
bersifat campuran (ix pagifion) denpan ditambah haditnya perubahan
kecdva vndane-undang KUK yvaim Undapa-Undang o 1% Lahun 2019
memben yeama hard . selain KPR masul dalam lembags negara rumpun
chsckihf yang herunphkeas jika KPE dapat b jadikan objok Hak Angket
oleh Dewan Perwakilan Rakyal Bepuldik Indonesia serla adanwva kedudukan
Drzwan Penzavas vahp salal saia kewenanpanaya makin memberi warna
bam wang aotara lam proses iZin kepada Dewan Penpawas dalam
Fenvadapan, peneecledshan dan/atu penitgan, yane wajib di lakukan
KPR dan rmenjalaiban tugas din Kewenarnmain va kg akan berimplikasi
pacla masalah inrervensi, kepentingan politk terenm rerhadap KPK yang
masuk melalni Dewan Menpawas. Profesionalitas KI*Kdinji sast ini dalam
menjalankan tusas dan kewenanganmys implikasi ysmyg ditimbulkan dari
buntuk vamae domikian, maka kekugsgan KPE dalam hal pencweskan hukum
khusus tindak pidana korupar tidak beifalan elekul dan maksimal. Hal ini
tenlunyd efentagean-denpan sapasan Montesquisuyann mengembangkan
konsep ey pelrice dengan menynsan suatn siswem pemenntahan dimana
wirgy negaranya merasa felbih tegamin haknya dengan adanya sistem
pemisatian bekowasman vang hetal melalor woopud ched ond Safiice. Dengan
kata taain hadiinya Dewan Pengawas KPK sebagai peugawas kinerja KPK
dalam kode etik, memiliki /egalpower (kekuasaan hukum) yang derdampak
kurang efektif dan maksimal KPK dalam menjalankan fungsi dan tugas
pokoknya degan adanya kewenangan memberikan izin atau tidak
memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.
Rekonstruksi nilai ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila
adalah KPK sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan
kehakiman di bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi
yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari
eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan kedudukannya.
Rekonstruksi yang demikian juga harus menempatkan kedudukan KPK
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sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, dimana relevansinya adalah kekuasaan KPK sebagaipenegak
hukum harus diposisikan sesuai dengan upaya mewujudkan keadilan
dengan dukungan kedudukan KPK yang ideal dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia. Untuk menguatkan rekonstruksi nilai, maka
rekonstruksi hukum secara ideal harus dijalankan dengan melakukan
perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 3, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 37 B
Ayat 1 b, dalam Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang KPK.Sehingga
kedudukan KPK tidak lagi di bawah naungan eksekutif akan tetapi berada
pada kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan merdeka. Pemahaman
rekonstruksi hukum secara ideal tersebut tentunya harus dikuatkan dengan
pemibahan secara paradigmatik tarkait kedudulkan KK dalam menjalankan
kukuasgan kehakiman atau pencweakan hokom yang menjadi uh bagi KPK
dalam menjalamibean peran dan fongsimvasecaa oo,

B. Saran-Saran

Berdasarkan lasil penelitian yang dilakokan. saran yang dibasilkan dan

dapat menjadi J.uas.ulc':au ards kechuchikan icleal B IK dalam mewnjndkan keadilan
schagal benbmt

1

Pucho dilakudem pesabahan Undame-Tindang Maomor 19 Talinn 2019 tentang
KPK Rhsuisinya Pasal 3, Pasal 21 Pasal 30, dan Pasal 37 T8 Ayat 1b, yang
diticih. tehankan upaya melibakan Yodikaef, Presiden dan Dewan
Perseakilan Rakwat (PR, Praktisi Hukom dan Akademisi dalam proses
seleksr Pampinan KRPK dan Dlewsn Ponuieas KPK soma ]_'.u,,'gawai KPK.
Themwan menjalmkan. prises seloks dengan mengelupankan semangat
anlong fopoes vaity menzhadivkan sebual bantuk l2mbaga KPK yang
bersifal mandiri dan merdela dalam menjalankan kekuasaan penegakan
bakoum ;

Fomizi Pemberantgzan Korapst (KPR dalam mgnjalakan fungsinya harus
bersi lal inglependent atan tilnk membak. Melalw karakler KPK yang
demikian, diharaplkan leinbaza KPE sejatinvs dapal mampua meijadi sebuah
Orgdn D28EA ¥ane mampi mapemparkan din sesuai denpean nilai- nilai luhur
banesa Indenesia vawe diantaranya bersifat kekelvargaan. aofongroyong
dan bersikap seimbang dalam penegakan hukum  dianvara kekuasaan
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Diharapkan dengan pola KPK yang
demikian dapat mendukung tercapainya prinsip negara hukum da
kedaulatan rakyat yang itu semua hadir dan dijabarkan dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK;

Peran Dewan Pengawas KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 Tentang KPK yang masuk dalam susunan organisasi KPK tidak
sesuai dengan spirit Euforia pemberantasan korupsi. Ketentuan tentang
Dewan Pengawas KPK tersebut harus segera dirubah dengan tidak lagi
menempatkan posisi Dewan Pengawas KPK di struktur organisasi KPK
tetapi menjadi lembaga yang terpisah yang berkedudukan setara
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KPK atau bermitra dengan KPK yang didukung dengan instrument Undang-
Undang tentang Dewan Pengawas KPK.

C. Implikasi Kajian Disertasi
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penelitian yang dilakukan, maka
terdapat implikasi berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan diharapkan
dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia
atas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Implikasi kajian
disertasi yang peneliti maksudkan sebagai berikut :
1. Implikasi Paradigmatik
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam system
letataneparaan  Republik Indonesia harus diperepas denpan  adanya
kctenman dalam pembahan Lndang-Lndang Momor 19 1ihun 2019 tentang
EFPK vang diantaranva mendudokkan sccars mumi kekuasaan KPK
rvernarinl semanal dan makna lebilalalam {0 overy swewndingd dert Undang-
Undang Dasar Republik Indsmesia Tahun 1945 sebagai lembagza penegakan
hulam.
2. lmplikasi Praktis
0. Tagnpemenngih

Primes selekst Pimpinan EPE Ywlikail, Presiden dan Dewan
Perwoakilan Falont (PR}, Praklis Thukum dan Akulemisi dalam
peoses - selelal Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK serta
pesawal k1K

Puly kpordingst vanye ibangun anfars Presiden (an KPK jangan
sy tengadi benduk koomdingst wane bussilal kemando, akan
wetapl lebely merupalan upava bentolo hubunpan vang bersifat
menuatkan denpan didasan denpan prinsip chial and bolance;

. reru dibangunova sistom pengawsdsan bagl B PK vang nantinya

dijalanksn olsh Thewan Pongawas KPR dengan menitik beratkan
pocla Pewcan Penawas KPE fersebul hars segera dirubah dengan
tidok lagzi menempatlan posisi Devwoan Penoawas KPE di struktur
orpanisast KPK  terapl menjadi lembasa yanp terpisah yang
befcedudukan serara EPK atau bermitra denzan KPK  yang
didukung  dengan  instrument Undang-Undang  tentang Dewan
Pengawas KPK seperti halnya Komisi Yudisial.

b. Bagi aparat penegak hukum utamanya KPK

1.

Dalam menjalankan fungsi KPK, aparat KPK (pimpinan dan
pegawai KPK) harus mampu menumbuhkan sikap yang tidak
memihak dengan semangat kekeluargaan, gotong royong dan
seimbang sesuai dengan nilai-nilai lihur bangsa

Pola peningkatan sumber daya manusia bagi aparat KPK perlu
dilakukan secara efektif dan efesien melalui peningkatan
profesionalisme KPK dalam menjalankan fungsi sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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C.

Bagi Masyarakat

l.

Masyakat harus ikut terlibat jika ada proses seleksi Pimpinan KPK
dan Dewan Pengawas KPK serta pegawai KPK. Masukan dan saran
terhadap KPK tentunya sangat berimplikasi penting sekali terhadap
kedudukan KPK dalam menjalankan dan fungsinya dengan baik.
Masyarakat harus ikut terlibat dalam melakukan pengawasan
terhadap KPK dalam menjalakan fungsinya yang diantaranya upaya
pencegahandan penindakan tindak pidana korupsi, agar nantinya
KPK dapat melakukan tugas dan kedudukannya secara maksimal.
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GLOSARIUM

Adil
Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang

benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang.

Pancasila
Thsar Mewnu, Tiliolinn Nega, serta (alsalah hangsa dan negara republik
tndonesia vane terdire ams lima sila. yaim (1) Kembanan Yang Maha Esa,
i2) Kemmusigan Yang Adil dan Beradab, (3 Persatuan Tndonesia, (4)
Keabyatat Yang Di Punpin (lek Hikmal  Kehijaksansaan  dalam
rermusvawaratand’erwakilan dan. (5) Kcadilan Bam Scluruh Rakyat

Indonesia

Rekantruksi
I'engembalian sepern semula. pengpambaran kembali. atsu pengulangan

[retbuatan ponsnwa semika

Ideal
Susuai dengan yang di cita-citakan, atau di angan-angankan untuk di

kehendaki.
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Nilai

Segala sesuatu yang di anggap baik oleh masyarakat sehingga masyarakat
berusaha untuk melaksanakan dan mempertahankan dan bersedia dikenakan

sanksi apabila melanggar.

Ketuhanan

kara kemhanan kata dasamya adalah tuhan vang heram scsuatu yang
divakin, dipugi, dan disembah odeh manosia sebagan vang maha kuasa,
maha perkasa dan zebasainyn @ ssuam vane dianpeap ssbasai whan. Kata
sifat koadnam tyhan, sesala sesuand yang hethohungim Jengan cuhan, ilmu
menpenal keadaan whan dan agama, kepercayaan kepada whan YangMaha
Fwens Dhaberbamegie Adlah Ll yiove moenpadiboan sewela apa yang :da di bumi

densan sehiruh 18l vane melinglupinya (5. Al-Bagaroh Avat 29).

Kewenangan

Adap

Halk untuk metkahohan sesuatu atan memomntad orang lain wintuk

melakokan atav adak melakukan sesvatu agar toreapal mjuan rertentu.

Kehalusan dan kehalusan budi pakerti, kesopanan ahlak. Kata beradap
bermana mempunyai adab, mempunyai budi bahasa yang baik, berlaku

sopan, telah maju tingkat kehidupan ; lahir batinya.
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Hukum Progresiv
Menjalankan hukum tidak hanya sekedar keta-kata hitam-putih dari
peraturan (accoding to te letter), melainkan menurut semangat dan makna

lebih dalam (to very meaning) dari Undang-undang atau hukum.

Equality Before the Law
Atas perlakvan vani sama atas din setiap orang dimuka hukum dengan tidak

rmenlakan perhedaan penkakm.

Korupsi
Sk perbeia vange dilabokan dengn schuatomaksud untuk mendapatkan
beherapa kaimtungzan yang bertentandgan dengan tugas resmi dan kebenaran-

lebenaran lainnya.

Superyisi
Kealatan pengawasan, penslitian, agn penslaahan erhadap instansi yang
bemasgnane mclaksanakan Pomberantazan Tdak Pidang Korupsi guna
percepatan hasil penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi

serta terciptanya sinergitas antar instansi terkait.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Semenjak Negara Indonesia didirikan, arah dan cara pandang sebagai
Nepara hulum menjadi prorraz utama dalam menjadikannya =zbagai landasan
bemegara, Munun (elap saga dalam pegalaam sejwah. kemsepsi untuk
barlandaskan MNepara hukm banyak tercederal utamanya dari perilaku para
pirapnan Mo kita pasca kepemimpinan pendin bangsa oF awefing Fathers).
D antasa falla yaridis vang dapat Lita emukan landasan Megara hukum
adalal Undang-Uindany dasar Xesara Bepublik lndonesia Taln 1945. Dalam
Undanp-Lndang Dasar Mezara Repoubhk Indonesia ‘Fahun 1945 fasal 1 Ayat
(3} dinyatakan bahwa Mepara Incdonesia adalah neoara hukaom. Undang-Undang
Dasyr Wewara Republik Tndonesig torscbuf menjelaskan tentang posist dan peran
stratepis Indonesia sebagai Megara yang memeliki bentok dan kedaulatan
bercirikan Negars hnkun .

Cita-vita Negara hukuin diatafikan pada prinsip-prinsip dan tujuan
kesejahteraan masyarakat secara umum, bukan hanya keinginan menerapkan
aturan-aturan yang tertulis yang telah disepakati bersama. Dalam Negara
Kesejahteraan, secara umum dapat dengan mudah terindentifikasi dengan
mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.



Muatan tersebut dapat dilihat dengan mudah berdasarkan isi teks naskah
pembukaan sebagai berikut :
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang
berl.edaunlatan rakyat denzan herdasar kepada :
Ketuhanan Yane PMaha Eza, komanvsiaan vang sdil dan beradab, persatuan
Indenisia, dan kerakvaran vang dipimpin aleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusypwaratan porwakilan, otk dengan mewujudkan suaty keadilan sosial
baui seluruh rakyat Tielomasia,”

Sanear relevan schali jika kita mengudp konssp Begara Kesejahteraan
ini ey -::l.'i.‘i:ﬂll]_'lél'ik.}].!l Fspanu- Andersen schugmmany l.likuh'p vileh Darmawan
Triwibowe,': "Nesara Keasjahteraan bukanlal satu konsep denpan pendekatan
balcw. Nemara Kesejabilernan lehib sering ditencarm dai-atsibul-siibut kebijakan
pelavanan dan mansfer sosial vane disediakan eleh nesara {c.q pemerintah)
kepuda  woresmwva, sepertn pelavangn pendhichikan,  transfur pendapatan,
pengurartgan  hemizkinan, sehimgga hedus-nya {Meoara Kesejahteraan dan
Kehijakan Sosial) sering diidentikkan. Hal i tidaklah topat karcna kebijakan
sosial tidak mempunyai hubungan derimpliRasi dengan Negara Kesejahteraan.
Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan Negara Kesejahteraan, tapi

sebaliknya Negara Kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk

mendukung keberadaannya.”

! Darmawan Triwibowo, 2006, Mimpi Negara Negara Kesejahteraan, LP3ES, Jakarta,
hlm 8.



Tercapainya Negara Kesejahteraan sesuai amanat konstitusi tersebut
harus dimulai dengan dijalankannya hukum dengan baik dengan melakukan
ajaran-ajaran kepastian hukum. Kepastian hukum tentunya dapat terwujud
dengan baik apabila setiap lembaga dapat memainkan peran dan posisinya
sesuai dengan yang seharusnya.

Dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan, kita mengenal ajaran trias
poiiticer schagm landasan dasar menjalankan MNegar, feées poditioss merupakan
1de bl sebualy pemerinbshiay Berdaala hars dipisabkan anara dua atau lebih
kezamian kuat yanp bebas. mencepah sam orane atau keslompoek mendapatkan
kussa  vamg terdaly banwak Pomisaban kekogsean merupaksm suatu cara
pemizahan dalam tubuli pemerinmban  azar bdak  ada  penyalahgunaan
kekynsaan, mntare-lemshanf, ekscbonf don yodikanf?

Clesistensi tlembagza penberaniasan hovapsi menjadi salab sau alternatif
yang dipilih  beberapa negma, tconasuk Indonesia  votuk wewujudkan
penvilenuwmaan newmy yung boersihodad herhagsd beniok perilaku koruptif.,
Lembasa pemberantazan korpsr di Indenesia ssjatunya dijalankan oleh tiga
lernhuga, vty Kepohaan, Kopaksaam dan Komia Pomberantgzan Korupsi
(KPK), dengan kewenangan yang berbeda. Dari ketiga lembaga tersebut, KPK
ditunjuk sebagai lembaga yang mempunyai tugas utama dalam melaksanakan

pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, supervisi, dan monitoring,

’Pemisahan  Kekuasaan, diunduh pada 12 Desember 2014 pada situs
http://id.wikipedia.org



untuk menciptakan pemerintahan yang clean and good gavermen dan tercipta
kesejahteraan yang bedasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika kita runut dari segi konstitusi kita, posisi Komisi Pemberantasan
Korupsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
tidak dijelaskan sama sekali. Hanya saja dalam ketentuan Undang-UndangDasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke 4 (empat) Bab IX
Kekuazaan Echakiman Pasal 29 ayat (2) dan (30 dijelaskan schagar berikut :

(2 Eekunsman kebakimman dilakekan oleh schush Mabkumah Agung dan badan
peradilan vang Derada di bawabnea dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingluonean 'eradilan Apama, linelunsan Peraclilan Militer. lingkungan
Paradilan Lata Usaha Megard, don olzl sebuah Mahbkamah Eonstitusi.

(3) Badan-badan lein vang fungsinya berkaitan densan kckuasaan kehakiman
diatur dlalamn pmlmrg-imdan,

Untule meniabarkan amanal Ladano-Ladane Dasar Nepara Republik
Indimesin Tahun 1945 ditwdliade Undane-Fhndan g Bomes 48 Tuhun 2909 tentang
Kelmazaan Eehakiman. Pasal 3% meanjelaskan babea

(11 Seban Mahkamah Asung dan badan peradilan di bawahnwg sertsMahkamah
Konstitusn wrdapan. baglan-hadan lain vanz imgsinys herkaitan dengan
kekuasan kehakirman

(21 Tungsi wovg herhuitm  dereen Relonsaan kehabiman sebagaimana
dumaksud pada avar (11 melipui:

a. penvelidikan dan penyiclikan:

b. penuntutan;

c. pelaksanaan putusan;

d. pemberian jasa hukum; dan

e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.



Dalam penjelasannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman mengartikan istilah dari “badan-badan lain” dalam Pasal
38 Ayat (1) dinyatakan antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga
pemasyarakatan dan komisi pemberantasan korupsi di antaranya. Menurut
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem
keratancgaraan, totapl Justn ditempatkan secara wvurndis di dalam sistem
ketatmmeparman  karenn pilae penepak hokam domesia berada dibawah
kelmasaan kehakiman menyvanskut proses dan tabapan calam peradilan dan
bagiam dari primsip oo s Gedence, antgr kekogsgan chsclonf danyudikatif.
Ada perabahan leduduban dan peranan [CPE dalam sirakiol kelatanegaraan
Indenesia mentyrt Lindang-Lndang Somor 1% Tahun 20019 fentang Komisi
Pemberaniasan Karupsi Pasal 3, Komisi Peaiberaniasan Tindak Pidana Korupsi
yang selanjutuva disebur homisy Uemberantasan Kompsi adalah lembaga negara
dalarn vy kekuwasaan ckeekah! vang molaksanakan gas pencsgahan dan
pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sesual denaan Undane-1Indang. Menurut
fungginva, kedudukan KPR disetarakan dengim Kopolisian dan Kejaksaan
dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga
masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan
ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat
mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau

anggota komisi secara individual dari



pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan
perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan
apapun.

A fortiriori, menurut Bruce Ackerman secara tegas mengatakan,
kelahiran komisi negara independen sebagai bentuk penolakan terhadap model
pemisahan Amerika Serikat} Argumentasi Ackerman tersebut seakan
mencgaskan logika latar belakang kelahiran komist negara independen adalah
konsehuensi duri Iramsisi mengu demiskrasi vang lejadi dibeberapa belahan
dunia. Kelahiran komisi-komisi necara ine. baik yang bersifar independen
maupun yang sehats lombags chackon®, sckali g adalab bentgk ketidak
mamnpudn pagagan fefes oo dalam menzhentikan iz ouorier yang
sernpint el bl dalam perkembangm ketlaneraraan melahirkan tirani
dan ororitananisme model vang bam i cast, perdalon Komspei disuatu negara.
Argumintast tersebut. tivani dan otonsariamsme perilakyu korupst disuatu
negara sealkan menezaskan bahwa lahinya lembama independen tidak terlepas
dart untuk memperbaik kinstja lembaga sebelumnya vang gagal me.awan
tiram cham ol famanasTe Gy coevr Lumemy maksimabnwa lembasn ko +ksaan dan
kepolisian yang menjalankan tugas dan fungsi pemberantasan tindak pidana
korupsi. Namun, dalam kinerjanya tidak mendapat hasil yang memuaskan atau
berada dalam kebobrokan kinerja. Maka dari itu lahirlah lembaga baru yang

pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo

3 Vide, Bruce Ackerman dalam Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK (Malang: Intrans
Publishing, 2016), hlm 52.
4 Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK (Malang: Intrans Publishing, 2016), him. 52.



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang akan meneruskan kinerja lembaga sebelumnya untuk lebih
efisien dan efektif dalam menjawab kekurang masksimalnya kinerja
pemberantasan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor
30 Tahun 2002 jelas didudukkan dalam lembaga yang bersifat independen,
bepimu pula dalam cmpar putusan Mahkamah Konsutusi wakni 012-016-
O19PUN-IW2006, 1PULZN0T, 3T-30-PLIUC-VITL2Z010. SPU-
IX2011 yane mendudukkan uea Komisi Pemberantasan Korpsi sebagai
lemnbaga noeara imdependen, Kohadivm tembaan antl korgast i Tndonesia tidak
berjalan mulus. melawan kanspiasi jahal antasa karupter, politikus dan
penvielengzeara negars, demanyt cattin Indonesg Comgptien YWatch ICW)
baliwa berbaga henuk pelemalian dan serangan balil wethadap KPR dilakukan,
beberapa  dianraranva  adalah  adanva  wacapa  pombubaran . Komisi
Pemhermlasan Konupst (KPR, revist TIndang-Tmdanyg Komisi Pemberantasan
KompsiEPE,  Gaficid  Rewiew . (U0 Maert) Undanp-Undang  Komisi
Permborantasan Korupst'KPE ko Mahkamah Eomstitysi, krinnnalisasi dan
rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK, Pengepungan kantor KPK,

penyerobotan kasus yang ditangani KPK, memblokade anggaran pembangunan



gedung KPK, dan intervensi langsung dalam forum rapat kerja DPR dan
KPK.

Senada dengan hal tersebut di atas sebagai contoh di negara Singapura
sebagai negara dengan tingkat indeks persepsi korupsi tertinggi di Asia saja
masih memiliki badan antikorupsi, Corrupt Practices Investigation Bureau
(CPIB) yang dibentuk sejak 1952 atau lembaga anti korupsi di negara
Hongkong, vang momiliky LACC {(foefependien Comaission dyeinesi Corruption),
yang berdin sejuk 1974 Meskipun Siopapura slan [Tongkong memiliki
Kepolizian dan Kejaksaan. tapt pamerintah Singapura dan Hengskong sadar
bahwy pungmganan kerupst haros dilakykan eleh schuah lembaga independen
vang udal beralilias: densan lembaga lain. Laig hal pada Wepara Kesatuan
Repuhlik mdomesia wang memibil tembaga anis kompsr yam e bermama KPK
Kozl pamberantasan Fompsi) Berdasarkan Undang - Lndang Nomor 30
Tahyn Z00% wang pada sgat ani mesiliki wama dan nuansy baru dengan
muculoya Vndang-Indane Nomar 19 Tahwn 2019 selagaimana perabahan atas
Undanz - Undang Momor 30 Iabun 2002 rentang komisi 'emberantasan
Kornpst, v berawal dan adamys putosam Mahlosah Fomshtusi erquo, secara
vis a vis dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada

putusan Mahkamah Konstitusi lainnya in casu, Putusan

SFebridiansyah, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta, Yayasan Obor
Indonesia, 2014), hlm. 443



No. 36/PUU-XV/2017°® dan Putusan No. 40/PUU-XV/2017, justru
menempatkan lembaga anti rasuah tersebut, pada rumpun eksekutif sebagaimana
Pasa 3 Undang-Undang No.19 tahun 2019.

Pada saat ini di berbagai negara dalam reformasi konstitusi mulai
mengadopsi pengaturan mengenai Lembaga negara independen di dalam
konstitusi baru antara lain penelitian John C. Ackerman, yang juga terdapat 81
negara vang mencantumkan fedepepdent geencizy di dalam konstitusinya, dari
81 negara teasebud, lidak kurang dicdapat 248 Tembaga negarn independen yang
langsnne disebutkan di dalam konsutuzi di empar benua. Atfrika, Eropa,
Amerika, dan Asia © T eskplikast yrsign antas oita-vita dan takta a quo,
dengan demikiafy penulis menpanppap weoor dag &ege (mendssak) untuk
melabuban perehian dan bajtan Tebih lanpoe werkant enang kedidukan dan
poziai KI'K pasea putusan Mahlamah Konsticose dan lahimmsa L ndang-Undang
Nomor 19 Tahyn 2409 gehawmmanag perohahan atas Undanyg - Tndang Nomor
30 Tahun 2002 lenang Komisi Peibetanlasan Korupsi, yvang mendudukkan
KI'K sebagal lembaga eksekuif secara kelembagaan vang Lnplikasinya
diataranya axdalayb munpakan ohyek hale aneket oleh TIPR RT

Ketentuan atas posisi dan peran di atas yang dalam hal ini masuk pada
real kekuasaan pemerintah yaitu lembaga eksekutif pada satu sisi dan yudikatif

pada sisi lain, tentunya menjadi pertanyaan atas independensi dari Komisi

6 Vide, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada ratio decidendi, Nomor 3.20
pada Putusan No. 36/PUU-XV/2017.

7 Zainal Arifin Mochtar, halaman 26 dan Denny Indrayana, Jangan bunuh KPK (Malang:
Intrans Publishing, 2016), hlm. 53



Pemberantasan Korupsi dalam hal melakukan penegakan hukum. Meskipun
demikian disebutkan pada Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruhkekuasaan
manapun.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan dalam Pasal | Awvar (2 bahwa kodaulatan ada di fangan rakyat.
Ketentwan adimyvn Ledaolastem sakyal dising rakval haonslah menjadi prioritas
dan ralkvat hams dilibatkan dalam setiap pengambilan kepumsan melalui tim
independent, sehimeen ngntinye fdak ada benguk kekggsaon vang bersifat
otaFiitf,

Independenst komisi Pemberantasan - Komps vang ada selama  ini
memang masih peddu digi apakah memang sudali sesuai jika Komisi
Pemberantasan Kompel di bawah nauogan lembaga eksekunf, vang mana dapat
dijalikan ohjek hak anglel oleh Dewan Perwakilam Rakval {TDPRE RI) dengan
mementingkan kepencdncan keloasaan dalam menjalankan tpas cdan fungsinya
atay sehabknyy Pemsoslanmya kemuodiam munculnyg portanvaan forsebut dapat
dimotori karena peran yang strategis dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang
belum maksimal utamanya ketika Komisi Pemberantasan Korupsi harus
berhadapan langsung dengan pemerintah (penguasa pemerintahan) yang secara

tidak langsung berlatar belakang partai politik.
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Jika dilihat secara teoritis, tentunya kita patut mengacu pada beberapa
faktor yang sangat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Komisi
Pemberantasan Korupsi disini juga sebagai pengambil kebijakan, maka setiap
kebijakan yang diambil tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:
Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar;

Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme);
Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi;

Adanva panaarah dari lelompok luar;
Adanva pengamh keadaan masa lalu®

oo o

Pengaruh Komisi Pemberantusan Korupsi dalam mengamhbil keputusan
hulum tentunva dihadaphan pada permasalaban kanckrit adanya pengaruh dan
tekanan sepern halnva penulis nratakan di asas vane usamanya berkaitan dengan
kepeniingu kekmsaan atuimernang benar-henm beasi Bl independen dan bebas
darl pensamb kebuasaan manapun sebagal wuud checky g baltmces dalam
sisiom demokras presidensial,

Peaisl, peran dan kewenangan Kemisi Pemberantasan Korupsi yang saat
lemnbagn nogara dalam rompun kckuazaan chsefuii tenfunva menwindikasikan
adanya pengaruh wang letjadi pada kinerja, kebijakan KPK nanunya dalam
proses penepakan bukum. ldenpendsnsi Komisi Pemberantasan Korupsi akan
mempengaruhi bentuk moral yang toleran bagi kepentingan kelompok. Dalam

bentuk moral yang toleran ini menurut Khaled Abou El Fadl sebuah teks

8 Irfan Islami, 2004, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara,
Jakarta, hlm 25-26
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berbicara melalui pembacanya. Apabila moralitas pembacanya toleran, maka
akan menghasilkan penafsiran yang toleran pula’.

Dalam penelusuran peneliti memberikan contoh salah satu lembaga di luar
negeri yang memiliki tugas dan kewenangan pokok dalam penegakanhukum,
baik penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan tindak pidana korupsi yang
di antaranya antara lain adalah Hongkong sebagaimana penulis uraikan di atas,
dengan IACT Homg Eong (Fulepencdent Commivien Againis Corruption)
mengukan lemnbagn seperld KPK 3 Tharne Kong. Lembagea ing berdirt sejak
Febrari 1974 nnnik premberaneas kasns-kasue Kompsi vang bersejolak mulai
dari scktor pembangoman mewzalgmi perkembian gan pesal pada [7E0-an hingga
197 0-an, Selain berdampak posinl] ada jues vane memanfaathannya untuk
mencari lalangz tarmbaban® g bepentmgan pribads: Selam 1ne, mocul stigma
di masyvarakar bahwa pelavanan baik dan cepat bam bisa didapat setelah
member kan yang kepada oknum aparagpemenntah. Akibamys, suapdan praktik
korupsi berkemibang & [Tang Kong dan semakin Hae 1400 pun dibentuk untuk
membereskan maszalah rersebnut. Lembazo ol mamiliki tiga stestegi untuk
mymberanias korupst, yakni pencesahan, penindakem dam pendidikan'®. Ataupun
Amerika Serikat yang tidak memiliki lembaga negara ad-hock serumpun/sejenis
KPK, maka penulis contohkan salahsatu lembaga yang fungsi tugasnya hampir

sama dengan KPK, yaitu Kejaksaan

°Khaled Abou El Fadl, 2004, Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otiritatif
(terj). Serambi, Jakarta, him. 300

/"Mengenal lembaga anti korupsi seperti KPK, Diunduh pada 4 Desember 2022 pada
situs:https://internasional. kompas.com/read/2019/03/21/13215951/mengenal-lembaga-anti-
korupsi-seperti-kpk-di-8-negara?page=all.
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di Amerika posisi Kejaksaan dalam naungan eksekutif, namun dalam pemilihan
Jaksa Agung, Presiden Amerika tetap harus mengkonsultasikan pilihan Jaksa
Agung kepada kongres Amerika. Kejaksaan di Amerika disebut sebagai
Department Of Justice disebut dengan istilah “Attorney General”''. berkaitan
dengan hal ini, Cornell W. Clayton memberikan pendapatnya berkaitan dengan
kedudukan Jaksa Agung dalam struktur ketatanegaraan Amerika Serikat dengan
mengatakan schaga borikot:

Al i e wevidence aorrettalinge o ogfice s creafive oo sardy operation,
hawever, reveals thai e Ariorner Gederad was ariginedlv perceived as a
Judlicial, rotfier than axvecurtee, Sranch fstiinaion. fr way esradfisfed under an
act crecing the conrrs rowher them one esrahlishing exconroe department. ™12
(Semmug bukti yane meneeliimas penciptaan. dan hjalankannys Kejaksaan,
bagmimanapun, menmmpkapka babwar Taksa Agamg pasls pwulnvea dianggap
selragal peracilan: bukan elsehoul; lembapa cabang. Ine didirikan dengan
tindahan mesciprakan  penpacklan danpads  sam mendivikan  departemen
ekuokumf )

Panangan Comell W Clayion lelah riengaes Bawahi - sehuah kritik atas
independanzi jaksa Amerika dalam melakmkan pelayapan hmkum di tengah
kedudukannya i baveah naumgm cksehutlt Mengmr Comell W, Clayton
perscalan kedudukan adalab  pecsealan pentng karena berkailan  dengan
kapasitas dan inteyritas jaksa i hoegara Amerika,

Berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan

Amerika Serikat ini, Nancy V. Baker dalam bukunya yang berjudul Conflicting

' Yusril Thza Mahendra, makalah yang berjudul; “Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi
Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di bawah UUD 1945”, Jakarta 8 Agustus 2010

12Jaksa Agung pembantu Presiden atau penegak hukum, diunduh pada tanggal 9 Januari
2015, https://ilhamendra.wordpress.com
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Loyalties: Law and Politics in the Attorney General’s Olffice, 1789-1990
mengatakan sebagai berikut :

“The US Attorney General is forever caught between competing demands. on
one side, his political duties as cabinet apointee and adviser to the President; on
the other, his quasi-judicial responsibilities as chief law officer of thenation. In
theory the two sets of responsibilities coexist peacefully. In reality they often
clash." 13. (AS Jaksa Agung selamanya terjebak di antara tuntutan bersaing : di
satu sisi, tugas politiknya sebagai kabinet apointee dan penasihat Presiden ; di
sisi lain, tanggung jawab kuasa-yudisial sebagai petugas hukum kepala negara.
Dalam tzorl dua set tanggung jawab hidup berdampingen secara damai. Pada
kenvataannya mercks scring bentrok).

Meshipun hedwloken faksa Apange dalam: sistem pemilihanmya seorang
Presiden Amerika sudah ber:onsuleasz denpan kongres namun tetap fokus dari
independens Kegaksggn masth menpnd konfrevorsial, Takss Azynye di Amerika
Serikatl digarmbarkan aleh Robert Palnier sebana koadist yang “schizophrenic”,
kargng mamerankan dun funes sckabans, vam sehagn “petugas hukum” (law
officeri sehalipus jupa sebazai “pelupas elsehudl™ fevecwiive officer). Persoalan
rekautmean jaksa rermasuk aksa Agong m secara teorens akan ikur memberikan
kamirilnest sevmmm siumifikom terhadap Kinerae Kejaksaan schagai lernbaga yang
bermizas menjalankan kelotasaan heparm A bidan o peimnmtan .

Trar gontoh problematiks lembyaga negary vang memiliki fungsi pokok
dalam penanganan tindak pidana korupsi di atas di pihak lain, selain

problematika atas kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang

saat pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana

3 Ibid.,
4 Ibid.,
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perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi yang saat ini memperjelas jika KPK adalah lembaga

negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif, dan adanya pengawasan KPK yang

ada di Indonesia di awasi oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan

Korupsi, sebagaimana amanat yang tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2019

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37B yaitu:

1) Thewenn Penwaw as hertugas:

il

ez wust prelaksanann fugas dim s enmm e Komist Pemberimtasan

Kompsi;

. membenkan dsin st Gdak memberikan o irin Penyadapan,

penpoeledzhan, dansataw penyitaan;
ey dan menciaphkoan eode eirk Pioprem dan Pewawe a Komisi

[*ernbarantazar Kompse:

. menerimg dan laporan i masvarakat mingenan adanya dugaan

pelangeeman. ke ek oleh Poapainam alan F’::gelweli Komisi
I*emberantazan Lompst amue pelaneearan ketznman dalam Undang-

Llndans ol

. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran

kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;

dan

. melakukan  evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
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2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia

Dari beberapan ulasan di atas adanya KPE vans merupaksn lembaga
negora viang mempakan rumpun ekskufif vang berimplikasi pada rentan akan
adanwa intervensi aniuk kepentisgan polink weilenie din dapac di jadikan objek
hak Anglket alsh DPR 1AL, terlebth dengan adanya Dewan lenzawas KPK,
pencliti - menvandhohanmea  dengan. pemikaran - Toord Actoan yung pernah
membual  anpkapan desgan  nenzhubunzlan  antars CRompst”  dengan
“Kekuasaim™, vl “Puaper fencl fo corrot, ano clisadal power corrupts
absofuteh balvwa kelmaszaan cendemupe vnmk korupsi dan kekmasaan yang
abzalut cenderyne kuryps ghaolut

NBurdasarkan wemun v mias, mmaka peselite ferank umiel raengangkat
sehuah  penslinan  bherjudul  “Hekonstrukst  Ideal  Keduodukan Komisi
Pemiberantasan Korupsi Dalam Sisicin Ketatanegaraan Republik Indonesia
Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”. Penelitian yang dilakukan, diharapkan

mampu menjadi sarana penguatan KPK dalam sistem ketatanegaraan dan

15 Ermansyah Djaja, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta,
hlm 1
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dalam mewujudkan kapasitas KPK dalam menghadirkan keadilan di Negara

Republik Indonesia.

. Fokus Studi dan Permasalah
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu lembaga negara
yang memiliki peran penting dalam membangun ketertiban dan keteraturan
sehuah nogara hukum  khususnya  perkara  kerupsi. Sclavaknya, Komisi
Pemnberantinmmn Kongesi mendapatkan posisi yang jelas dalam sistem Trias
Pofirls vane saat ol kita amc. Malihat adanva keinginan unmk memperjelas
posisi Tileat Komisi Pemberantasan Boroupst terschot, peneliti ingin fokus dalam
penelitian nantinya diacalikan pada pokok permasalaban sebapai berikut :
1. Bagmmanag konstrukst kedudukan Komise Pemborantasan Kompst dalam
sislein ketatanenaraan Republik Indonesia saal i 7
2. Bagaimana kelemahan-kelemabhan  kedudnkan  Keomisi  Pamberantasan
Forupst dalam sisiem ketaanegaraam Bopubhik Tdemesia saatim ?
3. Bagaimana regulasi rehontuks wleal Ledodukan Komisi Perberantasan
korupsi dalam sistem kotatancgarsan Bepubhik  Indoncsia berdasarkan

Pancasila ?

. Tujuan Penelitian Disertasi

Tujuan dari penelitian yang dilakukan nantinya diarahkan padabeberapa

hal sebagai berikut :
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1. Untuk mengetahui dan mengalisis konstruksi kedudukan Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini ;

2. Untuk mengalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dan kedudukan

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini ;

3. Untuk menganalisis serta menemukan jawaban atas upaya yang seharusnya

dilakukan ke depan untuk merekontruksi secara ideal kedudukan Komisi

Pemberantasan Kormpst berdazackan Pancasila.

D. Kegumaan Penelitian THscri o

1. Manfaat 1 eorns

H

Diharigalcm alapen meenjadi sumber rojuless has penelitian yang akan
detang unfuk menemukan reerl bamp keduduksn Kamisi Pemberantasan
Fotupst dalam sistem kelaanegaiaan sast ini dalam  sewujudkan
keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia berdazackan 1*ancasila;
Trihgrapkem dapat menjadi sumnber ngukan hag pergunem tinggi dalam
mengzajarkan  hepada  mahasizwa wechait kedodukan  Komisi
Pemberantasan korupst dalam sistem keratanc garaan saat iniberdasarkan
Pancasila dalam sistem peradilan di Indonesia;

Diharapkan dapat menjadi upaya untuk melakukan pengkajian secara
eksplisit terkait materi-meteri pembangunan hukum secara kelembagaan
yang selama ini acapkali mengalami dilema akibat ketidakpastian dan

penyesuaian secara kelembagaan.
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2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah baik
eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk menempatkan kembali arah dan
posisi yang seharusnya terhadap konstitusi di Indonesia;

b. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan terhadap
persiapan amandement kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indencsia Labun 1915,

oo Diharapiken hesi ] penelilian nantiny s dapal mempejelas pasisl, peran dan
kedudukan dan Komisi Pemberantasan  Kompsi dalam  sistem
kutatgmesmrrangn saaf int bordasarkan Pancasle dalam sistom peradilan di

Indonesia,

E. Kerangka Konsipinal
Menumt B, Selly Lubis, babosa kerangka konseptnal merupakan
kantruksi konsep sceara miemal pada pembaca vang mendapat snmulasi dan
datomzan kenseplualisasi dan hacaan don tnjauan pusiaka'™.

Pzrubahan kedvdukan dan peranan BPE dalam sooktur ketstanegaraan
Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah

lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas

16 M.Solly Lubis, Filsafat Hukum dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 80.
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pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-

Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan Kepolisian

dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun

eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan
manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun"
adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi

Pemberantasan Kormgpst amau anggota komis scoara individual dari pihak

ekselunl, yudikaul, Tegislaal, prhak-pihak lain yange lethal dengan perkara

tindak pidana kompsi. amn keaclaan dan situasi ataupun densan alassn apapun.
Tiky kit mnot dan sewl kemstifust kite, posist Eamisi Pemberantasan

Keorups: dalam Undang-Undanp Dasar Nepara Republik Indenesia Tahun 1945

tidak dijelaskan swma sckali. Hanya sapa dalam kerenman Undane-1indangDasar

Nepara Repulitik Indoneaia Tahun 1945 hasil amandemen le 4 iempat) Bab IX

Kelmazaan Kehakunan Pasal 24 ayat (2p dan (3] dijelazkan szbagai berikut :

(2% Elekuns wen keebabaroam dilak sl oleh sehush Mabkmnah Agung dan badan
permdilim wang herpda i bawahnvacdalam lingkungan Perudilan Umum,
lingkungan Peradilan Apaima, Iingl_:u.ugﬂn *zradilan Militer. lingkungan
Peradilan Lata Usaha Megara, dan oleh sebuah Mahkamah Koostitusi.

(3) Badan-badan lam vane fungsinya berkattan densan keluasaan kehakiman
diatur dalam undang-undang.

Untuk menjabarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dibuatlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 menjelaskan bahwa :
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(4) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sertaMahkamah
Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasan kehakiman.

(5) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelidikan dan penyidikan;

b. penuntutan;

c. pelaksanaan putusan;

d. pemberian jasa hukum; dan

e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

(6) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekvazaan kehakiman diamir dalam undang-undang.

Dialam penjelasannyva, Undang-Undang Nomaor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman mengartilean istilah das “hadan-badan lain™ dalam Pasal
3& Avat (1) dinwarakan antara lain kepolizian, Kejaksasn, acdvolat, dan lembaga
pemasyarakalun dan komia pemaherani=am korupst Menuru ITnling-Undang
Neomor 30 Fahue 2002, Kamist Pemberantasan Kanps: (KPE) sebagai lembaga
pembuerntas kompst vime kuat bukam bermda di Tusre siztom ketatanegaraan,
tetapi justin ditempathan secara vuridis di dalam ¢iziem k2ialaneparaan karena
pilar penegak hukum  Indonesia  berada dibawah  kckvasaan  kehakiman
merryimghkuol proses dan labapan dalam peradilan dian Bagian dari prinsip check
and Bafences antara  kelmasaan  eksekntif dan vudikatif. Ada perubahan
kedudukan dan peranan KPK dalam strukturketatancgaraan Tndonesia menurut
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-

Undang menibulkan beberapa pendapat yang mempertanyakan Independiesi dari

Lembaga KPK.
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Posisi, peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yangsaat
lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif tentunya mengindikasikan
adanya pengaruh yang terjadi pada kinerja, kebijakan KPK nantinya dalam
proses penegakan hukum. Idenpendensi Komisi Pemberantasan Korupsi akan
mempengaruhi bentuk moral yang toleran bagi kepentingan kelompok.

Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada selama ini
memang masih perlu divge apakah memang sudah scsual jica Komisi
Pemherantasan Korupsi i hawah ssmgzan Temibagn ehsekulil, yany mana dapat
dijacikan objek hak angplet oleh Dewan 'erwalalan Kakorar (D11 RI) dengan

mymentingkan kepentingan kek vasaan dalam menjalankan tneas dan fungsinya.

. Kerangka Teori

Teoi yang akan digunakan dalam penelitan sanunya secara spesifik
peneliti uratkan sebaga berikut :
1. T'eori Keadilan berdasarkan Pancasila Sebnead Crand Theory

Diskwisus antaia ok dan keadilan selalu diarahlan pada vpaya untuk
menemukan kednanya pada sebvak subsistem dalam MNegara. Lalam sila kelima
Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adapun hukum
yang adil bagi bangsa Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
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Keadilan merupakan nilai penting dalam hukum. Hanya saja, berbeda
dengan nilai kepastian hukum yang lebih bersifat umum, nilai keadilan ini lebih
bersifat personal atau individual kasuistik!’. Bangunan keadilan di antaranya
telah tertuang dalam pemikiran teori keadilan yang salah satunya digagas oleh
Aristoteles. Aristoteles memandang keadilan dalam dua bentuk yaitu keadilan
distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles
berfokus pada distribusi, honor, kekavaan, dan barang-barang lain yang sama-
sarmin  Wisa  didapatkan  dalms omasymakal. Dengan mengesampingkan
“pembuktian” matemars. jelazslah bahwa apa vane ada dibenak Aristotelesialah
distrihust kekayasm den harane bethargs lain berdgsarkas nilan wang berlaku
dikalanpan warga: Distrilbusi vang adil boleh jadi merupakan distibusi yang
sexuai degan milgi-kebaikannya vakni nilginys bagl masyarakar'®

Di sign lain, keadidan horekil berlnhos pada pembeiulan sesuatu yang
salah. Jika suam pelanzearan cilanegaratan kesalahan dilakukan, maka keadilan
korekuil honsaha memborikan Lampensasi wang memadai bag pihak yang
dirnaikan; jila snam kejahavan telah dilalalkan, maka hukuman vanasepantasnya
perlu  diherikan kepada sepelaku. Bammmanapun, kieniggkadilan  akan
mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah
terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, nampak bahwa keadilan korektif merupakan

17 Sidharta, 2006, Moralitas Profesi Hukumsuatau Tawaran Kerangka Berfikir, Refika
Aditama, Bandung, hlm 80

18Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspek tif Historis, Nuansa dan
Nusamedia, Bandung, hlm 25
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wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya
pemerintah.'

Pandangan kedua keadilan di atas yaitu keadilan distributif dan keadilan
korektif merupakan ruang lingkup keadilan yang berdimensi jama’. Keadilan
yang berdimensi jama’ adalah keadilan yang mencoba ingin mempertahankan
kepentingan bersama dibandingkan legitimasi kepentingan individu.

Lebih jaub memaban keadilan Arnsteteles menemparkan keadilan
dengan membaginyg ke dalam kategon schazai benkut ;

a. [Keadilan Komadaul: perlakoan tethadap sesotang dengan tidak melihat jasa-
Jasa vane telal diberikannya:

b, Kemdilan Distabunil perlaki terhadip seseranis sesuni denean jasa-jasa
vang felah diberkanmv;

c. Keadilan Kedral Alam @ memben sesuatn sesua dengan vang diberikan
crang lam kepada kita;

d. Kemdilan Komvensiomal - kesulilan wanwe dliberikan jiks scorang warga negara
elah tenanti segala petaba s perandeme-undoiman vang tela diberikan;

e. keadilan [erbaikan : keachlan vane diberikan jika sesearang te.ah bersaha
memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.?’

Pandangan tentang keadilan juga dikemukakan oleh Jhon Rawls. John

Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi

Obid.,
20K eadilan menurut aristoteles, diunduh pada tanggal 12 Januari 2015, pada situs yang
beralamat di http://harris-setyawan.blogspot.com
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kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama,
memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas
seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali
kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan
yang bersifat timbal balik (Reciprocal Benefits) bagi setiap orang, baik mereka
yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung?'.

Imsini keadilan sccara wmum  dapat dismikan memopakan  kondisi
kebemaran iileal dan secarn roral mengena se<uain hal, bk menyargkut benda
atan crang. Memunit sebagian besar recn, Keadilan memiliki rinplkackepentingan
yang hesar, Jahn Bawds, filsuf Amenky Senkal vang dianagsp solah satu filsuf
politik ferkemuok s abad ke-20, menyalakan bahwa “Keadilan adalzh kelebihan
(Viriney portama dani insotest sostal schagaimana halnyakehenaran pada sistem
pemikiran"™.

Keadilan tenmnva jika dipabama sebagan hal vany bersifat ideal. Sifat
yan ideal dalum hal imi aban mengadi henk g hers Bl prioritas. Arah dan
benmk dari suamn karakier prerias =nmnya aken mewnjudkan tatanan yang
lebih mengedepankan bentuk kosorastan dan keseymbanagan dalam menjadikan
hasil akhir dari kata-kata adil.

Pandangan keadilan juga dikemukakan oleh Thomas Aquinas dengan

membagi keadilan secara umum dan keadilan secara khusus. Keadilan umum

21John Rawls, A Theory of Justice, London: Ox ford University press, 1973, yang sudah
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Teori Keadilan,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 37

22 Keadilan menurut aristoteles, diunduh pada tanggal 2 Januari 2015, pada situs yang
beralamat di http://harris-setyawan.blogspot.com
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dijalankan untuk memenuhi kepentingan umum yang dalam hal ini melalui
peraturan yang ada. Sedangkan keadilan khusus atas dasar kesamaan atau
proporsionalitas.

Senada yang disampaikan oleh Thomas Aquinas, Soekanto menyebut
dua kutub citra keadilan yang harus melekat dalam setiap tindakan yang hendak
dikatakan sebagai tindakan adil. Pertama, Naminem Laedere, yakni "jangan
memgikan orang lain", sceara luas asas ind boram " Apa vang anda tidak ingin
alarmni, janganlah menyehatdom orange Lain men galaminy ™. Kedww, Soum Cuique
Tritwere. vakni "bertindaklal sebanding”™. Saeara Juas asas i berarn "Apa yang
balch anda dapat. Warkanlah orang Tein berusahy mendapatkanaya”. Asas
pertama merupakan seqcli cguandiip vang dilojulan kepada umum scbagai asas
pergaulan hidupy Sedarshkam asns Kedin mengakam asns egedi) yang diarahkan
pada penvamaan apa vang tdalk berbeda dan membedakan apa yang memang
tidak samy™’,

Fotemtpan untuk memdapatkan keadilan memane bukan semata-mata
sehagm perwujudon sikap cava memperalshnya, akan wiapl ketentuan yang
secara hakiki merupakan wupud dan adanya keberpihakan melalvi ketentuan
yang telah disepakati. Praktik tersebut nantinya akan menjelaskan bahwa
keadilan adalah pengingkaran terhadap keberpihakan secara buta.

Dalam Islam sendiri, keadilan sangat menjadi perhatian serius untuk

diwujudkan. Baik dalam ranah sosial, hukum dan ekonomi, keadilan adalah

23 Abdul Ghofur Anshori, 2006, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Gajah
Mada University Press, Yogyakarta, him 51
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pondasi utama yang menjadi faktor ketagwaan seorang muslim. Al-Qur'an
menggunakan term (al-'Adl) dan (al-Qisht) untuk pengertian keadilan. Dilihat
dari akar katanya, term al- "Adl terdiri dari huruf “ain, dal dan lam. Maksud yang
terkandung didalamnya ada dua macam, yaitu lurus dan bengkok. Makna ini
bertolak belakang antara satu dan lainnya. Intinya ialah persamaan atau al-
musawah®*.

Savvid Outhb menafurkan keadilan bersifat sediad vang berarti meliputi
kendilian vany menveluruh disniarg semnie measia, bukin keadilan diantara
sezama kanm muzlimin dan terhadap abli Frtal sgja. Keadilan mempakan hak
setiap mangsta gk nan gtampen kafie, roman agopen g, orang harkulit putih
ataupul berkulit hitam orang acaby aldupudl Oang diee (e acaby ™.

Heberapa asar AL Quran yame menvatakan tenmm e kew ajihan berperilaku
adil diaslarasya datam fuman Alah SWT.

1. Karakanlah, "lubaoky memenntahkan menjalankar @/-givtf (keadilan)"
(surah al-A w29

2. Sesunguuhnva Allgh memenntabkam borlako acdil dan berbag: thsan
(hebajikan) {Surah al-Mahl16; 900

3. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan

24 Abi al-Husain Ahmad Tbn Faris Ibn Zakariyya, 1979, (Selanjutnya disebut Ibn Faris)
Mu’jam Magqayis al-Lughah, Juz V, t.tp : Dar al-Fikr, hlm. 246.

25 Sayyid Quthb, 1412 H/1992 M, Fi Zhilal al-Qur an, Jilid 11, Kairo : Dar al-Syuruq,
Cet. XVII, hlm. 690.
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hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil).
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat. (Surah al-Nisa/4: 58).

Madjid Khadduri menyatakan bahwa konsep keadilan dalam Islam

sedikit banyak menjadi sorot perhatian untuk dikaji. Dalam bukunya, Madjid
Khaddun vang benudul The Melowic Coneepdion of justice menyatakan bahwa :
In fhe meders e, fidffowaee o foug parine of siouoafon i decadence, the
schintars funve resoned fhie defiare on fasiice Wi reseaed vigor i ovder to meet
the faw cfioelienges of ffe creoted by pressarey fiom wirhin aid from without
Istamic sovicn="
(D waman mamdern scielah poniode panjang sfagnast dan kemunduran, para
ulamy tetals kembali perdehacm kmiang keadilan dengm seangat baru untuk
mepenutin lantanean bar kéhdupan yang dicipiakan oleh iekanan dari dalam
dan dari luar masvarakat 13lom}

Pernvataan Madjid Khaddooi dapab Tl singuodkan baliwa wlech adaspirit
baru para sfamo dan fireRc” dalam meondalann keadilan s=bagai bagian
terpenting dalam sehush hukum  Padi =51 Bing, adanys kemuonduran yang
dialami oleh Islame dan tekasan dari dalam maupus dan luar Islam
melarabelakangi perlynyva ditymuskan kembali makng koadilan sesungguhnya.

Dalam pandangan Madjid Khadduri, berkaitan dengan keadilan beliau
menegaskan bahwa :

The law provides no specific measure to distinguish between just and unjust acts.
It devolved therefore upon the scholars to indicate the underlying principles of

Jjustice which would serve as guidelines to distinguish between just and unjust
acts. Although these principles have not been brought together

26 Madjid Khadduri, 1984, The Islamic Conception Of Justice, the Jhon Hopkinds
University Press, Balltimor And London, p 228
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and correlated into a coherent theory of legal justice, they may be grouped into

two categories, each embracing a distinct aspect of justice. These aspects may

be called the substantive and the procedural, and the meaning of justice in
each necessarily varies from one to the other.

1. The first category consists of those elements of justice which may be contained
in the substance of the law. But is not the law, which is only a set of regulatory
rules that determines how much of the elements of justice its substance must
contain, the lawmakers decide how much (in quality and quantity) it must
contain. The Shari’a, consisting of the laws drawn from revelation and
wisdom (qur’an and traditions) as well as from derivative sources (consensus
and analogy), is considered to contain the justice laid down by the divine
fepisharar, The scolars, in the groot debate abonr fustice. indicated the
eleinenty of frstice which the Jow coseaing,

2. The secancd apect of melice s procedorad, N concenalile thot a certain
siwiten fee weae e conpletel) deveied G elesendy o sufsoaalive justice, and
ol if possceses Males of procediie which are shsemved with o certcin measure
o cofierence, rogularing ond portialine. consriruring thar which is called
Fewwsnead frctiee Theee pecesisis of Tenes dowiadi-deornaie prtaceefliirg e wivtern jurists,
o v cespreed o ol fussice. Proce el eule o fuxiice, Saowever, vary from
et Sesdem of faw o duoftery B eool sistes i ever I be goceptable to a
SR SRcial). Frial devolag fis s procedioal plles, inckidling their impartial
qpplicanin, i aueardanee wirl the worey and sociod furkite of that society.
e e afvevened these procediral ey, ohe Risher & ihe guaiity of formal
Jhaslice reveoled it freociicidor sistent of i, Hoeiever fhese rules are
femorod o incopropeiarely opplicd, procedian! in fusrice ovises. Legal
infu oo mials oo pesiat froan o deciion convidense congrony o the latter
rar Sfer wprit enf e e Tl diain el r:';lr_';':.r'.'.f.ir.-:«r_}’rln'.'h; wiricilv spewking, of the
Cadenrery o SRR Tee Jo i e

Undang-undang tidak mernberilom akurm Rhsos afuk membedakan antara

yang benar dan adil tindakan: {3leh karena itu dilimpabkan pacda ulama untuk

menunjukkan pansip-prinsip vane nendazar keadilan vang alkin menjadi
pedoman untuk membedakan antaca vang benar dan adil ondakan Meskipun
pringip-pringip it belym chbawses Borsgmg-sama dan hoerk orelys memnjadi sebuah
teori yang koheren dari keadilau hukui, mercka dapat dikelonipokkan menjadi
dua kategori, masing-masing merangkul aspek yang berbeda dari keadilan.

Aspek-aspek tersebut dapat disebut substantif dan prosedural, dan makna

keadilan di setiap aspek tentu bervariasi dari satu ke yang lain .

1. Kategori pertama terdiri dari unsur-unsur keadilan yang mungkin terdapat
dalam substansi hukum. Tapi bukankah hukum, yang hanya satu set aturan
regulasi yang menentukan berapa banyak elemen keadilan substansinya
harus berisi; anggota parlemen memutuskan berapa banyak (dalam kualitas
dan kuantitas) harus berisi Syariat, yang terdiri dari hukum yang

¥ Majid khadduri, Ibid., p 135-136
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diambil dari wahyu dan kebijaksanaan (qur'an dan tradisi) serta dari sumber
derivatif (konsensus dan analogi), dianggap mengandung keadilan yang
ditetapkan oleh legislator ilahi. Para ulama, dalam perdebatan besar tentang
keadilan, menunjukkan unsur-unsur keadilan yang mengandung hukum

2. Aspek kedua adalah keadilan prosedural. Bisa dibayangkan bahwa hukum
sistem tertentu mungkin benar-benar tanpa unsur keadilan substantif,
namun ia memiliki aturan prosedur yang diamati dengan ukuran tertentu
koherensi, keteraturan, dan tidak memihak, yang merupakan apa yang
disebut peradilan formal. Proses hukum, prosedur yang dikenal ahli hukum
Barat, merupakan aspek keadilan formal. Aturan prosedural keadilan,
bagaimanapun, bervariasi dari satu sistem hukum yang lain;tetapi masing-
masing sistem. jika pernah dapat diterima alzh suam masvarakat tertentu,
hams mengembangkan aturan proscdural sendin, rermasuk aplikasi yang
bevimbeng mercka, sesoal dengan adal dstiadal dan kehiasaan sosial
rvasyarakal il Semabin e aluemi-aluran prosedural, semakin tinggi
lualias peradilan formal emnekap dalam sistem huloum ertentu. Setiap
kali atmran ing digbaikan atau tidak tepat direraplian, prosedural dalam
keadilan momayl . Ketidakadilan hukura myngkin juga tegadi dari hasil
keputsan dianueap berfentamgin dengan g ferikhic ata semangat
huboset. Tapi inl semacaey keadilan jawh, woeasiva, dar kalegori keadilan
cubsLantif,

Dua kateson keadilan cdalam persgjudannya menurnt Madjid Khadduri
menjadi sebipah hentuk dan e implementss keadilan vang sesungauhnya. Pada
tahap perama yaile keadilan subianse akan mengulas wntang nilai-nilai yang
terkadung dalam schyab aturan. Pada mhap kedua vaimo keadilan prosedural
mergaban wpiya newgudban kadifan melald mekanisme vang dijalankan
baik seperti halnva wvang dijalankan oleh penspadilan aran melalus instrument
lembaga lainnya.

2. Teori Hukum Progresif Sebagai Middle Theory

Salah satu penyebab kemandegan yang terjadi di dalam dunia hukum

adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang

sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol yang bersejalan dengan
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tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan
multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya.?®
Positivisme inilah yang seharusnya ditinggalkan jika kita ngin menjalankan
konsep Negara hukum secara utuh dan Negara hukum secara utuh harus
menjalankan sistem hukumnya dengan baik.

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman® menyatakan bahwa
sehagi  suatu sistom hukum dap sisem kemasvarakatan, maka hukum
mencilowp W leornpomen e
l. I'arrama-tama. sistem lubmm mempunval somknor. Siseem hukum terus

berubhah, ngmum bapgsan-basan sistem ity horobah dalam kecepatan yang
erbeda, dan seiap bapian berubah udak secepat bagian i#reniu lsinnya. Ada
pola jangks pengang vany berkosinambungan aspek sistem wvang herada di sini
lemarizt (atae hahkan pada abad vang lecakhiv] akan berada di situ dalam
Jangka panjang. luilah stokioe sisrem hokom keranska aranrangkanya, bagian
wiig Letap bevlahian, buga me nemben semacarn hentoh dan batasan
rerhadap keselumhan. Souktur sistern hukwm eerdine dacd uasur berikut ini :
Jumilah dan glogran pengadilan, vumsdiblesmyy (vartu, joniy |_-q-rkara yang
diperiksa, dan bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu
pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan
sistem hukum semacam foto diam yang menghentikan

gerak.

28 Sabian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Belajar, Yogyakarta, him, 219
2 Lawrence M. Friedman, 2001, American Law An Introduction Second Edition (Hukum
Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hlm 7-9.
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2. Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola
prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti
“produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu
keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
Penekannya di sini terletak pada hukum hukum yang hidup (Living law),
bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (law books).

3. komponen ketiga dan sistem bukum adalah budaya hukom. Yaitu sikap
mansin ethadap hokome dan sistem ik kepercayaan, wilai, pemikiran,
serta harapanova Deppan kata lain budava dukum adalabh svasana pikiran
sostal e kekyrran sosial vang menentgkan basmmygng hukpm digunakan,
dilvindari atac disgalah poenakan. Tanpa budaya bukwm, sistem hukum ity
sendin tidak skan berdsys—scpert tkan vang man terkapar di keranjang,
bulian sepert ikan hidug vano berenane di lauinya.

Dalam kaitan ini, Satppio Babardje meovatakaw, tidak mudah untuk
menubah peribaky hukom bangsy Indoncsia yang pomah dijgjsh menjadi
bangsa yang mesdeka, kivend wilito T pubuh 1ina Tahun Belum cukup untuk
melakukan perubahan secara sempurna™.

Dalam catatan pemikiran Satjipto Rahardjo mengatakan: baik faktor,
peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum
lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan

bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri.

30 Satjipto Rahardjo, 1996, Pendayagunaan Sosiologi Hukum Dalam Masa Pembangunan
dan Rekstrukturisasi Global, Makalah Seminar Nasional, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 12-
13 Nopember, hlm. 3.
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Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia,
khususnya kebahagiaan manusia.®!
Posisi manusia dalam hukum progresif sangat ditempatkan pada posisi
yang sentral. Dalam hal ini hukum itu bukan merupakan suatu institusi yang
absolut dan final melainkan sangat bergantung pada manusia melihat dan
menggunakannya. Manusialah yang merupakan penentu dan bukan hukum.
Meinghadapkan manusia kepada hubum mendorong kita melakukan pilihanyang
kil Letapi priacda hakileatred beiwi-letnd hubkorn yany ada beraker pada kedua
faktor tersebut. Semakin =vam tecrl berpeser ke faktor hukaun, semakin
mengangean hukum sesaat viane muttak otonomny dam fingl, Semakin bergeser
ke manusia, semakin teori i ingin menibecikan ruang kepada Cakio manusia®”,
Mlenurut - Sagipin Kolnmblpo,  Pencsaban hokwme  grogresif adalah
menjalankan hukm tidalk hanya sekedar kam-kata hitam-purcih dasi peraturan
(wervelivge & ifee detter), melainkan menyryt semangat dan makny lebih dalam
(ter ey aecofe) dard undang-undang alao hobkos, Penecakan hokum tidak
hanya kscerdazan inteleltual. melainkan dengan kecerdasan spirirval. Dengan

Kata Tain, pencszakan hukum vanyg dilakukan dengan pengh detenninasi, empati,

31 Qatjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan

Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. ix

32 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum

Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 39
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dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk
mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan.*

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo memahami hukum progresif dengan tidak
hanya memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan
sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Dalam
konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk
terus menjadi. Hukum adalah mstitus wang sceara torus mencrus membangun
dan mengubids divinva memngeo hepada nghal kesemponaan yany lebih baik.
Kualitas kesempurnaan disint biza diverfilasi ke dalam faktor-faktor keadilan,
kesggahterman, kepedulian kepada rakecat dam Lin=lain. Tnilah hakikat “hukum
yang selalu dalam fuoses menjadi fan @ o erocess, dau 0 e moking) >t

algm haboani, sagipee Bahardjo menguop ueapan Taverne, “Berikan
pada saya jakss dan hakim vang bail, maka denpan pesaluran vang buruk
sekealipnn sava bisa membuat purusan wane bkaik™. Mensuramakan perilaku
(meanusia b daripada peraturan perundane-undangm sehaws Gk elak paradigma
penesakan huknm, akan wembava kita notk memahamy hukum s=kagai proses

dan provek kemansian E

33 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta

Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii

3% Faisal, 2010, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.

35 Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik

Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, hlm.
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Metode penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan

hukum yang progresif sebagai berikut :

a.

Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat
permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan
dengan melihat case by case.

Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan
(epele Breahingd dengan mebbar dinamika  mesvarakat, tetapi  tetap
betpedomm pade hukoss, kebesaran dan keadilan seria memihek dan peka
pacla nasil dan keadaan bangsa dan necaranya

“otode penemugm s hukum  vang dapai membawa kescjaheeraan  dan
lkemnakmuran gidsvarakal doe juza dapal membawa baggsa dan Negara

36

kel than keterpurekan dan ket daksiablan sosnd seperin saani™.

Lahirnwa metode penemuan hulaun secara procresif ersebut sebagai

bagian dari upava menjadikan bulum vang berlaku dapat efelqif. Disisi lain

keburakuan hukom uelak daped dilepasham dan adoritas di helakanenya. Dengan

kara lain, huloum membunihkan otoritas. Danean demikian, tidak pamah lekang

dari

amlu kekaatan (power refodions) dalam |||.5|=;::r'a|1'.5|hc:-:|1:"T Oleh karenanya

melalui metode yang secara akuratif mewujudkan sifat visioner mewujudkan

terobosan dan membawa misi kesejahteraan dapat menjadikan kekuatan-

kekuatan negative tersebut dapat diminimalisir sedemikian rupa.

hlm 130

36 Ahmad Rifai, 2010, Opcit., him 93
37 Sadjipto Rahardjo, 2009, Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum, Bayumedia, Malang,
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3. Teori Pemisahan Kekuasaan sebagai Applied Theory

Dalam sistem politik di dunia, dikenal adanya ajaran Trias politica.
Ajaran Trias politica dimotori oleh pemikir Inggris yaitu John Locke danpemikir
Prancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajaran tersebut:
a. Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang;
b. Badan Eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang;

c. Badan Yudikatif, vaitu badan yang bertuga: mengawast polaksanaan Undang-

E

unidang, memerkes dan mtngadi]in}'ﬂ":

Diunjae da aspele permsaban kekudsaonoya, orpanisas: pemerintah

dapat chibasi choa, waity o pemisahan kckossana sceara horizontal didasarkan atas

sifut nggas vang borhelp-beda jemianvi vang menimbulkan heibagal macam

lembags di dalam suamn negard. dan pemisahan kekmasaan secera vertikal

menumaf finghat pomernialem, melahitkae lgbumean antars pusat dan daerah
dalam sistem desentralizas dan-dal.onsenoasi™.

Pemizahan kekuasaan dalam hahass Indoncsis morupakan terjemahan

dari konsep sepecaiies of peaer herdasatkan wesai o feios jeefirica menurut

pandangan Moustesque. hamis dipisabkan dan dibedakan secara struktural

38 Mohammad Mahfud, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, him
165

3 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, cet. Ke- 5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Jakarta, hlm.171
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dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan organ
negara lainnya.*

Dalam sistem pemisahan kekuasaan Giovanni Sartori membagi sistem
pemerintahan menjadi tiga kategori : Presidentialism, parliamnetary sistem, dan
semi-Presidentialism. Jimly Asshiddigie dan Sri Soemantri juga mengemukakan
tiga variasi sistem pemerintahan, yaitu : sistem pemerintahan Presidensial
(Presidensinl siatep), sistom padementsr (porlizmneiory sisteniy, dan sistem
permerinbahan cumpurian (aeored sifear wlan el -.'.'-.'Efmj'”.

Dalam astam patementer hubunzan antara ekselmnf dan badan
perwakilyn samgat craf. Hal i dischablean gdimya pertsmgaung jawaban para
menten rhadap parlesssn, maka setiap  kabinet yang  dileatuk  harus
mempreraleh dufkvrgan kepercayvame domzam i terhanyk thna paalemen yang
berarti bahwa segap kehijaksanaan pemenntah an kahiner tidak boleh
menyimpang dar apa vang dikehondaks oleh parlernen i

Timby Asshiddigie mengemiubakan hahwi selain pemisahan kekuasaan
dapat diartikan secara marenl dan founil, pemisahan kelmasaan dapat bersifat
horizantal dan pemisahan kekuasaan heratat veritkal - Pomnisahan kekuasaan
bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-
fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling

mengimbangi (check and balances). Sedangkan pembagian kekuasaan

“0Jimly Asshiddigie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta
hlm 15

41Qaldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi
Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24-25

42 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Op.cit., him. 172
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bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal
kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang
kedaulatan rakyat.*’

Berbeda dengan parlementer, pada sistem Presidensial, pemerintahan
lahir sebagai upaya Amerika Serikat menentang dan melepaskan diri dari
kolonial Inggris dengan membentuk sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu
pemisahan kckuasaan antama lemislatf dan cksckutif schagmmana konsep Trias
peiliiicu-nya I".-'hliLlc:Hquil:lL”.

Jimly Aszshiddigie mengemulakan sembilan larakter pemerintahan
Presidensial sebagsi bevikor™ -

L. Tertapal permisahan kehonsam cang jefas anbara cabang keluasaan
cksckutf don lems

2. Presiden meropakan eksehulil wnggal. Kekuasaan elkselutil’ Presiden tidak
terbael dan vane ada hanya Presiden dan walkil Presicden saja;

3. Kuepala pemermighan adalah sckalides kepala negara aran sehiliknya
kepaly newmoa adalah seleli zus kepali pemeniniahan;

4. Presiden menpanzkat para mentarl sebapar pembantu aran sebagai
bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;

5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian

pula sebaliknya;

4 Jimly Asshiddigie, 2004, Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan
dalam UUD 1945, FH UII Press, hlm. 35

# Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Reformasi, Buana Ilmu, Jakarta, hlm.316

4 Jimly Asshiddigie, ibid.,
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6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;

7. Berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu pemerintah eksekutif
bertanggung jawab kepada konstitusi;

8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;

9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat.

Adanya pemisahan kekuasaan tersebut diharapkan membentuk adanya
kercraturan atas pengclolaan Negara, Pengelolsan Megara tidak hanyve digunakan
misialil duri sehuwah lernbaga semisal lanyva ekselolil, namun keseimbangan
angar lambapa akan menjadi penenty tecwjudaya pola dan kinacja vang secara
sistemik mgmp mewyjudham cit-citn come dibmmapkan,

Mude. Kosmaidi dalam bukosa jupa menyeboutkan baliwa hegunaan dari
prinsip Triey gefiviea ity wntuk mencezah adanya konsentrasi kokuasaan di
bawah salu @nean dan poinsip cfécks and Modaaces 2uia mencegah adanya
campur tangan aotar badan: schingsa lembaga yang sarw tdak dapat
melakosarabean hewernmgen yany dilakokan oleh lembaun Lon, Tlal i1 sesuai
dengpan ketentuan vans ciatur dalam kenatinos:™.

Tsnlah  pomosghan kekpasgan dalam bghasa Tdemesin merupakan
terjemahan dari konsep separation of power berdasarkan teori trias politica

menurut pandangan Monstesque, harus dipisahkan dan dibedakan secara

46 Muh. Kusnardi dan Bintan R Saragih, 1983, Susunan Pemisahan Kekuasaan Menurut
Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Gramedia, Jakarta, hlm 31
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struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan urusan
organ negara lainnya.*’

Pada prinsipnya pemisahan dan perimbangan kekuasaan negara
tercermin dalam keberadaan lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga Negara
diciptakan memiliki antomi yang berbeda-beda. Perbedaan lembaga Negara
tersebut tentunya membentuk sebuah jalinan kekuasaan yang lebih pada upaya
menciprakan unsur-unsur vang saling mengakomadatif antara sam dengan yang
lain hnpa harus adanva kepenhingan individi yang acapkali mempengaruhi
sebnah lembaza.

Terdapat kondaksepahaman terhadap frioy pefiiics, dimuan berbagai
argumentas sebapai berilout:

a) Pernpmahan routhak akan menenbihatkan adanys badan benegaraan yang
tidalk ditesapatkan di basal pengawasan suala badan keneparaan lainnya.
lidak adenya penpawasan ol berarti adanya badan kepeparaan untuk
buerfindak oelampan batas koekoasaamyn dan kerasama aniara hedan- badan
keneparaan ima menjadi sulit;

b} Farena ketign fumgst terschut masmg-measmy hanya haleh diserahkan
kepada satu badan kenegaraan tertentu saja atau dengan perkataan lain tidak
mungkin diterima sebagai asas tetap bahwa tiap-tiap badan kenegaraan itu
hanya dapat diserahi satu fungsi tertentu saja, maka hal ini akan

menyukarkan pembentukan suatu negara hukum modern (modern

4TJimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta
hlm 15
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rechstaat) dimana badan kenegaraan yang diserahi fungsi lebih dari macam
dan kemungkinan untuk mengkoordinasi beberapa fungsi*®.

Adanya pemisahan kekuasaan semestinya diharapkan sebenarnya
merujuk pada keinginan semisal pada lembaga Legislatif, kepentingan rakyat
dapat terwakili secara baik karna merupakan cermin kedaulatan rakyat. Selain
itu lembaga ini juga mempunyai fungsi sebagai check and balance terhadap dua
lembaga lainnva agar odak togadi penyvelewengan kekvasaan dengan begitu
jalanmva pemenintaan hise bejalan elekiif din elisien ™.

Cearmin cac efeed ang baleneg ntamanyva diarablkan pada penguatan
ekskutt ataw polaksang teknis hamoears FBorboda denean legislatif dan
yudikatil, lenzsiehsehudl lehib banyak  menjadi soroian karena selama
menalankan eksstiensinya ehschon? lelb conderume berhenink elsistensinya
dan lanegsung dapat meajadi cefersnsi clel masvarakat uetul dijadikan
referenyimyvy.

Denpan demikian funosi pemerinah merepakan ugsi menpatur, policy,
pengawasan, mamerntab, sehinspa dalam organisast terbesar (negpara) di miliki
oluh pumerintzh {pemuunsa nemara), demean demmkam jelaslah hylwmgan antara
kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan yang berkuasa dengan hukum,
karena hukum itu sendiri adalah aturan atau tingkah laku yang pada ghalibnya

membicarakan persamaan hak dan kewajiban manusia™®.

“Bachsan Mustafa, 1990, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Citra Aditya Bakti,
Bandung, him 4

4 Miriam Budiardjo, 2006, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, him. 159.

39 Koentjaraningrat, 1985, kepemimpinan dan kekuasaan, Sinar Harapan, Jakarta, hlm 25.
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Arah dan cara pandang dari setiap lembaga Negara tentunya tidak

terlepas dari bentuk baku kebijakan hukum nasional. Kebijakan hukum nasional

salah satunya tertuang dalam TAP MPR No IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis

Besar Haluan Negara, terutama BAB IV. Pada bab itu disebutkan tentang arah

kebijakan bidang hukum yang terdiri dari 10 butir, yaitu

1.

Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk
terciptanva kesadaran dan keparshan hulum dalam Kerangka supremasi
hukum dan tegaknva nesara hykom.

enata sistem hukom nastonal wane menyelurgh dan tempadu dengan
meenakut  dan menghommali hokum agwma dan hukoern adat serta
meernpetbaharui petondane-undangan warisan kolonial dan hulum nasional
vane diskriminatt rermasuk keticakadilan eendsr dankeridalkzesuaiannya
densan toumtan reformazi meladn program legistazi.

Menegakkan hvkom secam konsisten uotuk lebih menjamin kepastian
hubevn, kesmdilan dam kebenaran, sopremast holoom, seria memghargai hak
Asasl Mmauusia.

Melanjuckan  atifikasi keovensi internizional. terusama yang berkaitan
clemgzam bk weast mramesia sesoed demgen kebutnhan dan kepeningan bangsa
chalarn el undists-umdan e

Meninskathkon inteetos moral don keprotesionalan aparar penegakhukum,
termasul: Kepolisian Megara Fepoblik Indeoesia. unmk menaumbuhkan
koporcaygan masyarakat dongan omeningkatkan kesgpahtornan, dukungan
sarang dan prasgmma hukun, pendidikan, serta pensswasan wan g efektif,
Mewujudlan lembaza peradilan vang mandiee dan ebas dan pengaruh
peizuasa dan pilak manapun.

Menpembanakan  peratan o perundans-undangan vang  mendukung
lesiaran petekonomian dalam menpghadapi 203 percdlapansan bebas tanpa
merumhkan kepentimgan nasiongl,

Menyclenggarakan proses peradilan secara cepat, mudal, murah dan
terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap
menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan
perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam
seluruh aspek kehidupan.
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10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukumdan
hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas>'.

Ajaran pemisahan kekuasaan juga dipraktikkan dalam Islam. Secara
subtansial seluruh ajaran syariat Islam berorientasi pada kebaikan dan
kepentingan hidup manusia. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah mengatakan
dimanapun ada kemaslahatan bagi umat manusia disitu pasti ada syariat Allah.
Jadi, svariat Islam mensakomodasi seeala hal vane menciptalian maslahat
sebunvak-hanyvaknya hagi umat mamusia, Al Syatibi memperivegas adanya
kemaslabatan denpan mengatakan ot polivk [slam adalab eendatangkan
maslahat sehanyak-hanvaknya bagi manuzia dan menolak meeficrot sebanyak-
banyakryi dan wanusia. Decangkay dan sinilab akan jeibeniuk kesimpulan
bahwa kemasiahatan vang kemmdian menenmban sikap dan kapumsan politik. >
Dalame prakceborn, kelenbam adaeve -Remaslahalm Gidak serta merta

datang secarn wha-uha. Adanya suokio lembapa Mezara vang baik merupakan
inti sarl dan terbentukova kemaslahatan rersebut. Baik ino dengan jstilah Trias
peliwe alan . dengsn Asileh yange dain dalam Tslamn emiunya sangat
mempengarubi  dari  pencapaian  Kemaslahatan  vaneg  acda.  Pencapaian
kemaslehatan terscbut utamanya adalek delam lembage poredilen yang dalam

teori Trias politica disebut dengan lembaga yudikatif.

5! Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, 2012, Dasar-Dasar Politik Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, him 94-96

33Anis Mata, 2007, Menikmati Demokrasi Strategi Dakwah Meraih Kemenangan, Insan
Media, Jakarta, hlm 75
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Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemisahan kekuasaan eksekutif
dan yudikatif sangat kentara. Bahkan dalam sebuah kisah dijelaskan bahwa
Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika harus mencari keadilan atas baju perang yang
hilang dicuri, tidak semata-mata kemudian meminta secara langsung kepada
orang yang mencuri baju perangnya, akan tetapi melalui proses peradilan yang
saat itu mencari keadilan melalui seorang hakim bernama Syuraih al-Qadli.
Dalam proscs pemsidangan, mengingat Al bin Abi Uhalib tdak memiliki cukup
bukii kit mtas keperniilikun baju pesangnya, Syurath al-Chudli vang dalam hal ini
adalal seorang hakim saat im memuuskanbabwa khalifah Al bin Abi Thalib
kalah an bagu porane fermschut tdak menjadh nalik Al

Prahuk adanva pemizalian kehuoasaan wang demikian i=nunya telah
membuyktikan adanva keadilan vang sojatinga dapar ferwjud melalui sistem
check g derfrce antae lembaga, Mal tersebui idak jauly beda denpan apayang
ada dalam sudur pandang hukum tara negard. negars im adalah suan organisasi
kekwaeam, cem awmanisast il mengpakan ala kerja duripada alat-alat
perlenpkapan nepara vang merupakan  suam keutuhan tara kerja dimana
melykiskan hubimgan serta pemisahan tugas dan kowyjiban antara masing-
masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang

tertentu.>?

33 Soehino, 2000, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm. 149
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Menurut Abdul Muin Salim, kepala negara atau Wali dalam
pemerintahan Islam berdasarkan asas musyawarah dan secara logika tidak akan
mampu menangani urusan pemerintahan sendiri, memerlukan lembaga- lembaga

penyelenggara pemerintahan. Sesuai dengan fungsinya, lembaga tersebut
menurutnya dapat dipilah dalam atas: (1) lembaga legislatif (majelis tagnin), (2)
lembaga eksekutif (majelis tanfiz), dan (3) lembaga yudikatif (majelis gada’i).>*
Iy Laimivvah juga mempakan tokeh yang meomahami pentingnya
sehunh alorem dalon organisasi masyaralod, Menurubee, manusia pada
dazarnva berwatak seadanivod (suka mambanenn). Ilah sebabnyva jika mereka
berkumpul, pastifah moreks mioncemban ekan kosiatan-Lesigtan yang diperlukan
unituk sewujudhan kemasiahatan dan meggalasa persoalan. Latuk kepentingan
tru, diperlukan kega ssma yanyg pachs antarg pemenntah (refer) dan anggota
masyirakat {Meded). Teniu saja diperiukat ketenioan-ketefiuan yang defenitif
yanu men gt fuEy dan roimg aom b rnm_:.ing—rnﬁsfn_gjs,

Toentunva ape ving adabalan persatem Lekoasaem Tslam mengacu pada
Syariat vane menpadi rujukan t2rioeci bazi senala secuam. Firman Allah Swt
dalgm syrat 5, An-Misi gyt 59 vang arhinyy - Ha orgn g-orang vang beriman,
taatilah Allah, Rasul, dan Ulil Amri dari kalangan kalian. Kemudian,

jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah masalah itu

S4Abdul Muin Salim, 2002, Figh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 295.

3Tbnu Taymiyyah, Majmii’ Fatawa Ibni Taymiyyah, dalam software Maktabah al-
Syamilah, juz VI, him. 322.
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kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah) jika kalian benar-benar beriman
kepada Allah dan Hari Kemudian. (QS. an-Nisa’ : 59).

Ketaatan kepada Allah dan Rasul serta u/il amri merupakan wujud dari
keyakinan sebuah makhluk beragama. Keberagamaan disini memungkinkan
akan bentuk dari pola perilaku yang secara obyektif melihat kebenaran secara
utuh dan berwujud pada sebuah hasil akhir kebaiakn bersama. Disini kemudian
jika ndak ditemukan ook temuo akan suatn bentuk ketaatan kepada pemimpin,
Maka perln dilakokm upaes mengembalilan semua pada Allah {Al-Quran) dan

Rasul (sunnah ).

G.Keraneka Pemikiran Disertasi
Unidame-Uondans Dasar Memamn Republik ndomesia Tahun 1945 hasil
amandemen ke 4 (empar) Bab 1X Kekuasaan Kehaliman Pasal 24 menyatakan
balrwra :
1. Kokuusaan kehakiman dilakukan olch schush Mahkamah Azong dan lain-
lain badan kehakiman genwiot andanp-undans.
2. Susunan dan kckuasaan badan-badan kchakiman o diatur dengan undang-
undang.
Ketentuan atas Undang-Undang tersebut salah satunya dijabarkan dalam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38

menjelaskan bahwa :
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(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah
Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasan kehakiman.

(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. penyelidikan dan penyidikan;

b. penuntutan;

c. pelaksanaan putusan;

d. pemberian jasa hukum; dan

e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
keckuasean kehakiman diamor dalam nndang-undans.

Nalam penjelasanmya, Undang-Undanyz Nomaor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakimanmengariukan isulah dar “badan-badan lain™ dalam Pasal
38 Avat (1) dinvarakan antaca lain kepolizian, Kejaksaan, advakat, chn lembaga
pemasyarakutan dan komis pomberanisan karapst. Menorut Tndang-Undang
Nemer 30 Tahwi 2002, K omisi Pemberanasan Korups (PR} sebagailembaga
pemberyming kirups yame kuat buksn berada di Tuar srstemketatan cgiraan, tetapi
justrwe ditempatkan secara vuridis di dalam sislem hetalaneparaan karena pilar
penceak hukum Indoncsia borada dibawahkckoasaan kchakiman menyangkut
privies dan lahapan dalamn peradilan dan bagia dan prinsip obeck aad balences
anrara kekmazsan el el danvdikatif. Ada perabahan kedudukan dan peranan
KFK dalamn strukcurketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi
Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan

eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sesuai dengan
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Undang-Undang ini. Menurut fungsinya, kedudukan KPK disetarakan dengan
Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam
rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari
kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan
manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang
Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual daripihak
eksckunf. yudikanf. legislanf. pihak-mbak lain yang rorkast dengan perkara
tinedak prdana korapsi, atan kémdaan dim sitiasi ataupon dengan alaszn apapun.
A formriori. memunn Bruce Ackerman secara tesas mengatakan,
kelahiran komas nesary independen sehawas benk penglakan terhadap model
pemizalan Amerika Senkal™  Arsumeniasi Ackerman  lersebut  seakan
menegaskan bagiks laear belakang kelahimn komisi negarg independen adalah
konsekuensi davi tansis o cwenoju demokease vang edadi dibeherapa belahan
dunia. Eeclabiran komisi-komisi pegars ol balk wang bersifat independen
manpun yany sehatas Tembngn chackonl, sekali Ta mlalah beniuk ketidak
mampuan sandsan figs pofircg dalam meanphentikan razom storier yang sempat
myngul”” bahkan dalam perkembangan ketatancgaraan melahirkgr tirani dan
otoritarianisme model yang baru in casu, perilaku korupsi disuatu negara.
Argumentasi tersebut, tirani dan otoritarianisme perilaku korupsi

disuatu negara seakan menegaskan bahwa lahirnya lembaga independen tidak

%6 Vide, Bruce Ackerman dalam Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK (Malang: Intrans
Publishing, 2016), hlm 52.
> Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK (Malang: Intrans Publishing, 2016), h. 52.
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terlepas dari untuk memperbaiki kinerja lembaga sebelumnya yang gagal
melawan tirani dan otoritarianisme in casu, kurang maksimalnya lembaga
kejaksaan dan kepolisian yang menjalankan tugas dan fungsi pemberantasan
tindak pidana korupsi. Namun, dalam kinerjanya tidak mendapat hasil yang
memuaskan atau berada dalam kebobrokan kinerja. Maka dari itu lahirlah
lembaga baru yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 jo Undang-Lodang bomor 1% Tahun 2014 Tontang Komisi
Pernberantivwin Tindak Pidarma Kot yimg nkan menerwskm kinerja lembaga
sehalumpva unmk lebih efisien dan efekeif dalam mepjawab kekurang
mask simalnya knerya pemberimtasan nndak pidane karupsi,

Kannisl Pamiberanosan Korepsi datam Pasal 3 Dndang - 1 ndang Nomor
30 rahun 2002 jelas didudukkan dalam lembaga vang bersifar independen,
begitn pula dalam empat pulwsan Mahkamal Koosuiosi wakni 012-016-
019/ LILI-IN2AHG, THAML -2 0T, AF-30MIL -V L2010, 5100U-
X200 1 yanyg mendodukban juga Komisi Pemberaniasan Korupsi sebagai
lembaga nepara independen. Kehadiran lembaza ant korupsi di lndonesia tidak
berjulan mulus, melawan konspirast Jahar antara keruptor, politikus - dan
penyelenggara negara. Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW)
bahwa berbagai bentuk pelemahan dan serangan balik terhadap KPK dilakukan,
beberapa diantaranya adalah adanya wacana pembubaran Komisi
Pemberantasan Korupsi /KPK, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan

Korupsi/KPK, Judicial Review (Uji Materi) Undang-Undang Komisi
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Pemberantasan Korupsi/KPK ke Mahkamah Konstitusi, kriminalisasi dan
rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK, Pengepungan kantor KPK,
penyerobotan kasus yang ditangani KPK, memblokade anggaran pembangunan
gedung KPK, dan intervensi langsung dalam forum rapat kerja DPR dan KPK.>®

Senada dengan hal tersebut di atas sebagai contoh di negara Singapura
sebagai negara dengan tingkat indeks persepsi korupsi tertinggi di Asia saja
masth memilikl badan annkompsi, Coreme FProctices Invesrizarion Bureau
(OPIRY vange dibeniul sejak 1%320 Afan lernbaga ani korupsi Hongkong,
memtlike VCAC fdupenden Commission Apgines Corruptions, vang berdiri
supak 197 Meskipyn Smggper dan Hongheng memiliki Kipolisian dan

Kejaksaan, lapi pemerineah Sincapaea dan | lonzkoas sadar bahwa penanganan
korypst hary ditakukan oleh schush lembaga independen yang idak berafiliasi
dengan lembsza tain, Baliwa pada saal ini apa vang lefjadi adalah muculnya
Undane-Lndans Memor 19 Palug 200% =ebasaimana perubahan arss Undang -

Undung Nomer 30 Tahon 2002 feniang Komns Pembuanisan Kerupsi, yang
berawal dari acansa putuzan bahkamah Konstiousi g gee, secara vis 2 vis dengan
kedudukan Kaomigi Pernberantasan Kompst (KPK) pada putusan Mahkamah
Konstitusi lainnya in casu, Putusan No. 36/PUU-XV/2017% dan Putusan No.

40/PUU-XV/2017, justru menempatkan lembaga anti rasuah

58 Febridiansyah, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta, Yayasan Obor

Indonesia, 2014), hlm. 443

% Vide, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada ratio decidendi, Nomor 3.20

pada Putusan No. 36/PUU-XV/2017.
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tersebut, justru pada rumpun eksekutif dan dapat dijadikan objek hak angket oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Moh. Mahfud MD Menyatakan, bahwa dalam kenyataannya produk
hukum itu selalu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang
melatarbelakanginya. Dengan kata lain kalimat-kalimat yang ada di dalam
hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak yang saling
bersaingan™.

Praslub regulasi yang dilabgbelakinat politik inilah vang kemudian
memang parn melibat bukum dace aspel Kepnuniannya. bukan semata-mata
paia hasil akhimyy sebagai nomme yame tertulis, Pamidangan hahfud MD
tersebul diperkuat denaan pemiliran Satipie Rabard)o vang menvalakan bahwa
dalamn huburgars astarisubsisico Wk om dan subsiseern paelink bukum, politik
ternyata meamdila Konssnasi enerol vang lebal Besar sehinesa hukum selalu
bernda pads posisi vanyg lemaht!

Dalan hal i kila pedu menpanglkat lagd d@ma-iema pemikiran yang
salah =ammya dinnpkapkan oleh Sagipro Bahardie denpan mengemukakan,
bahiwea kity tidak hisa moenutup mata dan kenvataan, halveea parg pencgak hukum

sebagai kategori manusia dan sebagai jabatan, akan cenderung memberikan

penafsirannya sendiri terhadap tugas-tugas yang harus

0 Mahfud MD, 1993, Hubungan Kausalitas Antara Politik dan Hukum di Indonesia,
Artikel dalam Majalah Gelora Hukum Nomor IV Tahun 1993 Fakultas Hukum UMS, hlm. 4.

61 Satjipto Rahardjo, 1985, Beberapa Pemikiran tentang Ancaman Antar Disiplin dalam
Pembinaan Hukum Nasional, Sinar Baru, Bandung, him. 71.
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dilaksanakannya sesuai dengan tingkat dan pendidikan, kepribadiannya dan
masih banyak faktor-faktor pengaruh lain lagi®.

Disinilah kemudian KPK harusnya dikuatkan melalui tahap kejelasan
dari tugas dan tanggung jawabnya serta penggolongannya dalam kekuasaan serta
kedudukannya. Diharapkan jika dalam praktik yuridis KPK telah ditempatkan
dan dibersihkan dari potensi-potensi unsur politis, maka akandengan mudah
upaya untuk mewujudkan tatanan keadilan melalu sistem bukum yang akan
dibusal rimitinya,

Tenminva, adanya indepenclenar komist pamberantasan korupsi harus
dijamin aleh Mewara dan dinhadikan dalam Konsotesi atag hokom negara. Ini
adalalh lupas dail pemecinah dan lembaza laln wnlulk menghormati dan
mengmall independen s K PE . Penealiman kamis pemmberaniasan kocupsi dalam
Undane-Undane Dasar feopsrinfice snam necara bukanlah nierupakan hal yang
baru, penalisian defin (0 dckeiwiong vang ugd erdapar K1 negara yang
mencantumlian meepeRde e_}'gfrrf."ﬁs dl dalam konsumsimva. dan 81 negara
tersebul, tduke buesnge didapat 248 lembaga acgar independen vang langsung
dizebutkan di dalam konsieusi di empat benua; Alfika Eropa. Amernka, dan Asia.®

Untuk  permasalahan  kesatu, konstruksi  kedudukan  komisi

pemberantasan korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini dianalisis dengan

teori keadilan, permasalahan kedua atas kelemahan-kelemahan konstruksi KPK

62 Satjipto Raharjo, 1982, Masalah Penegakan Hukum, Alumnus, Bandung, hlm. 26-27.
63 Zainal Arifin Mochtar, halaman 26 dan Denny Indrayana, Jangan bunuh KPK
(Malang: Intrans Publishing, 2016), him. 53
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dalam sistem ketatanegaraan saat ini dianalisis dengan teori hukum progresif dan
teori keadilan. Sedangkan untuk permasalahan ketiga, rekonstruksi ideal
kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan yang berbasis Pancasila dianalisis
denga teori pembagian kekuasaan.

Skema 1.1
Kerangka Pemikiran Disertasi

Komisi Pemberantasan Kornpsi Republik Indonesia

5 Penguatan KUK Bepublik Indonesia

)

Dilevun pragmaton 2 aaeadbesikoar
o kedinnkn: bk kxaheta ke kuntac o hamda domieiz 2o paitibsin
O kPh st wepars FIngmn dmazkurf ke i v b 2koarsngad ohpek hatanaket ol 1 evan Pervakilan Rakyat

T EIL

O lvnpmasizpdiy B2k Pz Pt vas o Eoanssn Dl smla=en o pia L alissapacsan &l 'residen Republik
Mdocatia dan Taosun Pearsakiln Tok -ul R koik Tidinesic misd dpe por@assasan Sans. dulan bidangkode etik
A s LA wevenoe o akancfaas Tl pora e e s disale ek

- kertrak }IL;:I;L;J: ;::l.ih;;"hmm : —'?'! Tewrr Tlubkum Frogresif ]
— kelﬂIlrﬂ;nijili:;t{u&'l'k!;ﬂn;rmr i _'}| Teoo Iieadidun ]
= “‘"“ U Teuri Pumisshan Kehuasaan | —
Fokenstikai fdeal booshichrbcan BPR - Dol S i m h".q:l,.5|l_i||:q::_-li||,,|i||| P
Tz pabilik Towdesiezaia Hedaaarkan Taicasla <«
H.Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum

yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian
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di dalam kerangka know how di dalam hukum. Hasil yang di capai adalah untuk
memberikan preskripsi apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.®*
1. Paradigma Penelitian

Dalam pandangannya, Soerjono Soekanto mengartikan metode berarti
“jalan ke” atau cara menganalisis dan memahami suatu persoalan yang diteliti
oleh seorang peneliti®®. Dalam metode penelitian terdapat istilah paradigma
penclitian. Paradigma memiliki peranan ponnng dalam  schuah penelitian.
Kemsep paradipgma vang dipeikenalkan olel Kuln kenndian dipopulerkan oleh
Rebarr Friedrichs dalam sosieloal. Anton Tabah (20027 menjelaskan bahwa
definizi {fermimaliun ) paradioma dari kensep Thomas Kohn's mengandung
makiia antara lain

(I Kometalasi  semitnen dalanm komyimitas imowan berkensan dengan
asuisl dasar, orien st dasar dan model dasar wame perly dhiopemsionalkan;

(23 Seluruh konstelasi teniang kepercawaaus, nilai-mla ekail selhagal model
urerpretatitmodel penjelasan dan model pertabaman Lonsep-honsep;

3y l'aradipma memben acvan. kiblat dan pedeman dalam menertukan cara
melthat persoalan dan cara monvelzsaikannya;

4y Parmbigra juss bisg berpris Lonsalasi komitmean indalekwal dijadikan
brmpla keepabarm Borsarn yan dismd ol chomascarakal;

(51 Paradigma juga mesyediakan kecancha relersnsl unk membangun suatu
maclel masvarakat untuk memperbaharohi tatanan lama vang diapndang
kurang relevan lag:

(6) Paradigma juga scbuahi model ideal yang memberi cara bagaimana
fenomena dijelaskan di lain pihak menjadi dasar untuk penyelesaian
permasalahan-permasalahan sekaligus model teori ideal untuk menjelaskan
fenomena-fenomena juga sebuah framework untuk konsep- konsep dan
prosedur-prosedur suatu kerja dan aktifitasnya distrukturisasikan;
sedangkan ;

%Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm 41
%5 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta hlm 5
% Anton Tabah, 2002, Polri Dalam Transisi Demokrasi, Mitra Hardhasuma, Jakarta, hlm 38-39
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(7) Menurut Jurgen Mittelstroone, diartikan Paradigma adalah sebuah cara
melihat sesuatu asumsi yang disepakati dan menjadi wawasan sebuah era
(jaman);

(8) Paradigma juga wacana membangun sebuah visi tentang masyarakat ke
depan sesuai dengan nilai-nilai baru yang disepakati dari perkembangan
idealnya. Misal : visi Civil Society dengan wacana baru yaitu : (a) melawan
absolutisme negara; (b) konsep kesejahteraan rakyat; (c) konsep hukum
panglima; (d) pemberdayaan masyarakat; dan (e) membedakan antara
kehidupan sosial dengan kehidupan negara;

(9) Paradigma juga merupakan konsep dasar yang dianut oleh masyarakat
tertentu.

Lyalam menggunakan paradigma penclin rermank mengangkanyadengan
paradiymu  canvivuciisisee, Thpilihngg paradigmyg oeasicueivisim - dengan
mermnperlimbangzkan bahwa hulowrn adalah realiias sosial, maka keoenarannya
tergantung bagaimang masyarikar melakokan interpretasi. Sclain itu melalui
parudigm ceewdrratarenm penehin ingin melak ukan lelash secas olgektif terkait
dara-dara ¥ang zecara akurat, kemudian dikonscmksikean melalul korsep hukum
yam tinwshl dingi T kekuatanm v
2. Motode Pendelatan

Metode pendekatan vanyg didunakan adalah socis fesed resecrch. Kajian
socin fepad Fesearch metupakan kajion vang “memadukan™ kajian hukum
doktrinal denpan kajlan sosial. Perpaduan i dilandasi oleh keyakinan bahwa

aturan hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. Aturan hukum bekerja di

ruang yang penuh dengan sistem nilai, kepentingan yang dapat dominan, tidak

netral. Oleh karena itu di dalam kajian socio legal research dilakukan studi

tekstual terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan hukum. Selanjutnya dilakukan

analisis secara tajam apakah aturan-aturan itu di dalam masyarakat dapat
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mewujudkan keadilan, kestabilan hidup dan kesejahteraan di dalam masyarakat.
Untuk itulah dilakukan penelitian sosial yang untuk akurasi dan pencapaian
kebenarannya didasarkan pada paradigma. Penelitian sosial itu lalu bisa
disimpulkan aturan-aturan hukum itu dapat memberikan keadilan atautidak.®’
3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian
deskiipsi enelitis mempakan penelitian vang berupave untuk menggambarkan
komdisi:menlitns baik saat i maupun ferdubylu dan penclitian yang dilakukan
kemudian menpkajihva dan menganalisisnya secara komperhensil

Updawd mengegambarkan nanonva  bokan  hanya  bormopaan untuk
mengelahin, aban ielgn unbek enjelaskon posisi sehenmmyn atas fokus
permasalahan yang dibahas. Hal wang perlu dipacharikan adalah memahami
permasalah bukan hanya dan swlul pandanyg realitas sosial, skan  tetapi
akmahsast dan realitas sesial yveng berwnjod hukoum dalam pengaruhnya
terhadap rekavasa seatal vang diharapkan.
4. Surnlrer Data Penclitian

Sumber data penclran terdin dan symber data primer dan sumber data

sekunder, sumber data primer dan sekunder peneliti uraikan sebagai berikut :

67 Fx.Adji Samekto, menempatkan paradigma penelitian dalam pendekatan hukum non-
doktrinal dan penelitian dalam ranah sosio-legal, pedoman bagi mahasiswa S3 ilmu hukum UNDIP.
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a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui sumber di
lapangan penelitian. Sumber data primer memungkinkan peneliti menemukan
data/hasil penelitian secara otentik dari sumber yang dipercaya.

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang meliputi bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang kesemuanya dapat
ditemukan melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulis- tulisan,
koran, majalah dan snber data tertulis laimnva vang diperoleh dan hasil studi
pustaka, stucdi diskowmendasi dan s b arsip. Bahan hukoerm primer vaitu bahan-
bahan bukoom vane menpilat. Bahan bukum salander terclicl dari rancangan
peratuyran pargmlan g-smdan s Flast] kegrys iimiah para pakar. baik yang telah
diterbithan atan yvann lelun atae ddal.  delerbilkan teapi erdokumentasi
adarn lembaoa perpusinkaam werlente, hasil penelitian, haik yang telah
dipublilasikan maupuin vane belum dan hasd seminar dan diskuzi. Sedangkan
Rahan hkam ertier dalam hal initendin danengiklopedi. Kamus-kamus
hukwmn  dan kamios amwn,  Bibleoal. Metode @i di gunskan untuk
mendapatkan dara benipa dokamen vaitn arsip-arsip vane cdibutuhkan untuk
punclifian i

5. Tehnik Pengumpulan Data

Metode atau tehnik pengumpulan data adalah pencarian dan

pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang

%8 Suharsimi Arikunto, 1998, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka
Cipta, Jakarta, him. 236.
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terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun pengumpulan data yang akan
penulis lakukan dengan :
a. Metode Pengumpulan Data Primer
1. Observasi
Observasi merupakan pengamatan langsung dilapangan. Observasi
akan menjadi instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini.
Harapannva, dengan cararan lapangan ol mampu menjadi porantara antara
apia yang sedan odilihal dan diarmal amtara penelit dengan realias dan fakta
eozial. Berdasarkan hasil observas: kit alkan mampersleh sambaran yang
Jolas o timgama masalahnyn dan omimgkin petomjuk-petunjyk fontang cara
pemecahann va.
4 Wawancirs
Wawancara adalah proses lanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung s2card lisan dalam mana dua orang aran lebih bertatap muka
mendemgadeam seeura langame mlprmasi-mformeast ao keterangan-
keterangan ™
Mletode waveancars adalah upaea ntuk elakodksm pc.rmdaahan data
secara langsung melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Dalam
wawancara, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan

diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi

pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai

% Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara,
Jakarta, hlm. 81.
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apabila ternyata ia menyimpang. Sementara itu, pengambilan sampel
melalui purposive non random sampling. Purposive non random sampling
diartikan sebagai pengambilan sampel secara bertujuan. Sumber data
melalui wawancara peneliti temukan dari pihak-pihak yang berkaitan
dengan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak yang peneliti wawancaraidi
antaranya adalah :
al. Instanst komis Pemberantazan Kompsi.
bl Akadernis,
c 1. Mdwvakat,
. Mlasvarakat pmum,
el Ahuvis Lembaga Swadava Masyarakal
b. Mdyrode Penmympulan Dty Sckomder
Tehnike pengumpulan daa sekunder dimanlaatkan untok menelaah
data vaug berkaitan denzan hal-hal atan varnabel dalan rckaman, baik
wanthar, soara, lhisan. ranskrp huku, somal kabar, mosgalah, prasasti, notulen,
rapat, apenda dan sebagainva. Mende inl di punakan unoak menclapatkan data
berupa dokumen yait arsip=arsip vang dibutyhlan untyl penelitian ini’”,
Pengumpulan data sekunder dapat diklasifikasikan dalam bentuk

sebagai berikut :

70 Suharsimi Arikunto, 1998, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, Rineka
Cipta, Jakarta, him. 236.
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)

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau

mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi,
dokumen hukum dan putusan hakim). Bahan-bahan hukum primer yang
akan peneli gunakan adalah sebagai berikut :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

B Undangundans Memor # Tahun 1981 tenane Hokom Acsra Pidana;

¢ Undang-Thndang - Nomar 48 Tahgn 2009 Tenfang Kekuasaan
Koehalamai,

dl  Undang-Undang Momor 240 Lahus 2002 ‘lentang  Komisi
Pemberaniasan loorups,

o) Umdang-Undag Nomor 19 Tghue 2009 Berubshan Kedua Atas
Undang-Undang  Nomor 30 Tahuny 2002 Tenang  Komisi
I*2mberanrasan lindak Lidans Kompsl

Talian bukonn sekomder vaibn habean hukom yane membes penjelasan

rerhadap baban hokam primer (buba s hokom, juewal hukem, laporan

hykum dan medig cetak dan elekremb) Bahan hukum sekunder adalah
seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku
atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi

bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang
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mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial
juga).”!

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang,
kamus hukum, dan ensiklopedia).

6. Analisis Data

Analisis data vane penelin eunakan adalah deskripaf fuonfratif. Analisisi
secia Lecoferzety Qalarm b i adalah wpraes yim e dilakokan dengan jzlan bekerja
denpan data, mensorganisasilan data, memilabh-milahnya menjadizatuan yang
dapat dikeloly, mensimtesiskannyva, mencan dyn menemigkan pola. menemukan
apa vang pentics dan apa vanp dipelajacl. dan memotuskan apa yang dapat
diceriuhan keyds vrae lnin™.

Dalam analisis secara &eotiiorif] penelin diharapkan menpanalisisnya
dengan menskombinasikan zenap permaszalahan yang ada dalam KPK dengan
mengaithan tunigtan nilal keadilan vang diharapkan, Analisis dana kualitatif
promesnya berjalan sebapa barilul;

l. Mencatat yang menghastlkan cataran lapangan. dengan hal ity diberi kode
agar sumber datanya tetap ditelusuri;
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan,

membuat ikhtisar dan membuat indeksnya;

"t Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya), ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm 155.
72 Lexi J. Moleong, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 248
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3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna,

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan temuan-temuan

umum”’>.

I. Orisinalitas Penelitian

dapat mempengaruhi dan dijadikan rujukan sebagai berikut ;

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan terdahulu sehingga nantinya

Tahe

1.3

Orisinalitas Penelitian

Ni Paechin 1l | dedul prenelilzn Pt pezizlibian dalialu L.nsus s.baruan
T
1 Eodn IcescpasPensed o Folos Eaflan dlsartasl aczlah Dilvadingkan  dengan
Sl dhwant’ | g delan mcnekapl Ipansen uswn D senelilza terdahulu,
L areer=a - wiktern eril L il dalirn . mergakaredn aenzliliin yang peneliti
Terdeonesis, Pidans lodeassin - juinsip peslidangan bak onsazl Jakwkan tentang
24 huatu kajesn e actsepsy sk dalis o Kejaksan lebih
dblar Perqekal harsline, semelmr:. aierinkizkankan pada
Lirifikesi prrundsnpab-vodaams,  pelisa Zajlin kewenangan
R E TR penzidilen, s paalesdingzn kijakzazn dalam sisitem
Peramnd - uemean niegsisE L Lizllaregaraa  republik
Lhidansan o Lurnbaza weng s mckkukan | Ldoncsn Sedangkan
B B s thusiiial Mhak | penehiln terdahulu
aapanedil dapst fillakneoolsh | oempozsikan diri
ez chatoraal dila lenmibaga | kowasigan teknis
wercmnkchitoma s melikikon | il menjalankan
imierecps., kedudelan Kejaksaan
coo Mdanye oopeen mcskukin | Jdeatarzaya dalam sistem
sislem el sebennmyn ledeick tenndilza di Indonesia.
anca Ezinrineg nohvk meniditen
ewibaga  Keabsaa  aiciliki
SANTIEIETEA N S A
o 11T EACMENFe Chaknn
azlindieen hak ssazi diccozal
LTI behaar nmyr i
selatbiabie wag sl szl an
2 Maruarar Implementasi a. Hasil penelitian menguraiakn | Pada penelitian terdahulu
Siahaan, Putusan tentang  sistem  Checks and | mencoba melakukan
Universitas Mahkamah Balances yang diterapkan oleh | kajian pada focus sistem
Indonesia/20 | Konstitusi dalam Mahkamah Konstitusi yang salah | Checks and Balances
06 Pengujian satunya tertuang dengan | yang diterapkan dalam
Undang-Undang dijalankannya Diberikannyalegal/ | UU. Sedangkan dalam
(Studi tentang standing pada perorangan untuk | penelitian ini, peneliti
Mekanisme menguji undang-undang ingin menampilkan dari
Checks and b. Kewenangan yang dijalankan | sudut pandang Checks
Balances di oleh MK menjadi bagian dari | and  Balances  yang
Indonesia) upaya menguatkan Checks and | dilakukan oleh
Balances, akan tetapi kewenangan | Kejaksaan —mungkinkah

3 Lexi J. Moleong, Ibid
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tersebut digerakkan oleh kekuatan | sudah sesuai yang
demokrasi perorangan melalui seharusnya.
proses permohonan dihadapan
Mahkamah Konstitusi.
Hibnu Membangun a. Penyidikan tindak pidana | Penelitian terdahulu
Nugroho, model alternatif | korupsi selama, acapkali | mencoba mengkaji
UNDIP/201 | untuk menghadapi permasalahan | Kejaksaan dari  sudut
1 Integralisasi kongkrit baik dari segi | pandang teknis pelaksaan
Penyidikan profesionalitas penyidik maupun | tugas pokok dan fungsi,
Tindak pidana dari dengan adanya tumpah tindih | sedangkan penelitian
Korupsi Di | kewenangan  antara  lembaga | yang peneliti lakukan
Indonesia penyidik Negara saat ini menitiktekankan pada
b. Penelitian ini | upaya yang sebenarnya
merekomendasikan perlu adanya | penguatan Kejaksaan
keintegralan pola pikir, perlu | dari  sudut  pandang
ndoown lembnmn posyclidie pennnoguan tindak
bcarma. ey adansa lemlsgs pidana korupsi.
Tl ber<irm MG
Beopolzian, Ecinksnan don EPE,
it prerhu kdowitmen pasncncital,
(R [ [T H R | g R T H T
koo ey mismpopdindho
sclurals porcasi peneesk - o
i o Al i
Awchinal il an o echien ponganktkusban . Toocliin terdahulu
el Iemr ki | peshn penbihiisan fending pees o heral: eknis tugas dari
UHIMEZ0L | Pomgmsears Meoin | jakss schoood peomacers Mlogare Heidwim sedangkan
£ Tialni Poysamcan sussiiit dasi Jcsa peacliin peneliti
Izl in Povmasa Moga g gang bopcn mcnoxsa mendudukan
Koemmg:m ik | ol e ke k=teognin perin dan fungsi
AL ARl Pege aln wse megen: Cineal . drehik K ejuk-iin dalam sistem
Inzil Tindak  picdnna bomopsi sorteia dalom Basal | Gotatn pegaraan republic
Pidsg konepse 3 oavar el o aval (23 U0 M Indoaesn
S A o 21 lithinn e lerilinig.
Linzar Eeovgion  Pemboraneszag Tiedak - Pidaoa
Fooperdarnia Fepst Takza Peaeacaca Moeain

clapad s sl pibak vane clah
temizikng kevanmam dam s ns
vegard Jenpe dusa Bacgian
TR RTRETER

b Takim recnrentasimgs penstin
mewnsnkizn  kedscp ko
prassrea ]l sioe gl digunakn
wbsr pemEamin o Wepene dalinn
e FRBLLEDE T3 Wiz ams
Dalam hukum progresif yang
diterapkan nantinya Jaksa
Pengacara Negara bertindak tidak
lagi  secara  responsif  dan
menunggu datangnya kasus ke
meja kerja tetapi seketika jika ada
kerugian dalam keuangan negara
maka Jaksa Pengacara Negara
dapat bertindak secara sah untuk
mewakili hak-hak negara.
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Berdasarkan kelima disertasi yang mirip di atas, maka dapat disimpulkan
penelitian yang penulis lakukan dengan judul rekonstruksi ideal kedudukan
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila belum pernah diteliti oleh orang lain atau
masih orisinal. Sehingga atas dasar tersebut, dapat dikatakan penelitian yang

dilakukan dapat dijalanka

. Sigtematiba Penulivan Dikertasi

Sistematika disertazi, akan pepeliti vraikan denpan terdiri dari 8
(dslapan) bab seheasn berilog

Habs T Pendatialoan, besisi Talar Belakang Perrsalalian, Permasalahan,
Kerangks L'eari, Keranpka Pemikiran, Injuan Panelinan, Kepunaan Penelitian,
Metole Penelinan dan Sislemanika penclitian,

Balx Il lTinjavan Pustaka akan memoat t@nang Kaemisi Pemberantasa
Kompsi, Komisi Pemberantasan Eorupsi Dalam Sisfom Tata Megara, Trias
paiivice dan EKeadilan.

Bal 111 Mengulas tenrang konstmkst kedundukan Komisil*emberantasan
Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesiasaat ini.

Bab IV Mengulas tentang kelemahan-Kelemahan Kedudukan Komisi
Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesiasaat

ini
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BAB V Mengulas tentang Regulasi Rekontruksi Ideal Kedudukan
Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan.

Bab VI Penutup, berisi Simpulan, Implikasi dan Saran-saran yang

merupakan hasil Penelitian Disertasi

UNISSULA
el gonllelinala
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan, kita mengenal ajaran

trias politice sebagai landasan dasas menjalankan Negava, trias politica

merupakan ide balvwa sebual pemerinaban berdaulat harus dipisahkan

antara dua atau lchib kezgatuan kuat yane bebas, mencegah suf orang atau

kelomypok mendapailon huasa vang lerlale baivak. Pemnisahan kekuasaan

mampakan suate cara pemdisahan delam mbuh pemearintaban agar tidak ada

penvalahmunam keluasamm, antarg legiafatl, clksclgnf dan Y udikatif,

Dalarm praktiknya. sistom pemisahan kekoazaan 41 Mogar Indonesia

masih menglami persoalan vang senuz. ndikator persoalanterssbut adalah

cubup banyvaknea persaalan senzkela anar lembaga Jdalam kewenangan

vang dimilikl. Mabkamal Eonstitnsl meriliz jumlah sengkera anar lembaga

yamy fenjadi sebagan berkl;

Tulle 2.1
Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
Thn DIm Trima | Jmh Amar Putusan Jmlh Dalam
Proses Putusan Proses
lalu Tahun Ini
2003 0 0 0 Kabul : 0 0 0
Tolak : 0

Tidak Diterima : 0
Tarik Kembali : 0
Gugur : 0
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Tidak Berwenang : 0

2004

Kabul : 0
Tolak : 1
Tidak Diterima : 0
Tarik Kembali : 0
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0

2005

Kabul : 0
Tolak : 0
Tidak Diterima : 0
Larile hosrobl: © G
RO b it L
Tidak Berwenanz, N

2iMH:

il ]

bk

Eabul: 1
Taluk 13
Tidak Thitcrina 2
Tarile berrubal: © 1
G
Tiduk Borvacnaaz 0

kabul i 11
TR |
Tialuk: Diterizoe 1
Toril Keabali: 0
Trugur: N
B3 i Ht_‘!.‘t‘-"q!flilll:t'. <l

I

| ]

Katml ;0
Trnfak . 11
ukak Daterizon 2
Tarik Kembah ;2
Loz
L rtide B rwegnins, ;1

2009

Kabul : 0
Tolak : 0
Tidak Diterima : 1
Tarik Kembali : 0
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0

2010

Kabul : 0
Tolak : 0
Tidak Diterima : 0
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Tarik Kembali : 0
Gugur : 0

2011

Kabul : 0
Tolak : 0
Tidak Diterima : 4
Tarik Kembali : 0
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0

2012

203

ETE

]

;)

Kabul : 1
Toluk ; 1
Tidak Dilerina - 3
Tarik Fambali |
LHTTTHRE
itk Bersemeg: - 1)

I Al
Tobal o1
Tk Phalere 2
Tavils Kombali - o
Cinpnr:
Tifak e epizs A

Foabmal : o Tolalk - o
Tidak Trgrima |
arik Fogamibich b

[ o]

2015

2014

il

bk o0
Tolak: 0
Fid ik !]i[&ri'.llgj =L
Tarik leemnbals ;1
Lo M
Trells Berwarname il

Kabul : 0
Tolak : 0
Tidak Diterima : 1
Tarik Kembali : 0
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0

2015

Kabul : 0
Tolak : 0
Tidak Diterima : 0
Tarik Kembali : 1
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Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0

2016

Kabul : 0
Tolak : 0
Tidak Diterima : 0
Tarik Kembali : 0
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0

2017

Kabul : 0
Tolak : 0
Tidak Trlering 0
Tarile Kernbals @ o
crir
Taefal Hq:r-.'.--;:n;rlf_ I

2078

i

Fabuel:u
Talak i 1)
Tidak laving 0
Tarile Kernbély -
8y (81 3 R
kh Beregigme

4]

i1

20

i

Kabul -0
acalo s 1
Tiduak Dhrarinwe i 0
Tarik Fembali
LETRIET S
Tidak Barmenang : |

VBl
okl o
Tiduk Dhterion ;1
Tariw Kembahi < O
Loggar 3 N
Tidak Berwenang : 0

2021

Kabul : 0
Tolak : 0
Tidak Diterima : 1
Tarik Kembali : 2
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0

Kabul : 0
Tolak : 0
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Tidak Diterima : 0
Tarik Kembali : 0
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 0

2022 0 0 0

Kabul : 1
Tolak : 2
Tidak Diterima : 18
Jmih ) 29 i Tarik Kembali : 7 29 i
Gugur : 0
Tidak Berwenang : 1

Surpber ; lutpsveww ot ienm]konstin i gl
Tukia i aias lelah menggambarkan bagaimeana jumlah sengketa antar
lembapa menjadi fakior vang dapat menningzlinkan masib ungsinya tingkat
portentansan antard keweenangan lombagy Begars saty dengan yang lain.
D sinilah pesan penung hepelasal secara 1sknis maggng ywiidis terkait
peran clan gangeung  jaweal masing-masing lembaga Mepara dalam
mewujudlan sisten keknazaan dalam mewujudban kepastian hukum. Salah
sutu lombags negars wany memilikl pemsoalan wrkait peran, tugas dan
lan i jawah secmad vundis masih menjids pecdshbatan ewenangannya
cdalam teor penusahan kelmasaan adalabh lembasa Komisil’emberantasan
Korypst (KPKY Komist Pombherantasan Korups KPK schawal lembaga
Negara mempuiyai peran straegis dafam fial penegakan fukum tidak
pidana korupsi. Namun dalam praktiknya lembaga Komisi Pemberantasan
Korupsi, masih belum menampakkan hasil yang signifikan dalam

menjalankan perannya selama ini.

'Beranda  Mahkamah  Konstitusi, diunduh  pada 10  september 2022,
http://www.mahkamakonstitusi.go.id
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Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Menyatakan Bahwa Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun’.

Mengacn pada Bamer 18 Tghon 2019 fentang Peryhshan Kedua
Aas  Undang-Undanz  Momar 30 Tahun 2002 Teniang  Komisi
Pemberantasan Tindak Pidena korupsi. KK sebagai salah satu lembaga
penegak hukum ool untek Jetale herpeian dalen menegakkan
supremas  huknm, wewenanenya bersifat indepenclen clan bebas dari
pengaruh kekoasaam manapun, Sedanckan pada posisi dan peran di atas
vang dalam hal ini masok pada reed kekoaszaan pemerintal yaitu lembaga
chackutit pada satw s dan yedikatf pada sisi lain, twentunya menjadi
perlanyaan alas independensi dai Komisi Pemberanasan Korupsi dalam
hal melabukan penesakan bukonm. Meskipun demikian disebutkan pada
Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

2 Tentang KPK, diunduh pada 12 september 2022, http://www.kpk.go.id
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manapun yang mana berimplikasi akan dapat dijadikannya KPK sebagai
objek hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
Menural Tungsinya, hedudukan KPE disetamakan deszan [{epolisian dan
Eejak=aan dimana Kepolisian dan Kejaksaan termasuk dalam rumpun
chachuil” KPE juga masth beesi fal mdepentlon dan hebas dan kekuasaan
MANApPL,

Secare umym Komigi Pembemntasan Korupsi memiliki susunan
vang erdin da Pimpinae, Dewan Meneawas dan Pepawal vang merupakan
penwerak polgksemy puendukimg dan pongawas yang ferceamin dalam
susunan  erpanisase Komial Pemberantasan Korupai®. [Kelentuan  atas
sisunan  Komist Pomberantasan Eorupsi  terschut  dijaharkan dalam
Peralurim Kamisi Pembeianbean Kovapsi Bepoblik Indimesia Nomor 7
Tahun 2020 tentans Orpanisast dan Taa kerja Komisi Pemberantasan
Korupsi yang dalam hal ini yaitu BAB II Susunan Organisasi, Pasal 3
menyatakan :

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :

a) Pimpinan;

3 Tentang KPK, di unduh pada 12 september 2022, https:/jdih.kpk.go.id/jdih/produk-
hukum/80063.
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b) Dewan Pengawas; dan
c) Pegawai yang merupakan pengerak pelaksana pendukung dan pengawas
yang tercermin dalam susunan organisasi Komisi Pemberantasan

Korupsi.

Dalam ketentuan BAB II terkait Susunan Organisasi Komisi
Pemberantasan Korupsi, dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa :

{17 Pimminan schaeaimana dimaksud dalom pasel 3 ool a adalah

Pimpinan Komee Pemberantazan Korupsi.

12 Komisi Pomberantasan B orupst dipmpim gecara kolektit kolegial oleh
seuring kelun dan 4 {empath orang wali] etua.

Eemmdian lebih lanme cdalam Pasal 4 arat 3 Peraruran Komisi
Pemberantazan Korapsr Republik Tndonesia Nomar ¥ Tahun 2020 tentang
Oraanizas Jan lata Kena Eoms Pemberantasan Korgpsi, menjelaskan
b
(31 PMimpinan meanpunyae ieds aniara ain:

a. Vlenmmeakan, menelaphan kebijakan, din Stratem Pemberantasan
Tindak 'rdana Koempsi;

b. Pelaksanaan  bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas
pemberantasan  korupsi  pada  jajaran  struktur  Komisi
Pemberantasan Korupsi;

c. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
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d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas
pemberantasan  korupsi pada jajaran struktur Komisi
Pemberantasan Korupsi; dan

e. Meningkatkan peran serta masyarakat, badan usaha dan kerja sama
internasional dalam pemberantasan korupsi.

Bahwa lebih lanjut di terangkan dalam Pasal 6 Peraturan Komisi
Pemberantasan Korapsi Republik Indonesia Nomare 7 Tahan 2020 tentang
Oreanizasi dan lara Kepa Komisi Memberanmsan Kompsi, menjelaskan
hahwen:

Pimpnan Koemisi Pemberantasan Foommpsi membawalikan saman dan unit
oreanisas yane tordin atas:
a. =ekretariar lenderal, yang terdinl atas:
I Hivg Fonanwm;
2. Bira Sumber Daya Matusia,
3. Bira Hukum:
4. Thvor Thalwn gan hdasyaalan,
3. Biro Umum.
b. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang terdiri
atas:
1. Direktorat Jejaring Pendidikan;
2. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi;

3. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat;
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4. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi;
5. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

c. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang terdiri atas:

1. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;
2. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik;
3. Direktorar Monitoring;
4. Threktorgt Antikarupzt Badan Uagha: dan
3. Helretanal Depulr Bidanp Pencenalan dan Moritoring.
d. Dreputi Bidane Penindakan dan Eksckmsi. vang tendhn aras:
. Threkltral Peny clidikan;,
2. Direktorar Menvidikean;
3, Thrck borat Penunintamn;
4. Direktorar Pelacakan Aset, Penpelolaan Barang Buku dan Eksekusi;
5. Sekretanat Depon Badang Penindakan dan Eksckusi,

e, Dieputt Thdanyg Koordinasi alan Supervisi, vang ferdini aias beberapa
Durektocat Koordinasi dan Supervis paling banyvak 5 ¢lima) Direktorat
sesuai strategi dan kebutuhan wilayah serta Sekretariat Deputi
Koordinasi dan Supervisi.

f. Deputi Bidang Informasi dan Data, yang terdiri atas:

1. Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat;

2. Direktorat Manajemen Informasi;
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3. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi;

4. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi; dan

5. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data.
g. Staf Khusus;
h. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi;
1. Inspektorat;
1. Jur Breara: dan
k. Sokrotariat PFimpingn

Bahwa dalam erelaksanalan luzas dan kewenangannya Komisi

Peborantasan korupst tedapar Dewan Pengawads schagmimana tertuang
alam Uhriedimve-1hdim e Momer 19 Tabno 2009 weniang Perihahan Kedua
aras Undang-Undane Momor 30 Uamn 2007 rentans Kamisi I'emberantasan
Tindak Pidena Eomggst Pasal 37 A saopai tdenzan Pasal 370, serta secara
khusus tertuang dalam eratucae Pemerinah Repobliklodonesia Nomor 4
Tahun 2020 fentany Tatn Cara Pengangkatan Kemadan Angpota Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Tigdak  Pidana  Kompsi, Peraturan
Komisi Pemberantasan Komps: Bepublik IndonesiaMomor 7 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih
lanjut terkait tugas dan wewenang Dewan Pengawas tertuang dalam Pasal 5
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2020, yang antara lain :

(1) Dewan Pengawas merupakan pengawas pelaksanaan tugas dan
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wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Dewan Pengawas mempunyai tugas:

a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan Korupsi;

b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan,
penggeledahan, dan/atau penyitaan;

o menviusun dan menetapkan kode euk Pimpinan dan 'epawai,

i mengrima dan menindaklanjus laporan dan magyaraks: mengenai
adanya dugaan pelanpparan kode euk oleh Pimpinan dan Pegawai
atan pofanggaran ketentuan Ladane-Lndang  toorang  Komisi
Pemberum tasan Komnps

. menvelensoarakan sidany urtk nemerirsn adanys dupsan
pelanezaran ke ehlk oleh Pimnpinan dan Pegaae,

[, melakukan evaluasi kinzga Pimpinan dan Pepawal secala berkala 1
Cegtud kaly dalam | {sama) fahon,

i 3) Dewan Pengaveas iembaal laporan pelaksansan lupas secara berkala 1
(satu] kalo dalam 1 (zaw) tahon.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

(5) Ketentuan tentang struktur organisasi Dewan Pengawas sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai institusi penegak hukum
yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dalam mendukung terlaksana tugas dan fungsinya, memiliki
susunan struktur yang diharapkan membantu tugas dan tanggung jawab
dalam bidang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) peneliti gambarkan sebagai

enkut

T

4 Ibid, diunduh di unduh pada 12 september 2022, https://jdih.kpk.go.id/jdih/produk-
hukum/80063.
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3. Tugas dan Wewenang

Secara umum ketentuan atas tugas dan tanggung jawab Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini tertuang dalam ketentuan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, meski terjadi banyak

perubahan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019(undang-

uncang KK bam) denpan nodanp-undang bomer 30 Tahun 2002 (undang-

mncang KPE lamap Ketentuan atas tusns dan tamdgaynye jawab Komisi

Pemberantazan Korupsi (RPI leruang pada pada Pasal 6 vanp menyatakan

bahwra:

Koomizi Pemberantasan Karapa barueaas melakokan:

a.

lindakan-tinclakan pencepaban sehinges ndak tenadi lindakPidana
Rurupsi;,

Foordings:  dencan o as@ansi vang  berwenong  melaksanakan
Fomberantasan Tindak Pidana Korupst dan mstansi vang bertugas
malalsanakan petayanan publil,

Moniter terthadap penvelengparaan pemenntahan nesara;

Supervisi terhadap instansi yang berwenang Melaksanakan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana

Korupsi; dan
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f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
Bahwa lebih lanjut Pasal 7 s/d Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan tetang tugas, wewenang dan

kuwajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang antara lain:
Pasal 7

{10 Tralam melaksaakan fugas pencewahyn schagiimeama dimaksud dalam

Fasal & hirrud i, Roormisi Pembenanissan kooropst beosenang:

a. melakaka pesdaliaan dan pemenksaan lechadap laporan harta
kckavann penvel cngears nosars;

b, menerima laporan dan menstapkan slams praulikasi;

e menyelenmmarakan program pendidikem anli kerupsi pads setiap
(ejaring pendiclikan,

A, merengangkan dan melaksanakan program sesialisasi Pemberantasan
Tindak — Pidiea Fonape |

e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat;

f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggung

jawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik
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Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan

Pemeriksa Keuangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam
Pemberanasan Tindak Pidana [orupsi,

b. menectapkan sistem pelaporan dalam kesiatan 'emberantasan Tindak
Piclama Eomrupe;

C. menintg informasi tentang keciatan Pemberantasan Tindak Pidana
Koryps kepady instanzt yany terkain

d. melaksanakan denpar pendapar atan pamemmuan depszan instansi yang
borwenan dalam melakukan Pemberantasam Tindak Padane Korupsi;

e, memin@  laporan kepada  instansi  berwenang  mengenal  upaya
pencecahan sehinesn  tidak terjadi

Pasal 9

Dialam melaksanakan tugas monitor sebagsimana dimaksud dslam Pasal 6

huruf ¢, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di

semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;

b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga

pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil
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pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi
menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi;

c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran
Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak
dilaksanakan.

Pasal 10

(11 Dalam melaksanakan mpeas supervizi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & huruf® @, Eomisi Pemberantasan Eorupsi berwenang
melakokan pensawasan. penelidan, atau penelaghan terhadap
mstangl vang menjalankan s dan - wowenangnya vang berkaitan
denpan Pemberantasan Tinda Pidana Eorupsi.

(21 Kofentyan mengenin pelaksanaan fugas supervis sehagaimana
dimaksud pada aval (1} dialwr dengan Peratucan Presiden.

Pazal 10A
(1 Tralam melaksanakam wewenang schagaimany dimaksod falam Pasal

[0, Komisi Pemberantgsan Korgpst - beryenang mengambil - alih
penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap petaku Tindak Pidana
Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

(2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

dengan alasan:
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a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindak
lanjuti;

b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian
atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi
pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;

d. penanganan Tindak Pidana Korepsi mengandung unsur Tindak
I"idana kompsi:

¢ hambatan penanzman Tindak Pidina Korupsi karena campur
tanpan dan pemesan s kekoasaan aksakmut, yudikant, atau legislatif;
dtau

f. keadsan lain vang mepnmr pertimbangan kepalisian atav kejaksaan

penamsanan hudak prdang korupsn subit dilabkssmalem secara baik;
i3] Dalam hal Kemisi Pembearanazan Korupsi myenpam kil alih

penyidikan dansatau penunttan, kepelisian dandatau kejaksaan

wea]ib mienyerthkan wersangkn dan selornh berkas perkara beserta

alar bukno dan debumen lain vang diperiunkan paling lama 14 (empat

belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi

Pemberantasan Korupsi.

(4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
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membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala
tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat
penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(5) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan
dan/ atau penuntutan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang

menangartt Tindak Pidana korupsi.

I*asal 11

i1) Dalam melaksanakan wezas sebapaunans dimaksud dalam Pasal 6
humuf e, Keomis: 'emberanasan kompst Merwepdng melakukan
punyeh dikam, penvidikan_ dan penamtitan ferhadap Tindak Pidana
Raripse vang:

a. melibatkan aparat pencenk hukum, Benwelenguam Megara, dan
crang lain yvange ada kailannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang
dilakmulcen cleh aparat penegak huloum atau 'envelensgara Negara,
dan stz

b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah)

(2) Dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi
wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada

kepolisian dan/ atau kejalsaan.
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(3) Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan supervisi terhadap
penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana
dimaksnd dalam Pasal 6 hamf o, Komisi Pomberanizsam Korupsi
berwenang melakulan peivadapan.

(21 Dralam mclakzanakan tugas penvidikan schusnimana dimaksud pada

et 1, Foomise Pemberymigsa Forupes bovwenan s

a. mmemerimabkan Lepada msiansi vang rerkait uinuek melaang
sescormng bopergian ke luar nogen;

b. meminta kerdrancon kepada bank atau lembasa levangan lainnya
tentemy keadaan kowamuan tersan gka ata wndakwa yang sedang di
eriksi,

¢. maemennmbkan kepada bank amu lombaga kevangan lainnya untuk
mamlokar rekemmg yang thdnea hasnl den loorops malik tersangka,
terdalowa, atau pihak lain yang terlan;

d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk
memberhentikan sementara

e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau

terdakwa kepada instansi yang terkait;
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f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara
perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh
tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang
cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang
sedang diperiksa;

& meminta banman Inerpel Indonesia amu insanai pensgak hukum
newary Inin gntak melakykan  pencarian,  pensnekapan,  dan
penyilaan e hakdi di T ucanen | dan

h. meminta bantuan kepolisan am@o instanss lam yane teckait untuk
mialakukan  penangkapan,  ponghanan,  pengeelodshan,  dan
penyitaan dalam perkara Pemberaniasan: Tindalk Pidana Korupsi
vany sodang dicangani .

Poasal 125

Dralam melaksanalaan migas panunozian sebazaimana dimalisnd dalam
Pasal & huret o penuntut pada Ko Femberamtasam Korgps
melaksanakan koordinasy sesual denpan hetenuan perataran perindang-
undangan.

Pasal 12 B
(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),

dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
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(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.

i4) Dralam hal Pimpinan Komisi Pemberanasan Kerepsi mendapatkan izin
termaliz dart Dewan Pensawas scbhasalmana dimaksud paca ayat (3),
Penyncdaprar dilaboalkosm pabime Llarna & (epam) bulas werhimg sejak izin
tartulis diterema dan dapat diperpanjane ©isatul kali unnal; jangka waktu
¥any sama

Pasal 12C

(1) Pemgehdil dlan pemvidik miclapoakesn Penvadapam sybagaimana
dimoksud dalam Pasal 12 avat i1} vang sedang berlanpsung kepada
impinan Komisi Pomberantasan Kol sceara berkala.

i 2] Pewyacdapim sehacnimmana dimalksod dalurn Pasal 12 aval 1) yang telah
selesal dilaksanakan harns dipertangsunsiawablkan kepada Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai

dilaksanakan.
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Pasal 12 D

(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
bersifat rahasia dan hanya untuk kepentinganperadilan dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengal Tindak Pidana Korupsi yang
sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan
sukutiha,

i3] Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada avar (2) tidak
dilaksanakan, pejabat dansatao orang vang menyvimpan hazilPenyadapan
dijatuhi huloman pidan sesum denman Leteniuan peranan perundang-

undangan.

Pazal 13

Tralpm mglgkzsmakan tugas untok mclgksmakan penctapan hakim dan
pulusan penpadilan sebazaimana dimaksod dalam Pasal & hural £, Komisi
I*emberantasan kotups! bersenane: melakukan nndakan hukun yang
diperlukan dan lapal dipertmzgimgiawabdam sesen dengan s1dard

penetapan hakim stau putusan pengadilan.

Pasal 15
Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang

menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai
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d

terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau
memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan

hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;

. menvnsun laporan fahvnan dan menvampaikannya keopada Presiden

Republik Indonesia, Dewan Pecwalialan Walievar Republik Indonesia, dan
Badan Pemeriksa Keuangan;

menezakkan sumah jatatan:;

menjalankan mgas. tangsung jawab. dan wewenapenva berdasarkan
st schaaanmiama imales ad dalam Pasul 5 40un

menvusun kode stk pimpinan dan Pegawal Eomisi 1'emberantasan
Fumaps,

Sebazaimana di olas penulis oi aws jika lerdapal banyvak perubahan

yang tegadi pasea lahimea Undang-Undang Momor 1% Talun 2019 (undang-

undang KPE barl dengan undanz-undange Bomar 30 Tahun 2002 (undang-

undang KI'K lama) mulai Kedudukan Komisi I*emberanrasan Korupsi hingga

Tugas, kewenangan dan kwajiban Komisi Pemberantasan Korupsi yang secara

juridis di diatur dalam Undang-Undang No: 30 tahun 2002 sebagaimana di ubah

dengan Undang-Undang No: 19 tahun 2019, yaitu BAB II, Pasal 3 sampai

dengan Pasal 15 yang antara penulis bandingkan dengan tabel yaitu:

Tabel 2.2
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Undang-Undang Nomor : 30| Undang-Undang Nomor: 19 Tahun
Tahun 2002 (dahulu) 2019 (Sekarang)

Pasal 3 Pasal 3

Komisi  Pemberantasan ~ Korupsi | Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
adalah lembaga negara yang dalam lembaga negara dalam rumpun kekuasaan
Melaksanakan tugas dan | eksekutif yang dalam melaksanakantugas
wewenangnya bersifat independen dan wewenangnya bersifatindependen dan
dan bebas dari pengaruh kekuasaan | bebas dari pengaruhkekuasaan manapun.

manapun.
Pazal &

Lralam menjalankan mzas dan
wowenangnya, komisi Fonberantasan
Fourupst buneusbkun paila:

Fasal 5

Dralan muenjalankan teas dam

wee BIANDN A, Koomiai
Pemberantasan loorapsi becasaskan
pada :

A kepasnan bukum:

h. keterbik pan;

. ihuniabibinas,

d. kepentingsn wmnm; dan

a: kepastian hikaom,

b keterbukaan;

c. knmtabilitas:

d kepentingan ymym;

o, proporsionglites: Jan

[ peghormatan leliadagp hak asasi

2. proporsionalitas R
. Pisal £
Pasal & & ) ]
< omisi Pembersnrasan Kompst Keanisi Pombarantasan Korupsi bertugas
empuayal teas: mlakukan
i kovomlinrgss dengan imatans f. tndakan-tindakan peocegahan
vary hersenang muelako ks sehinges tidak rerjadi 1indak Pidana
pemberantazan indak pidana LEE
komapsi; .
b koordinasi denszan instansi yang
h. supervisi tethadap instansi berwenans melaksanak:n
yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
pemberantasan tindak pidana dan instansi yang bertugas
korupsi; melalsanakan pelayanan publik;
C. melaquan penyelidikan, c. monitor terhadap penyelenggaraan
penyidikan, dan penuntutan pemerintahan negara;

terhadak tindak pidana korupsi;

d. supervisi terhadap instansi yang
berwenang melaksanakan
Pemberantasan Tindak Pidana

d. melakukan tindakan-tindakan
pencegahan tindak pidana
korupsi; dan
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e. melakukan monitor terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan negara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas
koordinasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a, Komisi
Femberantasan Korups berwenang

. mengkiondmasikon penyehdika,
penvidikan, dan pesunturan
tnclak pidana kempsi:

b. menetapkan sistem pelaporan
datam kewatam pemberantasan
timedak pickang korupa;

. roermina and et tendaie
keaiatan peniberantasan tindal;
pidana kompsi kepada instansi
vany terkait;

d. melalesamakan denwgr pendapat
wlen porlernman den mm imsian s
varns bersenant melalooln
peberantasan mdak pidana
koiupai; dan

e. meminta laporan instansi terkait
mengenai pencegahan tindak
pidana korupsi.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas
supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf b, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang
melakukan pengawasan, penelitian,

Korupsi;

e. penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan terhadap Tindak Pidana
Korupsi; dan

f. tindakan untuk melaksanakan
penetapan hakim dan putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatanhukum tetap.

K crcntuan Fasal 7 diubah sehingga
berhunw sehagaiberikut:
Pusad 7

¢ Dalam rnelaksanaban 1ngas
penceaalian sebapaimana dimaksud
dalam Pasal ¢ hurat a, Komisi
I'embaranrasan K.omps:i berwenang:

a. melakvkan pendaftaran dan

pem e kssan ferhadap laporan harta
kekavaan penvel=nzgara negara;

b mencrima laporan dan menetapkan
bl e[l ;

o menvelznpoarakan program
pendidikan anti korupsi pada setiap
Jepammy poncidilan;

d. merencanakan dan melaksanakan
[irozram sosialisasi Pomberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

e. melakukan kampanye anti korupsi

kepada masyarakat; dan

f. melakukan kerja sama bilateral atau
multilateral dalam Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
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atau penelaahan terhadap instansi
yang menjalankan tugas dan
wewenangnya yang berkaitan
dengan pemberantasan tindak pidana
korupsi, dan instansi yang dalam
melaksanakan pelayanan publik.

2)Dalam melaksanakan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang juga
mezamlnl alih penyvidikan atao
penunoatan terhadap pelala tindak
pidana kompsi vang sedans
dilakukan oleh kepolEian ata
kegaksamm,

31Dalae hal Komisi Pemberanlasan
[Lorupsi menpaobil alih
penvicikan atan penunmtan,
kcpolizian atau kejaksaan wajib
menyerahlan taczancla dan
aeluruh berfas peck ava besarta alat
bukti dan dekumen lan vang
diperlytom dalam waakfo paling
Tiuma 14 (empat belas) hioid ke,
terhitund sepak Engoal diterimane

parmintaan Komiss 'ambaranmzan L

Kompsi.

41 Penverahan sebagmmeana
airnabend pacda pyval (3 dilakukan
dengan membuat dan
menandatangani berita acara
penyerahan sehingga segala tugas
dan kewenangan kepolisian atau
kejaksaan pada saat penyerahan
tersebut beralih kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan

b

d:

Komisi Pemberantasan Korupsi wajib
membuat laporan pertanggunglawaban
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
kepada Presiden Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, dan Badan Pemeriksa
Keuangan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga
berbunvi sebazal benkut:

Prasal 8

Thalam mglgksanakan tuges koordinasi
sebacaimania dimalksod delam Pasal 6
Borul by, Eamisi Pemlerantasan Korupsi
bererznang:

i mengoertlinasikan penyelidikan,

penyidhikens, dan penumiutan dalam
Pemberanwazan Tigdak Pidana
Koomupsi

wienetaplan sistem pelajoran dalam
‘epiatan *emberantazan Tindak Pidana
Eompsl;

gt nformas enteng kegiatan
Pesberantasan Tindak Pidana Korupsi
kepada insansi vang tekait;

mclaksanakan dengar pendapat atau
perieiuan dengan iustansi yang
berwenang dalam melakukan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
dan

meminta laporan kepada instansi
berwenang mengenai upaya
pencegahan sehingga tidak terjadi
Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga
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penuntutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, dilakukan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi

dengan alasan:

a. laporan masyarakat mengenai
tindak pidana korupsi tidak
ditindaklanjuti;

b. proses penanganan tindak pidana
korupsi secara berlarut-larut atau
tertunda-tunda tanpa alasan yang
dapat dipertangsungawabkan;

pooanzanan tndak pidana
korupst ditugukan ik
miehindumn pelabo Grdade padana
karupsi  vanp sesunopuhnye;

[

d. peoanganan tndak pidana
korimpsl menrandung unsur
kamigsi;

& hambatas penanganan tndak
piclama ko karema campur
lanzam i ckseko i o
atan |eglsladill alau

f. keadaan lain vane manumo
pemmbanean kepolisian atau
kyjaksanan, penanganan indak
paclama korupst sl chluksaakan
secara bark dan dapat
dipertang sun ajawablan.

[*azal M

Dalam hal terdapat alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9, Komisi Pemberantasan Korupsi
memberitahukan kepada penyidikan
atau penuntut umum untuk
mengambil alih tindak pidana
korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas
monitor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf ¢, Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang:

a. melakukan pengkajian terhadap

sistem pengelolaan administrasi di
semua lembaga negara dan lembaga
pemerintahan;

memberi saran kepada pimpinan
lembaga negara dan lembaga
pemarintghan untuk melakukan
petubahan jika herdasarkan hasil
pengkajian, sistem pengelolaan
aclministrasi tersebut berpotensi
menvebabkan terjadinva Tindak
Pigddama Fompsi; dun

mekaporhan kepada Presiden
Repulihk ndonesa Dewan
Perwalalan Ralreat Bepublik
[richomresa - dlam 130cdan 2emeriksa

R e e, jika saram Komisi
I*emberantazan Kompsi mengenai
usulan perubalan cdal; dilaksanakan.

E etenmaan 'asal 10 divbah sehingga
berbunwl szbazal benkut:

Pisal 150
{1 Dadarn melak zanalian ugas supervisi

sebapaimana cimaksnd dalam Pasal 6
humf ¢ K nimizi Peimberantasan
Korupsi berwenang melakukan
pengawasan, penelitian, atau
penelaahan terhadap instansi yang
menjalankan tugas dan wewenangnya
yang berkaitan dengan Pemberantasan
Tinda Pidana Korupsi.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan

tugas supervisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf ¢, Komisi Pemberantasan

Korupsi berwenang melakukan

penyelidikan, penyidikan, dan

penuntutan tindak pidana korupsi
yang :

a. melibatkan aparat penegak
hukum, penyelenggara negara,
dan orang lain yang ada kaitannya
dengan tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh aparat
penezak hukum atau
penvelenaaara nepara;

I mendapal pechauan yvimg
meresahkan masvarakat; dansatau

o, menyangkut kemagiam nogary
pabim ikt
P 1 PR CPOPE OHCH OO0 | santan il |
rupriahy.

Pa=al 12

{1} Dalam melaksanakan lopas

p=nvelidikan, peovidikan, dan

poaunmtan sebagaimans dimaksocl

dalam Pasal & et o

Formist Pemharsan (nsan oorupsi

lrerweanans

a. melatoalkan penvadapan dan
merckam pembicaraan:

b. memerintahkan kepada instansi
yang terkait untuk melarang
seseorang bepergian ke luar
negeri;

c. meminta keterangan kepada bank
atau lembaga keuangan lainnya
tentang keadaan keuangan
tersangka atau terdakwa yang
sedang diperiksa;

d. memerintahkan kepada bank atau

420

Peraturan Presiden.

9. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
10A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A
(1) Dalam melaksanakan wewenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, Komisi Pemberantasan

E.omipsi bersrenang mengambil alih
penyidikan dan’ atau penuntutan
terhadap pelaku Tindak Pidana
Korupest yunp seslinz dilakukan oleh
kepalisian atau kejaksoan.

Pensambilalihan panyidikan dan/atau

puenintytan schawairagna dimaksud

prada avvad {1 ), dilakokan oleh Komisi

Pemberantasan [Korupsi dengan

alasan:

i, lapuoran masynakalmengenai
Tindak Pidana Korupsi tidak
ditindallanjuti;

b proses penaneanan Tindak Pidana
[ omugasi Lanpa ada penyelesaian
alaw lertunda anpa alasan yang
dapat dipertanppungiawabkan;

. penanganan Tindak Pidana Korupsi
ditjukan untuk melindungi pelaku
Tindak Pidana Korupsi yang
sesungguhnya;

d. penanganan Tindak Pidana
Korupsi mengandung unsur Tindak
Pidana Korupsi;

e. hambatan penzrnganan Tindak
Pidana Korupsi karena campur
tangan dari pemegang kekuasaan
eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
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lembaga keuangan lainnya untuk
memblokir rekening yang diduga
hasil dari korupsi milik tersangka,
terdakwa, atau pihak lain yang
terkait;

e. memerintahkan kepada pimpinan
atau atasan tersangka untuk
memberhentikan sementara
tersangka dari jabatannya;

f. meminta data kekavaan dan data
porpajakan torsanska atan
terdakwa kopada imstansi yang
TEE TR

mmenghientiban sememlara sunly

=

transakal kewdrman, tran sl
perdasannan, dan pacjanpian
lalnnya atan pencaburan
seTERTATE perizingn | liscns serta
komyest wan dillaloglean atan
divtiliki cleh 1egsanaka alay
terdakowa ving didueza
hurlasimhan ki aweal yuna
ciboug ey huhumganm v denan
tndak pidana kerupsi vang
sedans diperilsa;

h. meminra baproan Intcrpal
[ndemcsin Atan instanst peneEak
hukeurn ricgam Lain wntick,
rielielolcn pencmian,
penanskapan, dan penvicaan
barang bukti di luar negert;

1. meminta bantuan kepolisian atau
instansi lain yang terkait untuk
melakukan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan dalam perkara tindak
pidana korupsi yang sedang
ditangani.

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas

atau

f. keadaan lain yang menurut

pertimbangan kepolisian atau
kejaksaan, penanganan tindak
pidana korupsi sulit dilaksanakan
secara baik dan dapat
dipertanggung jawabkan

(3) Dafam hal Komisi Pemberantasan
Korupsi mengambil alih penyidikan

dan‘atau penuntutan, kepolisian
dan/atan ksjaksaan wajib
menverahkan tersaneka dan seluruh
berkys porkarn beserta alat bukti dan
tokeumen Laim vamy diperlukan paling
lamil 4 {empal helas) hari Kerja,
Lerhitung sejak Lanppeal permintaan
Kaoiis Pemberaiiasan Korupsi.

441 Penverahan schagaimana dimaksud

pada ayal (3% dilakukan dengan
mambuat dan  menandatangani
berita acara penyerahan sehingga

sesaln meas dan kewenangan
kepolisian dansataw kejaksaan pada
saat penyerahan forsehut beralih
kopadi Bormis Pembuerantasan
Ko

Eomist Pemberumtasan Korupsi
dalam mengambil alih penyidikan
dan/ atau penuntutan
dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan kepada penyidik atau

sebagaimana

penuntut umum yang menangani
Tindak Pidana Korupsi.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:
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pencegahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf d, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang
melaksanakan langkah atau upaya
pencegahan sebagai berikut :

a. melakukan pendaftaran dan
pemeriksaan terhadap laporan
harta kekayaan penyelenggara
negara;

b. menerima laporan dan
menetapkan stams pranfikast;

e menyelenpmarakan prograrm
pendicikian anhikorags pada
3204 jenjans penclidilon:

d. memneang dan mondorong
Tl b SHTEN L AL

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
hurufe, Komisi Pemberantasan Korupsi
berwenang melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan terhadap
Tindak Pidana Korupsi yang:

a. Melibatkan aparat penegak hukum,
Penyelenggara Negara, dan orang lain
yang ada kaitannya dengan Tindak
Iidana kompst yang dilakukan oleh
aparat pengsak hukum atau
Puonyelongaara Mesars, dan/ atau

b mvenvangzkat hensgian negara paling
socibor Fp 1.000.000_.000,00 (satu
mabvar napiah )

aosialisast pernberaniasan tindale 42y Dalam hid Tindiak Picdana Korupsi

pidaga korupai;

£ melakulan kampanve
antikornpsi kepada masvarakat
LI

I el hﬂjiu sareirbalaleral
ala mulbilateral dadam
pemberantasan tincdak picana
kompeal.

1azal 11

Lialam melaksanakan meas menitor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf e, Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang:

a. melakukan pengkajian terhadap
sistem pengelolaan administrasi
di semua lembaga negara dan
pemerintah;

b. memberi saran kepada pimpinan

ridalc memenuhi keteniuan
zebasalmana dimaksud pada ayat (1),
K trndai Pemberanasa Korupsi wajib
menyecalikan petyelidikan,
pepvidikan. dan penuntutan kepada
kepolistan dans atan kejaksaan.

(31 Kamnisi Pembueraniassn Korupsi
meelakukan supervizi tzrhadap
penvelidilan, penvidikan, dan/atau
penuntutan schazaimana dimaksud
pada ayat (2).

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12
(1) Dalarn melaksanakan tugas
penyelidikan dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf e, Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang melakukan
penyadapan.
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lembaga negara dan pemerintah
untuk melakukan perubahan jika
berdasarkan hasil pengkajian,
sistem pengelolaan administrasi
tersebut berpotensi korupsi;

c. melaporkan kepada Presiden
Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, dan Badan Pemeriksa

Renangan, jika saran Komilsl
Pemberantasan Konpsi mengenai
usgulan perabahan terschut tidak
dimiahkan.

Pasal 13

Foommis Pemrhermiasan Korupal

barkewajiban

a. memberikan peclindunpan
terhadap saksi aran pelapor vang
mneayImpaikan lupsran ahpun
membenkan heteian
mensangn tevadinys tndak
pidana kompsi;

. membenkan informas hepada
masyarakar vane memarinka aman
memberikan banman untak
memperoleh das laim iy
berkertan demgan hasil penomutan
tindak pidana korupsi yan
ditanganinya;

c. menyusun laporan tahunan dan
menyampaikannya kepada
Presiden Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, dan Badan
Pemeriksa Keuangan;

gl

t.

(2) Dalam melaksanakan tugas

penyidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Komisi Pemberantasan
Korupsi berwenang:

memerintahkan kepada instansi yang
terkait untuk melarang seseorang
bepergian ke luar negeri;

meminta keterangan kepada bank atau
lembaga keuangan lainnya tentang
keadaan kevangan torsangka atau
rerdabowsa vang scdany di periksa;

. meemetintalikan kepada bank atau

lembaza keuanpean lairnya untuk
memblokir relening vang diduga
ligail flan korupsi milik tersangka,
terilakowe atan pihylk lain yang terkait;

memerintahkan kepada pimpinan atau
atasan wersanzka numk
mamberhantikan sementara tersangka
clari jabatannva

o, meninta darg kekayaan dan data

peapakan fersangke atau terdakwa
kepradi inslansi vang terkait;

menshentikan sementara suatu
tramsakest kouangan, transaksi
perdasszan . dan perjenjian lainnya
atau pencabulan semetara perizinan,
fisensi serta konsest yang dilakukan
atau dimiliki oleh tersangka atau
terdakwa yang diduga berdasarkan
bukti awal yang cukup ada
hubungannya dengan Tindak Pidana
Korupsi yang sedang diperiksa;

meminta bantuan Interpol Indonesia
atau instansi penegak hukum negara
lain untuk melakukan pencarian,

penangkapan, dan penyitaan barang
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d. menegakkan sumpah jabatan;

e. menjalankan tugas, tanggung
jawab, dan wewenangnya
berdasarkan asas-asas
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5

bukti di luar negeri; dan

h. meminta bantuan kepolisian atau
instansi lain yang terkait untuk
melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan dalam
perkara Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang sedang ditangani.

12. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13
disisipkan 4 (empat) pasal, yakni
I*asal 12A. I*asal I2B. Pasal 12C, dan
Fasal 121F vang berbunyi 56 agar
benkut:

IYazal 124

[¥alam mekabksanakan tugss penuntutan
sebermimana kol dzlam Pasal 6
| Trvmul e, preniniul pela Komisi
I'ernberantazan Kamps: melaksanakan
koorclinasi s23snal denpan <etentuan
peritiaran perundan g-undsngan,

Pasal 1213

{1y Penyaclapsn subagaimana dimaksud
claalimm Pl 12 avaLy 1, dilaksanakan
setelah mendapathan i2in tertulis dari
Lrewian Mencawas.

(2 Unmk mendapatlan izin
sebagaimana dimaks=ud pada ayat (1)
difaksanakan berdasarkan permintaan
secara tertulis dari Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi.

(3) Dewan Pengawas dapat memberikan
izin tertulis terhadap permintaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21
paling lama I x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak permintaan
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diajukan.

(4) Dalam hal Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi mendapatkan
izin tertulis dari Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Penyadapan dilakukan paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak izin
tertulis diterima dan dapat
diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka
waktu vang sama.

I*a=al 120

1} Penvelidik dan penvidik melaporkan

2]

Penyrdapan sehagaimana dimaksud
ko Pasal 12 avat (1) yang sedang
burlangsume kepads Pimpinan Komisi
Pemnbueraniasan Kongisi secara
Trerkala.

Pamvadapan sebagaimana dimaksud
tlalarn Prasal 12 aval (1) yang telah
selesai dilaksanakan harus
diperiangeuticiawablan kepada
Pimpinan Komia Pemberantasan
Korupal dan Dewan Pengawas paling
lambat 14 {empat belas) hari kerja
rerhiming scjak I'zuvacdapan selesai
ditaksanakan.

Pasal 12D
(1) Hasil Penyadapan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
bersifat rahasia dan hanya untuk
kepentingan peradilan dalam
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

(2)Hasil Penyadapan yang tidak terkait

dengal Tindak Pidana Korupsi yang
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sedang ditangani Komisi
Pemberantasan Korupsi wajib
dimusnahkan seketika.

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 tidak
dilaksanakan, pejabat dan/atau orang
yang menyimpan hasil Penyadapan
dijatuhi hukuman pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

14, Kerenmuan 1*asal 13 dinbah sehingga
borbunyi schaga berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan mess untuk
melaksanakan penctapan hakim dan
pumisan pengadilim schazaimana
inmalesual dalam Pasal @ huruf £, Komisi
Pern heranasan [Konygs berwenang
melglakan tincakan hulum yang
diporinkam dim g

dijreriang fungiaes abkan sesuai dengan isi
dari penetapan hiakim alae putusan
pengachilan,

wrasal 14 dibapus
15, hemwntnan Pasal 15 diubah sehingga
betlnmyi schaga henkut:

Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi

berkewajiban:

a. memberikan perlindungan terhadap
saksi atau pelapor yang
menyampaikan laporan ataupun
memberikan keterangan mengenai
terjadinya Tindak Pidana Korupsi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. memberikan informasi kepada
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masyarakat yang memerlukan atau
memberikan bantuan untuk
memperoleh data yang berkaitan
dengan hasil penuntutan Tindak
Pidana Korupsi yang ditanganinya;

c. menyusun laporan tahunan dan
menyampaikannya kepada Presiden
Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Ralryat Republik
Indonesia, dan Badan Pemeriksa
Eouangzan;

. menegakkam sumpah jabatan;

& imenjalankan mszas, ranggung jawab,
clan wewenangnva berdasarkan asas
schagmmpna dimyksud dalam Pasal 5;
I

[ menyusun ke elik pimpinan dan
Pegawai Kiaminl Pemhierantasan
K ompsi

4, Prinsip Dasar  Pelalksanaan  ITnzgas  dan Wewenang Komisi
Pemberaniagsan Koropsi.

Prinsip  dasar  pclaksanaan  tgas dan wewenang  Komisi
Pemherantasan Kompsi memgacn pads Thideng-Thndane Thdang-Undang
Nomor [Y Tahun Z01Y jo Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini terdapat dalam Pasal 5
yang menyebutkan sebagai berikut :

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan
Korupsi berasaskan pada:

a. kepastian hukum;
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b. keterbukaan;

c. akuntabilitas;

d. kepentingan umum;

e. proporsionalitas; dan

f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam hal ini lebih lanjut yang di maksud dengan Prinsip dasar

pelaksanaan mizas dan wewenpanz Komus Pemberantasan Korupsi atau

Asas-nsas yang  mendasan Kemisi Pemberantasan Koropsi dalan

menjalankan lupds dan wesenansnva antacs [am .

il.

[,

kopastan  huknm  adalah  @sas dalem npegars hukum  yang
mienulimnalim landasan perabiman perandang-undangzan, kepatutan,
dan keaditan dalam setiap kebijakan ovenjalankan tea: dan wewenang
Famini Pemhorun (nsan Famupsi:

Keerbukaon adalah asas vana membuka divi teshadap hak masyarakat
untukmampersleh informgs yanys henar, jujur, dan tdak diskriminatif
tenta: kimeija Komsl Pemberantasan Kaopsi dalan menjalankan
mizas dan funesinva;

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
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d. kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

e. proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara
tugas,wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi
Pemberantasan Korupsi.

f. penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah komisi
pemberaniasan korupsi menjunjuig tinggi akan hak asast manusia;

Hal inilab vane kemudian menjadi tanranean vang berarti bagi

Kornisi Pembermn s Komp dalam menjalankm s dan fungsinya

sesufl vane sehamsnya, PMrinsip dazar pokok dan Kemisi Pemberantasan

Korupsi yane harys hersinerzi baik denaan cksekynf mgupon yudikatif

membawa peran senda Komizi Pemberantasan Kompsi untuk selalu

bempesame fowirh pada foess pl;-kl,:-lu: var mengesl kepdilan

B. Komisi Pemberantan Kornpsi Dalam Sistem Tatn Negara
1, Sejarah Koemisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam  Sistem
Koclalancgarain
Cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi bermula pada masa
reformasi tahun 1999, dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 28Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta
Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang kemudian di lakukan
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perubahan pada tahun 2001dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Pasal 43
dengan jelas mengamanatkan di bentuknya Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Selanjutnya pada 27 Desember 2002 lahirlah Undang -
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Prcdana Kempsi. Denpan lahimpya Komisi Pemberantazan Tindak Pidana
Korupsi (KPR} ini, maka pemberantasan komupsi di ndonesin mengalami
babal. haru.

Komisi Pemberantasan 1indak Pidana Kormpst (K1'K) dibentuk
bkam uniule vengern bl alile Gueas porn beraniasan korapsi dari lembaga
hukum vanz-ada sebaluminra. KPE sebaszar stemmbus upaya pemberantasan
komugrsd th Todomesiag womg dalam mengalaskan nessnva, KPK herpedoman
terhadap, Asas Kepastan Hulbuwn, Asas lieterbukaan, Asas Aluntabilitas,
Axas Kopentimean wmum, Asts Proporsionahfas dan Asas penghormatan
terhudag hak i::'»:!.ﬁi ({HTHITET

Lebib lamut apa bila kim memuk pada ketenmean atas tugas dan
tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini
tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi pada Pasal 6 (e) yang pada pokoknya Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) wewenang melakukan Penyelidikan, penyidikan, dan
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penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, sama dengan intansi penegak
hukum yang lain atau lembaga hukum yang ada sebelumnya, baik Polri
ataupun Kejaksaan baik dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana
khusus, maka jika kita mengingat sejarah pada masa lampau atau sebelum
kemerdekaan pada zaman Kerajaan Majapahit dapat di gambarkan antara
lain:
lzulah vane mepvebutkan penzpak hukum perrama kali adalah
dhyaksa, adhvaksa, dan dhamgdhyakss. Pemanggilin penegak hukum
dianaranya depgan mlal Adhyoksa tersebul jupa penelili jemukan di
berbaga rukan sudah add pada zaman Kemajaan hajapahin. Andi Zainal
menmmtilonn Adbalkesn daban herbugom w b sepet
a. Supenntendant aman weperfecaneg
b, Pungawss dalam urusan kependek alan, benk azama Thadha raupun
Sviwa dan mengepalal hud-kuil vang didinkan selatar isians;
¢, Dhisamping it juga bertugns schagal hakim dan scbagai demikian ia
berada dihawah permiah serta pengawasan mahapatih;
. “Adhvaksa™ sebapar hakim sedanghkon “dharmaadyaksa™ sebagai

“opperechter” nya;
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e. “Adhyaksa” sebagai “rechter van instructie bijde lanraad”, yang kalau
dihubungkan dengan jabatan dunia modern sekarang dapat disejajarkan
dengan Hakim Komisaris®.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa
dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di
saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah
hakim wvane diberi mizas untmk menanzani masalah peradilan dalamsidang
pengadilan, Parg dhvakss ind dipimmn ¢leh seoranyg adhvaksa, vakni hakim
terngei vang memimput dan mengawasi para dhyaksa iadi. Kesimpulan ini
didukung pencliti lainnys vaknl H H. Junboll, waus mengarakan bahwa
adhyakesa  milulah pengawas (opzafier)  an habim tertinggi
opeemreec ey, Krom dan Wan Mollenhewen, jues scorang peneliti
Belanda, Balikan menvabut patily (etkenal dari Majagahit valkni Cajah Mada,
inga adalah seorane Adhvaksa’.

keberadaan poncgak hukum padi zaman Majapahit tersebut
lenbmya tirengindikasikan habwa cloritas kekasaan dalam mendominasi
putnsan hukum masih erkentrol. Sehinpea disinilah dapar kita simpulkan
nilai-nilai yang ada dalam kekuasaan Majapahit tidak terlepas dari simbul-

simbul sebuah sistem kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan

penguasa.

SDjoko Prakoso, 1988, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di

Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm. 13

2022.

6 Tentang Kejaksaan, http://www.Kejaksaan.go.id, diunduh pada tanggal 14 Oktober
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Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya
dengan Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain adalah Openbaar
Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan
sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad
(Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan
Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) di bawah perintah langsung dari
IesidenAsisten Kesiden. Hanva saja, pada prakmeknva, fungsi tersebut
lebih condenma schawsi perpanjangan tanwean Belanda belaks. Dengankata
lain, Komisi Pemberaiasan Korupsl pada masa penjajabian Belanda
mcngemban misi terschibnng vaknl antara lain:

a. Memperahankan sepala pecaturan hecara;
b. Melalokan penvnmmtan secala tindak pidans;
¢ Mulaksamakan puiusam peneadilan pidana yang bersean g

Pegepale hukum pada camon Majapalut tidak secara otomatis
boerlanjut densgan tmdisl yang sama dengan zaman Belanda. Kepentingan
kehuasaan vang smrcal kesdal yaive yange dalam hal ini kolonialisme
mambuktikan adanva psoegak hukvm pada zamen Belanda diupayakan
sebagai alat untuk memenangkan legitimasi kekuasaan yang berbalut
dengan peerwujudan keadilan yang nampaknya memang telah
diskenariokan. Barangkali sedikit banyak karakter penegak hukum yang

memposisikan diri sebagai bagian dari penguasa yang merupakan karakter

7 1bid.,
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kolonial harus dihindari oleh Penegak Hukum pada masa kemerdekaan saat
ini.
. Paradigma Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem
Ketatanegaraan
Jika kita runut dari segi konstitusi kita, posisi Komisi Pemberantasan
Korupsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tdak dijelaskan satng sekali, TTanya sage lalam ketennen Undang-
Lndang Dasar Megara Republik Indeaesia 'lUabun 1943 hasil amandemen ke
4 {empar) Hab TX Eokogsnan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan (3)
dijelaskan sehizai ekl
i21 keknasaan kehakiman didakukan oleh sebwah Mabhkamalh Agung dan
Ladan peradilan vang herada di bawalnva dalam lingkunzan Peradilan
Umnum, lingkungan Poradilan Agama, lingkongan Peradilan Militer,
Hrigkurean Pevadilam Tala Usaha Megaa, dan wleh sebuah Mahkamah
konsumsi.
131 Badan-badan lain vang fungsinya berkuita dengan kekuasgsan
lkehakiman diatwr dalam undang-undang.
Untuk menjabarkan amanat Undang-Undang Dasar NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1945 dibuatlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 38 menjelaskan bahwa :
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(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta
Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasan kehakiman.

(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelidikan dan penyidikan;

l>. penuniutar;

c. pelaksanaan putnsan;

il pemherian jass hulourn, dam

. penyelesaian sanplketa di luar peneaclilan.

(3] Kgtentuzn mengenal badan-badan  Tain wane  fungsinyg berkaitan
denzan keluasaan kehakiman diamir dalam nndans-undang.

Mralam penjelasanmva, Tndang-Undane Somer 48 Tahun 2009
tentang [iekuasaan Kehakimag mengactkan isulab dari “badan-badan lain”
dalam Pazsal 38 Ayat (1) dinvetakan antara fan kepolisian, Kejaksaan,
advolent, dan Tembaga peanesepakatan o lermasnk komisi pemberantasan
kompsi. Menumt Undang-Undang Momor 30 Tahun 2002, Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang
kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justruditempatkan
secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan karena pilar penegak hukum
Indonesia berada dibawah kekuasaan kehakiman menyangkut proses dan

tahapan dalam peradilan dan bagian dari

109



prinsip check and balences antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ada
perubahan kedudukan dan peranan KPK dalam struktur ketatanegaraan
Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi Pasal 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan
tupas pencepahan dan pemberantasan lindak Pidanakompsi 2esuai dengan
Undane-Tndanyg i Menomat fungsines, koduduksn KPK disetarakan
denpan  Kepolisian dan I{ejﬂks.aan dimaga Kepolisian dan Kejaksaan
termasnk dalam mumpuom cksckuat ERPK jugs masih bersifar independen dan
hetsias i kokuasmen suanap, Didammloe eplisn ing yang ditnaksud dengan
"kekmasaan manapnu” adalal keknatan ¥anw dapat mempangamhi tugas dan
wewenans  Fomist Fernberaminsam Kowgsi gt anggola komisi secara
individual dari pibak eksekuul. yucikadl] legisladt, pihak-pahak lain yang
terkait demgan petkara ondak pidana koropsi, atan keadsan dan situasi
ataujnun den g alasin apapn.

Sebapaimans tertvang dalam konsotusi ¢ atas, posisi Komisi
Pemberantasan Korupsi adalah benar-benar pada kekuasaan kehakiman.
Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan
Negara modern. Dalam sistem Negara modern kekuasaan yang ketiga ini

sering disebuat sebagai kekuasaan yudikatif. Berdasarkan dari istilah
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Belanda sebagai kekuasaan yukatif. Dalam bahasa Inggris, disamping
istilah legislative, executive, tidak dikenal istilah judicial, judiciary, ataupun
Judicature®.

Dalam praktinya, apa yang diperankan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi merupakan bentuknya nyata kekuasaan kehakiman sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
vane dinvatakan clalam Pasal 38 Avar (1) vane dalam penjelasan dinyatakan
bahwa vang dimaksyd denggn “hagdan-badan 1ain™ gntara lmn Kepolisian,
Kejalsaan, advakal, dan lembaza pemasvarakalan sera uniuk Komisi
I'crnbergntasan kompsi (K1,

Eotentuan torsebut fentumya momperjelas babay - kedudukan
Komisi Pemberantizan Kompsi barada pada bapian keknasain yudisial.

Dhonaem admyvs hal dorsehut dh atas di peralas entans kedwdu<an Komisi
Pemleraniasan lorupsi (KPR di atere dalam ketentuan 1indang-Undang
MNomor 19 ahun 2019 jo Undanyg - Undang Momer 530 Lahon 2002 tentang

Kamisi Pemberaiasan Eorupsi pada Pasal 6 {e) vang pads pokoknya
Foomisi  Pemberantasan kKompsi (KPK)  wewenanz  melakukan
Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Gagasan yang tegas atas kedudukan Komisi PemberantasanKorupsi

dalam ruang lingkup kehakiman tersebut seperti yang

310

8 Jimly asshiddie, tt, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo, Jakarta, him
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dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya

pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law ialah:’

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari
menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara prosedural
untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (independent and
SRRt S |

3. 'emiliban vmum yang bebas:

4. Rebwhasan uniads tiienvataban pemidagal;

in

Kebebaasan unwik berserikar’ baroroamsast dan beroposisi;
&, Pendidikan kowaraancgaraan deivin ol o o,

Metralitas vane bersitar bebas tanpa rerkontrol mernpakan ciri khas
yan mel ekt higdan kehakanam yamu duandaranva diperankan vleh Komisi
Pemberzntazan Korupst Dusnilahokemudian dalam kelentuan vang dalam
IPasal 2 chnvamakan bahwa kckuasaan negara sebagaimana dimaksud pada
ayal [ 1Y dilaksanadan secara merdeka. Dalambhdanyg-1 dang Nomor 19
Tahun 2019 jo Undang - Undane Momor 30 Tahun 2002 tenng Komisi
Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6 (e) yang pada pokoknya Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) wewenang melakukan Penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

® Miriam Budiardjo, 1977, “Dasar-Dasar llmu Politik”, Gramedia, Jakarta, hlm. 58
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Ketentuan di atas secara jelas menjelaskan bahwa paradigma Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan aktifitas penuntutan merupakan
kekuasaan yang bersifat mandiri. Kekuasaan yang bersifat mandiri inilah
yang kemudian menjadi imbal balik yang memungkinkan Kejaksaan
sebagai bagian dari institusi yudikatif yang dikenal pula dengan istilah
kehakiman, tidak bisa dintervensi oleh pihak manapun seharusnya.
Secara jelas bahwa kebwasaan kehaliiman memupakan sebuah cara
pandany Weeary hukom yang seears tidak langsune merupakan indikator
adanya heberlangsunasn Nagara vanp baik. Adanva pemisahan kekuasaan
menjadi cin khas adanva kekuasaan Megama tidak tedopas dart berbagai
pemaarigme ahli hukum yang badicaos erkail pengerian Megam yangdapat
cdijumpal pada mlizan MMimam Budiardjo deppan mengntip beberapa
petrikiramn sarjure, seporli o
1} Rozel Ho Sollaw, mengemukakon nezara adalah alat {ogency) atau
WOWUTENG (A fiarin ] vane moendgarur atay mengendalikan persoalan-
prersoalin bersanni alivs niepa masyaiakal!

2y Harold ). Laski. mengemukakan nepara adalah suatm masvarakat yang
diintergrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa
dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompokyang
merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu
kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai

terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat
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3)

4

merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu
maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang
bersifat memaksa dan mengikat;

Max Weber, mengemukakan negara adalah suatu asosiasi yang
mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah
dalam sesuatu wilayah,;

Robert M. Maclver, berpendapat bahwa nezara adalah asosiasi yang
menvelenggarakan penerttban di dalam suatu masvarakat dalam suatu
wilweals demaan heribssakeam sistern hukun v diselengzgarakan oleh
sugitl pemerintall vans untuk suam pemerintal vang untik maksud

tersebut diheri kekugsaan momaksa'”

C. Triags Palilica

1. Pengertian Trias Politica

Pemisaban  kckuasaan - dalam  bshasa  Indoncsia  merupakan

lerjemuhan dar Kimsep sepovetios of rewer berdasarkan 1eond wias politica

menunur pandanpan Menstesque, harms dipisahkan don dibedskan secara

struktural dalam organ-organ negara yang tidak saling mencampuri dan

urusan organ negara lainnya.'!

Muh. Kusnardi dalam bukunya juga menyebutkan bahwa:

kegunaan dari prinsip 7Trias politica yaitu untuk mencegah adanya

hlm 15

10 Miriam Budiardjo, 1977, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hlm 39-40.
"Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta
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konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan dan prinsip checks and
balances guna mencegah adanya campur tangan antar badan, sehingga
lembaga yang satu tidak dapat melaksanakan kewenangan yang dilakukan
oleh lembaga lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
konstitusi'?

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim memaknai pembagian
kelmazaan berartt bahwa lkekvasaan im memane dibapi-kagi dalam
bohorapa bagian (egislatf, cksekufif dan yodikanf)y, tetapi tidak dipisahkan.
[Tal ini membawa  kodsekuensi babwa  diamara bagian-oagian  itu
dimunakinkan ada koordinasi atau kegasama '

Mlenumud Johm Laschke awar premnenn b Hidak sewenang-wenang harus
ada pembedaan pemegans Leknazaan dalam nesara ke dalam tiga macam
kekuasann, vait k1
a. Eekuasaan Lesislaut imemboar Ladane-L adanz);

b. Eekuvasaan Bkzelmnf (melaksanakan Undang-Undang):
¢, Kekosswan Toderataf poclakaksm hubyngm dhplomaik dengan negara-
nepcara lain).

Konsep yang dikemukakan oleh John Locke dengan konsep yang

dikemukakan oleh Montesquieu pada dasarnya memiliki perbedaan, yaitu:

12 Muh. Kusnardi dan Bintan R Saragih, 1983, Susunan Pemisahan Kekuasaan Menurut
Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Gramedia, Jakarta, hlm 31

13 Moh . Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia Press, him 140

14 Moh. Mahfud MD, 2001, ”Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia”,
Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 73
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a. Menurut John Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang
mencakup kekuasaan yuikatif karena mengadili itu berarti
melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif
(hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri;

b. Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan
ferderatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk
kehuasaan eksekulil, sedaszkan kebuassan yudikadl harus merupakan
kelmasaan yang berdin sendiri dan terpisah dart ekselounf I

ralam - pancangan . Wahfocd AT gendint,  adanya  sistem
pemesinlshan neoeen adalal mekanisme kerja dan kadidinasi alauhubungan
antaga ketion cabanp kebuasaan vaina lesislant eksekutif dan yudikatif'®,

Tenmyn distni dapat disakinkan hahwa kebrelalouan sis e pemerintahan

vane ada horos mengadops! adanva keberpihakan mynanyvang ingin dicita-

itk
Peramrusan g2npenai dokivin pembagian atan pemisahar kekuasaan
ity dalam kopsntusi diangsap penting karcnd figa perimbangan pokok:

Pertarna  pemihuatan undang-toecdang beserin pelabsanaanya  dianggap

sebagai dua pekerjaan yang memerlukan tipe organisasi, personil,

keahlianyang berbeda satu sama lain. Kedua pembedaan cabang kekuasaan
dianggap penting untuk menjamin taraf kebebasan dan

pembatasan kekuasaan yang dimiliki, sehingga dianggap perlu dilakukan

15 Moh. Mahfud MD, 2001, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta, Rineka
Cipta, Edisi Revisi, him 73
16 Moh. Mahfud MD, 2001, ibid, hlm 74
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pemisahan kelembagaan. Ketiga pemisahan kekuasaan seringkalidikaitkan

dengan corak penulisan tradisi yang sudah ada berlangsung sejak lama,

dimana ketiga cabang kekuasaan itu dirumuskan dalam tiga bagian terpisah

satu sama lainnya.!”

2. Landasan Dasar Trias Politica

Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, unsur-unsur  negara

hukum Indonezia yane berdasarkan *ancasila, vaim :

L

Adanyy pengakuan terhadip jaminan hak-hak asusi manusia dan warga
fESAl;

Adanya pembagian keknazaan:

Bahwe thalarn toelaksaraban Do dan Lewapihan, 11-_.~Tr||_'1intah harus
selalu Berdasarkan ams hukoam vang berlakn, balk yang rermelis maupun
vy focdul furtidisg

Adanva keknasaan kehakiman vang dalam menjalankan kekuasaannya
mard ghia, artinya wworlepas dan pengaroh Eekyasaan pemerintah, sedang
klusus wnk Mabikamah o Asuns baos juga merdsla dari pengaruh-
pengamh lamnya'™,

Prinsip kekuasaan yang terpisah inilah yang kemudian melahirkan

adanya pemikiran pemisahan kekuasaan yang tidak terlepas dengan adanya

sistem check and balance, hubungan antara lembaga-lembaga

negara itu terdapat sikap saling mengontrol dan mengimbangi satu sama

17 Jimly Asshiddiqie, 2011, hukum tata Negara dan pilar-pilar demokrasi, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm 28
18 Astim Riyanto, 2006, Teori Konstitusi, Penerbit Yapemdo, Bandung, him 277
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lain,!” sehingga tidak mungkin masing-masing lembaga negara itu
melampaui batas kekuasan yang telah ditentukan.

Adanya Negara hukum yang menjadi ciri khas Negara kita
merupakan ciri negara hukum Pancasila menurut Philipus M Hadjon adalah
sebagai berikut:

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas
ketukunan,

b. Hubungan fungsional vang proporsional antara kekuasaan kekuasaan
HI_'EH.THZ

¢, Peinsip penvelesaian senpkera secara mwsyawarah dan peradilan
mrupakan garany wrakhir

d. Keseimbangan anrara Lak dan kewajiban™.

Thalumn bonisop Moy Lugakeyam zm Jdalym rangka
mengimplemaniasikan semua Loiteria, ponsip, olal; dan elemen-elemen
demokrast merschut i atas. pordu discdiakan beberapa lembaga sebagai
beniko:

1} emerintahan vanp bertanseung jawab:
2) Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan

dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan

pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-

19 Jimly Asshiddiqie, 2004, Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan
dalam UUD 1945, FH UII Press, Jakarta, hlm. 239

20 Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina llmu,
Surabaya, hlm 90
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kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan/perwakilan ini
mengadakan pengawasan (kontrol) memungkinkan oposisi yang
konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan
pemerintah secara kontinyu;

Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara
masvarakat nmum dan peminpin-penimpinnya;

Pors dan media mazsss pang hebas untuk menyatakan pendapat; dan
Sisem  peradilan wanp bebas wilule mengamin hak-hak asasi dan
menpertabank an keadilan® |

i dabarn kamsepst netarn hukarn | erdapat Qs macan, yiitu Konsep

Rechresmaar dan Koosep e of Low. Memmr Sckeltema bahwa terdapat

cripal unsyr alame dalam neears ks Rechesaal dim masing- masing

USUL LLAME Mempunyal tuown sinya. vaite sebagaimana dikemukaan oleh

- >
Azhary, vaim

Adanya kepastian hukom .

a. Asas lepalitas,

b. Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang
sedemikian rupa, hingga warga dapat mengetahui apa yang dapat

diharapkan;

2 Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, 1988, Ilmu Negara, Cetakan ke-2, Gaya Media
Pratama, Jakarta, hlm. 171.

22 Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan
Pemerintah, Alumni, Bandung, him. 113 - 114
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c. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
d. Hak asasi dijamin oleh undang-undang;
e. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan.
2. Asas persamaan :
a. Tindakan yang berwenang diatur di dalam undang-undang dalam
arti materiil;

b. Adanya pemizaban lelmazaan.

P

Avyy demokrasi -
a. llak uniuk memilib dan dipilih bagl warga neoara,
b Peraturan nmmk badan vang barwennnge ditetapkan alch parlemen;
¢ Purderrien mengenst lindiakun pemaerin Lah.
4. Azas pemenntah unmk raloeat

o, TTak wsasi dengan onadang-uncdan e dasar;

h. Pemerintahan secara eleki] don efesien.

Sodanghan Konsep Tae Bude of Tevv awalnva dikembangkan oleh

Albert Venn Thcey (Tnguris ), Thia mengemakakan Aua unsur utama The Rule
of Lo, vaiwr™
1. Supremacy of law (supremasi hukum), yaitu bahwa negara diatur oleh

hukum, seseorang hanya dapat dihukum karena mlanggar hukum;
2. Equality before the law (persamaan dihadapan hukum), yaitu semua

warga Negara dalam kapasitas sebagai pribadi maupun pejabat Negara

B Ibid., hlm. 120
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tunduk kepada hukum yang sama dan diadili oleh pengadilan yang
sama;

3. Constitution based on individual right (Konstitusi yang didasarkanpada
hak-hak perorangan), yaitu bahwa konstitusi bukanlah sumber tetapi
merupakan konsekwensi dari hak-hak individual yangdirumuskan
dan ditegaskan oleh pengadilan dan parlemen hingga membatasi posisi
Croven dan aparamomya.

Philipus 8. Hadjon menjelaskan babwa antara konsep rechtsstaat
dam the ewde af daw mowamy levdapal perheillaan, Konsep reciisstaat lahir
clari parjuangan meanentang absalunsme sehiinoea bersifar revalusioner yang
bortumpu pads sistem hukum kontmental yani dischur cavid fawsistem atau
moderi romran v denean karakoeristik administrant. Sebalikrya the rule
e o berkomnbang scearm evolusioner den berlumpu pads common law
sizdein dengan karakienstile yudicial, =

Sclaim tujuan begars hukom, prinsip atau ksinginan schagai Negara
kesiej aliterimm puga seenjadi Talarhelakmm g wguan bemewsaa Dianiara ciri-ciri
pokok darl suatn welfare siore (necara kesejabteraan atau kemakmuran)
adalah sebagai berikut:

a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak
prinspiil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting

daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga

24 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu,
Surabaya, hlm. 72
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peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ
legislatif;

b. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban
saja, akan tetapi negara secara aktif berperanan dalampenyelenggaraan
kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya,
sehingga perencanaan (planning) merupakan alat yang penting dalam
welforo srote;

¢. Welfare state meripakan nepara fwkum materi] vang mementingkan
keanlilan samial dan huban peesameaa formsl;

d. Hak milik ndak lags disnesap sebapar halke vanz mutlak, akan tetapi
dipandang mempynyal fines sosial, vane beram ada batas-batas dalam
kebebaszan penseunaannya; dan

e Adanyy kecemderunaan bahws periman hukum pubhik semakin penting
cdan semakin mend=sak peranan huhum perdata. Hal ini disebabkan
karcoa semakin lvasnva poranan negama dalam kehiduoan sosial,
ehamami, dan Tnuslaya®

Berbapar macam arpumentass ol aas memmpakan wtik balik dari
adanya latar belakang lahirnya ajaran trias politica. Ajaran trias politica
inilah yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia dimana dalam ketentuan di dalamnya terdapat fungsi

%5 Soerjono Soekanto, 1975, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka
Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit Ul, Jakarta, hm. 54 — 55
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yang terpisah dan saling melengkapi antara eksekutif, legislative dan
yudikatif.
D. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Negara Pancasila
1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif
Pancasila
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kekuasaan
wudlikatil dam chackail moepgadi sehosh radisi pada mass e orde baru
dimana siatem clsakelis feavy lebih dominant di bandinzkan legislatif
fewry, Betheds dengan wra pesey ords haryatau reformasi, karakterisktik
fepisfalil feovp menjadi perubaban sislem kelaansgman, Sehingga
beranekat daii masalah tersebur renwnya fegistef beaa harus menjadi
utik telak perubahan kedudokan Kamisi Pemberagiasan Korupsi.
1y pihak lian. kedudukan Eomizi Pomberantasan Korupsi jika
ditinjai dengan unsw-unsus negara hukom Indsmesin yang berdasarkan
Pancasila, yain -
I Adanya penaakuan terhadap jamiman hak -liak gsuesi manusia dan warga
MEZAIA,
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus
selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun

yang tidak tertulis;
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4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya
merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedang
khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-
pengaruh lainnya®.

Karakterisktik Pancasila yang bukan hanya melakukan
pembentukan organ negara, akan tetapi juga mengandung prinsip untuk
menjalankan pembagian kekmazaan. menjadilian funpsi kejaksaan harus
tidak hisa torlepas dan karaktor afed wane Seefiee e Funwst cfek andbalance
dapat dikaakan sebapa funpsi penyeimbang vang nantinya dapat menjadi
pendukimg pelaksanaan negara hubum sceara lebih balk.

I pritiale T mcbianya sebuoah sistem kekiesgan kehaliman yang
mandirt merupken cin khas dar pepara lwkom berdasarkan Pancasila.
Komumcdiran kokoosaam kehakinsam yang dischbalkan dalam point ke 4
fempat)  mengadi  telak wlue kemampuan segara hukem dalam
menjalankan prinsip-prinsip bormegars seeara ofekef dan berkeadilan.

Pada sisi laiet, cii pepaa hobory Pancasila menwrut Philipus M
Hadjon adalal sebapan berikoat:

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas
kerukunan;

b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan

ncegara;

26 Astim Riyanto, 2006, Teori Konstitusi, Penerbit Yapemdo, Bandung, hlm 277
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c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan
merupakan sarana terakhir;
d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban?’.

Jika kita tinjau dari pencirian negara hukum Pancasila di atas, maka
akan dapat dikatakan upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan
peradilan merupakan sarana terakhir menjadi bentuk karakter penyelesaian
masalab holkum di nepara berideoloei Pancasila. Pada sisi lain, adanya
proses dijalankannya sistem peradilan. bams mengakomedir prinsip
huhungan Tumgsiona] s proporsional alara kekuasasn-kekuasaan
Mepara. Hubungan proposional disiad dimaksudikan untuk membuah
sobuah poly dijalankannyy sistem peradilan wang mandin dan bebas
terinreryensi kepentinean apapin.

Tlalym bky mekanisme demokrast Pancasila disehutkan bahwa,
supramast suatw lembaga peaara apakal namanva  parlement  atau
assemblyv, menaandnng 2 Prnsip pencing :
|, Badan berdaulat ity memiliks Jewnd power, kokuassan berdasarkan

hulkuwm wituk menetaplan segal sesua yang telal Jilegaskan oleh
konstitusi;
2. Disamping itu tidak ada otoritas tandingan (no rival authority) baik

perseorangan atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk

27 Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu,
Surabaya, hlm 90
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melanggar atau menyampingkan sesuatau yang telah diputuskan oleh
badan berdaulat itu®®,

Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan
tugasnya harus didasari pada prinsip adanya kekuasaan yang disahkan
(legal power) yang dalam hal ini telah ada dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan kormpse. D0 pihak  lain,  karaktarisoce Komisi
Pembergntgzan Kongpsi dalam sigiom negara Pancasily juga tidakboleh
bechadapan dewpgan s #ive! opdberi (olorias tandingan) ataulembaga
pencgak hokum o vang mivip dengan o fungsl Komisi Pomberantasan
Fomupst, Jika Ledin bentnk karikier forsehul yadian dewsd poacer dan rival
aavetfiariiy tolah acs dalam Komis Pemberantasan Kompsi sagt ind, maka
Lian menjadikan kedudukan Eomisi Pambeiamnasan korepsi akan menjadi

baik

2, Kedudukan Komisi Pemberantisan Korupsi menurut TAP MPR No
| Talun 2003 tentang 45 Botir Mancasila

Setelah sebulumnya ditetapkan 36 butir pengamalan Pancasila

yang sebelumnya ditetapkan oleh MPR melalui TapMPR tentang

Ekaprasetia Pancakarsa, Majlis permusyawaratan rakyat kemudian

menetapkan melalui Tap MPR no /MPR/2003 dengan 45 butir

28 Ismail Suny, 1987, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, hlm 16
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Pancasila. Hal yang diharapkan dalam penetapan 45 butir Pancasila ini

dapat menjadi sumber kekuatan bagi pemerintah untuk menjalankan

kekuasaan pemerintahan secara lebih baik dari pada sebelumnya.

Isi dari ketetapan MPR terkait 45 butir Pancasila yang dimaksud

sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa

a.

b

=]

!_-\J

[F]

PG 0 G

—.

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqgwaannya
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia Tndonesia percaya dan lagwa 1e1hadap Tulan Yang Maha
Caa, sesual dengan apama dan kepercavaannya masing-masing
et casar kananvsiaa vane adil dan beradab.
Mengembanekan sikap bermar menghorman dan bekerjasama
ambara poerreluk agama domgan penagmut kepercayaan vang berbeda-
boesla tevhadng Tuban ™ ane Mdaha Tan

sembing kerukunan hidug el aniaia sesama wmat beragama dan
keprcavasn techacap Tuban Yano Maha Esa,

Asrama dan koporcavaan wrhadap Tuhan Yang Mahs Esa adalah
masalah van e menyamgkut hybynsim prbadi manpsia dengan Tuhan
Yok Vlalea Caa.

Mensembanekan sikap saline menehormati kebebasanmenjalankan
hadah sesy s demwan gouma dan kepereayvasnnyy masing-masing.
Tkl memaksakan suptu awama Jan keporeavasn terhzdap Tuhan
Tong Naha Crakepada ormog la.

Kemanusiaan Yans Adil dan Beradab
.

Mencakui dan memperlakukan manusia sesuai denpan harkat dan
marmabatmya sehawn makhlok Tuhan Yang Maha Esa

Wiengihui persampm devgud, perdamaan bk dan kewsjiban asasi
sehiap manwsi, g e hedia-tbedalan suko, ketwaran, agama,
kepercavaon, jenis kelammn, kedudukan sesial, warns kulit dan
sebatainva.

Mengembangkan sikap saling mencintal sesamd manusid.
Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

Berani membela kebenaran dan keadilan.

Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia.

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama
dengan bangsa lain.
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3. Persatuan Indonesia

a.

B

Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.

. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa

apabila diperlukan.

Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia.

Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mengembamekan porsatuam Tndemesia gtas dasar Bhinneka Tunggal
Thn

Memajukan perpaulan demi persataan dan kesaluan bangsa.

4. Kerakvatan vang Depimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
PermusyawaratandPeraakilan

i

Schagnl wares noegary dan warsg maywarakat, sofiap manusia
[recdemiesia mempureein Eeshigduban, bhale dan kawngibian vang sama.

e Tidik bolel memal.salian kebendak kepada orang Tain.

il

J.

. Mensutamakan musyawarab dalam mepgambil keputusan untuk

kepenringan betsama.
Blyseawarah  untyk moencapsd roufgkar diliput - olch semangat
kekeluarpann.

- Menzhorman dan menjunjune tine serap kepumsan vang dicapai

schawal hasil mosyawarah.

Demgan ' 0kan]l haik dan rass langueone jaesb mererima dan
metabsamalom basil kepeiusan roose e arah,

D calam musvawarah dintamakan kepenunean bersama di atas
kepenrinpan pribadi dan ealonean.

- Musvawarnh dilakvkan dengan akal schat dan sesusi dengan hati

nuTn vang luhur,

K epadusan sane diambil Bars dapar dipeingeungjawabkansecara
moral kepada Tuhan Yang Maha Csa, menjunjung linggi harkat dan
martabat manusia, nifai- nllcu kebenaran dan keadifan mcngutamakan
persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai
untuk melaksanakan pemusyawaratan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a.

Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap
dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

o

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Menghormati hak orang lain.
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e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri
sendiri.

f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat
pemerasan terhadap orang lain.

g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat
pemborosan dan gaya hidup mewabh.

h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau
merugikan kepentingan umum.

i. Suka bekerja keras.

J. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi
kemajuan dan kesejahteraan bersama.

k. Suka melakukan kogatan dalam rangka mewwudkan kemajuan
yamy murala don herkendilan somiul

Uraian atas 45 botit pengalaman Pancasila di atas telah menjeadi
prmew=an habwa 151 avli Pancasils budean merupalomn sustau rumusan
kosone saja, alan ietaps melainkan i5i arl Pancasila secara meterial perlu
dilaksanakan dan dismalkan dalam spatan kehidupan yany nyata pada
szanla aspak kehidupan penyelenzeara nesar” vaug tidak terkecuali juga
Fomist Pemberantasan Eomupsi,

Fomizi  Pemberantazan o ompsi batk  dalam kecudukannya
mavupun dalam prinsip dasar menjalankan kewenangannva, harus sesuai
dengan Pancasila. Secarn fidek Tanesung,  semala pelaksanaan dan
pervwjucan rertih hukum Indenesia. rermasuk hnkum dasar Incdonesia baik
yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus bersumber pada pokok
kaidah negara fundamental yang berintikan Pancasila’.

Dalam konteks kedudukan kejaksaan sebagaimana jika disifati

dengan keempat puluh lima butir Pancasila, maka posisi dan peran

2 Kaelan, 1996, filsafat Pancasila disusun berdasarkan GBPP dan SAP Tahun 1995,
Paradigma Yogyakarta, hlm 63
30 Tbid., hlm 69
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sentral Pancasila bukan hanya sebagai landasan untuk menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya, akan tetapi juga sebagai prinsip dasar dalam
memberikan kewenangan yang jelas melalui kekuasaan yang disahkan
(legal power) yang jelas-jelas dapat mendukung pelaksanaan makna dari
45 butir Pancasila.

Kekuasaan yang disahkan dan bersifat jelas dan tegas nantinya,
menjadi otik wolale dan bentmk npava mensinereilzan antara kekuasaan-
kekuasaan dalam organ-organ negars. Ormm-oresn nantines skanmenjadi
sialemt pendekung yvang anaca sawndengan vang lain, memang benar-benar
mapa memfokuskan pada tujpan vang termakoab dalam cscnst pancasila.

Sistern wange dimaksnd  dalan Tl ni lares eernenuhi lima
persvaratan sebapal berikut
u o horupakam sain kesatuam
. Berzifal kensizten dan koheren, tidak menaganduns perentangan
¢. Ada hubunean sutars bagian yane satn d=nsan bagian yang lain
il Ada keseimbangan dalam kema
e. Semuanva menzabdi pada tujuan vang satu, vaitu lujuan beisama’’.

Dalam menjalankan fungsi darai sistem lembaga negara, hal yang
patut diperhatikan adalah fungsi lembaga negara diantaranya Komisi

Pemberantasan Korupsi yang terpenting ialah bahwa antara fungsi-fungsi

31 Bambang Daroeso dan Suyahmo, 1991, Filsafat Pancasila, liberti Yogyakart, hlm 40
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itu harus ada kerjasama yang sesuai dengan semangat kekeluaragaandalam
mengabdi pada kepentingan bersama’?. Kepentingan bersama ini dengan
dijalankan melalui prinsip berdasarkan 45 butir Pancasila, dan tentunya
KPK sebagai institusi negara harus mampu mempraktikkan kedudukannya
secara kelembagaan seperti halnya yang tertuang dalam 45 butir

Pancasila.

32 Noor MS Bakry, 1997, Pancasila Yuridis Kenegaraan, liberty, Y ogyakarta, him 128
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BAB III
KONSTRUKSI KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

A. Konstruksi Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini dalam

Sistem Ketatanegaraan
Apa vanp iecdapal dalam alinea ketizga vanz memoal semangat
ketuhanan idealnva tereenmin dalam sistem hukum dan sub sistem-sub sistem
yany lercdapat di dalminva. Alinen kelga pembulien 1ndang-1Indang Dasar
Neogra Republik lndonesia abon 1943 manpatakoan:
“Atas berkat rahmat Allah ¥ane Maha Kuyasa don dengan didorongkan oleh
keiinzinan lubur, supava berkehidepan kebanpsaan wang bebas, maka rakyat
Indonesia menvatgkan dengan ind komerdckaanmys, Mengeambirkan suatu
Kesepakatan: satn lujuan, dan Megaa Hokem Indonesia sebapgnimana yang
termsang dalam Pembukaan Lndane-Lndang Dasar lepara Kepublix Indonesia
Tahun 1745 mnempumesl unsur=imsor sehen etk
1. Hukumnya bersumber kepada Pancasila;
2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi dan bukan berdasarkan atas
sistem absolutisme;

3. Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan yang merdeka dalam arti bebas

dari pengaruh kekuasaan pemerintah;
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4. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya tanpa
kecuali;

5. Hukumnya berfungsi mengayomi dalam arti menegakkan kehidupan yang
demokratis;

6. Kehidupan yang berkeadilan sosial; dan  kehidupan yang
beiperikemanusiaan. ™

Jika kita cerman dengan membandingkan konsep piazam madinah, juga
ternprl kesamaan: Matert Komsiiios: Wadimah secare mendalam, kita akan
mendapal sambaran eatany Larakteristl masyaralat fusoed) dan negara

[slam pada masg-nmasa gaal kelghivan dan porkombanganmya;

1. Maswarakar pendukung piagam ini adalah masvarakat majemuk yang terdiri
s horhaen suko dan awama, Konsilus Madimal secara teeas mengakui
ekasiensi subu bangsa dan apama dan memelibara wnsur sol daritasnya.
Konstituz Madinah mensgariskan kesctigan kepada masvarakat yang lebih
Tuas Tebib penting davipida kesetinan vene sempil hepauda siuku, dengan
menpaliblian perhadan sukus ukn tm pada pembansunan nsgara, yang
warga negaranya bebas dan merdeka dan pengaruh dan kekuasaan manusia
lainnya (Pasal 1). Adapun tali persatuannya adalah politik dalam rangka
mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23, dan 42). Bandingkan dengan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

! Padmo Wahyono et.al, 1989, Kerangka Landasan Pembangunan Hukum, Pustaka Sinar
Harapan Jakarta, him 81

133



Republik Indonesia Tahun 1945 dan Alinea IV Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “cita-cita nasional
adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur”.

Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama, wajib saling
menghormati dan wajib kerja sama antara sesama mereka, serta tidak
seorang pun yang diperlakukan secara buruk (Pasal 12,16). Bahkan orang
vang lemah di antara mersla ham dilindunei dan dibanme (Pasal 11).
Bandingkan dengan Undaneg-Undang Tasar Newam Ropublik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 2T A v 1) semua warga negara msem puryai kedudukan
vang sama di dalam huknm dap pomenotahan | L¥an [fasal 34 Undang-
Unibage Dhenr Negare Bepiblik Tdonesia Tabon 1945mencpaskan “fakir
mmiskin dan smak werlantar dipelihars oleh nogara™

Nesarp mengbkan, mehndungt, dan mengamim kebebasan menjalankan
ibadaly dan apama baile bagi orane-oranz musline maopoen non muslim
(1fasal 2 A=33) Bandingkan dongan Pagal 2% Avat (21 Lindang-Undang
Divr Megma Republike ladomesis Tabun 1945 “nepars menjamin
kemerdekaan tiap - tiap penduduk unmlk memelulk agamanya masing-
masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum
(Pasal 34, 40). Bandingkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum
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5. Hukum adat (kelaziman mereka pada masa lalu), dengan berpedoman pada
kebenaran dan keadilan, tetap diberlakukan (Pasal 2, 10, dan 21).
Bandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 tentang pemerintahan daerah “...dengan memandang
dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahannegara,
dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Dan
Pasal 32 Undanp-Undang Dasar Mepara [Republiklncdonesia Tahun 1945
“pemenntah memajukan kebupdavaan nasional Tndoanesig™ Ponjelasan Pasal
32 Undang-tidang Dasar Wepara  Repuldik  Indonesia Tahun 1945
“kebudayaan lama dan ash wane werdapat di dacrah- dacrah di seluruh
Irocdemiesing levhilonge schapa kehudasenan hanwsa ™

6. Henma warss negora mempuoval hak dan kewajiban vane sama terhadap
noewary Nercka berkowaphan mambels dan mempueriahankan negara
cdencan hana jiwa merska dan mesguser setiap agresor yvang mengganggu
stahilitas newarg (Pasal 240 360 37, 38y Randingkan dengan Undang-
Undang Diear Megare Repulilik [ndonesia Talwo 1943 Pasal 50 Ayat (1)
“tiap-tiap warga nesara barhak dan wajib tkoot sema dalam usaha pembelaan
negara”.

7. Sistem pemerintahan adalah desentralisasi, dengan Madinah sebagai
pusatnya (Pasal 39). Bandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 “pembagian daerah Indonesia
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atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan undang-undang’?.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita temukan kesamaaan filosofis yang
terdapat antara Undang-Undang dasar dengan piagam madinah. Adanya
kesamaan tersebut merupakan bentuk lain dari aspek-aspek kemasyarakat dari
suatu bangsa yang memiliki kesamaan dalam tujuan menghadirkan negara
dalam kehidupan masvarakar denzan menpecepankan hulkum sebagai
landazannyy,

Tnibak i b osahe negsrn anduk mencapat bygoan vang lermaktubdalam
konsumsi telal direntukan adanya bermacam-macam lembapa negara. Supaya
ticak tongash porvalahgunaan kekuazaan, kedudukan sora tugss dan wewenang
masing-masing - lembasa pecarn juer ditenrukan. Hal mi bererti adanya
pembuaiasan kekuasaan jerhadap sehap Tendhaws polink Pemhbata=an terhadap
lembapa-lembaza tersebul meliputi due bal:

1. PPembarasan kekuasaan yang mcliputi 31 kekvasaannya,
2. Pembatsan kekuasaan yang berkengan dengan wakin dijalankannya
kekmasaan tersebur’.

Salah satu bentuk pembatasan tersebut yang kemudian teraktualisasi
dalam kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman seperti yang termaktub
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 telah mengisyaratkan adanya bangunan kekuasaan kehakiman yang

2 Dahlan Thaib DKK, 2008, Teori dan Hukum Konstitusi, — Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm 41-43
3 Dahlan Thaib DKK, 2008, ibid., him 23
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bersifat mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun. Kebebasan inilah
yang kemudian dikatakan dapat memberikan kontrol yang baik bagi pihak
manaupun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat perundang-
undangan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekvasaan vanz merdska unmk menvel>nggarakan
peraditan wuma menceakkan hukum dan keadilan Dalam Pusal 24 tersebut,
dapar ditegaskan bahwa Lekuasaan hehakimad meropakan kekuasaan yang
mordeka wvang  dalam hal  iml mempakan persnjudan dari bentuk
penyel enmmarimn sislen peradilan, D20 dalarn T adane-Tpdang Momar 19 Tahun
2019 jo Undang-Undane Memoar ) Tahun 2007 tentans Kaomisi I'emberantasan
Tirnlak Pidama K omgsi alalam Pasal 3 dengan jelasmmeramgelan jika Komisi
Pemberantazan lTincak Pidana llogupsi vang selanjutnya cisebut Komisi
Pemberantazan Kompsi adalah lombags negara dalam rumpon kekuasaan
ekaekulil’ vang melaksanakan lupas pencegahan dan pemberanisan Tindak
Pidana Korpst. Menurnt fungsinva. kedudukan KK disetarakan dengan
Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian danKejaksaan termasuk dalam
rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari
kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan
manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang

Komisi Pemberantasan Korupsi atau

137



anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif,
pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau
keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka sudah jelas bahwa kekuasaan
KPK merupakan merupakan bagian esensial dari bentuk kekuasaan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Kekuasaan-kekunasaan badan-badan tersebur menjadi bagian dari
Kekuasaan yodikatif,

Tl tersehul kemudan dilegaskan dalam awval selunjumya, yaitu
Undane-Undana  Dasar MNepara  Repnblik [ndonesia  Lahun 1945 hasil
amandemen ke A (cmpar s Bab TN Kekuasaan Kehakiman Pasal 244 ayat (2) dan
(31 vane dijelaskan sebagai berilae

2| Kuekuasnan kehakimean dilakukan aleh choah Mahkamah A gy dan badan
peradilan yang berada de bawahnya dalam linghunpan peraddan umum,
lingkungan peradilan awama, lingkongan peradilan militer, lingkungan
peradilan i usale negara, dan oleh sehiah babkamah Kamsliusi;

(31 Badan-baclan lain yane funpsinva berkaan denpan lekuasaan kehakiman
diatur dalam undang-undang.

Dalam ketentuan selanjutnya disebutkan terkait kedudukan KPK dan

lembaga-lembaga tersebut yaitu dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun
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2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38 menjelaskan bahwa :

(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sertaMahkamah
Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasan kehakiman;

(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud pada avac (1) melipud:

a. penvelidikan dan penvidikan:

I ]1|_'3I:|LE1I|.|.I|..-J'I'I:

. pelaksanaan puiusan;

d. pembenan jasa bukom: dan

e. penvelesaian sen«keta di Inar panzadilan.

(31 Kueternan mongenai hadan-badan lain yang fumgsinva berkaitan dengan

kekuazaan kehakiman diatue dalam oncang-undang.
alam  penjelasan Pasal 3% dikatakan babwa diantara Ketentuan
menenai halm-bacdan Tain . vang Doigsinya herkaiim dengan kekuasaan
kehakiman chiarur dalam  uncanp-undang o antaranva adalsh Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memiliki tugas dan

kewenangan sebagaimana ayat (2) di atas khusus untuk tindak pidana korupsi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman Pasal 38 tersebut mengisyaratkan bahwa, KPK ada di bawah

naungan yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan.
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Kekuasaan KPK dalam menjalankan fungsinya yang dimaksudkan ini
sangat penting untuk dengan tidak mudah terintervensi sehingga harusnya
memang dijalankan secara merdeka. Hal tersebut mengingat keberadaan
lembaga peradilan sebagai salah satu media alternatif penyelesiaan penanganan
tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi sorotan banyak pihak,mulai dari
para pencari keadilan, praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat dan tidak
terlepas juza para alacenus:. Hal ini cisebablan karena adanva pergeseran
peran lembaga peradilan schigai mantus wang diharapkan dapat mencegah dan
meminimalisii  adatya  tndak  pidaga kerupsi o aian perkara dengan
mengedepankan Eeseimbanan kopastan hukum dan mifar keadilan.

Madarn Leteniw penmdany-undanan swhikahl sehagai bagian dari
keknasaan sistem peradilan mempakan badan wan: berfungsi mengawasi
pelaksamaan dan mengadil wrhadap penvelewengan Tndang-undang. Lembaga
yudikaul basifat independent ataw bebas darl campur tanpan pihak lain®.

Kedudukan Komizsi Pemberantasan Koerppsi dalam lembaga yudikatif
dalam sistem pemisahan kekuasaan vange setara dengan Kepolisian, dan
Kejahsaan, meropahan beatuk lain dar KPK yang secara tidak langsung
menjadi bentuk lembaga Negara yang berfungsi melakukan pengawasan,
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan dan

mengadili terhadap tidak pidana korupsi.

4 Fungsi Lembaga Yudikatif, diunduh 12 Februari 2015,
http://rismawanjoko.blogspot.com
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Dalam bab menimbang sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan sebagai berikut :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih
dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

b, Dahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Eoorupsi sebapal lembaga vang mendngan perkaca undak pidsna korupsi
perly ditingkatkan sinerntasnyvy schingaa maying-mazing dapat berdaya
euna ik Berhiasil sona dalam upoca pembecaniazan lindal pidana korupsi
berdasackan asas kesemaraan kewepanecan dan perlindungan rerhadap hak
A3AR1 MAUSIA;

c. bahwa pelaksanaan tugas komisi Pomberantasan Tindak Mdana Korupsi
perle terus ditingkatkan melalu staiegn pencegahan dan pemberantasan
tindak picana kompsi vang kemprehensif dan sinereis tanpa mengabaikan
penghormutan ferhadap hak o asast manosia sesual dengan ketentuan
preraturan perundang-undanpan,

Sesuai dengan uraian di atas, jelas bahwa Komisi Pemberantasan

Korupsi adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara,

khususnya di pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai

badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Komisi
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Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima
orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua
merangkap anggota bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan
laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.’

Ketentuan atas posisi Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut selian di
jelaskan dalam Mazal 3 Undane-Lodane Momor 1% Tabuon 2019 tentang Komisi
Pemborantasan Korupsi wing pada pokoknyas menyataksn jika Komisi
Pemberantazan Korapsr adalah lembapga pegara dalam rumpun kekuasaan
eksckutif wang dalam melaksanakan tugas dan wiowcenansmva  bersifat
inelependen dan behas dun pengaul kekoaasaan masapm. kemuodian dijabarkan
pula secara riner dalam bab penjelazan Undane-Undang b amer 19 Tahun 2019
tentamy Komist Pomberanasan KEormpsi, Pada bagian gmnm Thdang-Undang
pada alenia @ dan 7 ine dinvatakan sebacai berili :

“Kemmdian  penatasn  kelembapaan Komizi  Pemberantazan Korupsi
dilaksanakan sejpalan denzan 'nmzan Mahkamah Konstmsi Momor 36/PUU-
XV2017. In mana dinvatakan babwa Komisi Pemberantasan  Korupsi
merypakan baman dan cabane  kekoasaan o pomerintghan. Komisi
Pemberantasan Korupst temasuk ranah kekuasaam cksekotl ving <ering disebut
lembaga pernerintah (regeringsorgan — bestuursorganen). Hal ini dirnaksudkan
agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan
pernerintahan (excecutive power)

Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini, diharapkan
dapat:

5> Tentang KPK, di unduh pada 12 september 2022, https://jdih.kpk.go.id/jdih/produk-
hukum/80063
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a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan
aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian
dan/atau kejaksaan melakukan upa.ya terpa.du dan terstnrkhrr dalam
pencegahan dan pemberantasan korupsi.

b. Menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan
institusi yang telah ada sebagai “counter partner” yang kondusif sehingga
pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif,
efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diaturdalam
peraturan penrndang-undangan;

c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum
dalam pencepahan dan pemberamasan undak pidana karupsi, dengan tidak
memanopali - dan menveligihi lueas  dan wewenang  penyelidikan,
penvidilan. dan penunmtan: dan

d. Melakukan kerjasama. supervisi dan memantan insuiusi vang telah ada
dalarn upaya bermsara melakykam pengegghan dan pemberantasan Tindak
Pideama Korupse”™

Derdasarkan  weaian i alas,  kedwdukan KPK  dalam  sistem

ketatanesaraan menjac: bapain dar npava menesaklkan sistem peradilan yang
menjungung broee keadilan. Dpava tessebod difokuskan dan diskiualisasikan
pada bidane peucecahan dan pamberantsan indak pidana kompsi

Pada penjelasan lin, secara ckphsat dalam ketentyan Tngdang-Undang
Nomor 19 Tahen 20159 entans Komisi Peberantasan Korepsi tersebut,
discbutkan dalam penjclasan Masal 3 dinvarakan scbagai berkut:

“Fang dimaksod dengan “lembags negara™ adalab lembaga negara yang
bersifat sebagai state auxiliary agency yang masuk dalam rumpun eksekutif.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun" adalah
kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak
eksekutif, yudikatif, legilatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara
tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi atau pun dengan alasan
apapun.”
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Point penting yang lain terkait kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di
bawah naungan eksekutif adalah dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KomisiPemberantasan
Korupsi jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 di atas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Komisi
Pemberantazan Kompst jo Undanp-Undanpg Memor 30 Tahun 2002, untuk
mgningkatkan pencegghpn dan pencgkin hukum yntuk tidak pidana korupsi
dalam Pasal 6 d Komiar Pemberanean Eoraps bertugas melakukin supervisi
terhadap instans yang beraenang mcliksanakan Pemberantasan ‘1 irdak Pidana
Kuorupsi, sedarighan vung di maksl derigan supeevisi adalay kegiatan
penpawazan, panelinan, aran penslaaban terhadap mseansi vang berwenang
malak=umakan Pembermdasan Timdak Pidana Korupst guna percepatan hasil
penyelesalan penanganan perhasa Lindal Pidana Kompso serta terciptanya
sineTgitas antar ingtansi ferkait. Untuk bahwa untuk mengeptimalkan kinerja
KPE dan uniuk melaksanalour kelentan Pasal 10 aval (21 Undang-Undang
Nowor 1% Tabun 204019 renrang enibahan Kedua atas Lodang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPresiden
membuat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Supervisi Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut diterangkan

melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun

® Tentang KPK, di unduh pada 15 september 2022, https://www.stranaspk.id/
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2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

menegaskan:

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan Supervisi terhadap
instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

(2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keepolisian Megara Republik idonesia, dan
. keejalosaan Repuobihilk Tnelomesia,

Tham yraian o atas Kodudukan KPR dalam kotatancearan sangatlah jelas
jika masuk di dalarm rampon Clseluddt gika di olas lebih jauh kedudukan
elezekutif sendin dalam ketatancearaan adalah meas badan ekselounf, menurut
talzirvan wadisional aeas wior pofiica. hanva melakzanakan kebijaksanaan-
kebijaksanaan — wvang  telah  chtetapkan oleh  badan  lowislatif  serta
menvelengomakan Undane-uindang yang dibuat oleh badan legislatif. Dalam
perkembanpan nepara modern babwa wewanann badan eksekutif dewasa ini
jauh lehih lugs daripada hans mclaksanalan Undung-imdanu saja®

Disin jelas bahwa hedudukan apabila KPIC berada pada kecudukannya
sebagai eksekutif, maka ia termasuk pihak-pihak yang akan yang menjalankan
Undang-undang. Problematikanya akan dihadapkan pada permasalahan apakah

nantinya dari segi sebagai yudikatif atau fungsi

7 Ibid, diunduh di unduh pada 15 september 2022.
8 Miriam Budiharjo, 2001, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan
keduapuluh dua, Jakarta, hlm. 208
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mengawasi pelaksanaan dan mengadili terhadap penyelewengan Undang-
undang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Oleh karena itulah kita perlu mendudukan kembali istilah checks and
balances yang merupakan bentuk lain dari upaya untuk menghindarkan
penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang ataupun oleh sebuah institusi, atau
juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun pada
seluiah instmsi. Karepa dencan mekanisme separn i, antara institusi yang satu
dengan yang lain gkan saling menwontrol gfay mongawss, hahkan saling
menpiai’,

Pentinpnwa pemisahan kekuazaan sebemarnva erletak pada upaya
membatasl kekpasaan poenmigsy schinesy perly disdakan pemisshan negara ke
dalam barbagai orean ggar tidak temousat ditangan seorang monarki. Teori
mengenat permsahan dmepombaman kekuasaan neeara menjudi <amgat penting
artinya unuk melthar bapsmana posist ataw heberadaan keluasaan dalam
schuah struktur kekussaan nesara™,

Disinaliy arli peding kekoeesan KPE amduk hersifat mandiri dari
kepsnonpan-kepentinegan malalni kejelasan posist dan kedudukapnya dalam
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh

Lord Acton “kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan

(power tends to corrupt)”, maka untuk mencegah adanya kemungkinan

® Afan Gafar, 2002, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Cetakan I1I, Pusaka
Pelajar, Yogyakarta, him. 89

10 Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia , Ull Press, Yogyakarta, hlm. 14
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penyalahgunaan kekuasaan itulah konstitusi atau Undang-Undang Dasar
Negara Repiublik Indonesia Tahun 1945 disusun dan ditetapkan. Dengan

perkataan lain konstitusi mengatur pembatasan kekuasaan dalam Negara'!.

B. Pertaruhan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem

Ketatanegaraan

Kewnangm Eomist Pernberaniasan Kompsi dalam pencegahan dan
pemberantasan undak pidana koropsi merpakan posisi penting dan strategis
dalara menguzune sistem peradilan vange bermartabar i Indonesiy. KPK dalam
menjalankan lugas dan fungsinea mendaduki peran sendral dalam menjadikan
pemenntahan dan sisten peradilan bersih serea berwibawa dalam perkara
kurwpai

Lralam hal i, Sagipee Bahardje mengutip ucapan Uaveme, “Berikan
paila sava penegak ko (b dien bakimh sange baile, raka denean peraturan
yang bunik zekalipiun sava bisa membuar pumsan vane bak”. Mergutamakan
perilaku (manysind danpads perturan perundang-undangan schagal titik tolak
paradigma penegzakan hubwm, akan membasa kila unwk memnalami hukum
sebagai proses dan proyek kemanusiaan.'?

Disini kemudian, tangung jawab dari KPK sangat penting. Meskipun

aturan hukum tertulis dibuat sedemikian rupa, akan tetapi para pelaksana

'l Dahlan Thaib, 2000, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi , Liberty,
Yogyakarta, him. 18

12 Mahmud Kusuma, 2009, Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik
Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, him. 74
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pemerintahan dan aparat penegak hukum tidak mampu menjalankan fungsinya
atau bahkan malah terlibat penyimpangan, maka tidak akan mustahil hukum
tidak akan maksimal sama sekali.

Achmad Ali berpendapat bahwa kondisi sistem hukum nasional
Indonesia sangat menyedihkan dan mengalami keterpurukkan yang luar biasa.
Keterpurukan tersebut tidak akan berhasil diperbaiki apabila sosok-sosok the
dirty Opoom (sapu komor) masih mendoduki jabatan di berbaszai institusi
hyeym

Disind kita harws percayn keathilan bukan lanya digerakkan oleh
undang-nndang vane sifamya bakn dan acapkall hanya mencsdepankan aspek
formulitas, akan tetapn hukum harus borsitat menghadickan somaa elemen-
elem=n vane ada rermasuk =alal satunya stoktir apamat penegak hukum.

Pumhmm vy wpara e KPE schawn penezak hulogm dalam mincegah dan
memberanas lindak pidana korupsi-seperti haliva vanp disampaikan oleh
Lawrenee M. Friedman'™, Dalam teornvs Lawrenres M. Fricdman menyatakan
bahwi sebupn st stabetn bk dint sistern kemasyvarakalm, maka hukum
mencakup tiza kemponen vain:

1. Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus
berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang

berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya.

13 Achmad Ali, 2001, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya),
Penerbit Ghalia, Jakarta, hlm 10-11.

14 Lawrence M. Friedman, 2001, American Law An Introduction Second Edition (Hukum
Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hlm 7-9.
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Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada
di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ
dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum kerangka atau
rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam
bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari
unsur berikut ini : jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu,
jemis perkara vang diperilsa, dan banaimana serma mengapa), oan cara naik
banding dert saty pengadilan ke pengadilan Tain, Jelasnya struktur adalah
semmacam savalan sistent hokum semacam fow diam vang menghentikan
erTaks

Aspek Tun sisbern hokurn adalals substasinya: Yail anan, norma, dan
pola polakar mvata wammsia yane berada dalam =istem 1m. Substansi juga
berarli “prodok™ yany dihasilkan oleh orang vang hesadas dalam sistem
hukum o keputusan vang nescka keluarkan, aturan barw yeng mereka
susun, Panckannva i sind tedetak pada hukum wang hidup (Fiving law),
bukan hanwvi pada atocan didarn kit odean (s Sooms),

Eomponen ketiga darl sistam okum adalah budava bukum. Yaitu sikap
manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran,
serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran
sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,

dihindari atau disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu
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sendiri tidak akan berdaya—seperti ikan yang mati terkapar di keranjang,
bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan masuk dalam kategori
komponen struktur. Struktur hukum menjadi persoalan penting dalam
ketatanegaraan bagaimana hukum diarahkan dan digerakkan dalam jalinan
sistem yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dengan yang lain.
Funasi KI'K sebasal stmktur penepak hnknm bukan hanva menjalankan apa
yang terters dalam atuman ferulis, akan tetapt juga fungst KFE harus mampu
menjabarkan sebagai alat perekayasa sosal.

Eami Warasih menvatalan balwa penesakan huikom hendaknya tidak
dilihat schagai suaty vong berdin senditi. melainkan selaly berada diantara
berbasai fakoor Gurercionee!. Dalam konteks yane demikian itu, titik tolak
pemahamim evha g hubom tulak sekalar schagan suain Srumnosan hitamputih”
(B privil woang ditiapkan dalzoee berbapai bentuk peraturan perundang-
undangzan. Hukum hendaknya difibar schagai svat gojala vangdapat diamati di
dalim musvarakal, anba Tan melalul fnckads laku wares masyarakatnya. Itu
artinya. titik perhacan hars ditnjukan kepada hubunpan antara hulkum dengan
faktor-faktor non-hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta

pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kulturhukum.!?

5 Esmi Warrasih Pujirahayu, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,
Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 78
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Disini penulis perlu menegaskan pula apa yang disampaikan oleh
Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia
yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan
ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar
berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai ‘“sarana pembaharuan
masyarakat™/ “law as a tool of sosial engeneering” atau ‘“‘saranapembangunan”
denpan pokek-pokek pikiran sebagal berikut: Menpatalian hukum merupakan
“garany pembaharyan masvarakat” didasarkon kepada angaapan hahwa adanya
keteraturan alau ketertibads dalam usaha pembanponan dan pembaharuan itu
mapakan suam vang dimginkan aran dipandane (mutlak) perlu. Anggapan
lain yeng tekamlung dalamn konsepsi okom sehéaga sarana pembaharuan
adalah babwa hwkom calam artt kaodah arau peramran hukmm memang bisa
berlumsi sehagni alal {penatr] aian savama pembaneunan dalam gt penyalur
arah kepiatan manusia ke arab vang dikehendaki oleh pembangunan dan
pembaharyan .

hetenwan aias kewenangan melakukan pembaharuan werdapat dalam
Undang-Undang Republik Indenesia Undang-Undang Momer 1% Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Darisinilah pertaruhan kedudukan KPK tidak hanya dituntut dalam hal

pencegahan dan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, akan

16 Mochtar Kusumaatmadja, 1995, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum
Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, hlm. 13.
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tetapi juga melakukan rekayasa sosial dalam mewujudkan sistem

ketatanegaraan yang baik. Pada akhirnya memang benar apa yang disampaikan

oleh Muctar bahwa hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat

Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian

dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks

kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara. Pikiran bahwa hukum
hams peka rerhadap perkembangan masvarakat dan babwa hukum harus
digezuaikan atan manvesuaikan dengan keadagn vang beruhah, sesungguhnya
terdapat dalam alam pikizan manusia ldosesia

Lyalam  paham - sosielosi bukom, vang dikembaoskan oleh aliran

FProgpeeiic fegr! Reeifivne yang dipslapoar anna Ll uleh Roscoe Pound

memilikl kevakman bakvra hnkum adalah o reof of sovicd enginecring atau alat

perntrezm mesvarakal ais menomis, Mochiae Kusomagimigs sarane perubahan
masvarakat, dalam konteks perubaban bukum o Indonesia harus diarahkan ke

Jangkauan vang lebih loas pang herorientas pada:

a. Peiubaban Bk seelalu peratutan perundangan vang lebih bercirikan
sikap hidup serta karakier bangsa Indonesia, tanpa mengabaikan nilai-nilai
universal Manusia sebagai warga dunia, sehingga kedepan akan terjadi
transformasi hukum yang lebih bersifat Indonesiani (mempunyai

seperangkat karakter bangsa yang positif);

17 Mochtar Kusumaatmaja, 2002, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan,
Kumpulan Karya Tulis, Alumni Bandung hlm 79
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b. Perubahan Hukum harus membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa
yang mandiri, bermartabat dan terhormat dimata pergaulan antarbangsa,
karena hukum bisa dijadikan sebagai sarana mencapai tujuan bangsa yang
efektif'®,

Melalui perencanaan yang baik, perubahan hukum diarahkan sesuai
dengan konsep pembangunan hukum di Indonesia, yang menurut Mochtar
Kusumaatmaija barus dilakukan dengan jalan:

1. l'eningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukom nasional dengan antara
Tain nengadakan pernberuam, kodiAkas serls i likass hoakum di bidang-
bidang terente denzan jalan memperhatilan kesadacan huknm masyarakat;

2. Wenertibkan funast lembawga hukum menurut proporsmey msing-masing;

3. D'eningkatan kemampnan dan kewibawasn penesal: hukom:

4. Muomnpuk  kosadaran hukum masynrakal serie mombina sikap  para
penguasa dan para pejabat pemeratahinenara ke arah komiunen yang kuat
dalam penesakan hokum, keadilan serta perdmdunsgan tethadap harkat dan
martabal mianusia’

Sedanekan dalam ketentvan terhadap kewenansan KI'K secara normatif
dalam melakukan pembangunan hukum di Indonesia selain dalam Pasal —
Pasal, kewenangan KPK dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

18 [lhami Bisri, 2005, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum
di Indonesia, Rajagrafindo Indonesia hlm 126.
19 Tlhami Bisri, ibid, hlm 126.
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Selain kewenangan yang ada tersebut, KPK juga menguatkan melalui
beberapa peraturan yang secara tidak langsung berfungsi menguatkan peran dan
fungsi KPK seperti halnya dalam hal tindak pidana korupsi. Diantara ketentuan
tersebut sebagai berikut :

1. Peravmun Komisi Pomberantasan Korupst Republik Tidonesia Nomor 7
Tabun 2020 Tentang Crganisasi Dan Taw Kerja Fomisi Pemberantasan
Koarupst.

2. Peraluran Komisi Pemberandasan Korupsi Republih Indonesia Nomor 4
Tahun 2020 Uenrane Kencana Straregi=s komisi Pemberantasan Korupsi
Tahun 2020-2024

howenangan kPE terschut di atas memjacdh keweajiban mutlak yang
harus cdijalimbkan meskipon sedikil banyak masib perlu dikeneksi untuk
memperkuat KIPE vang s2lama il masth menjacli lembasa Mesara yang belum
maksimal dalgm melakykan pencesghan dan penceakan hukom dilam tindak
pidana Lorupsi. Menjadi anangan kemuodian KPE untuk menghindart adanya
fenomena judicial corruption baik itu berbetuk penyalahgunaan wewenangan
untuk mendapatkan keuntungan, ataupun penyalahgunaan wewenangan akibat
dari tekanan penguasa.
Diharapkan kita kembali pada konsepsi lembaga penegak hukum yang

sebenarnya dengan menempatkan Hukum sebagai sarana pembaharuan
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masyarakat (Law as a tool of Sosial Engineering). Artinya hukum bertujuan
tercapainya ketertiban, kepastian hukum, dan rasa keadilan masyarakat.?° Inilah
yang sejatinya harus ada dalam orientasi tubuh KPK.

Hal di atas menjadi tuntutan negara hukum yang sebagai negara yang
berdasarkan hukum, dimana salah satu pola yang harus ada di dalam negara
berdasarkan hukum adalah adanya penghormatan dan perlindungan terhadap
hak asast manusia, salain dari adanva melanizsme kelambasaan negara yang
demokrany, adanya suaty ferth hukum dan adanys kekoasaan kehgkiman yang
bebas. ™!

Funesi adanva keluasaan R vano o bebas jailah varg menjadi
dambaan akan hadimys sistom check el Seediece yane diharapkan menjadi
daya dukung sistam ketatanesaraan vang balk. Adasva upava meluruskan
kesndilam bevdasarkan Pancasila tersehl murgpakam tantanaan yung beratyang
harus dizelezaikan oleh aparav penegak hubom KPK, dalam menjalankan tugas
dan tangaungawabnya schazal aparat penczak hukum vtamanyva dalam bidang

pencezahan o permbeaun s Gndak pdins Roages.

20 E Saefullah Wiradipradja, 1989, Tanggungjawab Pengangkut Dalam Hukum

Pengangkutan Udara Internasional Dan nasional, Liberty,Y ogyakarta, hlm.17.

9.

2l Padmo Wahyono, 1983, Indonesia Negara Berdasarkan Hukum, Ghalia Indonesia, him
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BAB 1V
KELEMAHAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

A. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam
Perspehiil Filosolis

Falam ketenman Undane-Undang Dasar Megara Republik Indonesia
Tahun 1945 diseboikan haliea
disusunlah kamerdekaan kebanssaan Indonsszia tm dalam suam Loncang-
Undang Dhsar negars Indoncz vang rerhbentuk dalam suaty susunan negara
Republik Tndoncsia wane berketanbatan rakosat denwan berdasar kepada
Ketulanan Yana Maha Csa,
kemanusiaan vanz aclil dan beradab.
persatuan mdemesia, dan kerakyatan vang dipimpin oleh hikmat kehijaksanaan
dalar poermssas armtan pervakilan,
serla dengan mewugudkan suale keadilan sogial bagi  seluruh  rakyat
Indonesia."

Iindang-Tndane  Tasar Mewsrs Ropublik Indoncesia Tahun 1945
mornpalem hentok leknis dsn atomn wang dimaksidkan dalam
menvelenpparakan Neoara, Dalam karemtuan Undang-1Indana asar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa :
(2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar;
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Prinsip dasar yang ada dalam ketentuan ayat (2) setidak-tidaknya

memposisikan Undang-Undang Dasar sebagai prinsip dasar atau pegangan
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bernegara. Hal ini secara tidak langsung juga menegaskan bahwa ketentuan
yaitu aturan-aturan di bawah Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia
Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar pokok yang terdapat
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Pasal 1 ayat (2) juga menegaskan tentang prinsip Negara hukum. Negara
Indonesia ndak dijalankan dengan perintah lekvasaan, akan tetapi disini
dipertesay arah pembentukan dan dijalanksn Megars berdasarkan kekuasaan
hukwm dan Undang-Undang Dasar Repoblile Midemesia Talbun 1945 merupakan
prinsip dasar norma hukum rertig.

Berbelin dengan Negirs yang hedandaskio paide keknnsaan, adil atau
tidak adil dizsvmsikan awas Lekvasaan vans dijalankan mealalni perintah
pengnasa Al menurul penesas=n fenionya belom wenly o adil bagi rakyat.
Keadilan wersi penpuasa inilah sone saal i banvak diperdebatkan untuk
ditcrapkan, Berbeda dengan keadilan berdasarkan pada ketentuan hukum,
keadilan disandakan pade Perpturan perudang-undanpan vang berlaku dan
mempakan telah menjads kezepakatan.

Nilai adil yang diharapkan dari sudut pandang konstitusi inilah yang
kemudian menjadi harapan masyarakat. Istilah keadilan jika diterapkan

tentunya memerlukan posisi chek and balance yang jelas dalam penerapannya.
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Bukan hanya sekedar retorika belaka. Oleh karena itu Moutesque mengilhami
prinsip dengan lahirnya pemisahan kekuasaan.

Lahirnya pemisahan bukan sekedar istilah untuk membagi kekuasaan
yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Indonesia dikenal dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akan tetapi yang
diharapkan adalah proses dan produk dari sebuah kekuasaan yang bukan hanya
dihasilkan dan satm element kekunazaan saja. akan wetepi jupa dihassilkan dari
paly vane bersineren dalam arman eksgkuht scbysn produk pembuatan
kehijakan pemerigiah, leoislative s=hagal mesi vang bersilar melakukan
pengawasan penerapan kebijakan scoara worum dan wmdikatif melakukan
penwiveasan datarn bidame ik

Lindans-tindans Dasar Meearn Bepublik Indonesia Tahun 1945 telah
mampericgas posta dan kekamsaan measang-rnasing koo ferscbut dengan
mencaniuntkan dalam  ketemtuan Pasal-Pasal yang dapat pensliti uraikan
schagal berikur
1. Kekuasaan ehsckubl dilam LT RRT 145

a. Iresicden Republik idonesia memegang kekuasaan "emerintahan
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
(Pasal 4 ayat (1));
b. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang

Wakil Presiden (Pasal 4 ayat (2));
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h.

i

Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat (1));

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan
Undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat (2));

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya
keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang (Pasal 12);

Presiden dibanw aleh Menter-menten negara {Pasal 17

e Menteri-menten vn dianzkat dag cibarhentikan oleh I'reziden (Pasal

|7
Setigp mentsr membidang urusan rerenm dalam pemerintahan (Pasal
I7y;

Dran lain-lain

K ukuasaan om=lanf dalym TITUTY KRT 1845

a.

h.

Drewsan Perwakilan Rakyal memegans kehuasaan membentivk Undang-
imclang 4 Pazal 20 ayat (1)

Seliap rmncasgan [ndang-mndane ibahas eleh Dewan Perwakilan
Rakwar dan residan untk mencapar persengjuan bersama (Pasal 20
ayat (2));

Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan
bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam

persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu(Pasal 20 ayat (3));
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i

h.

Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah
disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang (Pasal 20 ayat (4));
Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh harisemenjak
rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang
tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajibdiundangkan (Pasal 20
avar(sin;

Lrewan 'erwrakilan Makear meamalikl funes lesislasi, fuongs anggaran,
clam Tumar premgine i [Pasal 208 aval (1),

Dalain melaksanakan funozinva, selain hak wans diator dslam Pasal-
Pasal Tein Thdang-TIndang: Tasar i, Dowsan Perwakilan Rakyat
mempunyal hak inrerpelasi, hak sogket dan  hak  menyatakan
penslapeat {Pasal 204 wval (21

Selam hal vanp deavar dalam Pasal-Pasal lam Undanp-Undang Dasar
ini, sctigp angeora  Dewan Porvakilin Rakvar mempunyai hak
merisjukan. perlanvam, wetyarmpdikan wsal dan pendapac, serta hak
immnitas. {Pasal 204 avat (3

Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak
anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.(Pasal
20A ayat (4));

Dan lain-lain.
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3. Kekuasaan yudikatif dalam UUD NRI 1945

a.

ol

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
(Pasal 24 ayat (1));

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
ururn, Bngkonge peradilan agama, linghungan pessdilan militer,
linghunoan peradifan tata vsaha necara. dan oleh sebuah Mahkamah
Koomutitust {Pasal 24 gyat (2

Mobkamah Apung Berwenan e mengadili pada tongkat kasasi, meguji
peraturan penindang-uncangan di bawal undang-vacang terhadap
uidanc-indang; dan memponvai wesenang lainnya yang diberikan
alch undang-vndangz (Pasal 219A avat i1k

Komndsi Yudisial Tersilia  amandin variz  berwenang mengusulkan
penpangkatan hakim ssuns dan mempnoval wewenanp lain dalam
manuka menjasa dam menceakkan kehormatan, koluhuran martabat,serta
frervilaku halom. {Pasal 240 avat (177

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
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Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C ayat (1));

f. dan lain-lain
Selain atas uraian kewenangan kekuasaan yang ada dalam ketentuan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga terdapat

kewenangan lain yang sifatnya saling mendukung antara ketiga kekuasaan di

alas dalam menjalankan pemerinihan. Semisal hobogzan dalam menjalankan

atau membuat pemodang-undangan yaitu antara cksakunf dan legilsatif

TTubumgan varng saline hersmeren wilars lembagn Moo letsebut yang
dizebut denzan istilah ehed and bofomee. Sifat dan karakteristil chek and
bederge hukan  menjatuhkan  akan  fotap malenskapi kelwruhan  atas
kekosonsan  Denmk lebijokan  yang  =addak-odalmva belum mampu
diluksanabhan vleh Lekpsaam salabesafu st o keknansam

Cara pandang vang saliez bersinergl dalam pelaksanaan chek and
besdfawiere disini yang  kemudian  dipertogas  dalam Ketetapan . Majelis

Penmsyawaratn Bakyel Repubdik Indimesia Nomen IVAIPRS1999 Bab IV

tencang arab kebijakan hukum sebapal berlkot -

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk
terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi
hukum dan tegaknya negara hukum;

2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan

mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta
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memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional
yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender danketidaksesuaiannya
dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi;

Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian
hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak
asasi manusia;

Melanjutkan radlikasi konvesst inlermasional, tenilama yang berkaitan
dengan hak asast maosia sesvdl dengan kebutnhan dan kepenringan bangsa
clalam heninb smcdanges mdang:

Menugkatban inteeritas moral dan keprofesionalan aparat pansgakhukum,
tormazuk Kepolisian Wezars Ropublik Tdemesia. unfuk menumbuhkan
keparcavaan masyvarakat densan meninskatkan kassjahteraan, dukungan
saremd dan prasaramy hokom, pendichlon, serta pongawsasm yang efektif;
Mewujudkan lembaga peradilan yang mandie dan bebas dan pengaruh
pengnasd dan pihak manapun;

MWengembigkan  perabwan o penandanp-undangim yang mendukung
kepiatan perelopnemian dalam menphadap era perdasanpan bebas tanpa
merugikan kepentingan nasional;

Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan
terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap

menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran;
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9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan
perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam
seluruh aspek kehidupan,;

10. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukumdan
hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Dalam konteks tatanan sejarah, jelas kekuasaan Komisi Pemberantasan
Korupsi Dalam melaksanakan lupas dan wewenangnya bersilal independen dan
bebas dar pensarvh kebusgsaan manapun. Ketidak mandinan KPK akan
meneakihatkan kebdak jelas njrem. wang ahandicapa naniinya. Undang-
Undane Dasar Mesara Republik lndenesia ‘Ualun 1943 Bab 1X Kekuasaan
Kihakiman Passl 24 avar (37 menyatakan bahwa Badan-badan lain yang
funssinya berksitan dengan lkelwasasn kehakiman diamur dalam undang-
unclany, Kekmaan tae baden-hadan vang mamjadi keluasasm kehakiman
diperiecas dalam Pasal 24 aval (1) vang menvalakan bahwa Kekuasaan
kehakiman merupakan kckudsaan vang merdcka wntuk menyelenggarakan
peradilan punn memggakban hukwm dun Bendsl

Disind kemucan menjadikan kita saclar babea apa saja vang dijalankan
oleh KPK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan lembaga
kehakiman harus dijalankan dengan merdeka tidak terintervensi dengan
kepentingan apapun. Namun dalam ketentuan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

menyatakan pada Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
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lembaga negara dalam rumpun kekuasaan “eksekutif” yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun.

Ketentuan atas posisi dan peran di atas yang dalam hal ini masuk pada
real kekuasaan pemerintah yaitu lembaga eksekutif pada satu sisi dan yudikatif
pada sisi lain, tentunya menjadi pertanyaan atas independensi dari Komisi
Pemberancazan lompsi dalam hal melakokan penesakan huknm, zertadengan
adunyy KPK merypakan lembaga cksckutf sohagaimana i atas yang dapat
berphses dapat dijadikan olyek hak anchet olell Dewan PerwakilanRakyat (DPR
- 11}, Hal wang disvaratkan s2benamva secara idealnga Komis 'emberantasan

Komupsi merypakan hawian dar pendukuny kekunsaan kehakiman yang dalam
hal ini yudikarit bukan kelouasaan pemerintall atan yang dalam hal ini eksekutif.

Dralam pandamgan. omum di negars manapun ady vang discbut sebagai
istilah lembaga pendebonpg atau cdikenal dengan isulah “aweitiory state’s
bacizs™. Fungst lombaga pendukung ini schenamyva  adalah melakukan
dakimgan penuh ledudep wguan vane diteoaplkian oleh suaie wigan utama
Neoara dalam meninskatlzan etekutinas.

Dalam pandangan penulis KPK merupakan lebih tepat sebagai organ
pendukung  kekuasaan  yudikatif = dibandingkan eksekutif. = Namun
kecenderungan yang ada KPK lebih dianalogikan institusi yang mendukung

fungsi-fungsi dan pelaksanaan eksekutif. Berangkat dari sinilah kemudian
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peneliti menggaris bawahi bahwa secara filosofis dengan menempatkan KPK
ke eksekutif bertentangan dengan norma tertinggi kita yaitu Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan KPK yang merupakan bagian
dari kekusaan kehakiman atau yang menjadi bagian dari lembaga pendukung
yudikatif.

Hal inilah yang kemudian melatar belakangi sosok Menurut John S.T.
Quah salah sam ol antara epam prasyarat vane hams dipennhi eleh lembaga
pembermtis korupsi (Ant-Cormuption Agencics) agar menjacdi lembaga yang
elehul” adalah there must be compeelisnsive anu-cocruplan  legislation,
mengingat besarova pengandh kuabitas instramen hokom: torhadap efektivitas
KPE, muka salah sabin <lrakew menghadapt scvanuan balik koruplor atau untuk
mewnjudkan sistem kerataneparsan. dimuogkinkan 51K menjalankan tugas
dam Nungsmea schagi penvelenyeim necwy deweas haik dan benar adalah
mendesam instrumen hukom yasg baik bagi KPE. Semakin lemab instrumen
hukumnwva maka semakin rentan KPE yntok ferkensg careupior fight back.
Sebaliknya, sermakin kual insiramen Bokusinya, maka KPE pun semakin kebal
terhadap serangan  ballk  komipror dan maksinal dalam  menjalankan
kewgenangannya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Paling tidak, ada
dua langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan kualitas instrumen
hukum bagi KPK, sehingga KPK tidak mudah untuk terkena corruptor fight

back melalui jalur hukum. Kedua langkah tersebut yakni:
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a. Menjadikan KPK Sebagai Organ Konstitusi Pembentukan lembaga
antikorupsi tentu harus didasarkan pada peraturan perundangan.

Bentuk dasar hukum pembentukan suatu lembaga antikorupsi
menunjukkan arti pentingnya lembaga itu dan komitmen negara dalam
pemberantasan korupsi. Makin tinggi dasar pembentukannya artinya
pemberantasan korupsi dianggap makin penting, dan karenanya
memnjukkan komitmen pamempin nepari vang lebih besar dalam agenda
pemberantasan korypsi Dasar hykom lembagn pemberantasan korupsi
paling wdak ada tiga jenis. vaie 4 dalam  Undang-lindang Dasar
(Koonstimsil Undaog-Undang. dan peraturan di bawah Undang-Undang.
Pemhbentkan denwu bonstiaes meniiokkan dasn hubum pendirian yang
palimg kuat, kareng konstatust adalah hukum daser Sedangkan pembentukan
denpan undang-uidang masily membeis uan: bag nlervensi politik
melalui proses lepizlasi vane munglkin saja bermjuan melemahkan lembaga
amtikomapst, Thinges saal ini KPR wdalah bemnbagas ngwars independen yang
keberadaannya mash pada level Undanp-Undanpyaknd Llndang-Undang
Momaor 1% Tahon 2004 tentang Perobaban Bodua atas Lindang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Meskipun demikian bukan berarti bahwa Undang-Undang KPK
saat ini jelek dan lantas harus diubah. Sebaliknya, bila kita mundur
kebelakang atas dasar Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK

(undang-undang yang lama), KPK memiliki
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sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan yang luar biasa

(extra ordinary power) seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,

bahkan KPK memiliki kewenangan melakukan penyadapan, penyitaan dan

Operasi Tangkap Tangan (OTT). Berkat Undang-Undang No. 30 Tahun

2002, KPK menjadi sebuah kombinasi dari berbagai best practices

international, dan dalam hal independensi. KPK dianggap paling ideal

dibandine lembaza sejenis di necara lain. Ada beberapa alazan kenapa KPK

hamus masuk ke dalam konstatysi-

Karena KPK bBukan bamian dad croen konsulusi, maka dengan begitu
mudah  dicani alasan wnluk meszojic Undang-1ndang KPK ke
Mahlcwnh Bonshs Misalhan sojpn wda pemalon judicial review
wimiz Triemper satkan temmbiie kelermbaman KPE yang maengatakan
babvan pasal 2, 3 dam 20 T KPE bertentzmzan denwan Pasal 1 ayat
(Y ULLY 1945 wane mencoaskan r=orang prinsip negara hukum.

Sclamn e mln qpza pemphon yame omemporsoathan pemberian
Lewenangan hepada KT untok melabulan penvelidilian, penyidikan
den pemmturan adalah tidak sah karera memimbulkan keridak pastian
hukum sebagaimana disebut dalam pasal 28D ayat (1) UUD, danmasih
banyak tuntutan yang lainnya. Jika saja KPK masuk organkonstitusi
maka corruptor fight back melalui judicial review bisa diredam, karena

jelasnya kedudukan KPK di konstitusi.
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e Mengakhiri perdebatan yang mencoba menyatakan bahwa KPK adalah
lembaga sementara (adhoc). Hal ini sangat penting guna melawan
kuatnya serangan legislasi kepada KPK melalui usulan revisiUndang-
Undang KPK, intervensi politik ataupun Hak Angket yang di miliki
legislatif, yang salah satu poinnya adalah menyatakan KPK sebagai
lembaga ad-hoc dan harus dibubarkan setelah 12 tahun beroperasi.
Denaan menjadi orpan kenatitms. kedudukan KIPK sebagailembaga
permanen lebil egamin, kmena jika mgn mempersoakm eksistensi
kK hanva bisa dilakukan melau amandeman L UL yang prosedurnya
sangat solit

b Inunitas Ferbaray bool Pimeinan dan HMeooead KPR

Bapaikan fazn lama wang tak pemah berhenn berbunyi, itulah
knminaliswsi Aethadap pimpiman dan pegawai KPK. Thnny Indrayana
mengatakan, begim mudaboya dan rentannya pimpinsan can pegawai KPK
dikrminalizas, Khusypsnva kanks memproses tersangks vane juga aparat
penspak hokwn, Olel karena jwe, sistem pedindunpan bukuin yang lebih
baik harus diberikan agar K1k bisa bekerja dengan lebih tcnang, sambil
memastikan bahwa sistem itu tidak dimanfaatkan sebagai perlindungan bagi
oknum KPK yang memang problematik. Untuk itu di dalam Undang-

Undang KPK perlu dirumuskan sistem perlindungan yang memberikan

imunitas (sementara) kepada pimpinan dan pegawai KPK selama menjabat

dan menjalankan tugasnya. Pemberian hak imunitas kepada pejabat negara
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yang sedang melaksanakan tugasnya bukanlah hal asing di Indonesia.Pasal
224 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur bahwa,
“Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan
maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang
berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.” Bahkan Undang-
Lndane Linslunzan Hidup pasal 06 jupa memberikan imunitas dengan
mangatur, “Setap erane yang memperjuangkan hak atas lingkyngan hidup
vanp baik dan sehatl tdak dapar dieneat secara pidana magpun digugat
scoara perdata.” Oleh karcoa itu. melibat sangat boramya -ugas yang
cdigmiban dalam metnberanias kongast o Tanah Air, selennsnya menjadi
walal bagl pimpinan KPE ootk juea mendapatkan perlindungan dari
masaluh hukom selwoa menjalankan wgasnyan. Mammom, e saja hak
imunitas kepada  pimpman KPK o tidak  taapa batas  karena  yang
mamungkimkan adaldh hak ununitas sementara dan worharas. Hak imunitas
lanpa balas akan menzatah pade onponilas, ek dapar disentuh hukum
fumrorefunbde). hal sepert 1ol tenm tidak boleh repjach. Karepanya, tetap
harus ada batasan, agar hak imunitas itu tidak kelirudimanfaatkan oleh
penjahat. Beberapa batasan yang umum adalah dalam masa jabatannya
dalam hal menjalankan fungsi dan wewenangnya dan tidak berlaku dalam

hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana berat, apalagi korupsi.
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Dengan adanya hal di atas maka KPK dalam hal menjalankan fungsi dan

wewenangnya akan secara maksimal.

B. Kelemahan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif
Yuridis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24
manvatakan bahwe
1. Kekuasaan kehakiman dilakulan clel sebuah Mahkamah Asung dan lain-

lain hadan kehakiman menonit undane-umdang;
2. Susunan dan kebuasaan bodan-hadan kehakinmn o diato denganundang-
nidag.

Derdasarkan amanal TTndans-TTndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 21 maka dibuatlah kotentuan atas kekuasaan kehakiman yang
tertvany dilarm Undang-Undang SNamoer 48 Talwm 2009 1enime Kekuasaan
Kehakiman. kerentuan dalam Undang- Undang Bemor 4% T'ahun 2009 tentang
Kekpasgan Kebakiman terdapat Pasal vamge menjabarkan tenfane kekuasaan
Kehalkiman vang dijalankan oleh badan-badan kebakiman yang dalam hal ini
tertuang dalam Pasal 38 menyatakan bahwa :

(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sertaMahkamah
Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasan kehakiman;
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(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelidikan dan penyidikan;

b. penuntutan;

c. pelaksanaan putusan;

d. pemberian jasa hukum; dan

e, penvelesaian senzleeta di Tuar penpadila.
(31 Ectenmian mengenal badan-bacdan laio vane fungsinya berkairan dengan

kekuasann kehakiman diafordulam wmdune-undany,

Dalam baly penjelasan aras Pazal 38 Undana-Undanpg Momaor 48 Tahun

2008 rentang K okuasaan Kehakiman vaity vany terdapar dalam - ketentuanAyat
(1) dinvatakan balhera vang dimaksud dengan “bacdan-badan lain™ antara lain
kc:]'Hﬂihi:-m Kugulosmam, advokat, demn lembaga pemaseamgkatam fermasuk KPK.
Dralam pandanpan penehti peojelasan Pasal 38 aval 1 secara tegas telah
menuntun kita wntnk memahams balwa kedudukan dar badan-badsn lainyang
fimzsinyn herkaiim dengan kekeasaan kebakbiman  kepolisiom, Kejaksaan,
advokar, dan lembaza pemasvarakatan dan Komisi Pemberantazan Korupsi
dalam perkara tidak pidana korupsi. Dalam penjelasan Pasal 38 dikatakan
bahwa diantara Ketentuan mengenai badan-badan lain yangfungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang di antaranya adalah
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memiliki tugas

dan kewenangan diantaranya sebagaimana ayat
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(2) di atas khusus untuk tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38
tersebut mengisyaratkan bahwa, KPK ada di bawah naungan yudikatif dalam
sistem pemisahan kekuasaan.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman tentunya sangat paradok dengan ketentuan lain yang
dianraranva kerentuan vane menpatur tentang K I'K. Sebazai salah satu badan-
badan yanyg menjalankan fungsi kehakingn, KPK semestinyg berada murni
pada kekuasaan pucdihatil’ Kelumeaan wvoedikalil disine vaile lembaga yang
berfungsi melakukan pengawasan dalam bidane hukom wang diantaranya
Kebssann yudihanil adal ah Mahkmsah Agun e dan Eomis Yudisial,

Mamun jrka kita meanjuk paclh keteaman vane lmn yaim Undang-
Unilang Republik. Tndoncsia Undanie-Thndang. Nowgr 18 Tabon 2019 jo
Undanz-Undanz Moemor 30 Tahuo 2002 tenane Komisi Pemberantzsan Tindak
Pidany Korupst posisi dan kedudukan KTPE berada pada lembaga eksekutif
(meenerapkan alau melaksanakan undacs-undanp). Secaia 1egas, posisi dan
kedudukan KI'E vans disebutkan dalam Llndane-Undane Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam Pasal 3 dengan jelas menerangkan jika
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara
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dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditinjau dari ketentuan Undang-
Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan KPK berada pada
ekaekntif dan wndikadf Kedva ipstmment hukum w@rsebut vaim Undang-
Uniang Repuhlik Tndang-Tndama Nomor 19 Tahyn 200% jalndang-Undang
Normer 30 Tahen 2002 fenane Kamis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan Undang-Undane domaor 15 Lahun 2008 toprang Kekvasaan Kehakiman
secari suh mnenipukan sasa-sat kelenbsan vang hidakberienlangan dengan
Undang Dasar Mepara Hapublik Indonesia ‘Tabun 1945 *asal 241 avat (2) yang
mienreatakan Swsunan dan ek wasaam badan-badan kelakiman oo diatur dengan
Undang-undang.

Undang-Undanyg Republik Tndonesia Undamg-Undang Nomar 19 Tahun
200149 jor Ulndemg=Linnedamg aornew 340 Tahon 2002 rewtane Komisi Pemberantasan
Tindak Pudana Korupst dan Undang-Undang Momor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman merupakan bentuk dari sebuah undang-undang yang
keduanya jika kita merujuk pada ketentuan Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-

Undangan memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan
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yang sama tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjabarkan hierarki
peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

¢. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang;

d. Peraluran Pemerintah;

e, lematuran 'residan:

I Puermluran Thacrah Provanss: dan

i

Peraturan Daeraly Kabpat2ns ko,

Diglam bab penjelasan Tdang-Thdane Bepublik Tndionesia Nomor 12
Tahun 2011 rentang Pembanmkan Peramaran Pemodang-Undangan oada Pasal

7 wyul (2) dijelaskan hahwa dalym Kelenigan im yene dimykeud dengan
“hierarki” adalah penjenjanpan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan
yang didasarkan pada asas bahwa Peratoman Porundang-undangan yang lebih
rendat dak boleh hertentampan dengan Perabinam F;::rum'l:-n|,~:--LLT|L[:mgan yang
lebih tinggpi.

Berdasarkan hierarki perundang-undangan di atas, antara Undang-
Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki
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Peraturan Perundang-undangan. Sehingga atas kedudukan yang sama tersebut
tentunya tidak terdapat sifat saling mendahului atau lebih dikedepankan antara
Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jo
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Dalam teorl kenstims: secing disebutkan bahwa rerdapar satu tindakan
tertenty tetapt ady dua gt lohih kekogsgan Moegars Gantary lewislanf, eksekutif
miaupun yudikatl) vang berwenanp, back secara kumulaul acupun alternatif,
telah morupakan undakan ofek one’ hafence. Lindakan monjalankan secara
operdsiurnd tertradap guinsip cfek ored Sediniee disminre keliza kekuasaan
Negara tarsebut kiranva telal menjadi sam mesin pengperak konstinusi'. Prinsip
yung mendasar ientunva olas kebersamann ersehbond dilikokan da’am bentuk
yane jelas dan tegas vaitu melalu herangla dan prinsip efied and Solance.

Tadi kgrerlibatan lehih dan samo cabang pemenntahan, mizalnya antara
Presiden dengan parlemen dalame molaksamakan setn kewiatan fertentu, baik
secara alternalil maupun secara kumuoladt, bisa dilihot dari segi teor chek and
balance seperti yang telah dijelaskan, tetapi keterlibatan lebih dari cabang
pemerintahan tersebut dapat juga dilihat dari segi teori korespondensi

(corresponding theory). Melalui teori korespondensi ini, yang akan ditelaah

! Munir fuady, 2009, feori Negara hukum modern (rechtstaat), Refika Aditama,
Bandung, hlm 119
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bukan dari sudut pandang pengawasan satu sama lain seperti dalam teori chek
and balance, seperti yang ditelaah adalah suatu kerja sama yang korespondensi,
sehingga dapat menimbulkan suatu nilai tambah atau sinergi, berdasarkan
rumus 2 + 2 = 5. Misalnya ketika pembuatan undang-undang atau suatu
kebijaksanaan yang melibatkan Presiden selaku eksekutif dengan parlemen
selaku perwakilan rakyat, berdasarkan teori korespondensi ini, diharapkan
unclanp-nndang  vane  dihasilkan dapat menjacdi lebih  bailc kualitasnya,
borhubung  kontribuyi pemerintah muengpakan pithak ysme ahli dan
berpenpalaman dalam meganpam Berbagal hal, dipadukan denpan keterlibatan
parlemen schagar mombawa susra rakvar Sehngga diharapksn undang-
unclamps e ililssallkan emebul hermola baous, warkefife, dan dapat diterima
olzh masyarakar tanpa ada sejclak?

Trpihak fein kemsehowensi apahila nadakan vange hersifal werientu tersebut
yang dilakukan oleh dea awao lebibh kekuasaan Mepara {anwars legislatif,
ekackutif maupun yudikanfl jika tidak didusan atas prinsip pokek dalam chek
amd bodonce, akan mendimbolkan kogsekwensi lopis vaiw adanya kekuasaan
yang sifatnva udak terkontral dalam menekan kelnasaan lalnya. PPraktik inilah
yang menjadi bagian kelemahan dari posisi KPK. Kedudukan KPK secara
yuridis yang bersifat campuran (mix position)/lembaga eksekutif yang bagian

dari yudikatif berimplikasi pada masalah yang peneliti analisa sebagai berikut :

2 Munir fuady, Ibid., hlm 119-120

177



a.

Intervensi kepentingan politik terhadap KPK

Meskipun dalam model pengawasan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan dan supervisi terhadap Tindak Pidana Korupsi, KPK
menggunakan sistem cara pencegahan terhadap terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan terkait tugas dan wewenang dimungkinkan dengan berbagai
macam sistem pengujian dan pengujian kembali(chek and recheck sistem).
Misalnva pengawasan ¢lch Dowan Fongawas K1Yk | atan tata carapengajuan
permuhunem kepada badian peradifan ook meningan kembali penyelesaian
penyidilan. dan pamanmitan olzh KPE.

Secara (eeas. postsl dan kedudukan KPR yang disebutkan dalam
UndangeUndang Repahlikh Tndduesia ©hdang-dheking Bomnar 19 Tahun
2019 jo Undang-Undars Nemor 30 Labun o 2002 tentang  Komisi
Pormnberambasar Tindek Pidans Komgst terigng dalam Pasal 3 dengan jelas
meneranpkan jika lKomisi Pemberantazan Tindak Pidana Locrupsi yang
aelanjutn ey dischut Komist Famberantaszan K oropst adulah lembaga negara
dalam sumpun kekesaan edseknril vang melaksanalkan wzas pencegahan
dan pemberantasan Lindak Mdana Eormpsi. Berdasackan ketentuan di atas,
jika kita kaji Posisi KPK, sebagai lembaga negara yang masuk dalam
rumpun eksekutif, yang akan berekses akan dapat dijadikan objek hak
angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hak Angket dalam sebuah ketatanegaraan Indonesia, yakni

merupakan salah satu dari hak DPR RI untuk menyelidiki masalah
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pelaksanaannya dianggap sudah menyimpang dari kesepakatan antara
pemerintah dengan DPR sesuai dengan ketentuan UUD. Pengertian Hak
Angket - menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud
dengan Angket ialah penyelidikan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap
kegiatan pemerintah. Hak Angket merupakan salah satu hak kontrol DPR
terhadap kebijakan eksekutif. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2003 renmne Susunan dan Kedudukan bajelis Pemmunsvawaraian Rakyat,
Dewean Perwakilan Ralewat Dowan Perweakilan Therah dan Dewan
Perwakilan Rakyal Dierah, Pasal 27 hak angket adalab hal. DPR untuk
melakukean penvelidikan terhadap lobijakan pemarirah vane penting dan
sirarepn s sert bercdarn pak buas pada kebadupan Termmasyaakat dan bernegara
vana didugs bertaurangan dznsan perafucan pemndang-undangan. Adapun
Filosadd dlasar dart Tlak Anghel TIPR adalal sehawad msirumen checks and
hafancees dalam sistemy demoloase presidensial. Hal wersebut mengandung

At hak angket hanva dingulkanbagi Tembaga cksckynf di bawsh presiden.

Bahwa adanya KI'K dapat dijadikan abjck hak anglkcet cleh Dewan
Perwakilan Rakyval (DPR ada dua pandanean tendange hal 1ersebut, adanyan
berpendapat jika KPK merupakan termasuk objek Hak Angket dari DPR
dan ada yang berpendapat sebaliknya, di antaranya Mantan Hakim
Konstitusi Maruarar Siahaan selaku Ahli Pemerintah menilai hak angket

DPR juga mencakup KPK, meski lembaga antirasuah tersebut
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merupakan lembaga independen. Karena secara tekstual, KPK adalah
lembaga yang melaksanakan undang-undang. “Tidaklah dapat dijadikan
landasan untuk menyatakan hak angket DPR tidak meliputi KPK sebagai
lembaga independent. Karena secara tekstual, jelas bahwa KPK adalah
organ (lembaga) yang melaksanakan undang-undang. Pengaturan yang
dianggap bersifat kumulatif dalam kata dan/atau kebijakan pemerintahtidak
dapat ditafsitkan bahwa hak ansket hanva ditnjukan kepacda pemerintah
dongan kehijakan  yang ‘herkaitim dongan hal penting, simategis, dan
berdampal. luas pada kehedupan berbanpsa dan hernegara yvang dianggap

borentangan dongan pecamiran porundang-undangan,

Hal yang bersecla di ntarakan oleh Beflv jusa memaparkan dari sisi
sepaiuh, heheiadann hak anglkel hemula Jari bk ik rmenginvestigasi
{righr mo vesteand) dan memeriksa penvalahsunaan kswenangan, dan
menghukpm  penyelesmean-penselewengan dalym administrasi
pemeriniahan, yang kamuochan deselul #isdy i Bmpoochisnens, Berdasarkan
aspok scjarahnya terschut, lanjumya, dapar disimpulkan keberadaan hak
anglet dalum sistem parlementer diperzunakan unluk memakculkan pejabat
negara karena melakukan pelanggaran jabatan. Sedangkan dalam konteks
sistem presidensial Indonesia, Refly menyebut keberadaan hak angket
diperuntukkan bagi Pemerintah dalam kerangka sistem check and balances
yang juga dapat berujung kepada pemakzulan khusus terhadap kepala

pemerintahan (presiden). Ia menilai tidak tepat jika hak angket
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dilakukan terhadap lembaga independen seperti KPK. Apalagi KPK

bukanlah pelaksana kekuasaan pemerintahan.

Dengan demikian, pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK
merupakan tindakan yang melanggar batasan penggunaan hak anget
(limitation of power constitutional boundary) sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 79 ayat (3) [Indane-lIndang Namaor 17 Tahun 2014 beserta
penjelasannya, Karena scears kelembagaan, KPR bukanlah pelaksana
kelouasan pemerinahan (erecuiiie power), melunkan lembaga negara
nepard yane bersifar independen. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3
Undung-Tlndang Mommor 19 Tahon 2009 wenimg Kamisi Pemberantasan

Tunclak Pidana Korupsi.

kedudukan 12K pada 'a=al 3 Lndane= Undans boome: 19 Tahun
200 dengan jelas menvatakan jika KR adalah Tombaws nsgara yang
masuk & o elsshuul lemlunva masuk dalan Lkatepor objek hak
anpker LMME sebasaimana hal di amas. sehingea menimbulkan penafsiran
Barthoen ragu nadabenve KPR sanneat ihpensarohi kerakior dan wabwwa seorang
pimpinan KPK dafam menjafankan kewenangannya secara professional
dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi.

Posisi Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam Pasal 3 dengan jelas

menerangkan jika Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga
negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan
posisi KPK akan lebih mudah dikendalikan kekuasaan dan kepentingan
politik tertentu dari pada tugas dan fungsi pokoknya menegakkan keadilan
serta akan membuka peluang KPK dijadikan objek hak angket oleh Dewan
Perwalialan Rakvat (DI, sebapaimana oi wwakan peailis di atss.

Dalam pamdangan penmliz kiramya saneat dapat dipahami. keberadaan
KPE udal akan Berlalo elekil dalam memalsimalkan peran KPK karena
posist dan mgasnya dinrervenst oleh kekuasaan presiden. Bahkan analisa
secari kol mlanys KPR selmgen lembagd semmn di rompun eksekutif
nantinya hanyva sebaeal alat unnek melakokon interrensi kepenrngan politik
ferhadap kel nsam permennial alae kepentimgm polink erent
Peofesionalitas Komis Pemberaniazan Lomups

Jika kita bandingken denean kepelizian vaus kedudukennya sama
sebasn Tembaa don badan vange wemilikn hagizm dalam noang lingkup
kerja pada kehuassan hehakiman, penzanpkatan hepolisian tdak menjadi
wujud dari penunjukan langsung oleh Presiden secara murni, akan tetapi
terdapat mekanisme penunjukan kapolri yang harus tetap mengakomodir

suara dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
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Ketentuan pemilihan Kapolri dengan mengakomodir suara bukan
hanya Presiden akan tetapi juga suara DPR tersebut tertuang dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Dalam UU kepolisian tersebutyaitu Pasal 11
dinyatakan bahwa :

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan
Dewant Perwakilan Rakyal,

i3} Usul penpanzkatan dan pemberhentian Kapeln diajulkan oleh Presiden
kepada Dewan Perscaha lan Rakyat disertal donsan alasannye;

i3 Persetujuan ala penalakan Dewal Peowakilan Rakyal werhadap usul
Presiclen sebapaimana dunaksud dalam ayat {2} hams diberkan dalam
samngkon ek b pralimee B dan 20 (edia podads) hari leshitung sejak tanggal
surat Prestden diteiima oleh Dewan Perwakilon Ralzrar

(41 Tralam hal Thewan Porswakilan Bakovat ndak membenkan jawaban dalam
wiakl sehagaimana dimalsud dalam ayar (33, ealon yanp diajukan oleh
['resicden dianggap discngm olch BPevan Perwakilan Bakoar;

(5] Dhdarn kealim mendesak, Presiden dapat memberheniikan sementara
Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya
dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Setidak-tidaknya melalui keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dalam mengesahkan Kapolri dapat membantu Presiden untuk
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menguji profesionalitas Kapolri. Berbeda dengan KPK, sebagai badan yang

memiliki kedudukan yang sama sesuai Undang-Undang kehakiman dalam

menyelenggarakan proses penegakan, posisi pimpinan KPK tidak melalui
mekanisme pemilihan seperti Kapolri, akan tetapi dipilih oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang

diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2009 t2nmane 'erubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pembermntasan Tindak PidanaKa-upsi Pasal

20 wang antara lain:

Pasal 30

(1) Pimpinan Kaemisi Pemberantasan Eomps sebagaimanae dimaksud
dalam Pasal 21-ayat (17 hnmf a dipilth eleh Dewan Perwalklan Rakyat
FEupubhil Tudonesin benlasarkan calem pneeols yang divsulkan oleh
Presiden Bepublik lndonesia.

(21 Untuk melancarkan pemiliban dan pencntuan galon Pimpinan Komisi
Pembetantazan Kooupsi, Pemerintah membeniuk panitia seleksi yang
bertigas melaksanakan ketenmao vane diamr dalam Llndang-Undang
ini.

(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

(4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mengumumkan penerimaan calon.
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)

(6)

()

(4

u]

{10

(11)

Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja
secara terus menerus.

Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan
tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada
panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
divererery k.

Panitia  selckst menentukan nama calen impinan vang  akan
isampnikan Kepady Presiden Bepobhk Trubomesig

Paline lambat 14 (empat belasy har kerja terhimng sejak tanggal
diteriminya dattar nama galom dan pamitia seleks, Presiden Republik
lndopesia menvompailkan nama calon = ebapaimana dimak=ud padaayat
(8 sehanyak 2 (duad kol qumlsh jethatan cange tibolyhkan kepada
Diewan Peewalalan Rakyar Republik Indonesia.

[ewan Perwakilan Rakvat Ecpublik Indenesia wajib memilih dan
menclaphan 5 (limap calon vang ditohko sehagaimana dimaksud
pacla avac (9. dalam wakt paline fambat 3 {tiga) bulan terhitung sejak
tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan
menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10),
seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan

sendirinya menjadi Wakil Ketua.
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(12) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat
7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk
disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.

(13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya
sural pimpinan Dewan Perwakilan Raloyal Repullik Indonesia.

Lyenzan acdanva uraian di aras bal inilah vane hame di antisipasi akan
aclanivn ol kepentingan dadarn wermble pinginan. KPE, dan Dewan
Pensawvas KIPK harus dimimimalizic dan diswast olzh sezala elemen
mysvrahat, haik Akgdoemizy, Praktis ataupun mibak-phak lain, serta proses
selelsi peoswal KR Separti vang yann dikatakan eleh Munir Fuady
bahwa meor delegas viv e wiv dengan wori non deleansi (e delegation
doctieit) Menurul eor won delegist ami, pendelecasion kewenangan,
seperti ewenanean lepislanf wans oleh parlemen dicdelegasikan ke
badamdembaga lon, twrmesuk kelembagg admimsirasi pemuesintahan ini
banyal menpandung  kelemahan, sehinpea  seyopyanya  Ldak  dapat
dibenarkan. Kelemahan sistem delegasi kewenangan tersebut diantaranya

pendelegasian tersebut bisa menimbulkan kesewenang-
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wenangan berhubung tidak ketatnya pemilihan anggota dari pihak yang
didelegasikan kewenangan tersebut.

c. Hadirnya kesewenang-wenangan dalam pemilihan Pimpinan KPK dan
Dewan Pengawas KPK.

Lorc Acton pernah membuat sebuah ungkapan power tends to
corrupt, and absolute power corrups absolutely, bahwa kekuasaan
cenderung horupsi dan kekuasaan vang ahaolu cenderung lorupsiabsolute®.
Eompst yang dimaksudkan oleh Acton di amas bukan haonva di pahami
mernmnbil sgne - Bewmre, akan elapn dalon, hoenok p-_m;.-alahgunaan
wewelann juns marnpakan tincakan lain dacesebuah korpsi.

Tialym hal ini penchin hukan mengambal gspmsi bahwa dengan
adanva kerentuan - Undang Undang MNemor 19 Tabun 2009 tentang
Penibuhan Kodua aing Thndang-Thulane Momor 30 Tahun 2002 tentang
Foomizi Pemberanasan Tindak Pedana Koropsi Pasal 30 aval yang pada
pokoknya menvarakan bahwa diangkat dan diborhentikan olch Presiden
meshipun tnelalul seleksi oleh panitia selels vange hendasarkan keputusan
Presiclen dan melalnl proses pemilihan di Depan 'arwalian Rakyat
Republik Indonesia menimbulkan kesewenang-wenangan, adanya potensi
terjadinya kesewenang-wenangan sangat terbuka lebar. Apabila Presiden

tidak terintervensi oleh kepentingan politik yaitu memprioritaskan amanat

3 Munir fuady, Ibid., him 121
4 Rmansjah Djaja, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi), cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, him.1.
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kepentingan masyarakat, maka calon pimpinan KPK yang terpilih
merupakan hasil dari sosok yang professional.

Namun akan menjadi kondisi sebaliknya apabila Presiden terlalu
terintervensi kepentingan politik partai pengusungnya, bahkan Presiden
lebih cenderung ingin menjaga kepentingan-kepentingan kelanggengan
kekuasaannya. Hal inilah yang tentunya sangat bertentangan atas prinsip-
prinsip kepentnpan dar masyarakat vang sehamesnva dipricritaskan.

Bahlkan dalam pandanean L. Abrabam Samad mantan ketua KPK,
ek apar masvarakat Goul mengawal proses seleks capim KPK
apar calon-galon vana ddal: Keeclihel tidak diloloskan sebapai pemimpin
KPE. Hal invia sampaikan datam Diskust Panel yang menuanikat topik "
Mlengawal Ineericas Pimpinan Komisi Pemberontasan Kompsi (KPK)"
yuny mengali baggm dan rgkaian Testival Eoostifust dan Antikorupsi
2019 pada tanapal T Sepiember 201% Supaya lidak erjadi dan
memininalisic hal - hal yang melecmahkan KK dan mencegsk tindakan
e mengahan biggian dai memipalies kedodidom”

Bepitn juea densan proses pamiliban Kema dan Anppota Dewan
Pengawas KPK sebagai mana tertuang dalam Pasal 37 A-E undang- Undang
Nomor 19 tahun 2019 teantang KPK dan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua

Dan Anggota Dewan Pengawas Komisi

5> Mengawal Integritas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di unduh pada 28
November 2022, ugm.ac.id/id/berita/18421.
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pokoknya menyatakan bahwa
Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden meskipun melalui seleksi oleh panitia seleksi yangberdasarkan
keputusan Presiden dan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. Hal tersebut menimbulkan,adanya potensi terjadinya
kesewenang-wenangan sangat terbuka lebar sebagaimana penulis uraikan
dalam presese pemilihan pimpinan KUK di atas.

Ketentuan untgke mampngritgskan kepentinggn masyvarakat tersebut
terwwang dalam pembukazn  Undang-Undang Dasar Megara Republik
Indonesia Tahun 1945 vany menvatakan sebasal benkot -

"Fomuchan danpadd ot ummk membentuk o suaty persgrintah negara
Tndomesia vims mebindung scwcnap baniesa Tndonesia dan scly-uh tumpah
darah Indan=sia dan intal memajuloan kesejahieraas wirtuin, mencerdaskan
kehidupan banapsa, dan  ikur melaksaoakan  &eteriban  dunia  yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusynlah ketmendeksan Lehangsaan donesin ity dalam susiu Undang-
Undang Dasar pecarn Idonesia; ving webentuk dalam suatu susunan
nepara Republik Indonesia vang berkedaulaan rakyal denpan berdasar
kepada :

Eemhanan ¥angMaha bea,

kermanusigan yan g adil dan bermdab,

petselian  Tmdemesia, dim kevakyalim g dipimping oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permuosyaw aratan perwalalan,

serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi sefurun rakyat
Indonesia."

Disini kemudian kepentingan masyarakat sudah selayaknya harus
diprioritaskan, sehingga nantinya dapat mewujudkan apa yang disebut

dengan cita-cita kesejahteraan Negara kesatuan republik Indonesia. Peran
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otoritas dari kepentingan kelompok harus dieliminir dan upaya
memprioritaskan kepentingan Negara utamanya harus dikedepankan.

Beberapa hal yang menjadi sumber kelemahan yuridis di atas
memang berangkat dari kelemahan yang mendasar dan jika kita merujuk
pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 Dalam membentuk
Peraturan Memndans-uncanegan hams dilakukan berdazarkan pada asas
Pembentukan Peraturgn Perundang-undangan vang haik, vany meliputi:

I Kygelwm wjiem;

Yanz dimaksud dencan “azas kegelasan mjuan *adalah bahwa setiap
Pombentukan Porsturgn Porundang-undangan  hanes mempuanyal  tujuan
vang jelas vang hendak dicapai. Tidak adanwa kejelazan mijuan dari KPK
fersebut adalah dengan adanya ketidale jelasaan kedouduksn KPK yang
sebapal lembaga Megara ada di ekseloatil tetapi funpsi danliewenangannya
ada di yudikant.

Unibmg- itz Repualik Trnlomiesta Komgr 19 Tulun 2019tentang
Pepubahan Kedva aras Undanp-Undang Momer 30 Lahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang- Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bersifat tidak tegas
dalam mendudukkan posisi KPK. Hal inilah yang memungkinkan
terjadinya potensi kepentingan yang masuk dalam lembaga KPK sehingga

KPK tidak dapat bertindak secara professional
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dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi karena beberapa
hal yang di antaranya adalah kepentingan politik penguasa sebagaimanadu
uraikan penulis di atas.

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan ‘““asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan
materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan harus benar-benar memperhatikan mater muoatan yang tepat
sesual dengan jenis dan beerack: Peratoran emindans-nndansan.

Tika Kb panul delam keleninan Dedang-Tndanye Dasar yang
menvarakan babws Ladano-Lacdane Dasar kepara Republik Indonesia
Tahyn 1945 Pasal 24 seeara tegus mempogisikan KPR schien badan lain
vang kelmazaan berada di tangan kehakiman. Sehingpa posisi yang sama ini
momnimgkimbamn secyra Wwias kedudukan, KPK memang boenar-henar ada di
hawah naungan yudekaul vang dalam hal s Mahkamah Agung

Namun terdapet perrentangin merarks perndang-undangan dengan
kelwimyn Hnlarg-L hdang Boanen 19 Tahun 2008 {enwne Perubahan Kedua
atas Undane-Undane Momor 30 Tahon 242 tentane Komisi 'emberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa posisi Kejaksaan ada di
bawah naungan eksekutif, terdapat pertentanganmengingat KPK berada di
bawah naungan Presiden, padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 mendudukan KPK di bawah yudikatif.
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3. Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan™ adalah bahwa
setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus
memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di
dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Asas dapat dilaksanakan ini memposisikan kedudukan KPK yang
marnilib kesllukan o kekusmsgan ehackoil dan yodikanil, sangatlah tidak
memunakinkan wnwk difaksanalan. £1l=h karena i kedudukan KPK yang
misih hersifat mendus torschbot yaite dangan dinmiukkan dengan Undang-
Undast Mooy 1% Tahon 2009 enlang Peruhahan Kedoa atas Undang-
Undang Memor 31 Uahun 2002 tentans Komisl Pemberantasan Tindak
Pidana Forupsi yane menyalekan jika KPE adalab lembaga Negara dalam
mmpun Feefait dan Undang-Undang bomor A8 Tahun 2009 tentang
K ekimsnan Eehukimmm, sehingga mempenleme, alas kedudukan KPK.

4. Eedavapunaan clan kehazilounaan;

Yoz dissaksnd dengan “asas Kedavasmian dan kehasilgunaan”
adalah bahwa senap Peramiran Ferundane-undanpean dibuat karena memang
benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sifat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi
rumusan yang jelas dan tegas dalam mendudukkan posisi KPK sebagai
lembaga Negara. Sehingga hal tersebut mengakibatkan aspek
kedayagunaan dan kehasilgunaan sebuah peraturan perundang-undangan
berlaku semestinya yaitu menjadikan KPK sebagai lembaga Negara yang
profesional.
. Kejzlasan umusan: dan

Vang dimaksud dingan “asas kejolazan rumesan™ adalah setiap
Peratwrar  Perundang-undagigan  harus  memenohi periyvaratan  teknis
penypsanan Peratuean Perondang-indangan, sistematika, pilihan kata atau
vililah, sevla hatoesa hubomm vang jelas cdan milah dingengert sehingga tidak
mzmbulizan berbagar macam nterpretesi dalam palaksapaannva.

Timbz-TIhdang Mimnor 19 Tahiun 2009 1weafane Perubehan Kedua
atas Undane-Lindans Momec 30 ] aton 2002 entanz Loomisi Pemberantasan
Tindak Fidana Forups dan Tndang-Lhdang ~omor 4% Tahun 2009 tentang
kekuasaan Kehakimae menonbulkan etidak jelasan dalam perumusan
posist KI'K  sebaual lembaga Nepara. Kedva ketentman  tersebut
mendudukkan KPK tidak sesuai proporsi yang seharusnya. Disamping itu,
kedudukan KPK yang ada memiliki intepretasi yang mudah untuk
disalahartikan dan disalahgunakan. Sehingga implikasi yang ditimbulkan

adalah KPK tidak dapat menjalankan fungsinya dengan yang semestinya.
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Sebaiknya memang peraturan yang ada yaitu baik Undang-Undang
KPK dan Undang-Undang kehakiman mengatur dengan jelas kedudukan
KPK sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Asas-asasdalam
pembuatan perundang-undangan yang baik dan benar juga harus dijadikan
dasar pembentukan peraturan yang ada dan melihat pada aspek implikasi

jika dibarlakukan nancinva.

C. Kelemuhan Kedwdubhan Kemisi Pembersntusan Korupsi Dalam Sistem
Ketntaneraraan Dalam Perspelitl Sosilogis
Fada praktik poyis Komis Fembern tusan Kongps bertynyggung jawab
kepada publils atas pelaksanain lugasnya dan menyampaikan laporannya
seogra torbuka dan berkala kepada Prosiden Bopublik  Indonciia, Dewan
Perwakilan Rakyal Republik Indonesia. dan Badan Pemendlsa Keuangan,
beberapa kasus wans rerjadi menuniukkan KPK secara penuh -idak dapat
mclaksamakan kowaphanmya denggn maksmal, . Thantata kasus  yang
menutjukban kondist vang demikian adalah pada masa demoheasi terpimpin
zaman Soekarno yang mengarahkan sistem pemerintahan tirani adalah sebagai
berikut :
1. Tidak ada perlindungan hak asasi manusia, bahkan tidak ada komitmen

untuk itu;
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_L.'l

Kebebasan press dibelenggu, sehingga tidak adanya kebebasan pres saat
itu di Indonesia;

Tidak dijalankan prinsip due process yang subtantif, maupun secara
prosedural;

Tidak dibenarkan oposisi kepada pemerintahan, sehingga lawan-lawan
politik dari sukarno banyak yang dimasukkan ke penjara;

Partai-pariai polink udak berperan sehinpea mekanisme kedaulatan rakyat
tidak berjalan, khususova setelab dekric residen 5 Juli .959 untuk
kembali membedakokan TN 1048

Parlement wdak herfunesi dan pdak mencerminkan kehendak rakyat;
Tidak ada sistem ¢ Aeck evnd Balonce antar lembags-lombagy pemerintah;
Pemearintah dibkeri kewenansan unmk ikmt campur ke dalam bdidang
wudikatl sehimgen deom nas poliics ek burlskog

Kekuasaan tersentralisasi ke pusac sehinppa dasraly tidak panya peran

vang horam;

10, Worupsi mermgalel;

11. lerbenzkalamva program-program pembangunan ekonomi®,

Kondisi yang terjadi dalam sistem kepemimpinan Sukarno saat itu

secara sistematis telah melahirkan bentuk-bentuk penyimpangan yang secara

langsung menjadikan rakyat tidak sejahtera. Persoalannya kemudian pada

6 Munir Fuadi, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung, hlm172-173
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zaman Suharto era dimana kekuasaan yudikatif terintervensi oleh kekuasaan
eksekutif.
Fenomen-fenomena yang nampak dalam kekuasaan pada zaman

kekuasaan Soeharto sebagai berikut :

a. Dilecehkan hak-hak fundamental dari rakyat;

b. Tidak dilaksanakannya prinsip due process baik secaar subtantif maupun
secary proceduril;

¢. Drominasi peranan nuliter dalam pelitik dan pemenntahan;

o Birekvast pomgambilan kepabose pernoimnbdem. yvang eseniralisasi di
pusat;

¢ Puoran dan funigst pattat polink dibilangkan:

I Berlakw ziztem kspartaian tunseal:

o Tombuwa dowan perweakilan raloval huoga hanva menjud stempel untuk
menvetujui tindakan pemerinwahan;

h. Lembaga pengadilan - dan putusan pengadilan dapat datur oleh
pernenniahum melalu menten kehakiman.

1. Campur tanegan pemerinah yane mencalam terhadap banval persoalan
urusan partai politik dan publik;

j. Campur tangan pemerintah yang mendalam terhadap banyak persoalan
individu dari anggota masyarakat;

k. Pemaksaan terhadap keseragaman penafsiran ideology Negara;
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. Banyak lembaga Negara non formal dengan kekuasaan yang sangat besar,
seperti pangkopkamtib, asisten pribadi Presiden dan lain-lain;

m. Korupsi dan nepotisme merajalela;

n. Pemilu hanya sebagai pemanis. Seperti yang pernah dikatakan JosephStalin
bahwa dalam pemilu rakyat tidak memutuskan apa-apa, yang menentukan
segala-galanya adalah mereka yang menghitung suara, dalam hal ini adalah
pemerintah vang berhuasa’.

KEckuasaan yuchsial vang sangar tectckan milah pada masa cra Sukarno
dime Suhario v kesoghiim menjadiken) kekosesan vodisial lidlak mampu
menunjubklan  perannva  secara  zlonifikan dalam  omengawal eksekutif
menjglankan granat Dndang-Undanie, Fakta nyata atas implikas: kedudukan
Kejaksaan yane ssherosnve menjadi bagian dan tembagza wudikatif namun
malal cenderong yninke digumakan sehasea landasan oksekonr odalah pada
Lasus jaksa agung Supraplo zaman Soekarno.

Schaga nstitus wany mennlikl kedudukan yang mendua, sejarah KPK
Udlale terlepas i Korndisn vang selpcknya fithak petli erjadi delam sistem
ketaraneparaan epublik dalam hal penepakan hulmm emtama pada perkara
tindak pidana korupsi. Pada berbagai era hadirnya penyimpangan kekuasaan
yang mengindikasikan implikasi dari KPK yang memiliki tempat kurang
konsisten dalam ketatanegaraan telah membuktikan KPK kurang maksimal

dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

7 Munir Fuadi, 2010, ibid., hlm 173-174
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Berbagai kasus yang dapat membuktikan selama ini bahwa KPK
menghadapi persoalan yang dihadapi KPK dalam penegakan hukum akibat
intervensi  bayang-bayang kekuasaan eksekutif diantaranya indikasi
kriminalisasi pimpinan dan pegawai KPK.

Apa yang di ulas penulis dalam kendala penegakan hukum kususnya
perkara tindak pidana korupsi dari pimpinan dan pegawai KPK merupakan
benmk lain darl cé=esy vane barame menentane ams. Hal tarseburssbagaimana
dikemykakan oleh Tord Actom “kekugzaan it mempunya kegenderungan
untk disalahgunakan (oower fends B oamkpal)”, maka uriiuk mencegah
adanva kemungkmen penyalahpanaan  kekuvasaan itulah  konstitusi atau
Vhilang-Undane Dasar  disme dan diletaphkan, Thmgan pekataan lain
konstitzl mensatur peovbatasan kelmasaan dalam mesara”.

Tpaya para Fimpinan dan Pegawar KPK wang ada indikasi adanya
Leigvinalizash terkait peckara keoupal vang sedang di angani menujukkansuatu
benruk cksisrengt rerhadap schugh penegalan hukum di bidang korupsi dan
eksistenst sistemn Permdilan vtz sesunoouhnya Peradilan sendili merupakan
derivasi darl kata adil, vang diarikan sebazal tidak memhak, tidak berat
sebelah, ataupun keseimbangan, dan secara keseluruhan peradilan dalam hal
ini adalah menunjukan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan
atau mewujudkan keadilan. Pidana, yang dalam ilmu hukum pidana (criminal

scientific by law) diartikan sebagai hukuman, sanksi, dan

8 Dahlan Thaib, 2000, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty,
Yogyakarta, hm. 18
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atau penderitaan yang diberikan, yang dapat mengganggu keberadaan fisik

maupun phisikis dari orang yang terkena pidana itu.’

Dalam hal ini terdapat beberapa masalah pokok dalam aspek sosiologis
yang menjadi latar belakang kedudukan KPK dalam menjalankan tugas dan
fungsinya yang sangat tidak efektif. Diantara kondisi itu sebagai berikut :

1. Seorang Pimpinan KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
[ndonesia  berdasarkan calon angsola vang  diusulkan oleh Presiden
Eepublik Indonesia. proses pengusulan calon pimpinan KK dari hasil
pamitia selekst yang selamuimva Preswden menctapkan calon lerpilih (Pasal
A0 Undano-Undang Momer 19 Tahon 2019 entana Pernbahan Kedua atas
Lindang-Tndung Nomar 300 Tahon 2002 tentang Konnsi Pemberantasan
Tindak Pidana Komipsi) meneakibatkan balas budi,pimpinan KPK adanya
balas bauh cdim cevderuny patuh fodeslap sesak yang memilih dan
menpusullan;

O Sosok pimpinan EPK schagal pimpinan EPK balas budi dan cerderung

d

patuh lerhadap sosal yane aemnihil dan mengusalkan berimplikasi terhadap
peran KK vane dalam hal ini mempakan fambapa vang dipimpinnya;

3. Kompetisi seleksi untuk menjadi Pimpinan KPK akan lebih mudah dijalani
ketika sesorang calon Pimpinan KPK berlatar belakang adanya kedekatan

dengan partai politik pemenang pemilu Presiden dan wakil

® Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1993, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni
Bandung, him.437
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Presiden. Hal ini memungkinkan terjadinya peran dan fungsi KPK akan
dikendalikan dua pihak yaitu partai politik dan sosok Presiden;

4. Sosok pimpinan tertinggi dari KPK adalah 1 (satu) orang, dan 4 orang wakil
yang bekerja kolektif koligeal memungkikan citra KPK kurang maksimal
karena akan rentan di pengaruhi dan terimtimidasi oleh pihak- pihak yang
memiliki kepentingan. Pada point ini penulis mencoba mendudukan
Yiltredo PP*areto yane menvarakan babwa pada dasarnyva manuszia bertindak
atas dasar perasaan sentimentil atay bordasarkan ingnnk. tetapl kemudian
mereka berusalia menjelaskan perbuataniya tlu dengzan berdasarkan kepada
teovi-tooi yang sehanamyva tidak lowis'™,

Meskipum demikian vang menjadi nilal positif dalam kedudukan KPK

di bawah paunean =ksclmrt adalah KPK akan lebih mudah beckoordinasi

dengyn pumerin fgh tedea L penumtutan masalah-mas=alah vang hork aitan dengan

Lepentinzan Mepara, Akan etape pessoalannya silar dan koordinasi dalam

pandangan ponelin tdak pedu KPR harus di bawah naungan cksckutif,

Piriinl KPK yang di hawah waungan kebuasam vidilkali| sebenarnya

Juga bisa vntnk melalolan koordinast terhadap hal-hal pencine dan mendesak

terkait kepentingan Negara. Hal ini mengingat dengan mendasarkan sistem

pemisahan kekuasaan yang terpisah dan merdeka untuk menjalankan

19 Munir fuadi, 2010, lo’cit., him 120

200



kewenangannya akan tetapi tetap saling membantu dalam menjalankan peran
fungsi dan tugas pokoknya.

Hal tersebut karena Montesquieu sendiri dalam mengembangkan
konsep trias politica didasarkan pada sifat despotis raja-raja Bourbon, ia
ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa
lebih terjamin haknya. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam
tea cabane, varm keluasaan lepislatif, lkebuasaan ekzelmnt. dan kekuasaan
wihbkatf Monunomea kehas jenig kekuasaan i hagroslah t:,;rpi-,c.nhsatu sama
lain, baik menzeénai woeas (luiss magpul mengensai alae perlengkapan
(organ) vane monyvolenggarakannya. Lemtama adauya kebebssan badan
wiglileah I wane ditckank an alel Monlesguicin san e mempunyai laar belakang
sehagm hakm karena disimlah Tetsknva komerdekaam indve du dan hak asasi
mahusia e dijamin dan diperiruhban. Kelonsaan lepizlalil” menurutnya
adalah lkelmasaan wnmk membuar nndans-undang.  kekvasaan  eksekutif
melipoh penvelenararaam umdang-undang Qllameakan indakan politik luar
nezeri}), sedanphan heloasaan yocikaul adalah kekoasaan mergadili atas
pelangearan vndanye- undang''

Montesquieu sebenarnya tidak berupaya membatasi koordinasi antara
setiap lembaga Negara, akan tetapi Montesquieu mencoba melakukan

pemisahan kekuasaan dalam menjalankan kewenangan masing-masing secara

' Miriam Budiardjo, 2008, DasarDasar Ilmu Politik. Edisi Revisi,Cetakan Pertama,
Gramedia, Jakarta, hlm. 282-283
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merdeka. Koordinasi dalam hal ini merupakan sebuah bentuk kerjasama yang
saling menguatkan antara kedudukan lembaga-lembaga Negara yang sejatinya
nantinya dapat memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing lembaga

Negara.

Abuse Of Power atas Kedudukan Komisi Pemberantasan korupsi saat ini
Keduduban KPR sebagai lembaga penegak hubwm dapat dianggap
sghagzai clement fial jika difungsikan dengan baik dalam penzgakan hukum
abarn tirdak pislang konger Dalan kesdhudukannyva, KPK dupat dianggap
sebapal motor pengzerall keadilan. Hal ini szsual demgan amanat Undang-
Ingfang Bepuhlik Tndongsia Undang-Undang Nomoer 1% Tghun 2019 tentang
Perubahan Kedoa atas Uadang-Undang Mamor 30 Talun 2002 tentiang Komisi
Pomberantasan indak Fidana Konaps.

MNatnun, sepert wang eleh penolis waikan di aws, elah terjadinya
kelemahan EPK dalan hal kedudukannya baik secara filesofis, sosiologis
maupun wvuridis, Adanyva kelemshan twrschot kemodisn memungkinkan
werjadinya aftie of power (penvalahzonaan wewenang),

Abuse of power (penyalahgunaan wewenang) pada prinsipnya
dilatarbelakangi oleh posisi lembaga negara yang bergantung denganindividu-
individu yang ada di dalamnya. Semakin baik sumber daya manusianya, maka

semakin baik pula lembaga tersebut. Begitu juga
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sebaliknya. Menurut salah saorang Advokat Nimerodi Gulo, penyalahgunaan
wewenang dalam sistem peradilan sangat membahayakan sekali tatanan
hukum dalam sebuah negara'?.

Harus diingat bahwa secara filosofis hukum itu ada justru karena kita
tidak boleh percaya begitu saja (husnudzan) semangat orang, melainkan harus
curiga (suudzan) bahwa orang meskipun secara pribadi baik, jika berkuasa
akan cenderune  keorup  karena  diseret wnmk korup aleh  lingkungan
kekuazgannya Thalam kaaus Wdonesia, ki mempunvai Presiden Soekarno
dan Presiden Soeliama vang secara pribadi sanpat baik penoh inepritas dalam
mengabdi kepada nusa dan baozsa. bamun, ketika berkuasa di bawah Undang-
Vhnelarige Thasar Wogarn BEepubibk mdonesia Tabon 1945 vane sangat otoriter
dan dongan kekpasaannya menciptakan kekemzan-kekergsan politik. Sikap
olofiler atag korepsi penguasa i legadi berdasar hulom Tesi olitik yang
diclalilkcan Lovd Acron babwa kelousssan im cendenang korup dan kekuasaan
wang sbsolut kecen derunuan korupmys sbs ol poda éo careepsd, faolute power
covrppts obssiwied:) Uleh sebab it termasul honstitusi sebagal hukum
tertingsi dalam svarg Kegara, hars mengatur ststom denstan kerat dan kokoh
mengontrol dan meminimalisasi kecenderungan penguasa. Artinya hukum itu
harus dibuat berdasar kecurigaan atau prasangka tidak baik bahwa siapa pun
yang akan cenderung korup sehingga pengaturannya di dalam konstitusi juga

harus ketat dan kokoh. Di dalam agama pun sebenarnya

12 Wawancara dengan Dr.Nimerodi Gulo, SH., MH advokat/pengacara Lembaga Study
dan Bantuan hukum TERATAI, Akademisi di UKSW, 28 November 2022.
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kita tidak mutlak dilarang suudzan sebab dalil agamanya mengatakan,
“jauhilah prasangka itu karena dariprasangka itu jelek.” ini berarti bahwa ada
sebagian prasangka yang tidak jelek, yang dalam hal ini, dapat disebut
contohnya dalam membuat konstitusi yakni harus berprasangka bahwa siapa
pun yang berkuasa akan cenderung korup'>.

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-
Undanp Momaor 1% Tabhun 2018 entane Permubaban Kedua ams Undang-
Unadamyg Nomaor 30 Tohpe 2002 tentang Kamisi Pomberantgsan Tindak Pidana
Kaorupst Pimpinan KPK dipihly oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indoncsia berdasarken calon mnggora vang divsulkan olzh Presiden Republik
Tnalemesiag, preses penglan calon pimpanag KPR dan hest] peitia seleksi
vang selapntnva Presiden menetapkan calon temelih (1Pasal 20 Undang-
Uhnelanyg Wormor 1% Tabum 2009 weniame Perubahan Kadua sias Undang-
Undanp Momaor 30 Tahun 2002 eolane Komis Pemberaniasan Tindak Pidana
Komupsi dan KPE merupakan lembags newgam dalam mumpun ckackutif, Pasal
3 Undanp-Undang Mose 19 Tabian 2009 Filoa secara hierarlki Pimpinan KPK
di bawah 'resiclen seclangkan Presiden sendin labur acas latar belakang politik,
serta yang melakukan pemilihan adalah DPR RI yang juga latar belakang
politik maka tidak bisa dipungkiri dan dimungkinkan setiap keputusan

Pimpinan KPK sedikit banyak akan diwarnai kepentingan partai politik.

13 Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hlm 143-144
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Jika kemudian kepentingan partai politik yang bermain di dalamnya,
maka yang terjadi sangat tidak dipungkiri, akan terjadinya Abuse of power
(penyalahgunaan wewenang) oleh sumber daya manusia KPK yang
menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam pemikiran umum terkait dengan
sumber daya manusia dalam kelembagaan dapat dipahami bahwa bangsayang
beradab adalah bangsa yang menjalani fungsi hukumnya secara merdeka dan
bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti calam penesakan hukumnya
wijih hemihak pada keadilan, waity keadilan untuk semun. Schab, apabila
penegakan hubkuee dapat menzaplikasikan nilai keadilan, wnlulaapenerapan
funesi hukum rersebur dilabulan denyan cara berfikir seeara filosofis.'

Milat e feesehul i atus lenbmya hasos dipahami balie s penegakan
lmkmm oleh KK tidak hanva berkutar pada simbul-simbul nomatif semata,
akan tetapt adarya nilai-nila yang kermudiem fethentuk sccara pasti, akan
memungkinkan lahiova keterawran secara maksimal kabijakan vang diambil
bukan hanva menyacy pada sistern perundang-undangan vany wrtulis semata,
akan weapi jura esens seboah ondanp-widang yang menjadi lalar belakang
kehadiran lembaga nepars sepertt kI'K dalam vpava pepsgakan hukum di
bidang tindak pidana Korupsi.

Dipihak lain perlu ditegaskan dalam hal ini konsekwensi adanya

kedudukan KPK dalam rumpun eksekutif yang secara tidak langsung di

4 Ibid., him 132
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bawah naungan Presiden Pimpinan KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh
Presiden Republik Indonesia, proses pengusulan calon pimpinan KPK dari
hasil panitia seleksi yang selanjutnya Presiden menetapkan calon terpilih
(Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Kompsl dan B merupakan lembapa nepara dalam rumpun
chschunf. Pazal 3 Tndang-TIndang Momor 17 Taghun 2019 tenfane KPKharus
diiimbangi denpan kapasiias Presiden dalam mzmberikan inwervensi hukum
secard batk, Konsclkoeensi aras latar belakang tersebur menimbul kan penafsiran
sepuertl yang dinnuhaplan Cicero vange menemskan adinyn “ade common
wcrvter amel roter of wen, nawel God ke @y the author of (his law, it
sidterpreder, i g spmaeveee L Tuliam, bag Cieene, 1k ubabinya bagaikan Tuan
dan Penpuasa senua manusse sepa memgpakan Pepparang atau Penulis,
Pinafsir dan Sponsor Hukum, ™=

Dalam kajian wang sudab diulns penulis datas Komisi Pemberantasan
Iorupst (PR adalah lembaza nezara dalam rumpun kekuasaan eksekutif
yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) sesuai dengan undang- undang yang mana pemberantasan
tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan

memberantas terjadinya korupsi melalui upaya

15 Jimly Asshiddigie, 2006, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, diterbitkan oleh
Sekertaris Jendral dan Kepaniteraanmahkamah Konstitusi Republik Indonesia, him 15
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koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk menghindari Abuse
of power (penyalahgunaan wewenang) KPK diawasi oleh beberapa pihak.
Pengawasan legislatif kepada KPK dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), pengawasan eksekutif oleh Presiden Republik Indonesia, pengawasan
inernal cleh Direkeerat Pengawasan Intarnal, pencawasan publik oleh Deputi
Fengadouan Masvarakat, dan pengawasan media oleh jumaliz, fetapi pasca
adartya revisi kedoa dan andang-undang KPE sebagaimana 1ndang-Undang
Momaor 19 tahun 2019 tentany pambahan keduz aras KPE mengamgnatkan jika
terdapal perubahan penwasan ehalermal s dilasya dilakulean cleh Komite
Enk. diubah menjadi dilakmkan cleh Dewan Peppawas. Dewan Pengawas
dibemtuk  schagm  upays  pemenntah o menghindan - kehidakepercayaan
masyarakal don  wnwk  mesciplakan sistemy  transpranzi  dalam  upaya
pemberantasan kamipa,

Bahvwan adapun kedodukan Dewan Penpewas Kaomisi Pemberantasan
Tindak Prdana Korupsi sebapaimana wrioang dalam Undang-1Jndang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37 A
sampai dengan Pasal 37 G, serta secara khusus tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan
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Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Pemberantasan Korupsi, lebih lanjut terkait tugas dan wewenang Dewan
Pengawas tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, yang antara lain :
(1) Dewan Pengawas merupakan pengawas pelaksanaan tugas dan
wewellang komisl Pemberantasan Korwpsi.
(2% Taewram Pomaamens mompumae fhdas:
. ten i g felaksanaan tugas dan weweanang Komial Pemberantasan
E onipsi;
h memherilan  Ban alwe ol vemherikal wan penyadapan,
peneecledaban, danaray penyitaan;
o s dam meglapkem kisde chk Prenpinan dan Pewawa;
d. mepsiuma dan menindakianjuti - laporan dacl masyaraliat mengenai
adanvy duwaan pelonguaran kads cfik ofch Pimpinan dan Pegawai
A pelangpaear  ketenfuan  Undine-Undang  tenmng Komisi
I*2mberanrtasan Kompsi:
e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai,
f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai secara berkala 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
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(3) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

(5) Ketentuan tentang struktur organisasi Dewan Pengawas sesuai dengan
[reraturan peruridane-undanpan.

Dalam bal womk menghindarn zdanya sikap peovimpangan atau
pumyalah gumaan wesenimg aleh KPR yang i konirl oleh Thewean Pengawas
sebacaimana di aas pengawasan eksekunf olel Presiden L2publik Indonesia
dan Pengawasan Jogislant kepada KPE. hargslah dilakykan oleh Dewan
Parwakilan Rakvat (DIR) dalam menjalankan fungsinya yang sezuai dengan
amanat kemstitust, TTalim herangkeat dan adansyn Tstlab kepala nowara simbolik
dipakai sejalan dengan pengeslian Jie #wle af Law vanp menepaskan bahwa
wang scsun Epuhnya momimpin dalam suatu noeara bukanlah orang, melainkan
hukurn o sending, Dengan desiloan, kepalanegna yang sesungzeuhnya adalah
konstitusi, bukan pribadi manusia vang kebermlan menclucdukl jabatan sebagai
kepala negara. Lagipula, pembedaan istilah kepala negara dan kepala
pemerintahan itu sendiri sudah seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang
hanya relevan dalam lingkungan sistem pemerintahan parlementer dengan
latar belakang sejarah kerajaan (monarki). Dalam monarki konstitusional yang

menganut sistem parlementer, jelas
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dipisahkan antara Raja atau Ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri
sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem republik seperti di Amerika
Serikat, kedudukan Raja itulah yang digantikan oleh konstitusi. Karena sistem
republik, apalagi yang menganut sistem pemerintahan Presidensiilseperti di
Indonesia, tidak perlu dikembangkan adanya pengertian mengenai kedudukan
kepala negara, karena fungsi kepala negara itu sendiri secara simbolik
terlembapalian dalam Undang-Undang Dasar sebapar naskahkonstitusi yang
hersifat tertulis!®

Adanva kosistiug vang w2oas wilall kemudian memuongkinkan pola
penghindaran wegadingg b of power (ponyalahmoaan wewenang) oleh
apenl penesnk hukum?” Sernakin jelas dan fowal serta Leas sethurh konstitusi
dalan  menjelsskan kedndukin KPE  dan menclodukkan KPK  dalam
kutaancaarnan, maky semakin jelas puls KPE dalaa menjalankan tugas dan
Tunpsi  sebagal lembaga negara wvang  independent dalam  menjalankan

penegakan hukpm,

16 Jimly Asshiddigie, 2006, ibid., hlm 31
17 Wawancara dengan Muhnur Satyahaprabu,S.H.M.H. Advokat dan aktivis Lembaga
Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup dan Anti Korupsi, 28 November 2022.
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BAB YV
REGULASI REKONTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM

MEWUJUDKAN KEADILAN

A, Relonstruksi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut
Paneaxila sila ke-5 dan menurnt Undang-Lindanyz Thsar Negara Republik
Indoncsia 1345

Lralant catatannss Satjipre Kabardjo menerangkan secara cermat terkait
denam ishlah ketertahan. Belian menemelkan hatraa kila semua ingin hidup
dalam suasana rertib, karema im acalah modal wtama kehidopan produktif.
Proses-proses ekonemi, sosial, dan palifik yang prisiokiut membutuhkan
keterliban sebagai landazan. Selama ini kita menjalani kehidupan yang
didasarkan asumei, ketertiban melckat dan akan zelalu melekat di masyarakat.
Kelertiban adalih saw-satunya headaan vang mungkin terjadi Ji masyarakat.
Itulah keyakinan kita. Karena itu, kita kaget dan panik saat mengalami

kehidupan yang kacau, bahkan untuk waktu panjang'.

! Satjipto Rahardjo, Habis Ketertiban? Datang Kekacauan, ditulis untuk “Kompas, 05
April 2003”.
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From disorder to order (dari kekacauan akan muncul ketertiban)
mencuplik kata Satjipto Rahardjo inilah yang diharapkan pula oleh funding
father terealisasi melalui amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pancasila setiap sila Pancasila telah
menegaskan tentang posisi dari negara kita yang memiliki ideologi sebagai
negara yang berpondasikan lima pilar sila. Sila-sila tersebut yang dijabarkan
dalam mukbadimah Undang-Undang Dasar Negara Eopublikndoresia Tahun
1945 yuitn Kethanan Yang Maha Ea Kemanosinan yang adil dan beradab,
I*ersatnan Indeoesia dan Eeraloraran yane dipimpin cleh hikemar kebijaksanaan
dalam permusyasartgn atan perwakilan, serta dengan mewgjudkan suatu
Leadilan soseal bagl seluruh makyal Indonesia.

Idalam siby ke lovg schazi salah sam pilar berhangss ditcusskanadanya
peran uilah mewujudkan suaty Keadilan sosial bagi selurul rakyal Indonesia.
Keadilan sosial diartilkan sangat kompleks. Diantara pengartan keadilan sosial
adulah uperver mewanbban dijalankeannya sebosgh negara melalul instrument
sebuah sistem pamerintahan sang mampn menjalankan sise2m adil dan beradab
biaw seluruh masvarakat mdoonsig

Prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam Pancasila tentunya tidak
bisa dikesampingkan. Hal tersebut mengingat Pancasila merupakan falsafah
sekaligus sumber hukum segala kebijakan yang menjadi rujukan

penyelenggara negara. Disinilah kelemahan kita, bahwa ketika di ranah
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operasional, meskipun kita mengklaim pancasialis sekalipun, kita bisa berbeda
dan bahkan berlawanan?.

Pada sisi lain, kontruksi yang di bangun dalam sila Pancasila yaitu sila
ke lima adalah bagaimana mewujudkan tatanan sistem pemerintahan yang
terfokus pada bangunan tipologi sistem negara dengan menyandarkan sebuah
tema-tema kekuasaan, diarahkan untuk kemajuan bangsa. Tipologi adanya
kekuasaan vang demikian inilah vang kemudian dibarapkan dalam setiap
pewisi, permm serla kedudokan Temhaga-lembaga negma dalam mewujudkan
taranan kekuasaannya.

Diizgedamt ate wadake, pola pane foerbaname dalgm setiap lembaga negara
dalam mesjalankan tunpsi keadilan sosial bagi selurah rakval Indooesia selam
i hanen ditinkickabom pala Lty pengarah ahrm posilivi-me hukum
yane medutip oanc-mang pembacaan uwlans atas kendizi ans tipologi
kehutuhan . masyarakar terhadap masslah-masalah hykym  Pada sisi lain,
adanya watak ekaplaiasi necara-necara kekuasaan yang lerdolma hanya pada
Ilaim perintah pengudza menjaci simbul vane pada akhirnva menjadikan
newary ade pada posis g Buramy netral dalam menjabarkan peran keadilan
sosialnya.

Perlu kiranya kita menengok pemikiran demokrasi dalam sebuah
negara. Dalam teori Henry B. Mayo, demokrasi didasari oleh nilai-nilai yang

positif dan mengandung unsur-unsur moral universal, yang tercermin dalam :

2 Sulastomo, 2014, Cita-Cita Negara Pancasila, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him 5
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1. Penyelesaian perselisihari dengan damai dan melembaga,

2. Menjamin terselenggarakannya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur,

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum,

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam
masyarakar. vang terecrmin dalam keanckaragaman pendapat. kepentingan
serla lingzkuh Tako, dan

6. Meanjamin repaknyva keadilan®

Poram serf dalam mevojudkan tataman milah yane scharesnya ada dan
teraklualizasi datam setap lembaga pepara. Dalam possip fiepara hukum yang

terruany dalany Undane- Uindang Pazar Negars Republik Indonesia Cahun 1945

Pasal | aval 3 denpan penegasan secara ndenesia adalah segara hukum,

meyakinkan bag Kita vomk meuzarabkan senap lembaza untuk membangun

hesalaran secarn kalak Gl menuangkan kebapukannya schbai negara hukum
denpan pencapaian acanva keadilan baga sehuuh rakyatalndonesia.

Spint kendilan dalam ponegakan hukogm qoes hangyn melalui sebuah
misi yang diemban oleh Bismar Siregar. Dalam tulisan Satjipto Rahardjo
mengungkapkan sosok Bismar Siregar yang berkali-kali mengatakan,

keadilan itu di atas hukum dan ia benar-benar bertindak, memutus atas dasar

3].J. Von SCHMID, 1979, Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum Abad Kesembilanbelas
(judul asli het denken over staat en recht in de negentiende eeuw), Pembangunandan Erlangga
Kramat, Jakarta, hlm 39
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semangat itu*. Tentunya, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif harus bertindak
demikian dalam menjalankan prinsip negaranya.

Upaya mengkontruksikan sebuah ideom keadilan dalam sila kelima
Pancasila harus pula dibangun melalui proses yang dinamakan penguatan
secara kelembagaan terkait arah dan upaya-upaya dalam menjalankannya. Hal
ini tentunya dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar diyjalankanowva fungsi schbuah lombaga negara.

Komisi Pemberanbgan Konagsi sendin secara komslilusi atau dalam
Undane-Undane Dasar Kepara Republik Inclom=zsia 1ahun 1943 memang tidak
dischutkan sama sckali poss dan kedmdukan seniralnya dalam mewujudkan
Leadilan sosial bagi selurah rabeat [ndogesia. Akan 1etapn secara tidak
langsune, posise e ketholokme KPK wda aban herada pasla kekuasaan
kehaluman, yvane dalam Undanp-Undane Dasar Meaara Republik Indonesia
Tabun 1945 wda dalam Pusal 24 Dalam Undang-Undamy Tiasar Republik
Indomresia Talun 1945 Pasel 24 merppakan kekoasaan menepaklan hukum,
sedangkan Ladang-Ladane kehakiman mempakan kekvasaan kehakiman
yuny menjabarkan wentang kekuasam men gmlilij

Pada Pasal 24 ayat (3) yang dijelaskan bahwa Badan-badan lain yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-

undang. Badan-badan lain yang dimaksud dalam hal ini diantaranya adalah

4 Satjipto Rahardjo, Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif, Ditulis untuk “Kompas, 06
September 2004

> Wawancara Dr. Nimereodi Gulo S.H., M.H. advokat/pengacara Lembaga Study dan
Bantuan hukum TERATALI, Dosen di UKSW, 28 November 2022.
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Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dalam Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan dalam bab penjelasan
Pasal 38 Ayat (1) dengan menegaskan yang dimaksud dengan “badan-badan
lain” antara lain kepolisian, Kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan
dan KPK termasuk di dalamnya yang dalam fungsi dan tugasnya untuk
mencegak dan memberantas tindak pidana korupsi.

Fungsi khomist Pemberantasan Kotupst schagal baman dgrl lembaga
permdilon dalam lindak pidima kerngsi, memiliki posisi wimg  strategis.
I"andanpan rentane keadilan dikemulkakan oleb John Rawls. John Rawls
minegskan bahya program pencaakan keadilanowang herdimans kerakyatan
haruzlab memperhatiban doa pring keadilan: vailu, periama, giemberi hak dan
kescempatan wana samaatas kehebpoam dasar wang pabing lugs selugs kebebasan
yang sama bagi setiaporng. Kedoa, matupue mencater kembali hesenjangan
sosial ckonomi vang rerjad: seliuneea dapat memberi kenntunganvang bersifat
timhal bl {Seceprecn! Seveiicy hu seliap urangg, bank mereks yvang berasal
dari kelompol: berantung maupus tidak bermooana®.

Llpava mendudukkan posisr KPR datam melakokan 2 (dua; hal seperti
yang disampaikan oleh John Rawls di atas, tidak dapat dipungkiri menjadi tema
pokok dari KPK. Utamanya dalam hal penegakan keadilan yang berdimensi
kerakyatan, posisi KPK harus menjadi figur yang mampu menjadi

lembaga yang netral dalam memainkan peran-perannya. Dipihak lain,

John Rawls, A Theory of Justice, London: Ox ford University press, 1973, yang sudah
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Teori Keadilan,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 37
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independensi KPK dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi
dan dalam menjaga keadilan, akan menjadi upaya perumusan atas keadilan
yang dibangun melalui penguatan institusinya tidak berkepentingan ganda,
akan tetapi berkepentingan konstitusional yang tertuang dalam sila ke lima
Pancasila.

Citra dan kekuatan keadilan yang terdapat dalam KPK, sesuai dengan
amanat Pancasila sila ke-lma vang permama kali harus di bangun melalui upaya
memberikan KPE kedudokan KPR secara ideal. Adanva kedudukan KPK
secara icleal, secara tidak lanpsnne menaindikazikan bahwa lembaga KPK
harys magmpu mencmpatkan sifat lembass wane mdak memihak  dalam
menjalankan peran dan lungsinea.

Lipava menckankan kodudokan KFPK wane wleal sesum amanat sila
kelima Pancasila sebapai benwk wisdom focad. Dilaraphan, melalui adanya ruh
wistlom local yaimu stla kelima ancasila terhadap posist kedudukan KPK
dismtaramyn dalam bidange, Gmdalen pencegahan Gmdak  pidana korupsi,
supervizi, penvelidilian, penyidikan, penunoitan dan melaksanalan putusan
hakimipengadilan vanyg memiliks kekogatan hakam tetap sesuai dengan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi menjadikan KPK dalam menjalankan fungsinya
dengan baik dalam mewujudkan penegakan hukum yang mengedepankannilai-

nilai keadilan dalam perkara korupsi.

217



Sayyid Quthb menafsirkan keadilan bersifat mutlak yang berarti
meliputi keadilan yang menyeluruh diantara semua manusia, bukan keadilan
diantara sesama kaum muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan
merupakan hak setiap manusia mukmin ataupun kafir, teman ataupun lawan,
orang berkulit putih ataupun berkulit hitam orang arab ataupun orang ajam
(non arab)’.

Pencgasan Savvid Quthb aras sifar adanva keadilan yang bersifat jamak
inilah yang kemdian menjadi benak (akior dari Jembage KPK dalam
leedndnkannya hanis bersitar namal. Sefinopa clari zini kedudukan yang bersifat
Jelay KPE pada mmah ekselkont, saneat mencnigkgn newalitgs nantinya yang
dilangur. Semakin jelas ketenluan perundang-undanzan mengatar kedudukan
idealnwa dalam mewnjudkan kendilan, maka semakin jelas pula peran dan
kantribusi pantinya yange akan dibangen olel lembaca KPR dalam penangan
tindak pidana kompst.

Wamun  dalam - kelenlwsne perungdang-umlagam vany berlaku,
kedudukan KK sanzat nampak potensi terjadinya penvalahaunaan kekuasaan
(eehuves af pewery kgreng KPS memihike posisi veng stramegis  dalam
mewujudkan keadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Meski adanya
salah satunya paradoks atau pertentangan baik dalam isi Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

7 Sayyid Quthb, 1412 H/1992 M, Fi Zhilal al-Qur an, Jilid II, Kairo : Dar al-Syurug, Cet.
XVII, hlm. 690.
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Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Adanya kedudukan kedudukan KPK yang merupakan eksekutif yang
tugas dan fungsinya masuk dalam ranah yudikatif dari sinilah yang kemudian
memungkinkan KPK tidak akan mampu memiliki kepastian dalam
mewujudkan cita atau tujuan. G. Radbruch, Einfuhrung indie Rechtswissefl
Schaft, Sturtgart, 1961 menyatakan. babwa sesvatu vang dibuat pasti memiliki
Gita atim lugam. i, huborn bl puoet i lojremmya, Tiguan ini yang ingin
dimmjndkan maouzia. Iajnan halam yano ntama acla tea, var:

1 keadilan yntuk kesaimbangan;

P2

. kepastan wiul hetepatan.

tad

- kemynfaatan untuk kebahanaan®

beranghkal dari aspek-aspek di alas, secawa hlosclis posisi keadilan yang
nantinva rarcermin dalam  ketenman permncang-nndansan vang  berlaku,
menimikinkan lembags KPE harys . memambkan  peran sccara pasti
keduduhannya pacda kekuvasaan wvudilatil vang manduoi tanps pengaruh
manapun sehagan haman dam sistem peradilan Moeskapon demikian, posisi
yang mutlak dari KPK sebagai bagian dari lembaga yudikatif tidak
mengesampingkan peran KPK dalam sistem ketatanegaraan untuk menjadi
lembaga yang tetap berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal penegakan

hukum tindak pidana korupsi, seperti halnya yang dijelaskan dalam Undang-

8 Muhammad Erwin, 2013, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Cetakan Ke
3, Rajawali Jakarta, hlm 123
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Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 Ayat (3) Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan
Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang
melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

scaual dengan Lindang-Lindang

kedndukan Lembaga Negara serumpun dengan KFPK di negara Malaysia,
Singapllru. Honghkune dan Aroerikes Serikal dun KPK Sclarang.
Dalam kebijakan penyidikan bevkatan d2npan pannnnatan, peran KPK
dikclompekkan ke dalar dus ststem g dignut olch herbagan newara yaitu
a. Mandatwey Prosesuional Siswem. Pada sistems ini lembaga sgjenis KPK
dalam miengngani perkara hanva berdasarkan alas-alat buko vang sudahada
dain tidak 1eiladap hal-hal yang & foar yang sudab diteniokanikecuali dalam
keadaan-keadaan terteumu) courohnya neeara Ching, Lhailand, india dan
Srilamh

b. Discretionary Prosecutorial Sistem. Pada sistem ini Lembaga sejenis KPK
dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dan bisa mengambil berbagai
tindakan dalam penyelesaian kasus koruspi. Dalam hal ini Lembaga sejenis

KPK selaian mepertimbangkan alat-alat bukti juga
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mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sutau
tindak pidana, kebijakan publik®.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menganut kedua
sistem di atas yaitu masuk ke dalam kelompok mandatory prosecutorial sistem
dan discretion prosecutorial sistem dalam penanganan perkara tindak pidana
khusus (kasus korupsi). Kedudukan KPK di Indonesia seperti ini merupakan
bentuk formulast yang bertujuan wntuk meomastkan posist dan peran KPK
dalarm pencepatin  dan penindakan budak pidana korupsi agar  sesuai
semestinva. Adapun lembasa-lembasa pesara wans semmpun dan memiliki
funuwsi dan Kewoenanean pokeol dalpm fmdak pidang korypsi i negara lain,
yans seperli KPE dn lindonesia vang i antacanya;

1 ™owara Matawaim

Dika kita rmelibar lembaga sejenis Kamist Pemberaniasin Korupsi
(EPK) di pegara Malaysia pemeringabsn di negara Malavsiapun mengatur
cukup tegas mengen pomhoenmbasan xompsl, wang hermula sajak tahun 1961
Malava vane kemudian berkembang menjadi Malavsia, telah mempunyai
Unilang-TIndang anti koryps, yang pertama Undang-TTIndang ahoan 1961 yang
bernama Prevention Of Coruption Act atau Akta Pencegah Rasuah Nomor 57,
kemudian diterbitkan lagi Emergency Essential Powers Ordinace Nomor 22
Tahun 1970, lalu dibentuk Badan Pencegah Rasuah (BPR) berdasarkan Anti

Coruption Agency Act tahun 1982. Kemudain berlaku Anti Coruption Act

® Marwan Effendi, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari perspektif hukum,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, him 86-87
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tahun 1997 yang selanjutnya disingkat ACA yang merupakan penggabungan
ketiga Undang-Undang dan ordonasi tersebut yang sekarang berlaku Mayasian
Anti Coruption Commision Tahun 2009 (ACT 694). Malaysia memiliki
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang disebut Badan Anti Korupsi
Malaysia dengan kewenangan melakukan penyelidikan, pemeriksaaan dan
penggeledahan kasus berindikasi tindak pidana korupsi.

Fada tangial 31 Agustus 1957 Toanku Abdul Bahman schagai perdana
meenlen memnproklammasikan federesi Malavn sehama nevara merdeka. Pada
tanpeal 31 Apustus 1963 diprakdamasikan federasi bMalavsia denean 14 anggota
newami baeign donwan moemesakan  Smgapoma, Scrawak. dan Sebah ke
dalamuya. Pada wngaal 9 Apustes 1965, Sinpapuaa keluar dan [ederasi dan
tingual 1% negars baman. Schasst perserbatan kesultaman vang  secara
bergilitan para sulian menjadi kepala negara lederasi maka sistem [eudalagraris
berkembang menjach persenkaran. dengan demaokrasi meodaorn model Inggris.
Ak tetapi, Dagaimanapun juga sin-sia sislam Teodal pasii masih ada, seperti
kehiazaan adanya upen vana menjadi zalah sam fakeer mmbuhnya korupsi. Di
sisi lgin, Malaysia dengan budaya Melayvy dipengaruhi oleh geamaislam yang
sangat kuat serta ketaatan menjalankan agama tersebut menjadi salah satu
penyebab berkurangnya angka kejahatan di Negara itu. Dalam rangka
membangun Negara modern yang bebas anti korupsi, sejak Tahun 1961, Malaya
yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai Undang-

Undang Pencegah Rasuah Nomor 587. Kemudian keluar
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lagi Emergancy (Essential Powers Ordinance) Nomor 22 Tahun 1970, lalu
dibentuk BPR ( Badan Pencegah Rasuah) berdasarkan Anti Coruption Agency
Act Tahun 1982. Sekarang berlaku Anti Coruption Act Tahun 1997, selanjutya
disingkat ACA, yang menggabung ketiga Undang-Undang dan ordonasi
tersebut. (Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara,
2008, pp. 39-39) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau
Malava Ann Comption Cemission { MACC ) mompakan lembagaanti korupsi
yimg ticirkan puda 1967 dengan nama Badan Rasuah (BPRY. Selanjutnya pada
1 Januwari 200% melalnl peaeesahan MACC Act 2009 maka Badan Pencegah
Rasugh (BPRY resmi borgmts mgma negnjash SPRM sy MACC dengan
kewenangan yong diperhoat. Dencan e jupa. Uadang- Lindang Badan
Pencewah Basush 1992 telah diegntt dengan Lndang-Lndanye Komisi Anti
Korupai Malaysia 2009 Ak SPRM 2009 dan Komisi Ang [Korpsi Malaysia
mulat beroperasi secara resmi pacda L Jaovarl 2004 bersams pensuakan Undang-
Unilunig SPRW 2000 M

Menuwiul lemibasa Tronspaency  Interatiosal (TI indsk persepsi
leomipst cormption perceptions wdex (214 senap tahun menzeluarkan laporan
korupsi global dari 28 Negara di kawasan Asia Pasifik, sebagaian besarnya
mendapat peringkat yang buruk. Delapan belas negara mendapat skor di bawah
40 dari seluruhnya 100 skor. Nol (0) berarti terkorup dan 100

berarti paling bersih di ketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

10 Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 september 2022,
https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page_id=75&articleid=235. Dan
https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page id=75&articleid=414
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Indonesi pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke 102 dari 180
negara dengan skor CPI 37. Skor tersebut menurun tiga poin dari tahun 2019
yang berada di skor 40 dan rangking 85. Hasil survei Transparency
International (TI) menunjukan bahwa Indonesia masih banyak terjadi tindak
pidana korupsi dibandingkan dengan negara Malaysia yang menempati
peringkat ke 57 dari 180 negara dengan skor CPI 51 yang jauh mengalami
keberhasilan dalam pemberantasan korupsi dengan Megara Indenssia.!!
Meskipun demikian, pemeberaniasun kompsi i Malaysia dilakukan
densan zepala dan cara, represif vane keras, tegas, dibarenpi preventif dan
hybumazn masyarakat vang sangad nfensit dyn hidokyne dyn pemerintah
dizertai dengan suiber daya manusia vang prolessional dan berintegritas.tidak
kl_l.l'}]l'lg '|__'IL'!I'ITi'I'IHI'|!|-'E] EIIL"HIEII'I TQFE-L":I,'“H'I'I}'.H ATELLETHT T Sﬂ'I'IL.K-It. I'I'IIL'-'ITLadai untuk
menuwnjang semua kegiatan operasional dan SPRM Malaysia. Peraturan (Anti
Compricn Actl pun lenekap, walaupun hanva dengan satu Llndang-Undang
telul tnampr temcakup sernaa bal dengan rarnosam tdelik vanyg jelas, sangat
keras, dan di jalankan SUPBEA Malayvsia densan Konsisten. [*ermasalahanya,
SFRM Malawsia dalam pemcherantasan kompst i Malavsiap masih belum
independen (independensinya masih belum tegas), karena SPRM Malaysia

masih berada di bawah administrasi kantor Perdana Menteri Malaysia.!?

' Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, 12 September 2022.
12 bid.
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SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia mempunyai maksud dan tujuan
yang sama untuk memberantas korupsi di negara masing-masing, perbedaan
kewenangan SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia yang paling menonjol
adalah dalam melakukan penyelidikanya, SPRM Malaysia dalam
penyelidikanya perkara korupsi di lakukan oleh Divisi Intelejen dibawah ketua
pengaruh operasi, sedangkan KPK Indonesia tidak ada Divisi Intelejen yang
langsung mengadakan  ponvelidikan  kelapangan. KFK Indeonesia  dalam
penyelidikan perkarn kovupai dileloukas olel Direklonal penyelidikan di bawah
Drepuri Bidang "enindalian vana sifamyanumk menyelicliki kasns-kasus adanya
laporan  pengaduan korupst, jacdh lombaes KPK Tndonesia Justru lebih
independent di bandinghan SPRM Malaysia vane melakukan penyelidikanya di
bawah kekugzaan perdana menten alaysia, Menurut SPEM Malaysiaseiring
dengan perhembangan wakia Mepara Malaysia vang lerhasil menerapkan
aturan hulounnya dalam memberanas kompst dengan kewenangan dan tugas
yang hual, sehingues ermigdahban kinerpa SPRM dalampember:mniasan tindak
prdana korupsi.

Lawrence M. Frieman menvarakan, balwa dalam sebuah sistem hukum
terdapat tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu struktur, substansi, dan
budaya hukum. Struktur merupakan rangkanya, yaitu lembaga penegak hukum
atau aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya terkait dengan sarana dan
prasarana. Substansi, biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum

atau peraturan perundang-undangan. Sementara itu, budaya
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hukum merupakan perilaku masyarakatnya. Kewenangan Kelembagaan

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam Memberantas

Kejahatan Korupsi di Negara Malaysia di atur dalam Akta 694 Suruhanjaya

Pencegahan Rasuah 2009 yang memiliki kewengan secara umum antara lain:

“ 1. menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang pelakuan kesalahan

]

[

-1

di bawah Akta ini dan menyiasat mana-mana aduan itu sebagaimana
yang difikirkan praktik oleh Ketua Pesuruhjaya atau pegawai-pegawai
i

L IMENESEan dan J.'I.'lL‘l'l]."i.HSt'lT

d.  apd-apa kesalahan vane disvaki di hawah Ak im:

b wpa-apa pescubasn yang liseaks ondok melakokin  apa-apa
kesalahan di-bawah Akta ini; dan

¢ apa-apa kemplotvane disvaki nuntuk malakukan apa-apa kesalahan
di bawah Akta ine:

- Menelitt groalan, sistem dan satacara badan gwam untyk memudahkan

prenemar hesalaban o baseah A0 0 danoumluk menghasilkan kajian
semula amalan, sistem alau latacara i yang pada pendapat Ketua
Pesurolijava munpkin membawa kepada rasual;

enuirahkan - menasthatd don membsnty ragmg-magna orang, atas
Pt erm o, fentan cori hasimeana rasugh Japat dihapuskan
olely orang i,

. Menasihat ketua badan-badan awam lentang apa-apa perubahan dalam

amalan, sistem atay tascara vang sesual dengan penunaian berkesan
kewajipan badan awam it schagaimana vang difikitkan perlu oleh
Keing: Pesinehipova unihek awengzorangkan kemonygkinan berlakunya
Tamutlh,

. Mendidik orane ramal untuk mepsnang rasuah; dan
. Mendapatkan dan memelthara sokonsan orange ramai dalam

memearani rasuah.’

Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga Anti Korupsi (KPK)

Indonesia dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

Malaysia dalam Pemberantasan Korupsi di antaranya Pemberantasan Korupsi

di Malaysia dilakukan dengan segala daya dan cara represif yang keras, tegas,

13 Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 september 2022,

https://www.sprm.gov.my/admin/file/sprm/assets/pdf/penguatkuasaan/akta-694-bm.pdf.
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disertai dengan sistem preventif dan hubungan masyarakat yang sangat
intensif, didukung dengan political will yang prima dari pemerintah disertai
dengan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas. Pemerintah
memberikan anggaran yang sangat memadai untuk menunjang semuakegiatan
operasional dari SPRM Malaysia dan peraturan (Anti CoruptionAct) pun
lengkap, yang mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat
keras. dan dijakankan alch SPEM Malavsia dengan konsiston, Lomk lembaga
prenmiwas, lembigza ini b pasde divisi keanpoolom dan prolesionzlisme yang
Divisi ini rerclivi dari med cabane Manajemen Cabang, vaim Cabang Disiplin,
Cabine Tntgentas dan Cabanye Eopatuhon. Peran wtama baeian ind gdalah untuk
menepgakhan semua arahon peraturan dan proseducal dan uiniuk memastikan
keparuhgn serts adanya kode onik vung menjadi oagar setiap peranan agar
mematchionya, SPRM Malavaia dan KPR lidenesia memponyai maksud dan
tujuan vone sama untk moamberantaskonpsl dan dalam keratanegaraan KPK
Indomesin demgan SPRM Mdelavaa smna-sama masuk i vumpun ekskutif,
SIMM Malaysia dalam pemeberantasan koprpst i Malaysia di bawah
adminigtrasi kgntor Perdany Menten Malaysia secars ndak langsung dapat di
katakan SPRM Malaysia belum sepenuhnya independen (independensinya
masih belum tegas).!*

Kewenagan SPRM Malaysia yang paling menonjol adalah dalam

melakukan penyelidikanya, pada SPRM Malaysia terdapat divisi inteligen di

14 Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, di unduh pada 12 september 2022,
https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page id=75&articleid=414.
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bawah Ketua Pengarah Operasi, sedangkan KPK Indonesia tidak ada divisi
inteligen yang langsung mengadakan penyelidikan ke lapangan, penyelidikan
perkara korupsi di KPK dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan di bawah
Deputi Bidang Penindakan yang sifatnya untuk menyelidiki kasus-kasus
adanya laporan pengaduan korupsi.

Adapun perjalanan SPRM Malaysia dalam proses penegakan hukum
khusunya nndak pidana korupsi. SPRM Malavsia tetap borpeganyg teguh pada
A i yang wiama yails einsip pesgasinem kaasa (Sapandion of power)
dan kelugnran nndang-undane {mle of 3w
2 Niggryg Sivgapirs

Singapura Cosrigy Prociices Tavesiiparion Bureay (CPIB) didirikan

pady TUAZ. Sebawn lembags torts dalam bufang anti-komaps | prestasi CPIB
tidale  diragulan  lagi, Skar IPK Sincapara berdasarkan  Fransparency
Imrernetional sejak 20012 — 2018 borada di dalam rankang 19 besar duniadengan
sk Kisaran 834 — £7, Towkhir, pada fahun 2008, Smgapura ienanpatiurutan
ketiaa dunia, denpan 1Pk #4.43 CPLIB diatar di dalam Chaprer 241 Ordinance
3% af 1960 on Provention of Comypron Ay [9a0 meskipan telah didirikan pada
1952. CPIB berdasarkan Chapter 241 diberikan kewenangan penindakan seperti
penangkapan, investigasi, memerintahkan pemeriksaan buku bankir (banker’s

book seperti buku kas dll), mengumpulkan informasi, dan penyitaaan.'>

15 Corruption Index Perception 2018: Score Timeseries Since 2012,
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CPIB mempunyai kewenangan untuk melaksanakan investigasi
terhadap korupsi di berbagai sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta,
termasuk pegawai negeri, militer, Peradilan, Parlemen serta bagian dari
kegiatan industri dan bisnis. Kewenangan CPIB dalam pemberantasan korupsi
di sektor publik dan swasta tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan memastikan aktivitas ekonomi yang sehat, Selain berwenang
dalam penindakan. TFE juga mempunyval fungst dan wewenang dalam bidang
pendidilkan dan progrom pencewdean df sekion publikidam sweoase. Thiektur CPIB
ditunjulc aleh Presiclen. vana berazal car pegawai CI'LB. Selain Direktur,
Prosiden juea menumjgk Thput Threktur, Asisien Fharckior dan investigator
spreaial M

enyriur Seh Koo Hean, Dhrckror O FIE O PIB herada o hawah Perdana
Menteri dan membesikan laporan kepada Perdona Menieri. Independensi
lembaga dapat tegaga karema udak-ada lembaga pemerwrabhan lain dapat
metnpengaruhi pen gk dan iy esiiesst OPTH Inidependes: CPIB diperkuat
denzan amandamen Konstitusl Smeapura pada 1991, Adticle 22G yang
memberkan kowenamzam pada Threkmor CPTR ik menginvestigasi menteri
dan birokrat senior tanpa harus mendapatkan persetujuan dari PerdanaMenteri
jika telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Terpilih. Artinya, CPIB dapat

menginvestigasi Perdana Menteri jika telah mendapatkan izin dari

https://www.transparency.org/cpi2018 di unduh pada 30 November 2022 dan Part IVPrevention
of Corruption Act (Chapter 241) Ordinance 39 of 1960 Singapore.
18 Tbid.
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Presiden Terpilih.!” Sistem pengawasan yang dibangun CPIB tidak terlalu
menonjol, Selain laporan kepada Perdana Menteri, di dalam internal lembaga
CPIB terdapat internal audit untuk akuntabilitas dana publik.

Menurut hemat penulis, sistem pengawasan yang ‘tidak terlalu’ ketat
dari lembaga tertentu, menekankan independensi lembaga anti-korupsi dalam
menjalankan fungsi dan wewenangnya. CPIB menekankan pada dukungan
publik yang diangeap schaga clemen vital dalam pemberantasan korupsi.Untuk
meeraile dukungan publik leisebal, CPIR memnbangun sistem yang aksesibel
unmk publik zzpert kamuvdaban publik untok menyvampaikan komplain.
Singapurs merupgkan neears  donmm eeddioad will yung  tinggl dalam
pemberantazan karupsi. Slain dukanzan poblil vang unggei, sejal awalpolitical
will preroberantasan kovops dibanenn oleh Lee Ruem Yew pada 1959 ketika
Peapdo e dopicr Paid (1A masull ke pemeaciatahan. Bisi AT dari awal yakni
membentule pemenintghan yang mentokrank, Bdak korgp, danmemberantas

korupsi dati herbagai Tevel masvarakal.

3. Mepara Hongkong
Hong Kong fndependent Commission Against Corrupiion (ICAC)
didirikan 1974. ICAC terdiri dari Komisioner, Deputi Komisioner, dan

pegawai/pejabat (officer) yang ditunjuk. Komisioner dikontrol oleh Chief

17 Vincent Lim, “An Overview of Singapore’s Anti-Corruption Strategy and The Role of
the CPIB in Fighting Corruption”, Resource Material Series No. 104, 20th UNAFEI UNCAC
Training Programme Cisiting Experts Papers, diunduh melalui
https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS Nol104/No104 18 VE Lim l.pdf pada 30
November 2022 hlm. 96
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Executive dan bertanggungjawab untuk mengarahkan dan administrasiKomisi.
Kelembagaan ICAC terdiri dari Komisioner, Deputi Komisioner dan Pegawai
ICAC. Kewenangan yang dimiliki ICAC berkenaan dengan investigasi yaitu
penangkapan, penuntutan, pengejaran (search) dan penyitaan.'® Selain
investigasi, ICAC juga mempunyai tugas dalam pencegahan dan pendidikan.!'”
Sistem pengawasan terhadap ICAC, salah satunya mengenai keuangan.
Anpoaran belama WAC diaukan kepacda Chfef Evecurie senap awal tahun
anearan dun melaporkanmeg kepada ORdef Feecwive 3 sotiap akhir tahun
anpeacan. Dalam pengelalaan kevanpannya, 10AC diaudit oleh Direktur Audit
yang berwenang nntuk mensakses akom WAL serta dapat meminr informasi
dan penjelasan s penpelolmmme, Tapnnn b 0 AC tlistrahkan kepada
Chifer Eveenrive di akhir tehun mensenal akoviras WAL dan oleh Chief
Frecutve  dverskan kepads fepridaive Chooci. - Eineja Prestasi
pemberantasan kofupst 12AC o didukung dengan koloor dan political will
yang haik dan masearakat Jan pomeringgh Hong Kong, Hong Kong
e yvai kbt zoce idgrance of corragiids dan mendulung penuh upaya
pewberantasan keorupsl, vang dibukokao densan dAdnmed Siever 2013 yang
mengungkapkan sebesar 80,7% masyarakat menyatakan korupsi tidak dapat

ditolerir. Selain itu, Hong Kong berhasil mengkondisikan pemerintahan

18 Cap. 204 Independent Commission Against Corruption Ordinance, Hong
1 Thomas Chan, “Corruption Prevention — The Hong Kong Experience”, Resource
Material Series No. 56 113th International Training Course Visiting Experts Papers, hlm. 367
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yang bersih melalui investigasi korupsi ICAC serta promosi atas Code of
Conduct serta Declaration of Conflict of Interest Guidelines yang diadopsi oleh

berbagai departemen dalam pemerintahan.

4. Amerika Serikat (USA)

Dalam menagani kasus korupsi Amerika Serikat (USA) tidak memeliki

lembaga khvsus scperti KPR di Indencsia, namun melibatkan beberapa

ittt . Acda emnpid instiees samge erperan dalam pemberanlasan korupsi yang

antara lain:

a. Hazign Tefeurifas Publik Tevisi Krming! Deparfemen Kehakiman (the
Puhfielntageind Seelion af Doparivent of ustice 5 U rimina! Division).

b.  kanmar Enks Bomerintgh fiefce OF Governmens Fdiong

c. Do Inwestipasi Tederal @A ederal Furdote Gf lavesnigoiony.

d. Dewan  Inspehior lendral. sowk bitegeitas dan Elisiensi #Council of
Tes pperi-feve Cpespaenraad o Jadearvii ond B e {'.FG.F.T-;}.:‘:

Drepattemen kelakioman imetupahan leanbams alama dalam melakukan kegiatan

pemberantasan korupst yang di mulbik oleh pemerintabh  federal. Dalam

menjalankan fungsinya terdapat unit khusus di bawah departemen kehakiman

yaitu bagian intregritas publik yang di bentuk sejak tahun 1976, unit tersebut di

bentuk sebagai bagian dari Devisi Peradilan Pidana untuk tujuan

mengkonsolidadikan tanggung jawab koordinasional upaya pemerintah

20 Anti — Coruption Authorities in the United States of Amerika, bit.ly/12D3d19, di unduh
pada 29 November 2022.
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federal dalam melawan korupsi di semua tingkat pemerintahan. Bagian

Intregritas Publik memiliki fungsi untuk mengawasi memerangi korupsi

melalui penuntutan pejabat publik. Unit ini memiliki yuridiksi Eksklusif atas

dugaan penyimpangan pidana pada bagian dari hakim federal dan juga
mengawasi penyelidikan nasional, penuntutan dan pengacara. Sementara unit
yang memeliki tugas penyelidikan dan penyidikan adalah Biro Investigasi

Foderal oGl Federa! Burecns of  Iovevtioofions  Sccara stouktur FBI

bertangiung jawat: kepada Bepartemen Kelakiman Amerka (07SA), dalam

menjalankan funesinya FBL menesunakan intelijen unmk melindungi engara

dari amcaman menagadili mereka yane melgngear hykgm o Salah satu dari

sepryluli tuplas FBLadalah memnecan s kerupai publik. di semua tingkatan.
Pegean Ingpektur Jendral ontyk Inteemitas dan Bfisicnst (Council of

Tres precios {eetraral o fdegeity o Fificiency 0000 i dirikan selhagai inttitas

yang independ=n  dalan  stuktur eksekotif  berdasatkan undang-undang

Rulimmasi Tnapeniur Jedemal  Pada ahon 2008 a8 momniliki wigas antara

lain:

- dengembangkan wencang torkoordianas komam ]:-;,:mq*rirltah yang
membahas masalah ini dan mempromosikan ekononmi dan efisiensi dalam
program federal dan operasi, termasuk pemeriksaan antar entitas,
penyidikan, pemeriksaan, dan evaluasi program dan proyek untuk

menangani secara evisien dan efektif dengan masalah-masalah yang
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menyangkit, penipuan, yang ,melibehi kemampuan atau yuridiksi lemabga
perorangan atau badan.

Mengembangkjan kebijakan yang akan membantu dalam pemeliharaan
personil Inspektur Jendral.

Memelihara situs internet dan sistem elektronik lainnya, untuk
kepentingan semua inpektur Jederal.

Mengelela pelathan profisionzl auditor, penvidik, pengawas, evaluator,
dan personil lammmya dom Berbagn kantor Tnspektyr Tendml,

Eanwr Ciika Clika Pemerivdah (70 Tee £ Ceovarsmen Fifics). Awalnya

di dinkan scbagal badian dari Kanter Mengjemon Personaliaiofficeof Personel

Adurenremendt s Daluom poerherntmgan selanyuinya OOTY (4ifice () (Tovernment

Foeqien mgnjadt lembasa orpisah pada okteher 198 OGE i pimpin seorang

Drivekioe yane ditufjolk dadam janghka wajie klima o, dalaimn menjalankan

misinya OGE di bagl menjadi < deviss anrara lain;

1

Kantor Bantem Intemcagienal dan Toisiauf Poerintahan 7OIAG/The
{fice OF Bronaiioial  Assistanoe and Coverncuce fiiiiaives) yang
bertugas menkoordinasikan dukungan CHoE terhadap upava pemerintah
federal dalam mempromosikan ettika international dan program anti
korupsi, OIAGI juga mengkoordinasikan inissiatif tata kelola yang baik
(good corporate Governance)di kantor pemerintah.

Kantor Kisul Jenderal dan Kebijakan Hukum (OGC&LP/The office of

General counsel and Legal Policy) yang bertanggung jawab membangun
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dan memelihara keseragaman kerangka hukum etika pemrintah bagi
pdegawai pemrintahan. Unit ini mengembangkan program kebijakan dan
regulasi etika, menrjemahkan hukum, dan regulasi, mengasistensi
implementasi kebijikan hukum, dan merekomrendasikan perubahandalam
konflik kepentingan dan peraturan.

3. Kantor Program badan (OAP/Office Agency Program) bertanggung
1awah untuk memantan dan menvediakan bahan-bahan pendidikan dan
Jelitihan.

4. Eantor Administrasi dan mengpamen  Informazi (OAIM/Office of
Acdmiviasiresion e Tofrnnation maparement) msnvalikan dukungan
i ugtink semua pregram operazi OGE,

Dengan sdanyg urgian O gty Ameriky Senkat ndak memiliki lembaga
khusus vang mesangani lindak pidana kooupsi yang sejenis dengan Komisi

I*emberantasan Kemps: (KK ) di lodonesia.

Sccar garts bosar ada Thesaim Siston Pengasensm Lernbaga Anli-Korupsi

Mo | Mowars St Pengawesan dan Kedaduban

I nilamesia Publik, TR Prosiden dan Tewan Pengawas.

2. Malaysia Administrasi  kantor  Perdana  Menteri
Malaysia.

3. Singapura Perdana Menteri, internal audit.

4. Hongkong Chief Executive, Direktur Audit.
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Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam
Memberantas Korupsi di Negara Indonesia adalah lembaga negara yang
bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak
berada dibawah kekuasaaan kehakiman. Setelah adanya Undang-Undang
No.19 Tahun 2019 tentang KPK yang baru di harapkan KPK mampu
mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis.

Pada aveal dibeomknya BPE melalui Undang-Lndang Momer 30 Tahun
2002 1enlak KPK (U vang Tawad meropakan Tembagea nemsa vang bersifat
indepencen. vane dalam welaksanakan meas dan wewenanpnya bebas dari
kekyasgan mangpon, Undimelindane KPE  selanjuimieg dischut UU KPK
tersehul juga menspashan babwa tupas dan wewenana KPK berdasarkanenam
asay waity, kepastian hukum. keterbekaan, akuntabilizas, kepentingan umum,
dan prapesienalitas dan Penghormatan teadap 1lak Asasi Manusia. Sehingga
hal 1o memmbolkan keistimewaan lembaga KPK, yaim terdetak pada sifat
independensinyn sebagat suao Tembawa negars. KPE liberilen kewenangan
lelsch dibandingkan dengan lembana petesak hukum lainnyavalni kepolisian
dan kgjakeyspan dalam penanaanan kasus kompst Beralihdengan hal tersebut,
Pada dasarnya kewenangan KPK sesuai ketentuan Pasal3 Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 adalah merupakan lembaga negara masuk dalm rumpun
eksekutif tetapi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun baik pihak eksekutif,

yudikatif, legislatif dan pihak-pihak lain yang
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terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun
dengan alasan apapun. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam
menjalankan tugas dan kewenanganya KPK bertangung jawab kepada publik
dan pengawasannya di lakukan oleh Dewan Pengawas KPK. Hal tersebut dapat
dilihat vang mana tertulis & Pazal 240 avat (1) Undang-Undang Nomor 19
Tabwan 2019 jo Uiedamnye- Db W 30 Tahun 2002 vang berhanyi @ (1) Komisi
IPemberantasan Kompsi bermaneenns jawab kepada publik atas pelaksanaan
tusasmvy dan menvampaikan lapomamnya seoara terbuks dan berkala kepada
Presiden Republik, Indonesia, Dewan Perwokilag Rakyal Republili Indonesia,
dan Exdan Permenkss K cuamgan dan Pasal 27 A-E Lindang-1ndang Nomor 19
Tahun 209 ealang Perubahan Kedoa aas Undanpg-Undang Womor 30 Tahun
2002 teorang Komisi Pemberaotasan lindak Midana Kormpsi. Dalam
pelaksamannyn, KPE yang meailila kewenangin penuh iniuk menangkap dan
menvelidiki  kasnz dndals picana kempsi, tidak hisa dihindari dengan
kewenangan i, KFK menjach mimpn buruk bag para pejabar dan slite politik
yang korupsi karena KPK dapat menangakap para pelaku korupsi yang telah
dicurigai kapan pun dan di mana pun. Sikap KPK yang tergolong tegas dapat
menjadi terapi shock kepada para koruptor lainya. Secara tidak langsung,
kewenangan KPK yang sangat luas dapat membuat orang untuk berpikir ulang

melakukan tindak pidana korupsi.
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Adapun beberapa kelemahan dan keadaan KPK saat ini menurut penulis dari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca adanya Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara

lain sebagai berikut:

a. Aspek hefembagaan dan kewenanoan

Aditara lain vailu masalah kewadaan tim khoesus unik bekeria supervisi
dan koordinasi meski dengan jelas di amr dalam ermpres ko 102 [ahun 2020
tengany - Pelaksangan - Supervist Pemberandgsan Tinduk Pidana Korupsi.
Persoalan badanea tm atan swaber daya Rhwsus untek menjalznkan kerja
suprervise dan kaonedingsi menjadi catabm krils 10 sehingea selama ini
terkesan funasi koordingsi dan suparvizes adalah pekerjaan vang tidak menjadi
pivritas KPR dan Qumgst tmederlthak vapah,. Theskian pula suppurt database
informas: mengenal penindakan  kasus korupsi. apor  Kerja monitoring
penanganan perhara dF kogaksagan dan kepelisian lehih cfckuf uga belum
tersedia dengan haik.

Bahwa Kepolisian, Kejaksaaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi perlu ditingkatkan sinegritasnya sehingga masing-masing
dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemebrantasan korupsi
berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asassi

manusia. Dengan pembentukan Dewan Pengawas yang mengawasi
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internal Komisi Pemberantasan Korupsi Aturan mengenai Dewan Pengawasan
Komisi Pemberantasan Korupsi dimasukkan dalam pasal 37A sampai 37F di
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua
Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun hal yang paling menarik perhatian
adalah subtansi pada pasal 37F yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut
tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan
pengawas digrur dengan peraturan presiden™ dan pasal 12A sampai pasal 12F
yang menyilakan babwa penvadapan dibkokan oleh KPK hars seizin Dewan
IPenoawrazan.

Menynjuklean Baliag Prowan Peneawas memihks kedudukan lebih tinggi
dari Bimpissan KPP Hal v dapat dilthat kacena sétiap lindakan vang dilakukan
K FK vang merpgkan smgeune jpecab dan Bimpingn K Pk dan pegawai KPK,
diawasi dan dilonwal oleh Dewan Pengaw as menurol Hndana-11ndang Nomor
19 Lahun 2019, Schinges bisa dikatekan Dewan *ensawas berada posisi
tertingu soukior oremiisasi KPE wang mana scharusmva Tlewsn Pengawas
memiliki kewajiban wnmk memimpin arah mjnan dari KI'S. sedangkan di
dalamn realitanya vang melaksanalan twgas anfulk mengarahkan grah tujuan
dari KPK masih diberikan kepada KetuaKPK. Hal ini menimbulkan ketidak
jelasan posisi Dewan Pengawas di dalam KPK selain karena Dewan Pengawas
memiliki hak untuk memberhentikan atau memberikan sanksi kepada
Pimpinan KPK maupun pegawai KPK apabila melakukan sebuah pelanggaran

baik pelanggaran kode etik ataupun
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peraturan perundang-undangan. Meskipun di dalam undang-undang ini hanya
menjelaskan bahwa Dewan Pengawas berwenang untuk menindaklanjuti
laporan masyarakat berupa melakukan sidang pemeriksaan dugaan
pelanggaran, namun sejatinya atas keinginan Presiden yang mana bisa
menjatuhkan sanksi atau bahkan menurunkan Pimpinan dari KPK.

Permasalahan di dalam peletakkan posisi Dewan Pengawas di dalam
K IR dikarcnakan posist dan Dewan Pengaessas melebihn dan kodudukan Ketua
KPE. Seidangkan secara Tungst Dewan Penpawas hanya mengevasi Ketua
K"k dan papawal KK dan tidak punyva kewenasan nntlk memimpin KPK itu
senchn, schinges adanya keranguam posis gdam Proscan Pensaway itu sendirdi,
ahan lelah bak apabils ingin medgawas: KPK maka Dewal Pengawas bisa
berasal dan stroktur lembags o gtau dibvatkan lembaga khusus independen
yang osana pesisinva lelal dngpi dan KPE. sehingan akan lehih jelas mengenai
pasisi dart pengawasan tersebut.

Mungulmes  Tiewan Pengawns o dalam smikur onganisasi KPK
menyebabhan seuap pelaksansan gas dan wewenanp yvang dilakukan oleh
KI'k hamus berdessarkan persetujuan cleh Lrewan enpawaz. Libentuknya
Dewan Pengawas di KPK sendiri bertujuan untuk mengawasi tugas dan
wewenang dari KPK, baik dalam memberikan izin penyadapan,
penggeledahan, dan penyitaan. Dengan demikian bisa disebutkan bahwa
Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap tindakan

yang dilakukan oleh KPK karena setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK
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berdasarkan ijin dari Dewan Pengawas. Selain pemberian ijin kepada KPK,
Dewan Pengawas juga berhak untuk menindaklanjuti pelanggaran dan
memeriksa apabila Pimpinan KPK melakukan pelanggaran kode etik.
Sehingga setiap tindakan Pimpinan KPK sekarang berada dibawah langsung
pengawasan Dewan Pengawas. Selain itu, Dewan Pengawas juga memiliki
kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kerja Pimpinan KPK
dalam kurun waktuo | {satu) tahun, Schingga apabila terdapat kekurangan di
daleom pelaksanma ogss i sewenang vang dilakolom oleh Peimpin KPK,
Dewan [rensawas bechal unpmlk membenkan krirk dan ssran  untuk
polaksamaan fugas dan wewenamgmnava imfok tahan henkiinys.
Berikut adalah - penjabacan mesgenar Lelebiban dan kekurangan  sistem
PonEaveasan.
. Refehifan Sisrcm Pedgowiason KPR
I Dengem adanva Thowan Pengawas yame membenkan maupun  tidak
mernberikeam tan bam selap Gndakan eange dilakokan oleh KPK, maka

sediap lindakan KPR hisa lehiby terawasi dag Bisa dilkonua] Tehih jelas.

2

CTindakan  sewenang-wienang maupun Jiluar kewenangan KPK O bisa
diminimalisir karena setiap KPK akan melakukan pelaksanaan tugas dan
kewenangannya, selalu atas dasar izin dari Dewan Pengawas.

b. Kekurangan Sistem Pengawasan KPK

1. Masih ada ketidak jelasan posisi dari Dewan Pengawas.

2. Adanya pengajuan ijin kepada Dewan Pengawas melanggar Pasal 50
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Konvensi PBB tentang Anti Korupsi yang mana seharusnya pengajuan
izin dimintakan kepada pengadilan.

3. Terlalu banyaknya pengajuan izin dalam setiap setiap tindakan dari KPK,
baik mulai dari penyadapan hingga penyitaan barang bukti harus menyertai
izin dari Dewan Pengawas.

4. Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPK menjadi tidak lebih
lelnasa karepa banvaknva pengajuan izin terlebih dabuln di dalam

malab=analoan fugas dar weseman mys

b, Persialun Manaienwen ST RPE

Masulah kelembamman KPK weokail aspek ranajemen SO, valkn di tingkat
mangamen ST, KPK Woympakoyn belum momynfaaikan sceara penuh
kualilTlasi prol=asional vong elah dimilila, insalnya, di bidang penindakan,
latar belakanenya masih di dewunasi oleh wnsure jaksa. polisi. dJan BPKP.
Pudahal sumther duya somg herbata-helukang chanomi, perhanlken, keuangan
Jupa sanpar dibutuhkan unrak mempercepat proses penindakan itu sendiri,
setidaknya, baw kalanwan profossional vang sudab sckian lama berkecimpung
di dunia kejahatan ekonomi, mereka akan lebih mudah menjelaskan,
menjabarkan, sekaligus memetaan persoalan intinya.

¢. Dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi

kurang memunculkan deterrent effect (efek jera).
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Pembongkaran kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK belum menyentuh
lebih dalam zona aman (untouchable zone) seperti aparat penegak hukum.
Selama ini baru sebatas “pemain lapangan”. Selain itu, KPK lebih banyak
memproses aktor korupsi mantan pejabat. Hal ini kurang memunculkan
deterrent effect karena secara psikologis memberantas korupsi yang
melibatkan pejabat yang masih aktif akan lebih memunculkan stigma bahwa
siapapun yang korupsi bisa terkena dampak KK HBahwa pelaksinaan tugas
Kuomisi Permberaniosmn Tindak Pidma Koropst Perle ers ditingkatkan
melaln stratess pencesalian dan pemberanrasan tindak pidana korupsi yang
komprehensit dan simeens tanpa moneabakan penehommatan rechadap hak
azasi mabusia s=sual dengan keenloan peraluran perundang-uidangan.

| vl pamckimaan ponelitt dulam keaduan ideal  kedudukan
ketamneparaan alas KPPk, sudaly barang pasti KPR yang wepenting mampu
mentegemahkan konsttust, bukan kobuasaan. 1 Perancia muncul sebuah buku
yun herpucdul P Covtvened Seag e Larya 17 Rongss e Ralan bubku ind Rousseau
menpaakan “manusia im lafir bebas dan secderajar dalam hak- haknya”,
sedanghkan hukgm merupakan chyprosi dan kehendak ymum (rakyat). Tesis
Rousseau ini sangat menjiwai De Declaration des Droit de I’Honime et du
Citoyen, karena deklarasi inilah yang mengilhami pembentukan Konstitusi
Perancis (1791) khususnya yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Pada

masa inilah awal dan konkretisasi konstitusi dalam arti tertulis (modern)
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seperti yang ada di Amerika!. Hal inilah yang sejatinya harus menjadi acuan

kedudukan baik secara ekplisit maupun implisit KPK dalam menjalankantugas

dan fungsinya.

Untuk mendudukkan adanya intepretasi ideal KPK dalam sistem
ketatanegaraan sesuai konstitusi dengan dibandingkan dengan negara-negara
lain, maka keadaan yang ideal sebetulnya adalah manakala interpretasi tersebut
tidak diperlukan atauy sangat koot poranannya. la bisa torcapal apabila
penumdany- undangian it hisi dibangkan dalam bentuk yang jelas Mengenai
ulaaran kejelazan ini Mont2zquien meneajulan persvaratan sebagal berikut:

1 Gaya penutyranmy s hendgbknva padat dan scidethany, Flal ini mengandung
arti, babws o pengotacsan delpan  mengeusakan  wnikapan-ungkapan
kehesaran terwd iosed dan etk hanyalab melsesic an menyesatkan.
Iztilah-tsnlah vang dipilib hendaknva sepanh munakin bersifat mutlak dan
nidak nighi, sehingua denwan demikian membuky sedikat kemyngkinanbagi
peibedaa i pendapal ndividual,

2. l'eratmran-peraturag bandaknya membaca=n dirinva pada hal-hal yang nyata
dan aktal dengan menghindan hal-hal vang bersitat metarons dan hipotetis;

3. Peraturan-peraturan hendaknya angan terlampau tinggi, oleh karena ia

ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah saja;

2! Dahlan Thaib DKK, 2008, Teori dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm 4-5
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peraturan itu bukan latihan dalam penggunaan logika, melainkan hanya
penalaran sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa;

4. Janganlah masalah pokoknya dikacaukan dengan kekecualian, pembatasan
atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan;

5. Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi; adalah berbahaya untuk
memberikan alasan terperinci;

6. bag suaty poraturan ¢leh kareoa vang demikian i hanya akin membuka
pinty untuh pertentangin pendapat;

7. Akhienya, di atas semoanya, ia hares digecimbanpgkan dengan penuh
krmarangan dan mempunval keeunaan prakos dan jangan hendaknya ia
mengruneanzkan hal-hnel yang clemenier dalam pesalazn den keadilan
s A e ey cfoses Poraturan-porateran yana lemal, vang tidak perlu
dan idak acdil akan netivebablkan orag wdal menghormal perundang-
undangan dan menphaneurkan crontas hegars. ™

Eom=ep adeal atas kedisdokan KPE melqhon penmdanyg-undangan yang
ditsangzkan dalam bestuk vane jelas sesual denpan tuaas dan kowenangannya
akan memadikan poran dan fungs K1k dalam menjalankan fungsi-fungsi
dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Hal inilah dapat di perbaikimelalui

posisi yang jelas dalam undang-undang nantinya yang dibuat.

22 Sadjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm 125-126
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C. Regulasi Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi
Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila

Rekonstruksi dalam perspektif filosofis atau sering disebut nilai-nilai,
peneliti dekarkan pacla sebuah pendekatan subjektif-icealss vanp didasarkan
pada permikitam vane  horsfar  srbsisracoe-ckveluperend [pomikiran yang
meemilike misi, ataapon Wjuae vane beesilat membanzun). Pendekatan yang
bemifat subjcknuf-idealis inl ditandas cleh karakrenstik sebagal berikut :

1 Kebenaran dililial dan perspekil idesloey, kansep alan prinsip-prinsip
rerten, dalam artt zesuatn brsa dikatakan benar apabila i sesuai dengan
pedeoloesy . oomsap lerien i atag ansp erien i

2. Melibatkan nola-nilal masyarakat ataw pilai-nilal vanp bersifat komunal
sopert idealogy dan bukan nika pomson sl

3. DBersilar homanis dalam ar - medgedepankan kepentingan kemanusiaan
sehingea partmbanzan-p=rombanean =xma-legal ridak akan -erpisahkan
dalam pembentukan keputusan hukum;

4. Bersifat development-reformist, dalam arti pendekatan ini lebih bermakna
perubahan atau membangun suatu kesadaran tertentu;

5. Transenden, dalam arti analisis-analisis terhadap realitas menyangkut hal-

hal di luar practical experience;
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6. Bertujuan untuk memperbaharuai atau merekayasa kehidupan atau
masyarakat agar sesuai dengan ide-ide atau prinsip-prinsip tertentu?.
Pendekatan filosofis inilah yang kemudian dapat dikaji melalui
preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dinyatakan bahwa :

Pemenintah Megara Indoncsia yang melindung segenap bangsa Indonesia dan
sclumuh tumpah darah Tndonesig dan ontuk memajukan keysgahteraan umum,
meencerdaskan kehicdupan banisa dan tkul oeelaksanakan keterlitan dunia yang
berdasarkan kemerdehaan, perdamaian abadi Jdan keadilan scsial, maka
disuzunlah Kemerdalkaan Febapsaan Indonesia i dalam suata Undang-
Updang Dasar Mepara Indcoesia, vang terbenoak dalam snam susnnan Negara
Ruypublik Tnidiomesia, wang borkedaulatan ralovat dengan henlysar kepada -
Katuhaman Yomye haha Tan, Kemmesaan vang athl dan heraduh, Persatuan
Indonesia dan Keialkyalan yano dipimpin clel hilinat kebijaksanaan dalam
permuiyawaratan/perwakilan, 3eta dengan mew ujudkan suatu Keadilan sosial
brgi seluruh rakyul Tnbuesia.

Pembukanm alau jreambde Vidang-1mdane Dasar MWeeara Republik
Indonesia ‘Vabun 1943 diatas secara jelas menvatakkan adanva perlindungan
kuadilem melalut sarmma hukum vang dizabarkan baik dalam Tndang-undang
dasar sendin semizal Pazsal | avar 3 tenwang Negara Bukam das jugza ketentuan
peraturan lainnva. Jika kita bubungankan dengan semangar chek #nd balance
yang dijalankan dalam pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan republic
Indonesia, maka terdapat materi pokok yang dapat peneliti temukan sebagai

berikut :

23 Adji Samekto, 2008, justice not for all kritik terhadap hukum modern dalam perspektif
studi hukum kritis, Y ogyakarta, Gentha Press, hlm 102
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1.

Prinsip Negara hukum tidak bisa diwujudkan dengan sendiri oleh satu
lembaga Negara (eksekutif), akan tetapi perlu kesinambungan dalam
berbagai bidang. Kesinambungan yang dimaksud dalam hal ini adalah
adanya fungsi maksimal dalam ketatanegaraan yang mengefektifkan upaya
saling memberikan masukan sehingga nantinya apa yang dijalankan dapat
berlangsung secara efektif. Peran inilah yang kemudian dijalankan oleh
lembaga-lembaga Mezara lain vty vodikatf dan lemslatives:

Traisi ketatanegaramm megabil kitn sevinekali kekoasaan dijalancan dengan
cistem  kekerabaran. Eelerabatan wane dimaksud adalah kecika terjadi
pommngsalgham magka penvelesimannya bdak tews, schineges kemudian
eehithulhan problenatiha vans bedelanfulan (eres meneius ). Kita ambil
suje clalamn praktk korypea kelust dan nepetigme:. Adanya penyimpangan
dalam benwk prakuile karagsi holusi dan nepousme wrsehol merupakan
bentuk 4 dar matert pokok dalan pambukaan Undangz- L ndang Dasar
Nowma Republik Tndimesin Tahum 1845 vang korany ditenlitkan secara
maksimal.;

Dhalam menjalankan kokuasaan Newara, terdapat unzur ketokohan dalam
ketatanegaraan kita. Unsur ketokohan tersebut merupakan bentuk lain dari
warisan orde baru zaman Suharto yang menempatkan Soeharto ketika itu
mampu memaksakan kekuasaan eksekutif ke dalam kekuasaan legislative
dan yudikatif meskipun dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur demikian. Hal inilah
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kemudian menjadikan unsur ketokohan menjadi bentuk tradisi yang
acapkali ada. Unsur ketokohan yang sudah tidak pas digunakan pada sebuah
Negara demokrasi Indonesia memungkinkan terjadinya penyimpangan
dalam menjalankan kewenangan yang nantinya akan berlaku. Maka watak
inilah yang ingin dirubah melalui adanya posisikedudukan KPK dengan
menempatkan 5 orang ketua yang secara kolektif kologial mampu bersinergi
dan sccara bersama-sama membangun KK dalam menegakkan hukum.
Theberapi malen pokok bersebul di ales vang nanlinya akim rnemperkuat
pozizi KI'E uramanya melalus siztzm paradilan sang bersih dan bervibawa dan
porkara tindgk picdana kerupst Tiks dimjae dalam lisgratyr Tslam prinsip
peradilan helas dalam aomekeasi lskam lidak balel berestansgacdengan tujuan
hykewm Izlam, Jiweg Alguean dan Sunnah Dalan melaksgnakan pringip peradilan
bebas hakim wajilh memperhaukan pula prinsip amanah, karena kekuasaan
kehakiman vang berada ada dicangannyva adalah svatu amanah dari rakyat
Kepeslanyn yamg  woagih a pelihara dengm sebaik-haiknya, Sebelum 1a
meneapkan pumsan hakim wajil bepmusvavearah denpan para koleganya agar
dapat cheapat suaty putusan vang scadi-adibnea, Putasan vang adil merupakan
tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas?*.
Hal inilah yang seharusnya dihadirkan dalam fungsi dan kekuasaan

KPK dalam sistem peradilan. Untuk memperkuat adanya anasir-anasir dalil

24 Muhammad tahir azhary, 2003, Negara hukum suatu studi prinsip-prinsipnya dilihat dari
segi hukum islam, implementasinya pada periode Negara madinah dan masa kini, Kencana, Jakarta,
hlm 146
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filosofis dalam rekonstruksi ideal kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan
maka sudah sepantasnya kita menengok pada kedudukan KPK dalam kacamata
konstitusi.

Carl J. Friedrich dalam bukunya berjudul “Constitutional Government
and Democracy: Theory and Practice in Europe and America (1967)”
berpendapat: Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan
suamy kumpulan akovitas yang disclenggarakan atas nama rakyat. tetapi yang
tunduk kepada beberapa petnbatasan yang dimakswl untuk memhbert jaminan
bahwa kelanasaan yang dipariulzan unmk pemeringban im tidal: disalahgunakan
olizh merihy wamy vwmdlapat fuwss  onfuk memennigh . Pembgasan yang
dimalsnd ermakeul dalam konsidusi. Jade lonslitos memilila lungsi untuk
meengrEanisit kekuewam o gear sk dapar dimmalam secarn paksa dan
sewznang-wenans. Konsutusi dalam pepsgeruan in juzabiasanya memuat nilai-
nilai vany terdapat dalam prnzip klagik pomizahan kekuasasn, seperti yang
dilormulasikan plel Montesquieo dalam £S5 J devd ois (174 E}-':.

Auas pendapat Card ) Frisdoch kia perle meadodukkan KPK bukan
hanya schatas insttust vang bergerak pada gerakan formal, akan tetapi juga
bergerak dalam sebuah subsistem yang menggerakkan nilai-nilai dalam
memperkuat sistem peradilan utamanya dalam perkara korupsi. Nilai-nilaiinilah
yang kemudian dapat dirujuk melalui peraturan perundang-undangan

%5 Taufiqurrahman Syahuri, 2004, Hukum Konstitusi Proses Dan Prosedur Perubahan
UUD Di Indonesia 1945 Serta Perbandingan Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia, Ghalia
Indonesia, Bogor, hlm 37
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dengan melihat pada aspek filosofis perundang-undangan yaitu Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal inilah yang menurut Hans Kalsen kita sebut dengan istilah
tataurutan perundang-undangan. Hans Kelsen dalam teori hirarki norma
(stufenbau theory) berpendapat, bahwa norma hukum itu berjenjang dalam
suatu tata susunan hirarki. Suatu norma yang lebih rendah berlaku dan
bemsumber atas dasar norma vang lebih tnge, dan norma vang lebih tinggi itu
beaku dan bersumber hepmda torna yang lebibe linggi lag. Demikian
seremanya. sampai pada sugm nerma vans tdak dapat ditelusuri, vang bersifat
hipatetis dan Thn 1 vai o yane dikenal dengan istilah grwsefsors: (narma dasar).
Norma dasar sebagal toima tectingnl i dibentule langsung oleh masyarakat
dan nenjadi somber bag norma-norma vane lebih rendah, oleh karena itu
norma dasar itu disebur presipeased ataw dicetapkan tedebibh dahulu. Struktur
sistem normmg yane borlapis atae bogenjang 1wy oleh Hang Nawiasky kemudian
dikualilihasilkan menjadl empal tinglal aomma: hokum, vang secara berutan
terdivt alas benlkat ml.

1. Tingkar perama; sroodsfirdamenmainors. atiu srose Frdiarm, yaitu
norma fundamental negara, norma pertama, atau norma dasar;

2.Tingkat kedua: staatsgrundgesetz, yaitu norma hukum dasar negara, aturan
pokok negara, atau konstitusi;

3. Tingkat ketiga: formell gesetz atau gesetzesrechts, yaitu norma hukum

tertulis, undang-undang, atau norma hukum kongkrit;
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4.Tingkat keempat: verordnung dan autonome satzung, aturan pelaksana dan
aturan otonom?°,
Melalui adanya hierarki perundang-undangan di atas, maka sudah
selayaknya KPK dalam memainkan perannya tidak lagi berkutat pada pola yang
terdoktrinasi dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK Republik Indonesia, akan tetapi secara
ideal mengkonsepsikan ruh Undang-Undang [¥asar hegara Bepublik Indonesia
Tabwm 1945 pacda imnplementas Dndang-lndang Republik Indimesia Nomor
19 Tabun 20414 teatana KI'E Bepublil: Indonesia. Acdanva rafair filosofis inilah
ying  kensadign momyngkmban penerapan - KPR denesn meletakkan
kemerdehaan menjalankan tugzas dan funpsinva di atas kepenwngan kekuasaan.
keeboramie seduk menempatkan sikap KPR denean meletakkan
kemerdekaan menjalankan msas dan fonesinea di atas Kepentinear kekuasaan
termnuat diamtaranya dalam Cndanyg-Lindanyg Diazar 1945 Pasal | Ayat 2 yang
menvalakan kedaulatan berada i langan takval dan dilalisanalkan menurut
Undane-Undang Lasar. Prnsip amlah vang kemndian hans ada dalam setiap
peran yane dijplankan alch KPR wimg pada momea hahwa KPK dalam
memainkan perannya tidak terlepas dari bentuk lain atas kemerdekaanya untuk
tunduk dan patuh pada kedaulatan rakyat. Kapasitas pemerintahan hanya

sekedar sebagai bentuk dan wujud koordinasi atau dengan kata lain

26 Taufiqurrahman Syahuri, 2004, Hukum Konstitusi Proses Dan Prosedur Perubahan

UUD Di Indonesia 1945 Serta Perbandingan Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia, Ghalia
Indonesia, Bogor, hlm 39-40
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menjembatani eksistensi keadaulatan rakyat dengan dijalankan melalui
kemerdekaan KPK.

Prinsip dasar bernegara yang menjunjung tinggi kekuasaan rakyat yang
menurut Yosafati Gulo dianggap sebagai salah satu pilar progresifitas lembaga
negara dalam memainkan peran dan fungsinya dengan baik. Lembaga negara
akan lebih memahami anatomi pendirian lembaga negara apabila mendasarkan
kekvasaanva vang dijalankan berdasarkan kemstitusi ataw kekuasaan rakyat
SETTH-.I].;I:'T.

Kerenman adanva kemerdakasn berclasarkan lkedaulatan mkyat yang
dijatankan oleh KPR anilah yang memadi latgr belakany lahimya konsepsi
balywa kanstitusr selain sebagzal dokumen nasianal, konstiwst jupa sebagai alat
untuk nemherink st pohiEk b ssten hobam negaponea sendird. Itulah
sebabayva, menunt ASH. Bruyeken Undanpg-Undang Dasar (grondwet)
schamai konstityz tertuliz merypakan sebugh dekymen fermal vang berisi:

1. asil perfuangan palitile Tanpsa Qi wakio vang langan,

2. Tinpkat-tinghat wedngei perlembanzan kelatnegaraan banpsa;

3. Pandangan tokoh-rokob bangsa vang hendak diwujudkan, baik waktu
sekarang maupun untuk masa yang akan datang;

4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan

bangsa hendak dipimpin?®.

27 Wawancara dengan Yosafati Gulo Advokat & Aktifis Anti Korupsi, 28 November 2022
28 Dahlan Thaib DKK, 2008, Teori dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm 15

253



Keempat isi dari konstitusi sebagai dokument formal tersebut kemudian
menjadi latar belakang bagaimana nantinya peran KPK yang secara eksplisit di
tuangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019
tentang KPK Republik Indonesia harus menjadi latar belakang eksistensi
gerakan filofis. Gerakan filofis inilah yang kemudian mengeliminir sistem
gerakan Undang-undang yang lebih mudah ditafsirkan bahwa posisi KPK ada
pada kckuasaan pemerintahan schingea kekoasaannyva akan rerbams. Gerakan
filimalis KPE akan menemipatkan sebseh karakler KPK dilemipatkan pada
posizi kekvasaan rakyat melaini dasar Undape-Undans Dasar Mepara Republik
Indemesig Tohum 1945 sehmeen kemerdekaan yame (ijalankan dicurahkan
demilian kepentingan rakvat

Adanya kekugsson rakoyvat vang mutlak inilah yang kemuchan menjadi
laar helakang bahwa sistem KPR mam e mesjabarkan sisiem demokrasi
negara hmkmm pasca reformasi vang lebth menonjolkan lfegiclitive heavy
dilandingkm efveloroe feary, Admya komsep yang demikian, tentunya
menjaclikan peran dari EPIK bukan dizebut lazi sebazai alat keluasaan, akan
tetapl KPR menjudi bagan bentuk lembaga vang menjaga kedaulatan rakyat.

Fungsi KPK sebagai pelaksana kedaulatan rakyat tentunya harus
dibarengi dengan sistem ketatanegaraan yang secara kelembagaan diantaranya
dalah melalaui sistem pemilihan Pimpinan KPK. Sistem pemilihan pimpinan
KPK sekalipun panitia seleksi yang di bentuk presiden, dan harus mengikuti fit

and proper test di DPR dan di pilih oleh DPR RI serta tidak dari anggota
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partai politik dan organisasi-organisasi lain yang kemungkinan akan
meninmbulkan conflict of interest dalam tugas. Di samping tentu saja

pertimbangan aspek rekam jejak dan profesionalitas (akuntabilitas individual,

sosial, kelembagaan dan global)®’.

Diharapkan, jika kemudian peran yang ada tersebut dijalankan, maka
nantinya KPK akan benar-benar menjadi bagian dari instrumen penegakan
hukum yang mumi™. Disamping ina jiks praktik kererlibatan 1IE dan rakyat
nuaksirnal, tnaka derreed power dant KPE herpo-benmr menjadi dasar hukum bagi
KPE untuk mepnempatkan funpsinya fesuia wakna 45 butir pengamalan
Pancasila yaim

Fsi ari leweapan MPR terkail 45 buur Pancasila vang dimaksud sebagai
bemkut ;

1. Ketuhanan Yang Maha Tsa

a. Banpsa  [odonesia  menyalalan - kepercavoaninva dan  leiaqwaannya
terhadap Lubhan ¥ange Maha Eza.

b Manusia lndonesia pereaya dan sagwa torhadap Luhan Y ang Maha Esa,
gesugi dengan agams dan kepergavaannya masing-masing meonurut dasar
kemanusiagn yangz adil dan boradab.

¢, Mengembanghan sikap hormat menghommah dean hekerjasama antara
pemeluk apama despan penpanul hepersayaan yang lerbeda-edaterhadap
Tuhan Yang Maha Esa.

d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

e. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah
yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha
Esa.

f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

2 Wawancara dengan Dr.Nimerodi Gulo, SH., MH advokat/pengacara Lembaga Study
dan Bantuan hukum TERATAI, Dosen di UKSW, 28 November 2022.
30 Ibid.
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g.

Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

a.

b.

IR G S

HE

-

]

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap
manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan,
jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
Menjunjung tingg nilai-nilai kemannsiaan.

. {remar melalulkan kepiatan kemamasizan.

Eoran membela kebangran dan keadilan,

Bangsy Tndomesip meraga dimnya schagai bagian dun seluruh umat
Inirnwsia.

Menpembangkan sikag harmar menzhonean dan bekerjasama dengan
bangza lain.

3. Persatuan Tndomesiy

L,

.

il

Mearmpu  munempathan  persatnan, kesaloan seria kepeniingan  dan
keselamatan bagpsa dan nepara sebasal kepenungan bersama di atas
kepeatinean pribadi dan golonpan.

Sanzup dan rela horkorban gtk kepentingan nesars dan bangsa apabila
diparluhoan

. Menpcembangkan rasa cinta kepada tanab air dan banpsa.
- Menpembanckan raza kebangzzaan bechebanpsaan dan beranah air

lclonesia.

. Memealihara  ketertiban - dunia vanp berdasarlcian kemerdekaan,

perdaraian abadi dan keadilan aosigl,
Monwem banekan porsataam Indonesia atas dasar Bhinneks Tunggal Ika.
Memajuban pergaulen demi peesiatoan dan Kesatuan hanpsa.

i
4. Kerakvaan  vang  Dipimpie olel 1lkmah Kebijaksanaan  dalam
[*ermusvawaratansersakilan

d.

Sebagal wargd negara dan warga masyarakat, seuap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

b. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.

Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan.

. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai

sebagai hasil musyawarah.
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]

Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan
hasil keputusan musyawarah.

Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.

Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani
yang luhur.

Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat danmartabat
manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan
kesatuan demi kepentingan bersama.

Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pamusyEwaratan.

. Keadilan Sozial Bam Sclumb Bakyat Indenesia
a.

Mengembangkan perbuatan wang luhur, vang mengerminkan sikap dan
At eeloelwnr e i Remalimoriee on .

o Menpembanchan sikap adil ieithadap sesama.

Menjaza kessimbanpan antara hak dan kewajiban.

. Menghormat hak orang dain.

Suka mgmben pemdlonenn kepads orang e gegardapat berdin sendiri.
Ticak  memggmmakan hak  milkik ook esaha-asalin. vang  bersifat
pemerazan werhadap orang lain.

- 'llak menzsunakan bak milik wntul bal-hal vang bersifat pemborosan

dam waya bdup mewah,
Tidak memgauynakygn hak hik ymiok hortentanmn dengan atau
merazikan Lepedtingan winwm.

. Suka beherpa keras.

Suka menghareal hasil karva crane lain vane bermanfaat bagzi kemajuan
dan kesopahteraan bersama.

- Suka melakukan kematan dalam rangka sowaqudkan kemajuan yang

muerata dan berkeadilan sosial

Beberapa hal vang dapar dianilulasikan pada malna sila kelima dalam

penjabsran 45 butit Puancastle tcrhadap kedudukan KPK delam  sistem

ketatanegaraan diantaranya adalah mengembangkan perbuatan yang luhur,

yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Dalam mewujudkan tatanan keadilan di negara Indonesia prinsip

utamanya dalam hal ini tidak bisa dijalankan oleh satu lembaga saja yang

kemudian satu lembaga tersebut memiliki kewenangan mutlak atas
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perwujudan keadilan. Sejatinya perwujudan keadilan harus dijalankan oleh
beberapa lembaga negara yang secara khusus menjalankan kekuasaan
penegakan hukum yang diantaranya dijalankan oleh Mahkamah Agung(MA),
Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain.

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, prinsip utama yang harus
dijalankan adalah melalui proses perumusan bentuk penegakan hukum yang
dijalankan scoara bersama-sama (gotong Koyong). Prinsip Goteng Royong ini
bulean hamva sekedar hemmaknn Berkompul bBersami, akan telapi semua pihak
harz babn membabn dan saling mel=npkape sebapai wumud dari upaya
mewijislkan  sistem - keashlan vane bermartabat, - Powuajuidan sistem
ketatapeparaan ini dijalankan oleb lembacs eksekotilipemerintah), legislasi
(pembustan Ly dan yadikasick ckoasaam kehalaman)

Peran W PK dengan mencinkan pagasan Colong Royong, juga harus
seobjektif mungkin menjadi sandacan dalam menjalankan kewenangan yang
dimiliki. Adanva keddokan KPE alalam menjalankan Dmesi, penyidikan,
penuntutan dan lain sebazainyva yane elah d@ebutlkan dalam L1 menjadikan
perly sekali KPE mendudukan peran dan fungsimya vanyg secara mutlak
berorientasi pada bangunan sifat gotong royong dalam mewujudkan keadilan
nantinya.

Perlunya memandang adanya nilai-nilai Pancasila utamanya yang
terdapat dalam sila kelima terhadap kedudukan KPK dalam sistem

ketatanegaraan adalah dengan mendukung perlunya sistem yang menjabarkan
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posisi serta kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan. KPK dalam
kapasitasnya terbentuk karena kebutuhan atas kepastian hukum dalam
penegakan hukum dibutuhkan lembaga pencegah dan penindak tindak pidana
korupsi yang menggrogoti negara ini yang harus bersikap objektif dan adil
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itulah peran KPK tidak
akan terlepas dari keseluruhan fungsi dan sistem ketatanegaraan yang ada yang
dalam kckvasaan negara dipisah memadi kckvasaan cksckutif, legislatif dan
yislilalil”

Dalam sisrem Meaara moclern. cabang kekvasaan lkehakiman atau
Juelicrary merypakom cobang vang orgmisaakan sceprp torsendirl. Oleh
karena i, dikatakan oleh dobha Alder, e princiafe af sepaearion of power is
poarticutio iy impeeians foe the fecficiaes Bahlom boleh jade kareng Mountesque
sendiri adalal secrang hakim {Prancis) dalam bukonya LTCspoil des Lois, ia
mengimpikin pentingnya pemisabon- kekmasaan yane skstrem anrara cabang
Kekueasman lewmslaive, ehackulil, dan lematarna kekpasimn '}'lu]ik:-llil"-':.

Baik di Mepara-nepara wong menpgannt aliran Civil Law  maupun
Commen Taw, haik wing menganygt sigem ghmn parlementer maupun
Presidensial, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Dinegara
yang menganut sistem parlementer maupun Presidensial, terdapat percampuran

antara fungsi legislative dan eksekutif. Di Inggris misalnya

310

31 Jimly Asshiddie, tt, Pengantar ilmu hukum tata Negara, Raja Grafindo, Jakarta, him
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untuk menjadi menteri seseorang justru dipersyaratkan harus berasal dari
anggota parlemen. Parlement dapat membubarkan kabinet melalui mosi tidak
percaya. Sebaliknya pemerintah juga membubarkan parlement dengan cara
mempercepat pemilihan umum. Akan tetapi meskipun demikian, cabang
kekuasaan kehakiman atau judiciary tetap bersifat independen dari pengaruh
cabang-cabang kekuasaan lainnya®?,

lmpian Mountosque amas pemisahan yang ckstrom wrsebut tentunya
neenjacdi bahan perbirnbrngan vang seris bae kita uniuk menjudikanpemisahan
keknasaan memang benar-banar  dijadikan  bahan pertimbanzan  untuk
menjalankan  sistem kotamesgrnan. Walhasib apa yang dikgakan  oleh
Maouniesgue ada bepnamya vailn heuka penisahan kekuasaan tdal: dijalankan
dengan ghamam vt antarg kekugspan lenslanf. cksckopf, dan terutama
kekuasaan yudikalil, pecan vang dijalanlan tdak akan maksimal.

Kedudukan intlah vane =saatoam dialami oleh KI'K dalam sistem
kelatemaegaraan, KFE moengalamni kedodekan yang mendua vailu cksekutif dan
di anrara lingkonazan vodikatf. *osist inilal vane disampaikan oleh Imam
Bagian Informusi, i KPK yang pads pokoknya menyatakan bahwa |
Kedudukan dan peran lembaga KPK dalam sistem penengakan hukum di
Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang KPK ditemukan ambivalensi antara kedudukan kelembagaan (yaitu

KPK sebagai lembaga pemerintah/eksekutif ) sebagai unsur pemerintah atau

32 Jimly Asshiddie, ibid., him 311
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pembantu Presiden) dengan tugas pokok fungsi dan wewenang di bidang
penuntutan yang masuk dalam yudikatif>>.

Berkaitan dengan apa yang disampaikan di atas juga dibenarkan oleh
Muchtar Said yang menyatakan akan terjadinya kepentingan ganda jika
lembaga negara memiliki kedudukan yang ganda dalam ketatanegaraan®*,
Selain itu kondisi yang demikian akan mengakibatkan kelemahan Kejaksaan
berada dalam kendall ckschunf, yang sudah barangpastu akan mempengaruhi
tinghal independensinyn, dene feshe memboal masyarakal rag bahwa dengan
keduclikan wvang berada i baweal ekselmtif, Kejaksasn akan sulit untuk
independen

Thalamn pendanin. Wimerodi Golo, kedadokan Lejubsaan idealnya
memang pada posia kekpagaam kehakiman, Hal ine sosual dengan konstruksi
ruh dalam Undang-Undaig Memor 19 Tahun 2009 @inasg KPK dan Undang-
Updang MNomor 4% Labun 2009 tentang Kekvasaan Kehakiman yang
menggaskan halvas kojaks<aan morupakan began mi dan kekuasaan kehakiman
yane mardeka™

Thalam pandanmm Barda Bomerod Golo selanjuingy, dulam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPKpada bagian konsiderandisebutkan

bahwa KPK menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Namun

33 Wawancara dengan Imam Akbar Wahyu Nuryamto, Specialis Hukum Muda, Biro
Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, email,27 Juni 2022.

3% Wawancara dengan Moh. Nur aktifis Jakarta, 28 November 2022

35 Tbid.

36 Wawancara dengan Dr.Nimerodi Gulo Dr.Nimerodi Gulo, SH., MH advokat/pengacara
Lembaga Study dan Bantuan hukum TERATAI, Akademisi di UKSW, 28 November 2022.
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pada sisi lain ketika kita merujuk pada beberapa pasal dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK , Pasal 3 menegaskan bahwa KPK
merupakan kekuasaan pemerintahan(eksekutif). Tentunya berdasarkan uraian
di atas sangat jelas terjadinya manipulasi tentunya. Lebih lanjut Nimerodi Gulo
menjelaskan tidak ada kekuasaan pemerintahan yang merdeka dalam konstitusi,
akan tetapi yang ada hanya kekuasaan kehakiman yang merdeka®’.

Dipihak lain, kondisi BPE  sangar tocrganmong olch seorang sosok
pimpinan KPR dalam melaksanakan jogns dan Dopsinya sesual Undang-
Undang Momor 19 Fahuo 2019 reotans KPE Pasal 20 Avar (1) yang
menyvatakan baghasy Komist Peomberantasan Korups bemimezounye jawabkepada
publil atas pelaksamaan lusasnya dan menyampaikan laporanny o secara terbuka
dan berkala kopada Presiden Bopublik mddencsia, Pewsan Perwakilan Rakyat
Republile Iiedonesia, dan. Badan Pemeriksa Kevanpan. Denpan adanya hal
terscbut di atas sosok scorang Uinpinan EPK tersebur menjadi ujung tombak
dalam mengelankan Gygrs b bmerga KPR, dalammuelawan berhagai segala
kepentingan masuk dan maminimalir lehihmuodahnya 'K dimanfaatkan oleh
kekuagaan koryp,

Melalui berbagai macam persoalan di atas yang menjadi kendala dalam
hal kedudukan KPK Indonesia dalam menampilkan fungsi-fungsi dalam
menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum terdapat beberapa hal yang

perlu dilakukan sebagai upaya fokus penguatan KPK pada aspek
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ketatanegaraan. Upaya tersebut ditekankan pada bentuk penegasan untuk
menjalankan kekuasaan KPK sesuai degan system hukum yang ideal untuk
dijalankan.
Uraian terhadap gagasan yaitu agar sistem hukum dapat berfungsisecara
baik seperti yang disampaikan oleh Parson sebagai berikut :
a. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi pentaatan kepada aturan-
aruran;

Masalah legitiiasi s miztupakan benluk  Tain bagaimana
kewenanpan vang telah dibenkan dave eakyat kepaca k1M dijalankan
schagaimang meshoyg Apa yamy dintahkan kepady rakyat kepada KPK
sebagal lembapa vana beraerak dalam bidang pencepahan dan oenindakan
ilak e korope selwyalnva dapat dyabm ks secara mendeka dan tidak
menibak pada kelowpok aan kekuaran manapun.

Eedaulatan ditangan rikosar akan genderyny menminginkan KPK
lembaga Megar yane oienjuijung tinegi keadilan. [eh karena iulah dalam
pensnatan Kk perdn didudukkan vane sehamsova terhadap cesain KPK
memachi lembagma Megara yang bemar-henar bempseas menjalyunkan tugas dan
fungsi pokoknya berdasarkan pada legitimasi yang telah diberikan kepada
rakyat.

Legitimasi ini bukan hanya sekedar sifat dan bebas dari membuat
kebijakan, akan tetapi kebebasan pula dari pertanggungjawaban sebuah

kekuasaan. Selama ini adanya sistem kekuasaan Presiden atau kekuatan
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politik yang terlalu penuh telah dianggap menghambat adanya sifat
kemerdekaan KPK dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

Masalah interpretasi (yang akan menyangkut soal penetapan hak dan
kewajiban subjek, melalui proses penerapan aturan tertentu)

Sebagai penegak hukum, KPK dituntut untuk memiliki kejelasan
dalam penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui proses penerapanaturan
tertenty. Mamun pada kenvataanya dengan kedudukan KI*R yang mendua,
meernumgkinkan KPK Gk Tag mampe memposisikan secmakelembagaan
funpzi dan mgas pokoknva sebagal penspak hulum vanp bebas dan
merdeka,

Kedudulean mendus vany penclili malksiod adash payang hukum
Lindang-Undang Momar 45 Fahun 2009 tentane Kekpasaan Kehakiman
ipenduduklan KPK pada kekuasaan yodikatil, sedangkan 1lndang-Undang
Fepublil: Incdonesiz Nomer 19 Tabun 2019 teotang KUK Republik
Todomesien nemcduduh kan KPR paala kekoasaam cksckub! Pada prinsipnya
kedudukan vane mencha tdak menjadi masalab vange berari, akan tetapi
teniumya perhe ditegaskan dalam hal kekpasaam KPR schaen lembagayang
bergerak dalam bidang penegakan hukum tidak boleh diintervensi.

Kedudukan yang mendua lembaga KPKmerupakan bentuk lain
dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga KPK dihadapkan pada
tantangan intepretasi yang akan menyangkut soal penetapan hak dan

kewajiban subjek, melalui proses penerapan aturan tertentu yang tidak
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jelas dan memungkinkan akan dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu.
Berdasarkan intepretasi yang tidak jelas atas kekuasaan kehakiman yang
akan sangat sulit bagi KPK untuk merumuskan langkah-langkahnya dalam
menjalankan fungsi utama dalammencegak dan penindakan terhadap tindak
pidana korupsi.

Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapanya dan siapa
vane mencrapkannyal

KPR harns mensiliki smnkst yang lems dan sambksi yange legas untuk
dijalankan. Kerepasan adanva sanksl dan lembaza apa vang patut
menantnkan kehorlakuan sankst torscbur mergpaksn bentyk lain dari
petguatan KPK. Selama inopengawasan KPR dilakukan oleh Dewan
Fengawns KPR wing dignekat dan ditetaplan oleh Presiden, sqbagaimana
ketenman penpangkatan Dewan Pengawas KPR diatur dalam Peraturan
I"cmeriarah Memor 1 Lalmg 2020 tenrang Lara C'am 'snzanzkatan Ketua
e Angeola Dewan Pengawas Komise Pemberanlasan Tindak Pidana
Kompsi.

Tika ki felaah febh wmendalam dalam Thewan Pengawas KPK
terhadap beberapa ketentuan terkait tugas dan wewenangnya yang peneliti
pandang memuat adanya ketimpangan dalam pemahaman peneliti
diantaranya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37 B Ayat 1B:
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“(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:

b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan,
penggeledahan, dan/atau penyitaan;”

Mengenai izin Dewan Pengawas sebagaimana hal di atas dalam proses
penyidikan/penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, dinilai akan melemahkan proses penegakan yang dilakukan oleh
Komisi Femberantasan lindak Pidana kotupsi (KK dan berakibat
atlimyy haweah bavang=tegeang kekassaan eksekwil dan pengaruh politik
tertznmi, sertd ol looranrkan haova. menjadi stempel kelaiasaan yang
menyimpane  Possoplan inilah wang komugdhan semestinya menjadi
perhatian para Aktivig antl horupsi dan pepulis apar nalinya Dewan
Penggwas KEK vang telah penclin rekonstrukyr | Jthgrapkan nantinya, hal
vang diterapkan oleh Dewan Pengawas KPR vang bepar-henar tanpa ada
ntervansl atagpan kekyatan pobink yang menpengarghi skan kineja
Dewan Pengawas,

Mahkarmah  Fonsitusi (ME] menezaskan baliwa posisi Dewan
Penpawas K"K dan Pimpinan kK s=basaimana dimaksnd dalam Pasal
21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukanlah struktur yang hierarkis.

Sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak

saling membawahi namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-
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masing. Hal Tersebut berdasarkan beberapa putusan terkait uji materi

Undang-Undang No.19 Tahun 2019 (UU KPK) yang di antranya adalah:

- “Pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 71/PUU-XVI1/2019 terkait
permohonan yang diajukan oleh para mahasiswa tersebut. Dalam
putusan yang dibacakan pada Selasa (4/5/2021) tersebut, Mahkamah
menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan
inkonstutusionalitas nomaa Pasal 128, Pasal 12C, P'assl 12D, Pasal
AT aval (1 Tiral b, Pasal 40, lan Pasal 47 117 KPR tidak dapat
ditarima, “Menolal: parmohanan para 'emohon nnmk selain dan
selbhihny ™
Dalam permehomanny, peana Pemobion mendalilkan ThewanPengawas
EPK lebih superior dart Pimpingn KEK - dan kesmzeotan Dewan
Pengirw s KPK- vang diangkal dan ditetapkan aleh Presiden akan
menjachkan aeas dan wewenans K1'K sangat terpusat paca Presiden.
Terhabap dalil para Pemobion ersebul. Wakil Kelps MK Aswanto
vans membacakan pertimbangan hukum menvyatakan. posisi Dewan
Pengnwns KPK dan Pirapman KPE schagaimang dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) UU KPK bukanlah struktur yang hierarkis, sehingga

dalam desain besar pemberantasan korupsi
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keduanya tidak saling membawahi, namun saling bersinergi
menjalankan fungsi masing-masing.®
d. Masalah yuridiksi (menetapkan garis kewenangan yang harus kuasa
menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh
perangkat norma)

Dalam hal masalah yuridiksi, KPK pasca adanya Undang-Undang
Somor 19 Tahun 2019 meomang  benar-benar pada posisi yang tidak
dimianyghan dalwn mesaksimalkan fungesi dan kewenangannya, Undang-
Undang  bomor 4% ‘Pahun 208 rearang Kelmasaan  Kehakiman
mendudukkan KPE pada kekugsaan yudikatiis sedangkan Undang-Undang
Republile Indonesia Momer 12 Taluon 2009 teatang Perubehan kedua
Karnist Pernberaninzm korupst mendudukkon Kejaksaam pada kekuasaan
ekselunf.

Funpsi dan tugas pokokiya sebagai penegak huhum vang bebasdan
merdeks mempakan dambaan yang hams mengilhami Tdang- Undang
Momor 4E Tahoe 2009 tenang Kekoasaazn Kehakiman dan Undang
Bepublik Indomcsia Momer 19 lahun 2009 tentang  KI*k. Disinilah
kemudian adanya kejelasan kekuasaan yang tegas menjadi dambaan dari
KPK yang nantinya dapat memaksimalkan kinerjanya. Kedudukan KPK
yang memiliki peran ganda akan menjadikan KPK sulit untuk memutuskan

jika dihadapkan pada pilihan atas keadilan atau

38 https://www.mkri.id/index.php/Berita&id=17274/ Humas MKRI. Diunduh, 02
Desember 2022.
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perintah kekuasaan yang melantik dan menunjuknya serta ketika KPK di
jadikan Objek Hak Angket oleh DPR.

Apa yang menjadi inti pokok dalam upaya memaksimalkan fungsi
dan tugas pokok KPK sebagai penegak hukum yang bebas dan merdeka,
sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia No. X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua lembaga-
lembagza negara tingkat pusat dan dacrah pada pesis dan fungsi yang diatur
dedarn Undange Thadang Dasar Megara Republilh Indonesia Tahun 1945,
Hubunpan kekuasaan antar l2mbapa sema pemanpunsjawab masing-masing
mtlak berdasarkan Tndang Undang Thasae Segara Republik Indonesia
Talun 1945,

Lindang Lindang 1xasar Megara Ropubhk Indoncsia Tahun 1945
eeverfralan atoran ledlinggs dalam hieradi perundang-undanpgan. Undang-
Undang Dazar 1945 senng dizebur =ebagal konstitusi. Jimly Asshiddigie
metvatakam wentane funesi-hmest konstites dalam schuah newara sebagai
berkmt
o Tung penemin atan pembatas kekuasaam organ-organ Muegana;

b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara;

c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan
warga Negara;

d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara

ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara;
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e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaanyang
asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara;

/. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity),
sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation)
serta center of ceremony;

g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik
dalam arti sempit vaim bidang pelitik dan dalam arti luas mencakup
bicdany sosial chonoma;

I Tumgs sobmaai saeoms perckayasy dam pembalvroan mas }-elrakat(social
cRgifdering Al sociol refora)

Hendagsarkan kewentyan di atas, makg KPK scsuai dengan ketentuan
Lindang Undang Dasar MNecara Fepnblik Indenezia Tahnn 1945 berada pada
kekuasaan kehalamyn, Tndane-Tndani Thasar Mowara Repobhik Indonesia
Tahun 1943 hasil amandemen ke 4 (empat) Bal IX Keluasaan Kehakiman
Pasal 24 Awar (3) dijclaskan bahwa badan-badan lain yang fungsinya
berkaitan dengin hekwasian kehalkiman diaun dalam undang- undang.

Kehakiman sendini menjadi benmk vanz umh atas kekuasaan
yudisial. Sehingga ketentuan tersebut harus mendudukkan KPK memang

benar-benar pada kekuasaan yudikatif atau penegakan hukum sebagaimana

39 Taufiqurrahman Syahuri, 2004, Hukum Konstitusi Proses dan prosedur perubahan
UUD di Indonesia 1945-2002, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 28-29
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di atur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang
kemudian menjadi prinsip sebenarnya dari adanya pemisahan kekuasaan
yang dicita-citakan oleh Mountesque dalam teori pemisahan kekuasaan.
Yos Johan Utama juga mengamini hal yang demikian bahwa Kedudukan
KPK pada yudikatif berarti sama dengan KPK merupakan bagaian dari
sistem penegakan hukum*’, bukan KPK bagian dari sistem pemerintahan.
kerentuan vang ada dalam Undang-Undang Bepublik Indenssia Nomor
16 Tahun 201 % fentamy KPR enfunva harws dichah dengan silal dan ketentuan
nantinva lebih mensakomedir kepennnean dan smriciksi KI'E ledih kuat di
bawrah ngmsm sdikant (kekvasaan dalam penesakan hpkom ) secara murni.
Kemurmian vudikalil dalass widang-undang secara udak laggsunp akanmenjadi
bahan pertimbangan ponuguaten K PK dalam hidang Penoegahan dan 2enindakan
tindalk pidana korupsi.

Untuk Jtulah  peneliti  kewwdian  mendasackan  pagasan  untuk
dilgkukannya rekonstruks dengan mengaen pada 3 aspek kehorlakuan hukum
yiailu selragzai ekl .

a. Keberahwan atau hal berdakunya secara vuredis, vang mengenai hal ini
dapat dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut:

1) Hans Kelsen menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai

keberlakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaedah yang

lebih tinggi tingkatnya;

40 Wawancara dengan Dr.Nimerodi Gulo, SH.MH. kantor LSBH TERATAI, 30
November 2022
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2) W. Zevenbergen menyatakan, bahwa suatu kaedah hukum mempunyai
keberlakuan yuridis, jikalau kaedah tersebut, “op de vereischte wrijze
is tot stant gekomen” (Terjemahannya: ”...terbentuk menurut cara yang
telah ditetapkan”);

3) J.H.A Logemann mengatakan bahwa secara yuridis kaedah hukum
mengikat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu
kondist dan akibatnyva.

Kebedakwan sosiologi ato hal heslakunva secara sosialogis, vang intinya

adalall elzkiivitas kaedah hukom di dalam kebidupan bersama. Mengenai

hal i dikenal dua reen:

1 Teon Kokuasagn 7 M fefeorie’, “The Power Theer)™) yang pada
pokokiny 2 men valakan hahwa Laedal hukwn mempuirvai keberlakuan
sogiologis, apabild dipaksakan bordakunyy olch pengugsa, diterima
alawpun Bdak oleh warga-wargrmasvaraloal,

2 leori Penpalan 1 dAneriennangstheorde ", " The Recogrition Theory”)
vang herpokok panuksl pada pendapat, habwa keberlakuan kaedah
huobwrr didasarkan pada peneromaan atau pengakoan oleh mereka
kepada siapa kaedah hukum tadi tertuju.

Keberlakuan filosofis atau hal berlakunya secara filosofis. Artinya adalah,

bahwa kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum

("Rechtsidee”) sebagai nilai positif yang tertinggi (" Uberpositieven
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Wert”), misalnya, Pancasila, Masyarakat Adil dan Makmur, dan
seterusnya®*!.
Adanya bentuk keberlakukan atas kedudukan KPK di atas setidak-
tidaknya dapat memperkuat posisi dan kedudukan KPK dalam sistem
ketatanegaraan. Pola yang terbangun pada institusi KPK harus mampu
menitikberatkan pada aspek yuridis yaitu perundang-undangan, aspek filosofis
yarty peran dart KK dalam memalaokan fungsinya scswval dengan nilai
Pumcasila dan wpek sosilogs yaile peran. KPK vang nanlinya dapat diterima
masyarakat dalam mewmjuckan keadilan dan ketertiban hukum dalam perkara
timdlule pidang karyps
Thalarn Ledwluken sehasa negarn hokum, dapal difbaaikan sebagai
schuah sistem vang rantinys mampu menjadi penenty arah dan pandangan
negara. Oleh kaiena itdah maka kemodiag loekel menjelaskan paling tidak
terdapar aimpat fuonssl dasar hukom vang dalam bal 1ol sebagai berikut
1 “denctapkan hobumgm snfara sngeols masyarakal, dengan menunjukkan
jenis-jenis ungkab lakuapa vang diperlenankan dan apa pula vang dilarang;

2. Menentukan pembagian kekuasaan dan momermel siapa-siape saja yang
boleh secara syah menentukan paksaan serta siapa yang harus menaatinya
dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang efektif;

3. Menyelesaikan sengketa; dan,

41 Teori Perundang-Undangan, http://habibulumamt.blogspot.com, 23 April 2015
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4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan
kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, dengan cara merumuskankembali
hubungan antara para anggota masyarakat*?.

Adanya sistem hukum yang diantaranya menentukan pembagian
kekuasaan dan memelihara kemampuan masyarakat di atas, dapat
dimungkinkan terjadinya analogi bahwa hukum di bentuk bukan hanya sebagai
sarana  ketertiban akan terapl samna pengendall alat ketotiban agar bisa
meelaksanabkan [masinya Qe ok Tl i joga beilaku pada lembaga
Kejaksaan vang pienampatkan pozisi dan keducdukannya sebapai lembaga
punjuua keteriban

Huhuin atan Perondanz-wacanpan  dalaim hal ind kemodian dapat
diamalogiban  sebag beniuk akivites vange bersifal Tl juridis. Jika
dikaitkan pada pesial EPE. arti focmal yucidis ini juza berlakua mutlak pada
Undang-Unddane Bepublik ndenesia Momor 19 Tahyn 2009 tentang KPK.
Dralam  pandaggzan ini. maka dapar difihal selapgai soaw akiivitas untuk
memmuszkan secara tamib. menniwt prosedur vang telah citenmkan, apa yang
menjucdh kehendube masyurakat, dengam dermbmn maky pkyran-ucuran yang
dipakai untuk menilai pekerjaan lembaga perundang-undangan ini adalah
bersifat normatif, yaitu apakah ia bersesuaian dengan norma-norma hukum
yang mengatur tentang kegiatanya. Tetapi ia dapat pula didekati dan siidut

sosiologi, yang terutama melihat kedudukan dan peranan yang diberikan oleh

42 Othe Salman dan Anton F Susanto, 2005, teori hukum mengingat, mengumpulkan dan
membuka kembali, Refika Aditama, Bandung, hlm 152
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masyarakat kepada lembaga tersebut. Dengan demikian, maka akan diamati
hubungan timbal balik antara lembaga dan aktivitas perundang-undangan
dengan masyarakat di mana ia berada*’.

Konsep inilah yang kemudian mengartikan hukum dalam sudut pandang
yuridis, kedudukan KPK sebagai bentuk dokument formal yang menjadi alat
acuan utama. Sehingga yang diharapkan harus bersifat cermat dalam setiap isi
dan subtanst *asal yang terdapat dalam 51 Undang-Undang Bepubli< Indonesia
Nornor 1% Talun 2019 teniang KPE sebingea mantimva tidak skan terjadi
sebuah model mult wafsir kaedah bakuo don pekok di dalam amiran perundang-
uriilanan,

Dralam aspek hedudukany KPK dalam sistem kewalanesaraan pada aspek
yurichis bal varne perle dhcerman adalah penidsdham uniak mernasoukkan makna
yane repas eckat kedndukan KPE. Dalam bhal i secara cidal: langsung hal
yang hars diperhatikan dalan menesaskan kedudukan KPE adalah dalam
Undang-Undang Momor 19 Tahun 2018 tencng KPK divkah dalam hal
hubungan antara LS dengan Pemenptah ¢ resiclen yang dijalankan atau
dilakylsm harus sesua dengan dasar kanstitus dengan spint azenda reformasi
yaitu legislative heavy. Hal tesebut termuat jelas dalam perubahan nantinya
yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentangKPK

dengan penambahan bahwa apabila ada bentuk koordinasi antara KPK

43 Sadjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, him 117
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dan Pemerintah/Presiden dalam bidang pencegahan dan penindakan tindak
pidana korupsi harus dilandaskan pada konstitusi.

Melalui analisa secara mendalam, adanya kepemimpinan secara secara
kolektif sudah ideal dan hal inilah yang barangkali dapat dibandingkan dengan
lembaga-lembaga negara lain yang memiliki track record baik dengan
kepemimpinan secara kolektif seperti, Komisi Yudisial (KY) dan Komisi
Pemilihan Umum (KLY, Adanya kepentngan pribadi sangatlah kecil/minim
Keatena prra pitiak sading menigasasi saln denpan ving Bain,

Adanva snalisa di atas deppsn permmbanpan mengacu pada sebuah
studinya ferhadap pars hakom i Amenka Serikat. Chambliss dan Seidman
menchulbuniskan anara sikap-sikap kongeryaul dag paa hakim <dengan tekanan
Keaalam vang bekerja aves din mereka. Sebaga manosa yang lidak oda bedanya
denzan crang-crans lain, maka hakim juea menghendaki seans, lekuasaan dan
kedudukan istimews (reivifese ) vang semakin meningkoar di masyarakat. Untuk
memenuhi keinginan-lkeinginan 1essebul maka ia haros memandang ke atas,
kepada hakim wang [ebth tnssis Mereka mwenyadar, bahwa keputusan-
kL!]'II”I,I‘;itITI vamy merehky buat muenpakam mideks vang paling ]u;nting untuk
menentukan kenaikannya. Di samping tekanan untuk bersikap patuh kepada
pola pikiran yang berkuasa, masih ada lagi tekanan lain yang lebih Iangsung
sifatnya. Hakim, terutama para hakim tingkat banding, mempunyai
kemungkinan besar untuk memegang status yang tertinggi di dalam

masyarakat. Dalam kedudukannya yang demikian itu maka ia akan
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terlibat dalam suasana kehidupan golongan atas, golongan elite. Menghadiri
acara-acara minum-minum, keanggotaan di dalam klub-klub, pertemuan-
pertemuan politik, merupakan bagian dan kegiatan-kegiatan sosial yang harus
dilakukannya. Dengan demikian ia akan mengalami pergaulan yang erat dengan
orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan orang-orang kaya. Di sini
pengaruh orang-orang tersebut dengan mudah akan memasuki pikiran para
hakim melalui percakapan-parcakapan informal vang dilakukan di situ®,

Berdasarhan teeil siwdi elel Chambliss dan Seidman wemsebut sudah
semestinva peran KK cdaks las hanva tersentral pada ketokchan seorang
sematy, akan totap harus didudukkim pada s1stom pengssaasan vian 2 akuntabel
dan eiarah vleh Dewan Pengaw as vang memiliki hedudulian vans sama namun
kekuasaanva adalah dabam hidan gz pen swaan ontuk penguatan K PR (pimpinan
dan pepawal KPR

luntutan nilah vang kemudian menjadi salah satn benmk tugas dan
tangrung juwah vy selana ind dibehanlon pada KPE. Talam seleksinya,
pumpinan KIPE ditunmt menjaci indivichs vanp biza bekerjasama dalgm satu tim.
Dralam yraignnva disalah saty media nasional dikatakan oleh m geleksi KPK
bahwa tidak bisa kami memilih individu yang hanya bisa menjadi primadona.
Itu semua harus bisa saling melengkapi agar bisa menjadi team yang solid dan

kuat™. Hal itu juga sama berlaku bukan hanya pada pimpinan

# Sadjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung, hlm 64
4 Tribun Jateng, dengan judul ; Capim KPK dites Kerja 24 jam, team seleksi libatkan
veteran pimpinan KPK,Selasa 28 Juli 2015, hlm 7
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KPK, akan tetapi juga pada pimpinan Pegawai KPK dan Dewan Pengawas
KPK.

Rekomendasi di atas pada prinsipnya ingin memperkuat KPK secara
utuh. Dalam hal ini meskipun tidak dapat dikatakan mutlak dengan kerjasama
secara kolektif akan berhasil yaitu antara KPK dan Dewan Pengawas KPK, akan
tetapi diharapkan dengan model kerjasama kolektif akan meminimalisir potensi
penyimpangan yang dilakvkan olch Pimpinan KK, Fogawal dan Dewan
Pengvacns i arws 1ekamnin ilervensi kekuasam yang lesjadi.

Adanva kekuasaan BI'K dalam ransh smdikatif secara murni dalam
menjalanken kekyssaan dolam bidomg peocgakan hokum, juga pernah
diperanhan dalam |slam. Seboah kisab dijelashan babwa Khalilal Ali bin Abi
Thalib ketika lares mencart keadilan abas haju perae: yang hilung dicuri, tidak
semata-mara kemudian meminta secara lanesung kepada orane vang mencuri
baju perangnvd, akan wetap melalyioproses peradilan pang saaf itu mencari
keadilan melalui secrang halia hernara Syuraih al-Oadli, Dalam proses
persidangan mansneat, Al bin Al Thalib nelak mamiliki cokup ukti koat atas
kepemilikan baju perangnya, Svurmh al-Caedli wang dlalam hal ini adalah
seorang hakim saat itu memutuskan bahwa khalifah Ali bin Abi Thalib kalah
dan baju perang tersebut tidak menjadi milik Ali.

Pada kisah tersebut di atas, berarti kedudukan Penegak Hukum/Pengadil
menjadi bagian yang benar-benar berada pada ranahkekuasaan dalam bidang

penegakan hukum. Khalifah Ali sebagai bagian
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kekuasaan tidak menjalankan kewenangan secara otoriter dengan menyuruh
pihak lain untuk mewakilinya dalam penuntutan, akan tetapi Khalifah Ali
sendiri datang langsung dalam proses persidangan tersebut.

Adanya bentuk gagasan ideal atas kedudukan di atas, tidak terlepas
dari sebuah karakteristik fungsi negara yang sifatnya harus melekat. Menurut
Logeman, negara merupakan organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yaitu
jabaran. Jabatan tinggal wetap, ponangky jabaran silih berganti; wewenang dan
kl:w:-ljih:-m il ebeatlom dies prracda pabeatan pemianalon jubalm Trln::'p'.'u]ﬂ'lijabatal’l.46
Kedudulan KK mamapakan representasi dan kemrenansgan n2para.

Thalamm membgmgum sistem ketatamessrgam scbuah lom bags negara harus
mendudubhan posisi dan kedudohannya secara [ormal, Mamuon entunya hal
yung larus dilthan unik menempathan kelwlukm secara fonnal 1ersebut, pada
agpek seailopis hamos menjadi acvan untuk mendlar fommalitas kedudukan
terachut menjadi wdeal

Pada praktilonva, penzoalan EPK dalam kedudukannya memnang sudah
semestinva mengacu pada  kedudukan  wvape  simergi  pada  kebutuhan
mewiilkan sestem keadhlan, Cleh kearena vie, perhal sl kedudukan KPK
dalam sistem ketatanegaraan secara ideal harus menempatkan KPK bukan lagi
menjadi produk kepentingan politik, akan tetapi kebijakan yang oleh KPK

berdasarkan kedudukannya yang diambil merupakan norma-norma ideal dari

4 JH.A. Logeman, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, diterjemahkan
Makkatutu SH dan Drs. J.C. Pangkerego, dari Judul Asli Over de Theori van een Stellig Staatsrecht
1948, him. 106.

279



kebutuhan untuk mewujudkan fungsi penuntutan yang diamanatkan dalam
undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan amanat masyarakat.

Kritik atas upaya menjalankan kekuasaan KPK tersebut diarahkan
mengingat selama ini KPK belum benar-benar secara aplikatif dalam
menjalankan kekuasaan kehakiman utamanya yang diarahkan dalam melakukan
penegakan hukum di perkara korupsi. Hal tersebut dijelaskan lebihrinci oleh Dr.
Nimerodi Gule. 5H. M H. dalam wawsancara dengan pencliti yang menjabarkan
balvwi keknsaan penegakan hubkome iendiv dan kekuasaan dalam penyidikan
diantaranva oleb kepolizion, kelmazaan penuntican vang dilakukan oleh
kejaksaan, kekugsamn mengadili dilabokan olch pengudilan dan selanjutnya
kekuasaan ehsehusi vanp didntaranya dilakokan oleh kejaksaan seadangkan KPK
merarighm i sernna becoali Lekuesam menzadili,

Shema 5.0

Fekmssaun Kehakimean Tralam Pasal 24 T 1945
Dl Menjalankan Penegakan Hokwm

I_ Eelkuasaan Pepegalkan Hukum Dijalankan Secara Bebas dan Merdeka

' 1

Kekuasaan Penvidikan | | Kekuasann Penuniuian Kekuszaan Mengadili

)

Kekuasaan Eksekusi

Berdasarkan gambar di atas, nampak jelas bahwa konstruksi kekuasaan

kehakiman merupakan konsep dari pelaksaan kekuasaan pengakan

47 Wawancara dengan Dr. Nimrodi Gulo, SH.MH, 30 November 2022 di Kantor LSBH
Teratai;
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hukum. Adanya kekuasaan penegakan hukum secara tidak langsung menjadi
bentuk lain kekuasaan yang dijalankan secara bebas yang merdeka yang tidak
hanya dijalankan oleh lembaga peradilan, akan tetapi mulai dari penyidikan,

penuntutan dan juga eksekusi.
Dalam catatan penegakan hukum, sebuah negara yang baik adalah
mencerminkan kedaulatan rakyat, karena kehendak individu harus tunduk
dengan kehendak umum {vodonie generalfe). hehendak vmum vanz dimaksud
oleh  Roussewan  sesungeimyin adalub kehendak  nilawi-mla yang  ada
dimasyarakat paca  umuenya  karepa dalam . tradisi lonsseau  negara
kudalatam rakyai herfunes ynnsk melestankan keadaan asli nmanusia itu
senditl. Mamuor calanr politik koatempores saal il maksa kehendak umum
diplesetkan menjudi mavoritas dan minontas schinges lemslatif dalam
membuat aleran perundang-undangan selalu menggunakan vofing, voting
diangsap sebagal jalan termudab wwmwk menyelesaikan suamm permasalahan.
Dralan porlibihe hubewrn, valine merupakem cara lermoedah dalam mengusung
lepentinzan polongag-zolenpan erteat vang menduduki kursi perwakilan
rakyat, kareng dengan voting bukan bmu pengerahuan yvane digunakan tetapi
kepandaian lobi merayu, jadi sangat disayangkan kebijakan-kebijakan yang
muncul saat ini adalah hasil lobi-lobi politik bukan dilahirkan lewat ideologi*®.
Dalam sudut kacamata sosilogis, memang sudah sepatutnya hukum

harus mampu menjadi bentuk lain dari upaya menyinergikan kebutuhan atas

“8 Muhtar Said, 2013, Politik Hukkum Tan Malaka, Thafa Media, Semarang, hlm 139

281



keadilan dan penegakan hukum. Hukum harus bersifat tegas melalui norma-
norma tertulisnya untuk mengapresiasikan bentuk dari keterlibatannya dalam
penegakan hukum.
Dalam pandangan terhadap hal tersebut, Roscoe Pound berpendapat
bahwa hukum itu berfungsi untuk menjamin keterpaduan sosial dan perubahan
tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang meliputi:
1. kepentingan-keponnngan individual (kepentngan-kepentingan privat dan
werdy noewata sclaky perscommgn

2. kepenungan-kepedtingae sosial (vang tmbuol dan kendisi-kondisi umum
Echidupan social);

3 kepentngan-kepentivnga piblik (khuswsnys Kepentingan kepentingan
Newra)

Sepatiya podist kPR jups harus mesjadi [akuor penting ving mampu
menvaimbanskan kelmazasnya vang kerda direngah-renpah antars eksekutif,
lewista ! dan wpdiknhl Poran KPR wang dovikian sangal penting sekali
menpingal KPK dalam kedudulon lLetaanegaraan bukan banva simbolis
lembaga nogara saja. akan wtap juga menpadn lembags negars vang memiliki
faktor penentu terhadap kekuasaan penegakan hukum yang hal ini tentunya
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan

kedaulatan terhadap rakyat.

4 Muhtar said, 2013, /bid., hlm 237-238
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Konstruksi yang dibangun oleh Roscoe Pound tersebut juga dikuatkan
oleh Satjipto Rahardjo. Dalam catatan pemikiran Satjipto Rahardjo
mengatakan: baik faktor, peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan
kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan
perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam
konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya
sendin. melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia >

Apn wimg disampaikan Boscoe Pounad dan Sagipls Rahardjo di atas,
seridal-ridaknyva mempakan bennik dan pandanegan ideal sebuah negara hukum
yang  sudah banmye o past dikensopsikan mengedepankan aspek-aspek
kepentigan bail secara adivicual, sosial maupun kepeatingan pablik. KPK
dalym  mengalanksn  fonginyg  tdak beleh menggerakkan  kepentingan
individual saja, akan welapi jusa kepeitingad sosial dan kepentingan publik
hars menjadl prioritas weama daban  menjalankan  wujued keadilan dan
keteriihan dalamm masvarakal.

Berdazarkan uiaan di ataz, rekenstroksi nilai ideal kecdudukan Komisi
Pomberantazan Korupst dalam system kegtatanegaman Republik Indonesia
berbasis nilai keadilan Pancasila adalah KPK sebagai badan khusus
menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang penyidikan, penuntutan,
dan pelaksana putusan yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat

campur tangan dari eksekutif dan legislatif dalam menjalankan kedudukannya.

39 Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan
Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him. ix
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Melalui uraian pertimbangan regulasi rekonstruksi kedudukan KPK

dalam sistem ketatanegaraan sesuai dengan aspek keadilan di atas, beberapa

rekomendasi atas perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

tentang KPK yang ditawarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Reguolasi Rekonstruksi Undang-Undang Nomar 19 Tahun 2019 tentang

No

Sebelurrimya

Pasal 3

Komisi Pemberantazan
Korupsi adalah lembiim
negara dalam rumpun
kekuasaan eksekuif yanz
dalam melaksarnakan Lzas
dan wewenangnya bersifat
independen dan behis dur
pengaruh kekuisiain
manapun.

Pasal 37 B Ayat 1 b Dewan
Pengawas bertypas:
memberikan izin gtay tilak
memberikan izin
Penyadapan,penggeledahan,
dan/atau penyitaan;

- Memunakinkan

Komisi Pemberantasan kKorupsi (KIPK)

- Kelemalian
KPE  schamn lembos negors
ruripua . Ceksekanll mengakibealom
KPK dapat de jadikan obisk Anphket
oleh DIMR.

cTerdaper pertangdung jawabn sosnrg

ticdak lampgsme KPE kepada presiden
sehiaeal Chaehonl” sehmooa hal oo
alion. menvulithon mane - cerak  dan
EIPE dalam mclaksanakan penegakan
hukum dalam bidang Penecgahan dan
preninclakan tndale pideamn leorusi.
erdnpal  intervens:
dart kelmatan politiks dan kepentinean
pelitk: t2reptn atas kasns-kasus vans
ditameant alch KPR,

CRedundukan  Dewan eppawas lebih

suparior dat Pimpinan EPE dalam
muenjalankan funasi penggakam
hukum dapat menghambat proses
kinerja KPK dalam Penindakan /
Pencegahan tindak pidana korupsi.

. Ketentuan dalam pasal sebelumnya

memungkinkan ruang gerak
penegakan hukum KPK dibatasi oleh
kekuasaan tertentu sehingga
menjadikan KPK tidak acapkali tidak
bias menjalankan tugas dan fungsinya
dengan baik.

Pernbinhan

Pasal 3

E.omizi Pemberantasan

Koryps adalah lembaga

newsry ¢alam rumpun
kekuasaan Eksekutif yang

dalam melaksanakan tugas dan
wowenangnya adalah lembaga
T i T dalam rumpun
kekuasaan Yudikatif  yang
herzilatL independen dan bebas
dari pengaruh kekuasaan
TOAAPN.

I'asal 37B Ayat 1 b
Haruslah di hapus.
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Pasal 30

(1) Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf a dipilith oleh
Dewan Perwakilan
Rakyat Republik
Indonesia  berdasarkan
calon anggota yang
diusulkan ¢leh Prosidom
Republik Indenivsia

Pasal 30 tersebut memungkinkan
Pimpinan KPK yang merupakan
penegak hukum berekses dari unsur
latar belakang seorang Pimpinan
KPK jika dipilih oleh DPR RI akan
memungkinkan  dipilih  melalui
kompromi-kompromi  kepentingan
politik sehingga akan menjadikan
kekuasaan KPK tidak independent
dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 30

(1) Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf
a dipilih oleh panitiaseleksi
yang terdiri dari Unsur
Yudikatif,Pemerintah,
Akademisi dan Masyarakat.

(2) Untuk melancarkan
pemilihan dan penentuan
calore Pimpinan  Komisi
Purnberantasan Korupsi,
Pamerintah membentuk
panitia seleksi yang bertugas
melaksanakan ketentuan
vang diatur dalam Undang-
liding ini.

i3) Keanggotaan panitia seleksi
zzbagaimana dimaksud pada
avati2) terdiri atas unsur
* udikatif, pemerintah,
Aliademisi dan unsur
masyarakat.

i1 Sctelah  terbentuk, panitia
sl eksi sebagaimana
diimiksud pada ayat (3)
mengumumkan penerimaan
calet.

i3] Pendaftaran calon dilakukan
dulam waktu 14 (empatbelas)

hari kerja secara terus
menerus.

(6) Panitia seleksi
mengumumkan kepada
masyarakat untuk
mendapatkan tanggapan
terhadap nama calon

sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

(7) Tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6)
disampaikan kepada panitia
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seleksi paling lambat 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal
diumumbkan.

(8) Panitia seleksi
menetapkanan nama calon
Pimpinan yang lolos seleksi.

(9) Panitia seleksi memilih dan

atau menetapkan 5 (lima)

calon pimpian dan memilih
ketua dan wakil ketua

dan/atau jabatan yang di

butzhkan paling lambat 3

bulan.
| 0] Panilia Seleksi
rnenyampaikan hasil

pemilihan  panitia  seleksi
kepada  Presiden Republik
Tndemesia. Dan Dewan
FPorwakilan Rakyat

(111 Dewan  Perwakilan Rakyat
Hepublik Indonesia
merckomendasi calon
erpilih - yang  disampaikan
oleh panitia seleksi kepada
I"rzsiden Republik Indonesia
[raling lambat 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak tanggal
i lerimanya laporan panitia
seleksi kepada DPR untuk
disabkan  oleh  Presiden
Fepublik  Indonesia  selaku
Fiprla Negara

'| 21 Presiden Republik Indonesia
wajid  menetapkan calon
terpilih paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja
terhitung  sejak  tanggal
diterimanya surat
rekomendasi pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik nIndonesia.

(13) di hapus
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Pasal 21
(1) Komisi Pemberantasan

Korupsi terdiri atas:

a. Dewan Pengawas
yang berjumlah 5
(lima) orang;

b. Pimpinan Komisi
Pemberantasan
Korupsi Yang terdiri
dari 5 (lima) orang
Anggota Komisi
Pemberantzsan
Korupsi;

c. Pegawai Feoimisi
Pemberantazan
Korupsi.

. Kedudukan Dewan Pengawas KPK

idealnya di luar susunan organisasi
KPK dan harus bersifat independent
dan berdiri sendiri

. Kedudukan Dewan Pengawas KPK

mengingat kedudukanya haruslah
sebanding dengan lembaga KPK dan
nantinya menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya secara
independent ~ sehingga  Dewan
Pengawas dibentuk melalui sebuah
mmstriment Londang-Lndang

Pasal 21
(1) Komisi Pemberantasan

Korupsi terdiri atas:

a. Dewan Penasehat;

b. Pimpinan Komisi
Pemberantasan  Korupsi
Yang terdiri dari 5 (lima)
orang Anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi;

c. Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Ylimlal regnlag wekongtruks: adeal KPK dalam Tadang-Tindang Nomor

19 tahun 2009 eniang KEK sangal pentiog sekali sebagai upava dan bentuk
mengmpathan KK padg posist idei] schavet penmikan hykym dalam ranah
kekuasaan hehakiman. Rekonstrubsi teesshul penling metigingal selama ini
KPK membumbkan fungs: penguatan-aras kedudukannya dan scbagai bentuk
uprey KPE mengalankan funga kekuesem penegakan hukom dalam bidang
pencepahan dan pegindalian tindak pdana konipsl.

Berdasarkan rekonstrukst o oatas, kesimpulan rekonsiruksi  atas
penelitian terkait kedudukan ideal KPK dalam system ketatanegaraan republic
Indonesia berbasis nilai keadilan Pancasila dapat dilihat berdasarkan table

sebagai berikut :
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Tabel 5.2

Regulasi Rekonstruksi Ideal KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan

No Perihal Uraian
1 Dasar Rekonstruksi - Wisdom local Pancasila dan UUD 1945
- Wisdom internasional praktik kedudukan lembaga
serumpun KPK di negara Malaysia, Hongkong dan
Singapura.
2 Teori yang digunakan untuk | Teori keadilan berdasarkan Pancasila, Trias Politica
Rekonstruksi dan teori hukum progresif
3 I*aradisma Rekonsomalsi Ecnstrukovisme, wvaim  merskopstruksi  kedudukan
KPIC vang berhasis nilai keadilan Pancasila
4 Tujuan Rekenstrulsi TTT_:uaj,-u menempatkan secara ideal atas kedudukan KPK
el sistom kelatanagaasn Repoblik Indonesia yaitu
kokuasaan KPE schagai bagian dari kekuasaan
r— Kehakiman vang umumlaumn fungsi pokoknya.
5 Eoonsrnelei pilal wdeal | LIrHH menempaﬂ:-.au 'K dalam sistem ketatanegara
kedndukan EPK cdengan sebasar badan kbmsus vanp menjalankanamanat
| Uindang-Undang Lrasar Mesara Republik Indonesia
fabyn 1945 can berfimaesi melaku<an pencegahan dan
| penimtlakan - imdak pidana Lenpsi yang  mandird,
indzpendent dan ndak di intervens oleh
kekussaan chsekutif maupun legizlative
6 | Rekonstruksi Undang- Poal 3

Ll npmmoge 14 tibam
200 wnlang KPR

K omast Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara
ol mwmpun kebwssaan Fhsekutif  yang  dalam
mielaksanaloan Ligas dan wewenangnya adalah lembaga
nepara dalam mmpun  keluasaan  Yudikatif  yang
bersitar inde pend=n dan bebas clari pengaruhkekuasaan
TAATIHUT,

P!-J.Hu] AT Avat bh

Dewan Pengawas bertugas: memberikan izin atau
tidak memberikan izin Penyadapan,penggeledahan,
dan/atau penyitaan; haruslah di hapus;

Pasal 30

(2) Pimpinan  Komisi ~ Pemberantasan = Korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
huruf a dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri dari
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2)

3)

14}

&)

1

Unsur Yudikatif, Pemerintah, Akademisi dan
Masyarakat.

Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon
Pimpinan  Komisi  Pemberantasan ~ Korupsi,
Pemerintah membentuk panitia seleksi yang
bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat(2) terdiri atas unsur Yudikatif,
pemenntgh, Akademis dan unsur masyarakat.

Setzlah  lerbeniuk, panitia seleksi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) mengumumkan penerimaan
ealon.

Pendallman calim dilakokn dalam waktu 14(empat
belas) han karja secara tarus menerus.

Panitis solekst mengumuymkan kepada masyarakat
untuk mendaparkan tamaeapan cerhadap nama calon
schapaimana dimaksud pada avat (4).

Tungeapan schiowmmeana dimaksud pada ayat (6)
disarnprakan Lepada panidia seleksi paling lambat 1
feate) bulan terhitunn s2jak tanggal diumumkan.

anitia sclckel menctapkanan nama calon Pimpinan
vany lolas seloka,

Panilia seleksi memilit dan atau menetapkan 5
(lima) calen pimpian dan memilih ketua dan wakil
Ketua dan/atau jabawan yang di butuhkan paling
lambat 3 bulan.

10) Panitia Seleksi menyampaikan hasil pemilihan

panitia seleksi kepada Presiden Republik Indonesia.
Dan Dewan Perwakilan Rakyat

11)Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

merekomendasi calon terpilih yang disampaikan
oleh panitia seleksi kepada Presiden Republik
Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
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terhitung sejak tanggal di terimanya laporan panitia
seleksi kepada DPR untuk disahkan oleh Presiden
Republik Indonesia selaku Kepala Negara

12) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan
calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) harikerja
terhitung  sejak  tanggal diterimanya  surat
rekomendasi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

13) di hapus

*asal 21
i 1} Fomisi Pemberantasan Korupst terdiri atas:

o Do Petiaseh,

. Pimpinin Komisi Pemberantasan Korupsi Yang
terdiri dan 5 {luma) orang Anggota Komisi
Pemberantazan Kompsi;

¢, Pesawal Kamisi Pemberaniasan Korupsi.

Tamuan

1. KPK  memgpakan salah  salu organ kekuasaan
lehakiman  vany  menjalankan fungsi  dalam
melpbukan poucgakan hvkvm  Kedudukan KPK
wang diamanatkan L7 Mo 19 tahun 2019 tentang
EFk alalah menjalakan lungsi pencegahan dan
penmdakan tndak pidana korupsi. Disatu sisi KPK
diposisikan sebapai Lekunasaon penegakan hukum
[kelmasaan kehakiman) akan tetapi pada sisi lain di
posisikan sehagi pongacara (orZan pemerintahyang
dalam hal i adalabh ckselatif) disini menjadi
tantangan  yang berarti terhadap  masalah
penyalahgunaan wewenang (abouse of power)
maupun dalam bentuk lain yaitu judicial corruption.
Oleh karena itulah posisi KPK harus mampu
menempatkan diri pada posisi yang objektif sebagai
lembaga negara yang mampu menjadi kekuasaan
organ negara dalam penegakan hukum sekaligus
mampu menjadi organ eksekutif dalam melakukan
tugas dan wewenangnya.

2. Kedudukan KPK secara yuridis yang bersifat
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M

campuran (mix position) dengan ditambah
kecenderungan kekuasaanya tunduk pada eksekutif
berimplikasi pada masalah intervensi kepentingan
politik terhadap KPK, Profesionalitas KPK. selain
itu, kelemahan kedudukan KPK selama ini yang
diantaranya termuat dalam  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang
KPK adalah tidak efektifnya proses chek and
balance yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk
kontrol atau pengawasan terhadap lembaga negara
lain. Pada sisi lain, kedudukan Dewan Pengawas
schagal vang masuk dalam struktur organiusasi KPK
memiliki fewer! o (kekuassan hukum) superior
wailn selain mengawasi kinerja pimpinan KPK dan
Pepawai KPK  juga memiliki kewengan terkait
membeati tzin atan udak memberi izin,penyadapan,
mengledahan dan penyitsan vang di lakukan oleh
KPE dalgm mematakan tugas dan kewenangannya.

. Beaulasn rekonstrukst milai idval kedudukan KPK

dalam svsmem  ketatanegataan Republik Indonesia
horbasis naly keadilan Paneasila adalah KPK sebagai
badan kbusus menjalankan fungsi  kekuasaan
kchakiman di bidang peaczzaban dan penindakan
timdak padanyg korupss vange merdeka, independent
duan diedak hodeh mendapal ampur tangan  dari
eligeliutl maupun legislaul Jalam  menjalankan
kedudukannva. Selma  iw  antuk  menguatkan
rokonstnaksi nilal, maka rckonstruksihukum secara
ideal harys dijalankan doengan melakukan perubahan
hreberupi pasid yaiin Pasal 3, Pasal 21, Pasal 30, dan
Fasal 37 B Awal | b, dalam Undang-Undang No 19
tahun 201%. Sehinpealechacdukan KPK meskipun di
bawah naungan eksekucl” akan tetapi ketika
menjalankan  fungsi pokoknya berada pada
kekuasaan Yudikatif atau

kehakiman yang bersifat mandiri dan merdeka.
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Perlu dipahami dalam hal ini adanya perubahan paradigmatik dalam
penguatan KPK yang peneliti tawarkan di dasarkan pada upaya metode
penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum yang
progresif sebagai berikut :

a. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat
permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan
dengan melihat case by cove

b.  ewde penernwan hubwn vang berani dalam melakukm soain terobosan
(rrede Dreeabing). densan melihar dinaonka masvarakar, tetapi  tetap
bempedaman pada ko kebengrm dan kegdilan serg memihek dan peka
pacla nazily don keadzan bangsa dan neparaya

c. dompde penemugn hokum wane dapar mambawa kescjahceraan  dan
kemalkmwan masvacakal dan juga dajal membawa banpsa Jan Negara
kelnar dad ksterpumkan dae ketidakstabilan sesial seperti saat ini®l.

TTal wamg penclin veearkan di mlas, meropakan eniok mendudukannya
kecuclukan kekvasaan k'K sane sebacdk-baiknya. KPE bukan laai hanya berdiri
pada rangh kekugsaan cksckant, akan totap kedudukan KPK sesual dengan
legal spirit konstitusi dan ruh dari agenda reformasi yang menempatkan
legislatif heavy (kekuasaan rakyat yang dijalankan oleh DPR) bukan eksekutif
heavy (kekuasaan yang sepenuhnya berada pada eksekutif seperti yang pernah

terjadi pada masa Soeharto).

51 Ahmad Rifai, 2010, Opcit., hlm 93
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Ide dasar untuk menempatkan konstitusi dan kekuasaan rakyat dalam
perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK merupakan
esensi untuk mencari makna sesungguhnya terhadap kedudukan KPK secara
progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah
menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan
(according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam
(zer very wmeaning) dan undang-undang atau hukum. Pencgakan hokum tidak
hayn keverdasan muelekiual, melaimbkm dengzan kecerdasan spivinal. Dengan
kata lain, penepalzan bukanm vang dilakukan denpan penub dererminasi, empati,
dedikas, komaitmen torhadap penden taan banassg dan diserta keberanian untuk
mencan jalan lain daripadavane biasa didakolkan®

Hetbedy adengm KPK vang saat in ada o newwrn kita, Republik
Indonesia yang menempathan posisi alau peian sencal dad KPR supaya kuat
hanya menitikrekankan pada upava keluasaan ralcear melalul PR, Dalam
uprryn pengnalim KPR eniomy s bk vang dilaloaleay olch Prosiden, DPR dan
Drewran Pengawas KUK, teonasul paga ralovat hams menajade faliror penentu
kyghtas KPE ngntinyg,

Semangat memahami hukum progresif dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang KPK, merupakan semangat dalam memahami hukum
dengan tidak hanya memahaminya sebagai institusi yang mutlak secara final,

melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada

52 Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta
Publishing, Yogyakarta, hlm. xiii
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manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada
dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus
menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat
kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi
ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan
lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a
process, faa in e wmeking) 2
Rekonstuksi Undang=-Undane Nomor 19 Talhinm 201% entang KPK,
peneliti mencoba mendasadian pada apa vana disampaikan oleh "ason sebagai
dasamys, dengm monpaarkam Saeisan yaing asaesistem hipkom dopatberfungsi
secara balk, maka ada 4 (empat) hal yang haros dizelézailiag telehihdahulu:
a. asalgh loomimast Osang mienjadi Tandasan baw pentaatan koepada aturan-
Aluran |,
b. Masalah inrerpretast (yang aken menvanskur soal penctapan hak dan
kewajiban subjek. melaon proges pencrapan amamn tortonta);
¢, “asalah sarksi (mengeaskan sankst apa. hasaimanag penerapanya dan

sigpa vang menerapkannyal;

33 Faisal, 2010, Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.
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d. Masalah yuridiksi (menetapkan garis kewenangan yang harus kuasa
menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang hendak diatur oleh
perangkat norma)>*.

Tema pokok yang disampaikan oleh Parson di atas sangat mendukung
proses bagi proses penguatan kejaksaan yang idealnya bukan hanya perubahan
Undang-Undang atau norma tertulis, akan tetapi juga penguatan paradigmatik
schingea menjadi pendukung semangat hukum kenka menjalanksn Undang-

Unalime fenany kekasaan KPR Proses el lenbonya samngal membutuhkan

daya dukmne semna pibak dalam merealisasikannva.

34 Othe Salman dan Anton F Susanto, 2005, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan
Dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, hlm 155
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BAB VI1

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdazarkan hasil  peaelitian  vane  dilakukan  dapac  diperoleh
kesimpulan aras hasil penelitan sebapai berikr -

1. Komist Ponmberanimsan Korups (KPKY mompakan salah satu organ
kekuasaan  kehakunan  svang  memalankan Jungsi dalam melakukan
pencakan hokum. Pesis Kekvasaan KK dalam miang lingkup <ehakiman,
dijalanton secara wandiei dan merdeka, hal lersebul diranatkan dalam
[ndang-TIndang Thasar Newars Bepubhk mdomesisdiantaranys Jalam Pasal
24 Undang-Lindang Nomer 48 Tahun 2009 entang Keloasaan Kehakiman
dlalam sistam ketaranesaraan k'K dalam menjalankan funpgsinva diarahkan
sebawn pelaksana penyelidikan, penadikan, peruminimm dan pelakasana
putnzan penpadilan dalam perkara wndalk pidana korupsi sesual dengan
atnanat Undang-Undang Republik fndonesia Nomor {9 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi , adanya penegasan dalam Undang-Undang
tersebut, yang menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan

eksekutif yang melaksanakan
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tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan
Undang-Undang. Kedudukan KPK yang bersifat campuran (mix position)
yaitu antara kekuasaan penegakan hukum dan sebagai pengacara (organ
pemerintah yang dalam hal ini adalah eksekutif) menjadi tantangan yang
berarti terhadap masalah penyalahgunaan wewenang (abouse of power)
maupun dalam bentuk lain yaitu judicial corruption. Oleh karena itulah
posist KI'K hams mampu menempatkan din pada pesisi vang objektif
schama lembaen newgrg wang mampe menjadi kekoaspan organ negara
dalam penezakan hukun sekalipus madipe menjadi ocpan eksekutif dalam
melakukan funezsi dan wgas pokokova dalam pencegahan dan oenindakan
ik pudar konugpsi

. Kechodukan Eomisi Pemberantasan Kompsi (KK} secara varidis yang
boersilal camnproam (ode pvsesesd dengan ionhah hadimya perubahan
kedna undanp-undanz KPK vaiw tUndana-Uindang ~o 1% Tahun 2019
ragmben wama baro, selam KPR masglk dalam Tembaga negara rumpun
ehsekulil vang bevilikas jika KPE dapal di jadikan objel [Hak Angket
aleh Drewan Perwakilan Bakyat Republik Indonesia sz adanva kedudukan
Dewan Pengawas yang salah satu kewenangannya makin memberi warna
baru yang antara lain proses izin kepada Dewan Pengawas dalam
Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, yang wajib di lakukan
KPK dan menjalankan tugas dan kewenangannya yang akan berimplikasi

pada masalah intervensi, kepentingan politik tertentu
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terhadap KPK yang masuk melalui Dewan Pengawas. Profesionalitas KPK
diuji saat ini dalam menjalankan tugas dan kewenangannya implikasi yang
ditimbulkan dari bentuk yang demikian, maka kekuasaan KPK dalam hal
penegakan hukum khusus tindak pidana korupsi tidak berjalan efektif dan
maksimal. Hal ini tentunya bertentangan dengan gagasan Montesquieuyang
mengembangkan konsep trias politica dengan menyusun suatu sistem
pemenntahan dimana warpa peparanva meraza lebih terjamin haknya
demgam adanya sisten pemigghan kekoasaan vang ketat melalui wujud chek
! Aovdaece. Dienpan kata laain hadiviva Dewan Penpawas KPK sebagai
pengavwds kinega RPE dalam kode enk, memiliki fegafpower (kekuasaan
Ttk wvarrg derlunpak kurange elckil dan maksimal KPK dalam
menjalankin fooesi dan tooeps pokoknva deean adanya kewenangan
mamnbertkan i2an atag fidak memberikan don Pessyaslapin, penggeledahan,
clansatan pensyitaan.

. Begulasi vekonsmruksinila idesl kedudukan Komist PemberantasanKorupsi
dalam sistom ketamogaraan Repuhlik Tndonasia horbasis nilal keadilan
Pancasila adalal KPL selsazal badan khosus menjalankan funpsi kekuasaan
kehakiman di bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi
yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari
eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan kedudukannya.
Rekonstruksi yang demikian juga harus menempatkan kedudukan KPK

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh
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rakyat Indonesia, dimana relevansinya adalah kekuasaan KPK sebagai
penegak hukum harus diposisikan sesuai dengan upaya mewujudkan
keadilan dengan dukungan kedudukan KPK yang ideal dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia. Untuk menguatkan rekonstruksi nilai,
maka rekonstruksi hukum secara ideal harus dijalankan dengan melakukan
perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 3, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 37 B
Avar 1 b dalam Undang-Undang Mo 19 tabun 2019 eoane KI'K.Sehingga
kedudukan KPE fidak lag oi hawsh nounaan cksckotif akan tetapi berada
pada kekvasaan hebakiman van g beesilat miandisi dan merdeka. Pemahaman
rekonstrukst hukum secara 1deal tersebur tentunyva hames dikuatcan dengan
perithabim scara proadigia ik lerkai | boedudoles KPR dalam menjalankan
kekmasaan kehakiman atan penegakan hukum yange menjadi mh bagi KPK

dalam menpalinkan peran dan fungsmeasecars benar

B. Saram-Saran
Berdasarkan hisil penelivan vang ditakokan, saran yang dihasilkan dan
dapat menjadi masolan atas hedudukan deal 1PK dalam mewujucdkan keadilan
sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
KPK khsusunya Pasal 3, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 37 B Ayat 1b, yang

dititiktekankan upaya melibatkan Yudikatif, Presiden dan Dewan
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Perwakilan Rakyat (DPR), Praktisi Hukum dan Akademisi dalam proses
seleksi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK serta pegawai KPK.
Dengan menjalankan proses seleksi dengan mengedepankan semangat
gotong royong yaitu menghadirkan sebuah bentuk lembaga KPK yang
bersifat mandiri dan merdeka dalam menjalankan kekuasaan penegakan
hukum ;

. Komis *embarantazan Kompst (KPK) dalam menjalakan funpsinya harus
boraifar independent s tdak memihak, Melalui karskfer KPK yang
demikian, diharapkan lambaga KPI s2jatinyadapal mampu mesnjadi sebuah
Argan DCEara yang mampy mencmparkan din sesuai denean nilai- nilai
Tuhur  beimesa . Indomesio wange dinntarmmya hersilal o keceluargaan,
sorongrevene dan basikap seimbane dalam penepakan hukum diantara
kekuasann oksskual, leaislaul dan yudikadl, Thharapkan dengam pola KPK
vange denkian dapat mendubung tercapainyg prinsip negara hukum da
kedaulatan rakyvat vang ity semug hadic dan dijabarkan dalam Undang-
Lindang Normor |9 Tabon 2009 weian: KPR

. 'eran Lrewan lengawas KI'K sesval densan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 Tentang KPK yang masuk dalam susunan organisasi KPK tidak
sesuai dengan spirit Euforia pemberantasan korupsi. Ketentuan tentang
Dewan Pengawas KPK tersebut harus segera dirubah dengan tidak lagi
menempatkan posisi Dewan Pengawas KPK di struktur organisasi KPK

tetapi menjadi lembaga yang terpisah yang berkedudukan setara
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KPK atau bermitra dengan KPK yang didukung dengan instrument Undang-

Undang tentang Dewan Pengawas KPK .

C. Implikasi Kajian Disertasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penelitian yang dilakukan, maka

terdapat implikasi berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan diharapkan

dapar memberikan nilai mbab bapi kemajuan penegakan hukum i Indonesia

atas kedudvkan Komizsi emberanrasan Kompsi (KK lmplikasi kajian

diserias yany penchin e ndban sebamat bkl

1.

2.

L plikeass Paracl emank
Kedudukan  Komisi Pemborantasan Rorgpst (KPE)  dalam  system
ketaranegaraan  Republik Indcnssia hams dipertesas denpgan adanya
ke duan dalam peruhahan Tndane-Tindang Nommeor 9 Talum 2919 tentang
PR vang dianaranya meadoadukkan secara murne  kelwssaan KPK
menurt semanzat dan makna lebih dalam (oo verr mesring) dert Undang-
Unibang Dhesar Republik Tndonesia Tahun 1945 sebagai lernbaga penegakan
hulanm.
Implikasi Praktis
a. Bagi pemerintah

1. Proses seleksi Pimpinan KPK, Yudikatif, Presiden dan Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Praktisi Hukum dan Akademisi dalam
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U

proses seleksi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK serta
pegawai KPK;

Pola koordinasi yang dibangun antara Presiden dan KPK jangan
samapi menjadi bentuk koordinasi yang bersifat komando, akan
tetapi lebih merupakan upaya bentuk hubungan yang bersifat
menguatkan dengan didasari dengan prinsip chek and balance;
Pudu dihamgunmya sistem pengawasan hagi KPR wang nantinya
dijalankan cleh Dewan Pengawas KPK dengan menick beratkan
pada Pewan Poengawas KPR temsebur harys sceers dirabah dengan
Hdak Tazi menempalkan posisi Devean Pengasas KPE di struktur
ormeanizasi ELUK tetapn menjadi lembasa wans terpisah  yang
berkedudulan  setara BPK atauw bermitca denzan KPK yang
didukung dengan  nstmpment  Undang-Lndang teoting Dewan

Penguwas kR PE sepeci Dalnya Kot Yoodisind

b. Bapgi aparat penecal hnkum vtamanya KI'K

Dradamn senjalokan  Tungst KPR, aparal KPK (pimpinan dan
pepawal WIPK) hams mampn memmbubhlan sikap yang tidak
memihak dengan semangat kekeluargaan, gotong royong dan
seimbang sesuai dengan nilai-nilai lihur bangsa

Pola peningkatan sumber daya manusia bagi aparat KPK perlu

dilakukan secara efektif dan efesien melalui peningkatan
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profesionalisme KPK dalam menjalankan fungsi sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c. Bagi Masyarakat
1. Masyakat harus ikut terlibat jika ada proses seleksi Pimpinan KPK
dan Dewan Pengawas KPK serta pegawai KPK. Masukan dansaran
terhadap KPK tentunya sangat berimplikasi penting sekali terhadap

kedudukan KPK dalam menjalankan dan [ungsinva dengan baik.

L

Masvarakar bamis thkut rerlibat dalam melakukan pengawasan
lerhudup KPR dalam mongalukan fungsinye yany disnlaranya upaya
pencegnhandan penindakan tindak piclana Kompsi, apgar nantinya

KK dapat mclakukan teas dan Ledudulkannya secara maksimal.
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2022,
https://www.sprm.gov.my/admin/file/sprm/assets/pdf/penguatkuasaan/akta

-694-bm.pdf.




Wawancara dengan SPRM Malaysia, melalui email, 05 Desember 2022.
http://www.sprm.gov.my/indek.php?id=21&page id=75&articleid=414.

Wawancara dengan Yosafati Gulo Advokat & Aktifis Anti Korupsi, 28 November
2022.

Yusril Thza Mahendra, makalah yang berjudul; “Kedudukan Kejaksaan Dan
Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di bawah UUD 1945,
Jakarta 8 Agustus 2010.
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